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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala
rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008-1013 ini dapat
diselesaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara ini adalah merupakan salah
satu dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara untuk
masa 5 (lima) tahun kedepan, yang berisikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati
terpilih, beserta prioritas-prioritas, strategi, sasaran dan arah kebijakan
pembangunan.

Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara ini telah melalui
proses-proses politik ketika setiap pasangan calaon Bupati/Wakil Bupati
menyampaikan visi misinya di DPRD, proses teknis ketika Draft RPJMD ini disusun
oleh Tim Bappeda Kabupaten Maluku Tenggara bersama-sama Tim Tenaga Ahli,
proses aspiratif ketika dilaksanakan Musrenbang RPJMD untuk menyerap aspirasi
masyarakat, dan proses regulatif ketika dibahas dan ditetapkan bersama dengan
DPRD Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Peraturan Daerah.

Diharapkan dokumen RPJMD ini akan menjadi pedoman bagi kita semua,
seluruh jajaran pemerintah daerah, masyarakat dan stake holders dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik ke
depan, guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat kita.

Kepada semua pihak yang telah membantu memberikan pikiran-pikiran dan
tenaganya sehingga tersusunya dokumen ini, disampaikan ucapan terima kasih dan

penghargaan yang tinggi.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati segala bentuk pengebdian kita.

Langgur, Oktober 2009.






LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Nomor : 13 Tahun

: 2009 Seri : D Nomor : 13

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

TAHUN 2008-2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Menimbang Toa
b.
Mengingat o1

bahwa untuk menjamin obyektifitas dan transparansi
pelaksanaan tugas dan kewenangan Bupati Maluku
Tenggara beserta seluruh jajaran Perangkat Daerah
secara lebih terarah, terukur, terprogram dan
proporsional sekaligus sebagai tolok ukur penilaian
pertanggungjawaban selama masa jabatan sesuai
ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 150
ayat 3 butir b Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu
disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara tahun
2008-2013;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas,
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara.

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat 11
dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat | Maluku



(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952
tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan
Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah
Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor
264);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4090);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001
tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 140);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4737 );

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku
Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02
Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 03 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
di Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomor 05 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomor 08 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibukota
Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual
Ke Langgur di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara
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(Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2009 Nomor 02 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2009 Nomor 12 Seri D, Tambahan lembaran
Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 137).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
DAN
BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU
TENGGARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN
MALUKU TENGGARA TAHUN 2008-2013.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;

Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;

e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008-2013.
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BAB Il
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2008-2013

Pasal 2



RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008-2013 disusun dengan
sistimatika sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

BAB 2 : GAMBARAN UMUM WILAYAH

BAB 3 : PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB 4 :  PERMASALAHAN, DAN ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

BAB 5 > VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH 2008-2013

BAB 6 :  AGENDA DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH

BAB 7 . PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB 8 : PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB 9 > INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH

BAB 10 . KAIDAH PELAKSANAAN

BAB 11 : PENUTUP

Pasal 3

Isi beserta sistimatika sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 di atas, tertuang
dalam naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang
adalah Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan
Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berfungsi sebagai
alat dan tolok ukur pembangunan serta merupakan komitmen bersama
Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai representasi rakyat dan stakeholder
untuk menyelenggarakan pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara dalam
periode 2008-2013.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan ditetapkan/diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Maluku
Tenggara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Derah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008-2013
dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Vi



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku
Tenggara.

Disahkan di Langgur
pada tanggal Oktober 2009

BUPATI MALYKU TENGG

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

PETRUS BERUATWARIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2009 NOMOR
13 SERID

vii



PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
TAHUN 2008-2013

PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi
seluas-luasnya memiliki arti  bahwa daerah diberikan kewenangan
mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan kecuali yang
menjadi urusan Pemerintah, dimana Daerah memiliki kewenangan
membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan
peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan
pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut, maka dilaksanakan pula prinsip
otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah
suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan
berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyata telah ada dan
berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi
dan kekhasan daerah serta yang dimaksud dengan otonomi yang
bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya
harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian
otonomi.

Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Otonomi Daerah
tersebut, maka perencanaan daerah yang adalah suatu proses untuk
menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan serta
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia merupakan salah
satu aspek penting dan strategis dengan tujuan untuk ; mendukung
koordinasi antarpelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi,
sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu,
antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

viii



pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan  partisipasi
masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya
secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam suatu
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat
di tingkat Pusat dan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini adalah
merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil
Bupati Maluku Tenggara terpilih periode 2008-2013, sebagai pedoman
pokok pembangunan untuk kurun waktu lima tahun tersebut yang
diharapkan menjamin sinergitas kebijakan dan sinkronisasi seluruh
perencanaan dan pelaksanaan program antar Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD). RPJMD ini memuat arah kebijakan keuangan daerah,
strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, serta program SKPD,
lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-
rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang
bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten secara hirarkis disusun berdasarkan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi, RPJPD Kabupaten, RPJMN dan
RPJMD Provinsi dan dokumen perencanaan lainnya. Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan berpedoman pada
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ditetapkan melalui Peraturan
Kepala Daerah, namun *“ apabila memungkinkan ” dapat ditetapkan
melalui Peraturan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dijelaskan lebih
lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Pembangunan daerah dengan segala dimensinya, baik dimensi
ekonomi, sosial budaya, lingkungan, maupun politik, pada periode
pembangunan sebelumnya telah memberikan manfaat yang berarti
bagi masyarakat Maluku Tenggara namun keberhasilan pembangunan
tersebut masih menyisakan berbagai permasalahan maupun yang
diperkirakan akan muncul pada masa mendatang. Tantangan atau
permasalahan yang masih harus dihadapi terutama disebabkan oleh
masih tingginya angka kemiskinan, tingginya angka pengangguran,
kesenjangan antarwilayah, lemahnya sistem pengelolaan



pemerintahan, terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan
kebutuhan dasar yang berkualitas dan masih terbatasnya jumlah/mutu
infrastruktur serta rendahnya kualitas pelayanan publik. Pada sisi lain
Kabupaten Maluku Tenggara dengan karakteristik wilayah kepulauan
memiliki kandungan sumber daya alam kepulauan yang secara
potensial dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat.

Kondisi obyektif tersebut di atas menjadi dasar arah
pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara ke depan Vyaitu
memprioritaskan  peningkatan kapasitas kelembagaan daerah,
memberdayakan ekonomi rakyat, meningkatkan kualitas sumber daya
manusia, dan membangun infrastruktur. Prioritas pembangunan
tersebut akan menjadi tumpuan perekonomian Kabupaten Maluku
Tenggara masa depan yang terus digali, dikembangkan, dan
ditingkatkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku
Tenggara Tahun 2008-2013 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s/d 6 : cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR
138
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Bab 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah
satu dokumen perencanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini adalah merupakan
penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara
terpilih periode 2008-2013, sebagai pedoman pokok pembangunan untuk kurun
waktu lima tahun tersebut yang diharapkan menjamin sinergitas kebijakan dan
sinkronisasi seluruh perencanaan dan pelaksanaan program antar Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD). RPJMD ini memuat arah kebijakan keuangan daerah,
strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, serta program SKPD, lintas SKPD,
dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten secara hirarkis
disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN),
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi, RPJPD Kabupaten,
RPJMN dan RPJMD Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), serta dokumen perencanaan lainnya.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan berpedoman pada UU
Nomor 25 Tahun 2004 ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (sesuai UU SPPN
RPJMN ditetapkan melalui Peraturan Presiden) namun “apabila memungkinkan”
dapat ditetapkan melalui Peraturan Daerah (sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dijelaskan dalam PP Nomor 8 Tahun
2008).

Pembangunan daerah dengan segala dimensinya, baik dimensi ekonomi,
sosial budaya, lingkungan, maupun politik, pada periode pembangunan sebelumnya
telah memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat Maluku Tenggara namun
keberhasilan pembangunan tersebut masih menyisakan berbagai permasalahan
maupun vyang diperkirakan akan muncul pada masa mendatang. Tantangan atau
permasalahan yang masih harus dihadapi terutama disebabkan oleh masih tingginya
angka kemiskinan, tingginya angka pengangguran, kesenjangan antarwilayah,
lemahnya sistem pengelolaan pemerintahan, terbatasnya akses masyarakat terhadap
pelayanan kebutuhan dasar yang berkualitas dan masih terbatasnya jumlah/mutu
infrastruktur serta rendahnya kualitas pelayanan publik. Pada sisi lain Kabupaten
Maluku Tenggara dengan karakteristik wilayah kepulauan memiliki kandungan
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sumber daya alam kepulauan yang secara potensial dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kondisi obyektif tersebut di atas menjadi dasar arah pembangunan Kabupaten
Maluku Tenggara ke depan vyaitu memprioritaskan peningkatan kapasitas
kelembagaan daerah, memberdayakan ekonomi rakyat, meningkatkan kualitas
sumber daya manusia, dan membangun infrastruktur. Prioritas pembangunan
tersebut akan menjadi tumpuan perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara masa
depan yang terus digali, dikembangkan, dan ditingkatkan.

Keberhasilan yang telah dicapai pada pembangunan periode 2003-2008, dan
proses pembelajaran pada periode pemerintahan tersebut, serta berdasarkan
aspirasi masyarakat pada pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan
(musrenbang) Rencana Pembangnan Jangka Menengah Daerah, maka Pemerintah
Kabupaten Maluku Tenggara akan melanjutkan pembangunan dengan menekankan
pada peningkatan penguatan pengelolaan pemerintahan daerah, peningkatan daya
saing ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk
pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan
kapasitas infrastruktur daerah. Penekanan pembangunan tersebut menitikberatkan
pada optimalisasi pemberdayaan semua komponen pemerintahan, masyarakat, dan
pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk bersinergi dalam membangun daerah.
Pemberdayaan komponen tersebut diharapkan dapat mempercepat pergerakan roda
perekonomian di Kabupaten Maluku Tenggara sesuai visi pembangunan daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2008-2013
dimaksudkan untuk menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam bentuk
rencana strategis (Renstra) SKPD yang memuat strategi, kebijakan, program, dan
kegiatan periode lima tahunan baik yang dilaksanakan langsung oleh SKPD maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara tahun
2008-2013 tidak dapat dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan
sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 32
Tahun 2004, yaitu:

(1) Menyediakan acuan bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Maluku Tenggara dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode
2008-2013.

(2) Menetapkan pencapaian sasaran setiap SKPD dalam rangka mewujudkan visi
dan misi Kepala Daerah sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pemahaman
antarpelaku pembangunan baik secara lintas ruang (spasial) maupun lintas
kegiatan (sektoral).

(3) Meletakkan landasan yang kokoh dan kuat untuk mencapai kejayaan
Kabupaten Maluku Tenggara di masa depan yang religius, kultural, adil, dan
demokratis.
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1.3.

Landasan Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen resmi yang

menjadi payung hukum dalam perencanaan pembangunan daerah dengan landasan
hukum sebagai berikut:

(9)
(10)
(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Undang Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat Il dalam Daerah Swatantra Tingkat | Maluku;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pusat dan Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Pemerintah kepada DPRD, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
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1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku
Tenggara disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

BAB 2 GAMBARAN UMUM WILAYAH

BAB 3 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB 4 PERMASALAHAN, DAN ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS
5

BAB VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH 2008 — 2013

BAB 6 AGENDA DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH

BAB 7 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB 8 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

8.1 MEWUJUDAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN
BERSIH

8.2 MENGEMBANGKAN STRUKTUR EKONOMI YANG TANGGUH
DAN BERDAYA SAING

8.3  REVITALISASI SISTEM PENYULUHAN SERTA PENINGKATAN
PRODUKTIVITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN
KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

8.4  MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA

8.5  AKSELERASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGUATAN
SISTEM ADAT LOKAL

BAB 9 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH
BAB 10 KAIDAH PELAKSANAAN

BAB 11 PENUTUP
LAMPIRAN
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Bab 2

Gambaran Umum Daerah

2.1  KONDISI FISIK WILAYAH

2.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Maluku Tenggara merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari 68
pulau dengan luas wilayah kurang lebih 4.049 kilometer persegi dimana luas laut kurang
lebih 7,6 kali luas daratan yang tersebar pada 1 (satu) kawasan Gugus Pulau yaitu Gugus
Pulau Kei.

Secara secara geografis Kabupaten Maluku Tenggara terletak pada koordinat 131° -
133° 5’ Bujur Timur dan 5° 32’ - 8° 00’ Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai
berikut :

(1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Tual dan Provinsi Papua Bagian Selatan

(2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Arafura

(3) Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Banda dan bagian Utara Kepulauan Tanimbar
(4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kepulauan Aru.

2.1.2 Topografi

Secara topografi desa-desa di Kabupaten Maluku Tenggara pada umumnya tersebar
pada ketinggian 0-100 meter. Sebaran rata-rata desa-desa tersebut berada pada 4 mil dari
garis pantai di Kei Kecil (Nuhu Roa) yaitu kurang dari 100 meter atau rata-rata slop kurang
dari 1,5 persen berada di Pulau Kei Kecil Bagian Barat. Sebaran rata-rata kedalaman untuk
Pulau Kei Besar (Nuhu Yut) yang berada di bagian Barat Laut kurang dari 100 meter
sementara bagian Barat daya dan bagian Timur berada pada kedalaman rata-rata lebih
dari 300 meter. Kemiringan daratan Pulau (Island Flat) di Pulau Kei Kecil berkisar antara 0
persen - 40 persen sementara untuk Pulau Kei Besar kemiringan daratan pulau antara
curam (15 persen - 40 persen) sampai dengan sangat curam (lebih dari 40 persen).

2.1.3 Iklim dan Cuaca

Iklim di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dipengaruhi oleh Laut Banda, Laut
Arafura, dan Samudera Indonesia yang dibayangi oleh Pulau Irian di Bagian Timur dan
Benua Australia di Bagian Selatan, sehingga perubahan iklim dapat terjadi sewaktu-waktu.
Adapun tipe iklim berdasarkan klasifikasi agroklimat, Kabupaten Maluku Tenggara
termasuk dalam zone agroklimat C2 dimana bulan basah terjadi selama 5 - 6 bulan dan
bulan kering terjadi selama 4 - 5 bulan. Secara rinci iklim dan cuaca di Kabupaten Maluku
Tenggara dapat digambarkan sebagai berikut :

(1) Keadaan musim di Kabupaten Maluku Tenggara terjadi secara teratur, yaitu musim
Timur yang berlangsung dari bulan April sampai Oktober merupakan musim kemarau
serta musim Barat berlangsung dari bulan Oktober sampai Pebruari. Puncak musim
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hujan terjadi pada bulan Desember sampai Pebruari. Musim pancaroba berlangsung
dalam bulan Maret atau April dan Oktober atau Nopember. Bulan April sampai
Oktober terjadi angin Timur Tenggara. Angin kencang bertiup pada bulan Januari dan
Pebruari dan seterusnya diikuti dengan hujan deras dan laut bergelombang. Bulan
April sampai September bertiup angin Timur Tenggara dan Selatan sebanyak 91
persen dengan angin Tenggara yang mendominasi yaitu sebesar 61 persen. Bulan
Oktober sampai Maret bertiup angin Barat dan Barat Laut sebanyak 50 persen dengan
angin Barat Laut yang mendominasi yaitu sebesar 28 persen.

(2) Keadaan curah hujan di Kabupaten Maluku Tenggara berkisar antara 2.000 - 3.000
milimeter per tahun terjadi di Pulau Kei Kecil sementara di Pulau Kei Besar curah
hujan di atas 3.000 milimeter per tahun. Tahun 2005 di Kepulauan Kei Kecil curah
hujannya mencapai 2.309 milimeter per tahun atau rata-rata 192,4 milimeter per
bulan dengan jumlah hari hujan sebanyak 209 hari atau rata-rata 17,4 hari hujan per
bulan.

(3) Keadaan suhu di Kabupaten Maluku Tenggara rata-rata pada tahun 2005 sesuai data
dari Stasiun Meteorologi Dumatubun Langgur mencapai 27,2 °C dengan suhu
minimum 24,2 2C dan maksimum 31,5 2C dengan kelembaban rata-rata 85,5 persen
dan penyinaran matahari rata-rata 59,5 persen serta tekanan udara rata-rata 1010,8
milibar.

2.1.4 Hidrologi

Sungai di Kabupaten Maluku Tenggara yang berair sepanjang tahun tercatat
sebanyak 7 buah yang meliputi 3 sungai di Pulau Kei Kecil dan 4 sungai di Pulau Kei Besar.
Danau di Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak satu buah yaitu Danau Ablel yang berada
di Pulau Kei Kecil.

2.2 PEMERINTAHAN

Kabupaten Maluku Tenggara dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku
Tengah dan Maluku Tenggara serta UU Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah Swatantra Tingkat Il dalam Daerah Swatantra Tingkat | Maluku (Lembaran Negara
Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645). Daerah ini dalam
perkembangannya telah mengalami 3 (tiga) kali pemekaran wilayah yang didasarkan atas
UU Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten
Maluku Tenggara Barat di Provinsi Maluku, UU Nomor 46 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan
Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku, serta UU Nomor 31 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku. Secara administratif Kabupaten Maluku
Tenggara terdiri dari 6 Kecamatan yakni :

(1) Kecamatan Kei Kecil dengan 21 Desa dan 15 Dusun dan 1 Kelurahan
(2) Kecamatan Kei Kecil Timur dengan 13 Desa dan 16 Dusun

(3) Kecamatan Kei Kecil Barat dengan 8 Desa dan 2 Dusun

(4) Kecamatan Kei Besar dengan 21 Desa dan 41 Dusun

(5) Kecamatan Kei Besar Utara Timur dengan 9 Desa dan 21 Dusun
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(6) Kecamatan Kei Besar Selatan dengan 14 Desa dan 9 Dusun.

Wilayah administrasi pemerintahan di Kabupaten Maluku Tenggara selain yang
telah disebutkan di atas terdapat wilayah pemerintahan adat yang disebut Ratschap.
Setiap ratschap dipimpin oleh seorang Raja (Rat) dimana setiap kepala Ratschap
membawahi beberapa desa/dusun atau wilayah adat.

Struktur organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang
dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Struktur organisasi perangkat
daerah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Setda) dan Sekretariat DPRD dan Peraturan
Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Peraturan
Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
dimana struktur organisasi perangkat daerah terdiri dari 1(satu) Sekretariat Daerah
dengan 2 (dua) Asisten Setda dan 7 (tujuh) Bagian; 1 (satu) Sekretariat DPRD; 8 (delapan)
Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari 4 (empat) Badan, 4 (empat) Kantor, dan 1
(satu)Rumah Sakit Daerah; 12 (dua belas) Dinas Daerah; serta 7 (tujuh) Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD) sebagai pelaksana operasional dinas yakni UPTD Das Kei Besar,
UPTD Pasar, UPTD BBU ohoinol, UPTD BPP Ohoiluk, UPTD Perhubungan Kei Besar, Kantor
Cabang Dinas DIKPORA Ke Besar dan Kei Kecil, 14 (empat belas) Puskesmas, serta Badan
Pengelola Kebersihan dan Pemakaman (BPKP2).

Organisasi perangkat daerah tersebut didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS)
sebanyak 4.214 orang yang terdiri dari tenaga guru 2.249 orang, tenaga kesehatan 533
orang, dan tenaga strategis lainnya 1.432 orang. Persentase PNS berdasarkan pendidikan
di Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2007 masih didominasi PNS yang menamatkan
pendidikan tingkat SLTA sebesar 53,86 persen diikuti strata satu sebesar 18,50 persen;
diploma dua dan satu sebesar 13,54 persen; diploma tiga sebesar 11.45 persen; SD/SLTP
sebesar 2.18 persen; strata dua sebesar 0,83 persen; serta strata tiga sebesar 0,04 persen.
Persentase PNS berdasarkan golongan di Kabupaten Maluku Tenggara meliputi 10,62
persen golongan IV; 53,15 persen golongan llI; 35,41 persen golongan Il; dan 1,23 persen
golongan I.

Secara kualitatif kinerja aparatur pemerintahan tergolong masih rendah yang
tercermin dari belum memadainya kualitas, kompetensi dan etos kerja; tingkat dan
kualitas pelayanan masyarakat yang belum optimal; masih relatif rendahnya kedisiplinan;
serta belum optimalnya hasil-hasil pembangunan yang dicapai selama ini. Kondisi ini
dipengaruhi baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi
kinerja aparat yaitu : (1) belum melembaganya budaya kerja pada individu aparat; (2)
relatif rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan aparat; dan (3) tingkat
kesejahteraan aparat. Faktor eksternal yaitu : belum adanya struktur insentif yang
memberikan stimulan bagi aparat untuk meningkatkan kinerja seperti adanya
penghargaan (reward) dan sanksi/hukuman (punishment) serta belum memadainya
sarana, fasilitas pelayanan, dan fasilitas kerja.

Masalah lain yang masih menghambat perwujudan pemerintahan yang bersih dan
baik (clean goverment and good governance) yaitu Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Adanya KKN tidak saja disebabkan oleh perilaku yang menyimpang (moral hazard) baik
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yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal dari seorang individu tetapi juga
disebabkan oleh masih lemahnya penegakan hukum (law enforcement), belum optimalnya
pengawasan masyarakat, dan belum adanya sistem insentif yang memadai. Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme mengakibatkan adanya pemborosan terhadap biaya dan sumber
daya pembangunan sehingga pada akhirnya akan menyebabkan tidak optimalnya output
pembangunan, tidak optimalnya pelayanan publik, ketidakpercayaan masyarakat terhadap
pemerintah, serta akan merusak tatanan masyarakat dan menghambat peningkatan
kesejahteraan masyarakat.

2.3 KEPENDUDUKAN DAN SOSIAL BUDAYA

2.3.1 Kependudukan

Penduduk merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam
proses pembangunan dalam arti bahwa penduduk atau manusia memiliki peranan dalam
pengelolaan sumber daya alam (SDA). Peranan ini hanya akan dapat berhasil jika dibarengi
dengan kemampuan dalam menjawab tantangan pembangunan. Jumlah penduduk yang
besar dapat menjadi modal pembangunan apabila kualitasnya baik dan sebaliknya dapat
menjadi beban pembangunan apabila kualitasnya rendah.

Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2007 berjumlah 100.944 jiwa
yang tersebar di 6 (enam) kecamatan. Jumlah penduduk di Kecamatan Kei Kecil
merupakan yang terbanyak diantara keenam kecamatan yaitu sebanyak 37.849 jiwa atau
37,5 persen. Hal ini disebabkan kecamatan ini menjadi pusat pemerintahan dan
perekonomian. Kecamatan yang mendapatkan distribusi penduduk sedikit di Kabupaten
Maluku Tenggara pada tahun 2007 yaitu Kecamatan Kei Besar Selatan dan Kecamatan Kei
Kecil Barat dengan jumlah penduduk masing-masing sebanyak 9.090 jiwa atau 9,0 persen
dan 6.033 jiwa atau 6,0 persen.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Maluku Tenggara tahun 1990 sampai 2000
berdasarkan data sensus sebesar 1,30 persen per tahun dan mengalami peningkatan pada
periode tahun 2000-2004 dengan laju pertumbuhan penduduk menjadi sebesar 5,31
persen. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi pada periode 2000-2004 terjadi pada tahun
2004 yaitu sebesar 5,22 persen. Hal ini disebabkan terjadinya arus pengungsi akibat terjadi
konflik sosial di Maluku. Jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2013
diproyeksikan berdasarkan perhitungan trend menjadi sebanyak 112,368 jiwa.
Penyebaran penduduk berdasarkan proyeksi tersebut Kecamatan Kei Kecil tetap menjadi
kecamatan dengan tingkat populasi terbesar yaitu 36,9 persen diikuti Kecamatan Kei Besar
sebesar 25,4 persen; Kecamatan Kei Besar Utara Timur sebesar 11,4 persen; Kecamatan
Kei Kecil Timur sebesar 10,9 persen; Kecamatan Kei Besar Selatan sebesar 9.2 persen; dan
Kei Kecil Barat sebesar 6,45 persen.

Rasio antara jumlah penduduk dengan luas wilayah tahun 2007 menunjukkan
tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 110 jiwa per kilometer
persegi. Kecamatan Kei Kecil merupakan kecamatan terpadat dengan rasio penduduk
sebesar 169 jiwa per kilometer persegi sedangkan Kecamatan Kei Besar Selatan
merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan rata-rata sekitar 48 jiwa per kilometer
persegi.
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Data statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia kerja (di atas 15 tahun) di
Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2007 sebanyak 92.858 jiwa dimana dari jumlah
tersebut sebanyak 72,02 persen merupakan angkatan kerja dan sisanya sebanyak 27,98
persen merupakan bukan angkatan kerja karena alasan masih sekolah, mengurus rumah
tangga, dan sebagainya. Pada tahun 2007 tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 72,0
persen dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,8 persen dan tingkat kesempatan
kerja sebesar 91,2 persen. Dari potensi jumlah penduduk di Kabupaten Maluku Tenggara
tersebut, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia sebagai manifestasi
pembangunan manusia pada Tahun 2005 tercatat sebesar 69,1, tahun 2006 tercatat
sebesar 70,4 serta di tahun 2007 meningkat menjadi 71 dan atau pada tahun 2007 terjadi
peningkatan sebesar 1,9 persen dari tahun 2005.

2.3.2 Sosial Budaya

Masyarakat Maluku Tenggara pada hakekatnya merupakan masyarakat religius dan
berbudaya yang sejak masa penjajahan hingga berakhirnya Orde Lama menjalani
kehidupan bermasyarakat dalam hubungan sosial yang sangat harmonis. Hubungan sosial
harmonis tersebut karena adanya kekuatan lembaga-lembaga adat yang berfungsi sebagai
katup pengaman yang mampu mendekatkan jarak sosial diantara masyarakat. Kearifan
nilai-nilai budaya lokal seperti hukum “ larvul ngabal “ serta landasan spirit seperti “ ain ni
ain “ dan “vuut ain mehe ni ngifun, manut ain mehe ni tilur telah mampu memberikan
stabilitas bagi kehidupan dan harmoni sosial orang Maluku Tenggara.

Pada masa Orde Baru terjadi pergeseran paradigma pembangunan bangsa yang
berdampak terjadinya pergeseran nilai-nilai kehidupan orang Maluku Tenggara.
Pergeseran ini dikarenakan mulai terjadi penguatan pada ikatan-ikatan budaya universal
dan melemahnya ikatan-ikatan budaya lokal. Dalam era ini stabilitas sosial yang menjamin
tertibnya kehidupan masyarakat semata-mata dicapai karena pendekatan keamanan yang
sangat kuat. Degradasi tatanan sosial dan adat Maluku Tenggara mulai berlangsung secara
drastis ketika terjadi pertikaian antarkelompok di Provinsi Maluku pada tahun 1999 yang
menjadi tragedi kemanusiaan terutama bagi masyarakat di Maluku. Pertikaian yang
meluas hingga Maluku Tenggara ini paling cepat dapat dipulihkan dibandingkan daerah
lain di Maluku karena adanya dialog dan pendekatan-pendekatan keagamaan dan budaya
dengan intensitas yang tinggi yang disertai dengan keinginan yang kuat dari masayarakat
untuk kembali merevitalisasi fungsi institusi dan nilai-nilai kearifan budaya lokal. Saat ini
tatanan kehidupan masyarakat yang telah pulih itu terus diberi penguatan-penguatan
untuk menumbuhkan kembali semangat kekerabatan dan persaudaraan yang bertumpu
pada kearifan lokal. Pendekatan-pendekatan keagamaan juga telah mampu memberikan
penguatan kepada pemahaman tentang perbedaan sebagai sebuah anugerah sehingga
sikap-sikap toleransi dan saling menghargai telah tumbuh dan pulih kembali seperti
sediakala.

Kabupaten Maluku Tenggara selain memiliki keanekaragaman budaya juga memiliki
kekayaan/keindahan alam sebagai sumber daya dalam pembangunan kapariwisataan.
Wisata alam yang dimiliki Kabupaten Maluku Tenggara meliputi kawasan pantai
Ngurbloat, Pantai Ohililir, Desa Ohoidertaun, Desa Disuk, dan lain-lain. Wisata budaya
yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara meliputi kawasan wisata desa adat dan budaya di
Desa Banda Ely dan Tanimbar Kei, situs sejarah Desa Wain, cagar budaya seperti
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tulisan/gambar kuno di Desa Ohoidertaun, upacara adat dan festival tarian-tarian adat
seperti sosoi, sawat, tiwa, bazar, dan lain-lain. Wisata minat khusus yang dikembangkan di
Kabupaten Maluku Tenggara meliputi kegiatan selam (diving), wisata desa perikanan,
lokasi industri perikanan, lokasi budidaya perikanan, lokasi pembibitan dan budidaya
mutiara, dan lain-lain. Sarana pendukung pariwisata yang telah ada yaitu hotel berbintang
tiga, hotel non bintang, penginapan, restoran, rumah makan, dan biro/agen perjalanan.
Beranekaragam seni sebagai perwujudan dari hasil cipta, rasa, karsa, dan karya
masyarakat secara turun temurun juga ada di Maluku Tenggara yang meliputi seni tari
yang terhimpun dalam 8 sanggar budaya, seni musik (kelompok vokal grup dan kelompok
paduan suara), serta kelompok-kelompok seni pertujukan dan non pertunjukan. Upacara
adat yang masih lestari dan terjaga sebanyak 4 macam, tradisi budaya berupa peristiwa-
peristiwa inisiasi yang berhubungan dengan siklus kehidupan manusia sebanyak 4 macam.
Peninggalan sejarah dan purbakala terdapat di 8 tempat, makam/tempat ziarah 4 buah,
dan benda-benda cagar budaya. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara pada tahun 2004
tercatat sebanyak 120 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 7.101 orang.

2.3.3 Pendidikan

Kualitas SDM Maluku Tenggara masih tergolong rendah dan mengalami penurunan
drastis sebagai dampak langsung terjadinya pertikaian antarkelompok. Kualitas SDM yang
rendah tersebut terlihat pada masih rendahnya aspek-aspek semangat dan kemampuan
kewirausahaan, etos kerja, kepercayaan diri, kreativitas, keterampilan, profesionalisme,
serta penguasaan IImu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Kualitas SDM yang rendah
juga terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2006 yang sebesar 70,4
persen sehingga mengakibatkan rendahnya produktivitas dan daya saing daerah

Taraf pendidikan penduduk Maluku Tenggara walaupun telah mengalami
peningkatan dibanding periode sebelumnya namun masih tergolong rendah dibandingkan
dengan daerah lain di Indonesia. Masalah utama pembangunan bidang pendidikan yang
masih dihadapi di Kabupaten Maluku Tenggara yaitu masih terbatasnya akses dan
pemerataan pendidikan yang berkualitas.

Keterbatasan akses dan pemerataan pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara
antara lain terlihat dari pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2007 untuk
jenjang SD/MTs mencapai 99,93 persen, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebesar
90,73 persen, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)sebesar 66,66 persen. Angka
Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD/MTs mencapai sebesar 96,03, SLTP sebesar
78,03, dan SLTA sebesar 57,93 persen. Angka melek huruf di Kabupaten Maluku Tenggara
telah mendekati 98 persen namun rata-rata lamanya sekolah masih tujuh tahun. Data di
atas memperlihatkan bahwa APM sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara cenderung
mengecil pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Angka Partisipasi Murni SLTP yang
hanya sebesar 78,03 persen mengindikasikan bahwa banyak murid tamatan SD yang tidak
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (SLTP), dengan demikian program
wajib belajar 9 (sembilan) tahun belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Relatif
kecilnya APM jenjang pendidikan SLTP dan SLTA juga disebabkan adanya kesenjangan
(disparitas) kesempatan memperoleh pendidikan antara penduduk di kota dan di desa-
desa, antara penduduk miskin dan yang mampu, serta antara penduduk laki-laki dan
perempuan.
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Rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara disebabkan oleh (1)
terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan terlebih untuk bidang
studi seperti eksakta dan mipa serta bahasa Inggris, (2) tingkat penyebaran guru yang
tidak merata, (3) masih rendahnya tingkat kesejahteraan tenaga pendidik dan
kependidikan, (4) rendahnya kualitas muatan lokal kurikulum pendidikan, (5) kurangnya
peran komite sekolah dalam melaksanakan pengawasan pengembangan pendidikan, dan
(6) rendahnya peran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan.

Rata-rata setiap ruang belajar untuk tingkat SD ditempati oleh 21,23 siswa, tingkat
SLTP rata-rata ditempati oleh 21,66 siswa, dan tingkat SLTA rata-rata ditempati oleh 45,22
siswa. Rasio prasarana ruang belajar tersebut menunjukkan bahwa prasarana ruang
belajar untuk jenjang pendidikan SD sampai dengan SLTA telah cukup memadai, walaupun
ada bangunan-bangunan sekolah yang perlu diperbaiki karena kondisinya yang tidak layak.

Rasio jumlah murid terhadap guru pada tahun 2007 memperlihatkan rasio tingkat
SD sebesar 14,01; tingkat SLTP sebesar 12,06; dan tingkat SLTA sebesar 10,53. Angka-
angka tersebut secara umum menunjukan bahwa rasio kecukupan guru untuk mengajar
dan mengawasi anak didik untuk setiap jenjang pendidikan cukup memadai.
Permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut yaitu tingkat penyebaran
guru hingga ke daerah terpencil, pengembangan dan peningkatan kompetensi dan
profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, penyediaan fasilitas perumahan yang
layak terutama bagi pendidik dan tenaga kependidikan di desa-desa, dan peningkatan
kesejahteraan mereka sehingga kualitas pengajaran semakin meningkat.

2.3.4 Kesehatan

Status Kesehatan masyarakat Maluku Tenggara secara umum masih rendah
dibandingkan daerah lain di Indonesia disebabkan belum tersedianya akses masyarakat
terhadap pelayanan kesehatan secara paripurna yang meliputi aspek promotif, aspek
preventif, aspek kuratif, dan aspek rehabilitatif. Status kesehatan yang masih rendah
tersebut diukur dari Angka Harapan Hidup pada tahun 2007 sebesar 66,6 tahun, Angka
Kematian Ibu melahirkan masih 266 per 100.000 kelahiran, Angka Kematian Bayi 37 per
1.000 kelahiran hidup, penyebaran satus gizi kurang 8,22 persen dan Gizi Buruk 0,6
persen, serta tingginya prevalensi gangguan akibat kekuarangan yodium (GAKY) dan
tingginya prevalensi penyakit menular seperti malaria, tuberculosis paru, frambusia,
pneumonia, vilariasis, HIV/AIDS dan kusta.

Saat ini telah tersedia 14 Puskesmas dan jaringannya yang terdiri dari 41 Puskesmas
Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling (Pusling) dan Poskesdes. Permasalahan yang masih
dihadapi dalam pelayanan Puskesmas kepada masyarakat yaitu ketersediaan tenaga
kesehatan terutama di daerah perdesaan dan terpencil masih sangat terbatas akibat
kondisi geografis Maluku Tenggara serta biaya tinggi yang harus dikeluarkan oleh
masyarakat akibat jarak transportasi yang terlalu jauh dari pusat pelayanan.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) saat ini telah berfungsi sebagai rumah sakit
rujukan baik untuk pelayanan pasien Maluku Tenggara maupun pasien yang berasal dari
daerah lain seperti Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara
Barat, dan pasien yang berasal dari Papua Barat bagian Selatan. Jumlah pasien rujukan
tahun 2007 sebanyak 4.321 orang yang terdiri dari 20 orang berasal dari luar daerah
Maluku Tenggara dan yang datang sendiri dari luar daerah untuk berobat ke RSUD
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sebanyak 182 orang. Revitalisasi pelayanan RSUD diarahkan untuk pelayanan kesehatan
keluarga miskin. Sepanjang tahun 2007 jumlah pasien dari keluarga miskin yang berobat
ke RSUD sebanyak 1.022 orang yang terdiri dari 465 pasien Unit Gawat Darurat (UGD) dan
557 pasien Rawat Jalan. Jumlah pasien keluarga miskin yang berobat menggunakan Kartu
Asuransi kesehatan miskin (Askeskin) tercatat sebanyak 1.505 orang dan jumlah pasien
keluarga miskin yang menggunakan fasilitas rawat inap Kelas Il sebanyak 483 Orang
dengan jumlah hari 1.952 hari. Fasilitas yang tersedia pada RSUD yang masih perlu
diperbaiki untuk meningkatkan pelayanan yaitu bangunan gedung yang memberikan
kenyamanan bagi pasien, kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan yang memadai dan
profesional, serta penyediaan dana operasional yang cukup.

Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2007
sebanyak 21.674 yang mengalami peningkatan rata-rata setiap tahun sebesar 12,94
persen. Jumlah peserta Keluarga Berencana (KB) aktif sampai dengan tahun 2007
sebanyak 15.074 peserta sementara peserta KB baru sebanyak 6.178 peserta. Proporsi
terbanyak peserta KB aktif berdasarkan metodi kontrapsepsi yaitu metode suntikan
sebesar 39,50 persen dan metode pil 38.15 persen peserta.

2.3.5 Kesejahteraan Sosial

Taraf kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara telah
mengalami peningkatan dibandingkan pada dasawarsa sebelumnya sejalan dengan
keberhasilan-keberhasilan pembangunan daerah namun demikian upaya-upaya
pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan dan penyandang
masalah sosial masih perlu terus dilakukan secara lebih terarah dan simultan.
Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan kesejahteraan sosial sebagian besar
dipengaruhi oleh faktor rendahnya kesadaran masyarakat tentang penanganan
penyandang masalah sosial, keterisolasian, keterbelakangan, dan lain-lain.

Pemberdayaan perempuan masih perlu terus ditingkatkan kualitasnya karena
status peranan perempuan dalam masyarakat masih bersifat sub ordonatif dan belum
sebagai mitra sejajar dengan laki-laki. Ketidaksetaraan tersebut masih terlihat pada
berbagai sektor pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, keluarga berencana,
ekonomi, hukum, politik, dan ketenagakerjaan meskipun apabila dilihat dari komposisi
jumlah penduduk rasio penduduk perempuan lebih besar dari penduduk laki-laki.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2004 sebesar
78.196 jiwa atau sekitar 54.22 persen dari jumlah penduduk Maluku Tenggara dan pada
tahun 2006 mengalami penurunan jumlah menjadi sebesar 48.451 jiwa atau 32,54
persen.

2.4  POLITIK, HUKUM, KEAMANAN, DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

Kondisi politik di Kabupaten Maluku Tenggara secara umum relatif stabil. Hal ini
ditandai dengan suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk memilih wakil-wakil
rakyat di DPR, DPD, DPRD Propinsi maupun di DPRD Kabupaten Maluku Tenggara sendiri.
Partisipasi masyarakat secara aktif di bidang politik juga tinggi yang tercermin dari tingkat
partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih Gubernur/Wakil
Gubernur sebesar 72,48 persen dan untuk memilih Bupati/Wakil Bupati sebesar 82,15
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persen. Kestabilan politik di Maluku Tenggara juga terlihat dari tidak terjadinya konflik-
konflik yang meresahkan masyarakat saat penyelenggaraan Pilkada.

Secara umum upaya penegakan hukum di Kabupaten Maluku Tenggara telah
mendapat perhatian penting pemerintah daerah selama lima tahun terakhir, namun perlu
tetap ditingkatkan dalam lima tahun kedepan. Sejumlah permasalahan dibidang hukum
yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah periode 2008 — 2013 antara lain
adalah penegakan peraturan daerah (Perda) yang masih lemah karena pengawasan
pelaksanaan peraturan tersebut oleh pihak Pemerintah Daerah belum maksimal serta
kesadaran masyarakat masih rendah karena kurangnya sosialisasi dan informasi. Kasus
penegakan hukum yang banyak terjadi di masyarakat yaitu penghalangan terhadap
penggunaan fasilitas-fasilitas publik milik Pemerintah Daerah karena tuntutan ganti rugi
tanah. Kondisi penegakan hukum yang lemah ini dapat mempengaruhi peningkatan
pendapatan asli daerah dan memperlambat pengembangan dunia usaha sehingga
diperlukan pengkajian dan revisi terhadap produk-produk hukum yang dipandang tidak
sesuai lagi dengan kondisi saat ini guna meningkatkan kemandirian daerah dan
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan pendapatan asli daerah.

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara juga
relatif stabil, kehidupan masyarakat relatif harmonis dan rukun tidak terjadi gangguan
keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Namun demikian tidak dapat
dipungkiri bahwa perkembangan wilayah di luar Maluku Tenggara, baik langsung maupun
tidak langsung dapat saja menimbulkan tantangan dalam memantapkan kehidupan
masyarakat yang rukun dan harmonis itu.

2.5 KONDISI PEREKONOMIAN DAERAH

Krisis ekonomi yang terjadi secara nasional dan pertikaian antar kelompok di
Maluku sangat berpengaruh bagi kondisi ekonomi Maluku Tenggara seperti halnya daerah
lain di Maluku. Pada era tersebut pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara
mencapai titik terendah dari sebelumnya diatas 10 persen menjadi rata-rata sekitar 3-4
persen selama periode 2000 — 2004.

Struktur ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara dari tahun 2000 sampai dengan 2004
menunjukan perubahan yang cukup signifikan. Kegiatan ekonomi pada sektor primer,
sekunder dan tersier yang bergerak berfluktuasi setiap tahunnya. Kontribusi sektor primer
(pertanian dan pertambangan, dengan sub sektor perikanan sebagai andalannya) dalam
PDRB Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2000 sebesar 24,10 persen menjadi hanya
7,15 persen pada tahun 2004, sektor sekunder (industri, listrik-gas-air bersih, dan
bangunan) pada tahun 2000 sebesar 23.53 persen menjadi 15,45 persen pada tahun 2004,
dan sektor tersier (perdagangan, pengangkutan, keuangan dan jasa) sebesar 42,12 persen
pada tahun 2000 menjadi 20.62 persen pada tahun 2004.
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Selama periode 2003-2007 ekonomi
Maluku Tenggara mengalami
pertumbuhan  yang cenderung
tinggi, yaitu dari 4,09 persen pada
328 tahun 2003 hingga mencapai 4.99
persen pada tahun 2007 (pernah
mencapai puncak tertinggi pada
tahun 2006 sebesar 5.10 persen).
Tingginya pertumbuhan tersebut
didorong oleh pertumbuhan
ekonomi secara serempak pada

semua sektor.
Gambar 1.1.

Pertumbuhan Ekonomi Kab Maluku Tenggara Selama periode tersebut telah
Periode 2003 - 2007

Sumber : BPS Maluku Tenggara terjadi perpindahan pertumbuhan

dari sektor primer ke sektor tersier.
Pertanian hanya mengalami pertumbuhan yang tidak terlalu signifikan sedangkan
pertambangan, bangunan, dan jasa mengalami pertumbuhan yang cukup tajam. Pertanian
mengalami pertumbuhan 2,9 persen pada tahun 2004 hingga mencapai 3,6 persen pada
tahun 2007. Pertambangan tumbuh dari 5,0 persen di tahun 2004 hingga mencapai 7,8
persen di tahun 2007. Bangunan tumbuh dari 5,6 persen pada tahun 2004 menjadi 8,9
persen di tahun 2007. Jasa juga mengalami pertumbuhan dari 3,4 persen pada tahun 2004
menjadi 5,9 persen pada tahun 2007.

Tabel 2.1 berikut ini memperlihatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maluku
Tenggara dari tahun 2004-2007 berdasarkan per sektor.

Tabel 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara
Deskripsi Realisasi (%)

2004 2005 2006 2007

Pertumbuhan Ekonomi Maluku Tenggara 4,0 3.3 5.1 5,0
1. Pertanian 29 29 3.2 3,6
2. Pertambangan dan Penggalian 5.0 5.3 5.4 7,8
3. Industri Pengolahan 2.3 3.3 4.0 4,6
4. Listrik dan air bersih 7.5 6.1 5.7 6.5
5. Bangunan 5.6 5.5 6.8 8,9
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 5.4 3.6 6.8 6,2
7. Angkutan dan komunikasi 8.4 4.4 8.0 5.6
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 3.4 3.3 3.6 3.7
9. Jasa-Jasa 3.4 3.1 6.3 5,9

Sumber : BPS Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2008
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Distribusi PDRB pada tahun 2007 tidak mengubah struktur ekonomi Kabupaten
Maluku Tenggara yang signifikan, yaitu perekonomian yang berbasiskan pada sektor-
sektor jasa (sektor tersier) dengan kontibusi sebesar 55,0 persen yang didorong oleh
sektor primer sebesar 42,7 persen dan sektor sekunder sebesar 2,4 persen.

Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar bagi PDRB tahun 2007 dengan
subsektor andalan yaitu perikanan dengan kontribusi sebesar 42,2 persen Kontribusi
pertanian diikuti sektor perdagangan, hotel, dan restoran dengan kontribusi sebesar 33,0
persen yang didominasi oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran dengan kontribusi
sebesar 32,8 persen. Sektor selanjutnya yang memberikan kontribusi besar yaitu sektor
jasa-jasa sebesar 15,7 persen yang disumbang oleh sub sektor pemerintahan umum
sebesar 13,9 persen. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan menjadi
penyumbang kontribusi keempat yaitu sebesar 3,3 persen sementara kontribusi kelima
berasal dari sektor angkutan dan komunikasi yaitu sebesar 2,9 persen. Sektor lainnya
memberikan kontribusi sebesar 2,81 persen dengan kontribusi terkecil dari sektor industri
pengolahan yaitu sebesar 0,24 persen.

Pendapatan perkapita sebagai indikator untuk mengetahui tingkat kemakmuran di
Kabupaten Maluku dari dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dalam
perkembangannya, dimana pada tahun 2005 tercatat sebesar Rp. 2.712.666, tahun 2006
tercatat sebesar Rp. 2.958.262 atau naik 9,05 persen serta pada tahun 2007 sebesar Rp.
3.193.530 atau meningkat 7,95 persen dari tahun 2006. Sedangkan pendapatan perkapita
atas harga konstan atau pendapatan perkapita riil pada tahun 2005 tercatat sebesar Rp.
1.878.623, tahun 2006 sebesar Rp. 1.939.923 serta tahun 2007 sebesar Rp. 1.994.218

2.6 SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Potensi sumberdaya alam (SDA) yang dimiliki Kabupaten Maluku Tenggara cukup
besar terutama (1) sumberdaya pesisir dan laut; (2) sumber daya lahan; (3) sumber daya
hutan; dan (4) sumber daya tambang. Pembangunan SDA dan lingkungan hidup di
Kabupaten Maluku Tenggara perlu diarahkan pada optimalisasi pengelolaan dan
pemanfaatan SDA dengan menggunakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan
keterpaduan sektoral dan ekologi, yang diikuti dengan penegakan hukum dan hak-hak
rakyat secara partisipatif agar dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara adil
dan berkesinambungan bagi masyarakat dan mendukung terselenggaranya pembangunan
daerah serta pengendalian dampak lingkungan.

2.6.1 Pertanian

Pertanian sebagai pemberi kontribusi yang sangat besar (42,2 persen) yang
didominasi oleh sub sektor perikanan sebesar 25,7 persen bagi perekonomian daerah
sehingga perlu mendapat perhatian khusus karena selain dapat menjadi sarana
penyerapan tenaga kerja, peningkatan produksi pertanian akan mendukung upaya
menciptakan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi serta produktivitas yang
berkesinambungan.
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a) Tanaman Pangan

Rata-rata produksi tanaman pangan mengalami peningkatan dimana yang terbesar
adalah komoditi ubi kayu. Produksi tanaman pangan lainnya rata-rata mengalami
kenaikan produksi namun tidak diiringi dengan kenaikan produktivitas bahkan terjadi
fluktuasi produktivitas.

Potensi pertanian yang dimiliki Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan data
statistik pada tahun 2006, meliputi : (1) Luas areal ketela pohon 2.132 hektar dan luas
panen 2.113 hektar dengan produksi sebesar 26.290 ton; (2) Luas areal ubi-ubian 196
hektar dan luas panen 186 hektar dengan produksi sebesar 1.850 ton; (3) Luas areal
jagung 768 hektar dan luas panen 753 hektar dengan produksi sebesar 1.506 ton; (4) Luas
areal ketela rambat 126 hektar dan luas panen 108 hektar dengan produksi sebesar 540
ton; (5) Luas areal kacang tanah 208 hektar dan luas panen 203 hektar dengan produksi
sebesar 406 ton; (6) Luas areal padi ladang 150 hektar, luas panen 143 hektar dengan
produksi sebesar 338 ton; (7) Luas areal kacang hijau 69 hektar dan luas panen 59 hektar
dengan produksi sebesar 118 ton; (8) Luas areal kacang-kacangan lainnya 26 hektar dan
luas panen 19 hektar dengan produksi sebesar 38 ton; (9) Luas areal sayuran dataran
rendah 71 hektar dan luas panen 63 hektar dengan produksi sebesar 36 ton; (10) Luas
areal buah-buahan dataran rendah dan dataran tinggi 307 hektar dengan luas panen 176
hektar dan produksi sebesar 1,403 ton.

b) Perkebunan

Komoditi yang diusahakan masyarakat yaitu kelapa dengan luas 19.225 hektar, pala
dengan luas 1.089 hektar, jambu mete dengan luas 2.35 hektar, dan lain-lain.
Perkembangan produksi pala sampai saat ini berkembang cukup baik namun
perkembangan produksi kelapa cenderung semakin menurun karena umumnya sudah tua.
Pada tahun 2003 terjadi penyerangan hama aspidiotus destruktor pada pohon kelapa
sehingga perlu dilakukan rehabilitasi dan peremajaan kembali.

Luas panen dan produksi perkebunan di Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan
data statistik tahun 2006 meliputi : (1) Luas panen komoditas kelapa seluas 15.775 hektar
dengan jumlah produksi sebanyak 11.268 ton; (2) Luas panen komoditas cengkeh seluas
1.600 hektar dengan jumlah produksi sebanyak 300 ton; (3) Luas panen komoditas pala
seluas 1.305 hektar dengan jumlah produksi sebanyak 120 ton; (4) Luas panen komoditas
kopi seluas 426 hektar dengan jumlah produksi sebanyak 133 ton; (5) Luas panen
komoditas pala seluas 969 hektar dengan jumlah produksi sebanyak 205 ton

) Peternakan

Jenis ternak yang dibudidayakan di Kabupaten Maluku Tenggara selama kurun
waktu tiga tahun terakhir antara lain sapi, kambing, babi, ayam, dan lain-lain. Jumlah
populasi ternak seperti sapi, kambing, dan babi mengalami penurunan sebagai akibat dari
kurang berminatnya masyarakat untuk mengusahakannya karena jenis ternak tersebut
rentan terhadap penyakit dan harga pakan yang tinggi. Pada tahun 2006 jumlah ternak
yang tercatat di Kabupaten Maluku Tenggara meliputi : (1) Sapi terdiri dari ternak sapi bali
sebanyak 530 ekor, ternak sapi lokal sebanyak 777 ekor, dan ternak sapi potong sebanayk
247 ekor dengan produksi daging sapi sebanyak 40,640 ton; (2) Kambing terdiri dari
kambing lokal sebanyak 8.000 ekor dan kambing potong sebanyak 4.758 ekor dengan
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produksi daging kambing sebanyak 15,803 ton; (3) Babi terdiri dari babi lokal sebanyak
7.660 ekor dan babi potong sebanyak dengan 5.165 ekor dengan produksi daging babi
sebanyak 26,118 ton; (4) Unggas terdiri dari itik sebanyak 1.655 ekor, ayam buras
sebanyak 57.232 ekor, dan ayam ras sebanyak 144.000 ekor dengan produksi telur itik
sebanyak 14.481 butir dan ayam buras sebanyak 2.781 kg.

Jumlah ternak tersebut belum mencukupi kebutuhan masyarakat Kabupaten
Maluku Tenggara sehingga masih mendatangkan dari dari dataran Pulau Seram dan
Maluku Tenggara Barat.

d) Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Maluku Tenggara memiliki garis pantai yang sangat panjang yang
dibentuk oleh ratusan pulau-pulau kecil dan diantaranya terdapat selat-selat sempit dan
dangkal yang berada diantara kawasan Laut Banda dan Laut Arafura. Kabupaten Maluku
Tenggara berdasarkan hasil pemetaan wilayah pengelolaan sumberdaya perikanan oleh
Komisi Nasional Pengkajian Stock Tahun 1998 berada pada 2 (dua) Wilayah Pengelolaan
yaitu Wilayah V (Laut Banda) yang memiliki potensi sebesar 248.400 ton per tahun
dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 198.700 ton per tahun dan
Wilayah VI (Laut Arafura) yang memiliki potensi sebesar 793.100 ton per tahun dengan
jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 633.600 ton per tahun. Hasil produksi
penangkapan ikan di kedua wilayah tersebut dengan total JTB sebanyak 832.300 ton per
tahun pada tahun 2007 sebesar 160.785 ton sehingga dapat dikatakan bahwa hasil
produksi penangkapan ikan baru mencapai 25.38 persen. Ini mengisyaratkan bahwa
pengembangan penangkapan ikan masih mempunyai peluang yang sangat besar sekitar
74.62 persen.

Jumlah armada penangkapan ikan sampai dengan tahun 2007 sebanyak 6.407 unit
yang meliputi perahu tanpa motor sebanyak 5.284 unit, motor tempel sebanyak 894 unit,
dan kapal motor sebanyak 229 unit. Jumlah armada pada tahun 2007 mengalami
penurunan dibandingkan dengan jumlah armada pada tahun 2006 yang berjumlah 8.268
unit yang terdiri dari 7.535 unit perahu tanpa motor, 505 unit motor tempel, dan 228 unit
kapal motor. Perkembangan jumlah alat tangkap pada periode tahun 2003-2007
mengalami peningkatan jumlah tertinggi pada tahun 2006 dengan jumlah alat tangkap
sebanyak 20.768 unit. Alat pancing tegak menjadi alat yang paling banyak dimiliki nelayan
yaitu 6.032 unit pada tahun 2006 dan mengalami pengurangan jumlah menjadi 4.540 unit
pada tahun 2007. Alat tangkap lain yang banyak dimiliki nelayan pada tahun 2007 yaitu
alat pancing ulur (3.335 unit), alat pancing tonda (3.093 unit), alat jaring insang tetap
(1.217 unit), dan alat jaring insang hanyut (1.130 unit).

Perkembangan produksi hasil perikanan di Kabupaten Maluku Tenggara mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun dan pada tahun 2007 jumlah total produksi sebanyak
160.785 ton meningkat dari 158.629 ton pada tahun 2006. Produksi hasil perikanan pada
tahun 2007 tersebut untuk memenuhi kebutuhan lokal sebanyak 35.303 ton, kebutuhan
intersuler sebanyak 1.564 ton, dan diekspor sebanyak 123.918 ton.

e) Kehutanan

Maluku Tenggara memiliki luas daratan 102.543,4 hektar yang terdiri dari kawasan
hutan seluas sekitar 63.192,6 hektar (61,6 persen). Jumlah tersebut menurut fungsi terdiri
dari kawasan lindung seluas 20.767.1 hektar yang terdiri dari hutan lindung 6.549,1
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hektar, hutan suaka alam 14.218 hektar; hutan produksi seluas 7.507,5 hektar terdiri dari
hutan produksi tetap 4.262,7 hektar, hutan produksi terbatas, 3.244,9 hektar, hutan
konversi seluas 34.918 hektar; dan Areal penggunaan lain (APL) sebesar 39.350,8 hektar
(38,6 persen). Produksi hasil hutan terutama adalah kayu yaitu jenis kayu matoa, kenari,
bintanggur dan sejenis rimba campuran lainnya. Luas lahan kritis sebesar 61.364,7 hektar
atau sekitar 93,85 persen yang tersebar di DAS Kei Kecil (dalam kawasan 11.299,7 hektar
dan Luar Kawasan 10.476,4 hektar) dan DAS Kei Besar (dalam kawasan 16.831,8 hektar
dan luar kawasan 22.757.2 hektar). Sasaran rehabilitasi lahan kritis 2004-2008 adalah
37.000 hektar baik melalui Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis, Gerakan Nasional Rehabilitasi
Lahan dan Hutan, atau melalui kegiatan swadaya masyarakat, ini berarti rata-rata 7.200
hektar per tahun tetapi jika dibandingkan dengan kemampuan realisasi rehabilitasi lahan
setiap tahun yang hektarnya sekitar 5.000 hektar berarti terjadi kesenjangan sebesar
2.200 hektar per tahun.

Areal penggunaan lain di Maluku Tenggara sebesar 38,6 persen dan apabila
dikaitkan dengan jumlah penduduk areal ini masih cukup luas. Namun apabila areal ini
diperuntukkan bagi pengembangan wilayah beberapa daerah khususnya Kota Elat maka
memerlukan alih fungsi hutan produksi tetap menjadi areal penggunaan lain.

2.6.2 Pertambangan

Eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan yang telah lama dilakukan yaitu
penambangan pasir. Walaupun belum dirasakan sebagai suatu hal yang sangat
mengkhawatirkan, tetapi secara ilmiah penambangan pasir laut akan menimbulkan
dampak- dampak ekologis karena adanya fungsi pasir laut sebagai penahan energi
gelombang dan ombak laut. Oleh sebab itu yang diperlukan adalah upaya-upaya untuk
menentukan zona-zona penambangan pasir laut yang disertai tindakan pengendalian
untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan dari penambangan pasir laut.

2.6.3 Sumber Daya Air

Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara terdiri dari pulau-pulau kecil. Wilayah seperti
ini pada umumnya memiliki karakter tangkapan air yang sangat terbatas. Hal ini
menjadikan Kabupaten Maluku Tenggara kecuali Pulau Kei Kecil dan Pulau Besar memiliki
sumber daya air yang tidak mendukung pengembangan wilayah ini atau dengan kata lain
daya dukung air bagi pembangunan ke depan sangat rendah.

2.6.4 Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup Kabupaten Maluku Tenggara masih belum tercemar oleh
kegiatan pembangunan karena belum terdapat industri pengolahan namun demikian
ekosistem di kawasan pesisir terutama terumbu karang telah mengalami kerusakan akibat
penangkapan ikan menggunakan potassium, bom, dan trawl. Fenomena ini menunjukan
bahwa masyarakat masih belum memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang
pentingnya perlindungan lingkungan.

Gejala pemanasan global yang telah mengakibatkan naiknya permukaan laut dan
terjadinya abrasi pantai sepanjang tahun terutama pada musim-musim ombak
memberikan dampak negatif terhadap eksistensi pulau-pulau kecil yang pada umumnya
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memiliki topografi relatif datar. Hal ini perlu disikapi dengan perencanaan program-
program mitigasi bencana yang fokus.

2.7 PRASARANA DAN SARANA DAERAH

Infrastruktur merupakan pemicu pembangunan dan pengembangan suatu
wilayah karena berhubungan langsung dengan pergerakkan roda perekonomian suatu
wilayah. Kesenjangan ketersediaan infrastruktur di antara wilayah dalam satu wilayah
administratif dapat menyebabkan terjadinya disparitas antarwilayah. Ketersediaan
infrastruktur terutama transportasi memiliki peran besar untuk membuka isolasi
wilayah dan ketersediaan infrastruktur ini menjadi prasyarat berhasilnya pembangunan
ekonomi dan juga sektor-sektor lainnya.

Ketersediaan infrastruktur daerah walaupun setiap tahunnya mengalami
peningkatan, namun belum mencapai kuantitas dan kualitas yang diharapkan. Hal ini
dikarenakan masih terdapat keterbatasan yang memerlukan pembenahan baik
infrastruktur transportasi perhubungan (transportasi darat, laut, dan udara), kelistrikan,
telekomunikasi, sarana perumahan dan permukiman seperti air minum dan sanitasi,
serta sumberdaya air (irigasi).

2.7.1 Perhubungan

Kondisi fisik geografis daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang berupa kepulauan
memerlukan kebutuhan transportasi terutama transportasi laut yang dapat melayani
pergerakan orang dan barang dari wilayah Kabupaten Maluku Tenggara ke wilayah lainnya
maupun antarwilayah (kecamatan) di Kabupaten Maluku Tenggara sendiri untuk
melakukan berbagai kegiatan seperti memasarkan hasil produksi. Pergerakan orang dan
barang baik dari wilayah Kabupaten Maluku Tenggara ke wilayah lainnya maupun antara
kota-kota yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dilayani oleh jasa pelayaran
dari Kapal Nusantara (PELNI), Perintis, Kapal Feri milik ASDP, Kapal Pelayanan Rakyat
(Pelra) baik yang dikelola oleh swasta maupun perseorangan, serta kapal Pelayaran
Angkutan Barang.

Rute pelayaran kapal yang melayani pergerakan penduduk di wilayah Kabupaten
Maluku Tenggara meliputi : (1) rute pelayaran kapal PELNI yang menghubungkan kota-
kota di Timur Indonesia dengan Barat Indonesia serta rute Sulawesi Utara-Papua Barat
Bagian Timur-Maluku Tenggara-Kepulauan Aru dan Irian Jaya Barat bagian Selatan, (2)
rute pelayaran perintis yang beroperasi untuk jalur Ambon - Banda - Tual ke Maluku
Tenggara Barat, (3) pelayaran rakyat yang beroperasi untuk transportasi antarpulau, (4)
pelayaran kapal barang dari Surabaya ke Tual mengangkut barang-barang dagangan

pulang-pergi.

Prasarana pelabuhan/dermaga di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara terdapat di
Elat dan dapat memanfaatkan pelabuhan/dermaga di Kota Tual. Pelabuhan/dermaga yang
ada merupakan pelabuhan-pelabuhan dengan fasilitas yang sangat menunjang karena
konstruksinya telah permanen (konstruksi beton) namun demikian masih perlu
dikembangkan pelabuhan-pelabuhan lokal atau pelabuhan penyeberangan di setiap kota
Kecamatan antara lain di Langgur, Elat dan Tanimbar Kei.

Sarana transportasi udara sangat berperan penting bagi pengembangan wilayah
Kabupaten Maluku Tenggara terutama dalam hubungan antarwilayah yang membutuhkan
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perpindahan orang dan barang dalam waktu singkat. Saat ini kondisi Lapangan Terbang
Dumatubun Langgur (bandar udara Kelas 1V) milik TNI AU sudah tidak dapat
dikembangkan untuk melayani penerbangan dengan menggunakan pesawat terbang
berbadan lebar. Sarana perhubungan udara yang melayani penerbangan dari dan ke
Kabupaten Maluku Tenggara selama ini adalah pesawat jenis CASA milik Merpati dengan
rute penerbangan Ambon - Tual - Dobo PP yang frekuensinya dua kali seminggu,
sementara rute penerbangan Tual - Ambon PP dengan frekuensi lima kali seminggu
dilayani oleh pesawat jenis Dash 8 seri 300 milik Wings Air dan ATR 32 milik Trigana Air.
Apabila dilihat dari perkembangan frekuensi dan jumlah penumpang, maka Kabupaten
Maluku Tenggara sudah harus membangun lapangan terbang baru untuk mengantisipasi
ledakan arus penumpang dan kebutuhan penerbangan dengan rute Tual - Ambon - Papua
(Sorong, Timika, Kaimana), Tual - Ambon - Maluku Utara (Sanana - Ternate) - Sulawesai
Utara (Manado), dan Tual - Dobo - Saumlaki - Kisar - Kupang - Mataram - Bali yang
memiliki prospek menjanjikan pada masa yang akan datang. Studi kelayakan penentuan
lokasi pembangunan lapangan baru tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat
melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Pemerintah Daerah telah membiayai
penyusunan rencana induk lapangan terbang serta rencana terinci sisi darat dan rencana
terinci sisi udara di Desa lbra Kecamatan Kei Kecil. Lapangan terbang baru tersebut
diharapkan dapat menjadi bandar udara (bandara) bertaraf nasional bahkan internasional
untuk menggantikan bandara Kelas IV di Langgur.

Peningkatan dan pengembangan perhubungan darat dilakukan dengan
melaksanakan pembangunan dan pengembangan prasarana jalan dan jembatan serta
pengembangan jasa termasuk peningkatan sarana prasarana pelayaran penyeberangan.
Saat ini pelayaran angkutan penyeberangan dilayani kapal feri milik ASPD dengan rute dari
Tual ke Kabupaten Kepulauan Aru dan Maluku Tenggara Barat serta masih dibutuhkan
untuk melayari rute Kecamatan di Maluku Tenggara yaitu Kecamatan Kei Kecil dan
Kecamatan Kei Besar. Moda angkutan darat yang beroperasi untuk melayani kebutuhan
pengangkutan barang dan orang di Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2007 terdiri
dari bus, mini bus, truk, dan lain-lain.

Peningkatan layanan transportasi yang efisien dan efektif bagi masyarakat di
Kabupaten Maluku Tenggara masih tetap memerlukan beberapa pengembangan yang
didasarkan pada sistem transportasi lokal yang terintegrasi antara moda udara, darat dan
laut dalam suatu Tataran Transportasi Lokal yang handal.

2.7.2 Jalan dan Jembatan

Salah satu infrastruktur transportasi darat yang sangat penting yaitu jalan dan
jembatan. Jalan merupakan prasarana transportasi yang penting dalam pemerataan
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta pemenuhan kebutuhan masyarakat
untuk mobilisasi barang dan manusia. Kondisi jalan seperti di kawasan Kei Besar, Kei
Besar Selatan, Kei Kecil Timur, dan Kei Kecil Timur Barat belum memenuhi standar
kualitas fisik, kenyamanan, dan keselamatan.

Jaringan jalan yang ada, terutama jaringan jalan yang menghubungkan ibukota
Kabupaten Maluku Tenggara dengan wilayah-wilayah kecamatan baik antaribukota
kecamatan maupun antara ibukota kecamatan dengan desa secara umum cukup
memadai kecuali di Kecamatan Kei Besar Utara Timur dan Kei Besar bagian Utara barat
belum ada jaringan jalan yang menghubungkan desa-desa di sekitar wilayah tersebut
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dengan ibukota kecamatan.

Jaringan jalan yang menghubungkan pusat permukiman penduduk dengan
wilayah-wilayah pertumbuhan masih sangat minim karena belum semua pusat
permukiman terutama yang berada di perdesaan terhubung dengan baik. Pada tahun
2007 jaringan jalan di Kabupaten Maluku Tenggara yang telah dibangun sepanjang 1.885
kilometer terdiri dari : (1) jalan provinsi sepanjang 144,1 kilometer dengan jenis
permukaan aspal dalam kondisi baik sepanjang 41,6 kilometer, kondisi sedang sepanjang
16,5, dan kondisi rusak ringan sepanjang 85,9 kilometer; (2) jalan kabupaten sepanjang
1.710,7 kilometer meliputi jalan dengan jenis permukaan aspal sepanjang 431,8
kilometer yang dalam kondisi baik sepanjang 41,2 kilometer, kondisi sedang sepanjang
87,1 kilometer, kondisi rusak berat sepanjang 1.582,5 kilometer serta jalan dengan jenis
permukaan tanah sepanjang 1.238,7 kilometer.

Pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Maluku Tenggara yang meliputi
pembangunan/pengembangan/perbaikan/peningkatan  jaringan jalan  kabupaten
bertujuan untuk mempermudah hubungan antara ibukota kabupaten dengan kecamatan
serta antara kecamatan dan desa, membuka akses ke wilayah-wilayah terpencil yang
terisolasi, dan menunjang terbentuknya sentra-sentra produksi. Prioritas jaringan jalan
yang akan dibangun/dikembangkan yaitu ruas jalan Bombai - Ad, Ngurdu Hollat, Hollat -
Ohoiraut termasuk ruas jalan Lingkar Pulau Kei Besar, ruas jalan di pulau-pulau kecil dan
dalam kota kecamatan, serta peningkatan jalan dalam ibukota kabupaten.

Terminal angkutan umum yang tersedia di Kabupaten Maluku Tenggara masih
termasuk type C yaitu terminal yang melayani rute angkutan perdesaan dan rute angkutan
perkotaan dan berada di Bandar Elat di Kecamatan Kei Besar. Terminal di Pulau Kei Kecil
belum tersedia karena terminal lama yang berada di Pasar Pelabuhan Tual (Pulau Dullah)
dekat/berbatasan langsung dengan Langgur telah menjadi bagian Kota Tual. Terminal yang
berada di Langgur sebelumnya merupakan sub terminal dari terminal Tual.

2.7.3 Permukiman

Kebutuhan pembangunan sarana prasarana permukiman akan terus bertambah
seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Penduduk perkotaan dan perdesaan
yang belum memiliki rumah apalagi rumah yang sehat jumlahnya masih banyak.
Penyediaan fasilitas permukiman terutama di perkotaan telah banyak dilakukan antara
lain pembangunan penerangan jalan, drainase, dan lain-lain. Pembangunan fasilitas talut
pengaman pantai di desa-desa pesisir yang terancam abrasi pantai perlu terus dilanjutkan.

2.7.4 Irigasi / Pengairan

Sarana irigasi/pengairan yang tersedia di Kabupaten Maluku Tenggara
diperuntukkan untuk menunjang pengembangan sentra produksi pertanian terutama
lahan kering. Saat ini telah dibangun beberapa saluran irigasi di beberapa lokasi di
Kecamatan Kei Besar Selatan dan Kecamatan Kei Kecil untuk mengairi lahan seluas 5
hektar.

2.7.5 AirBersih

Pelayanan sarana prasarana air bersih telah dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) milik Pemda dengan jumlah produksi air bersih dari sumber mata air Evu
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sebesar 375.048 meter kubik liter per detik dan jumlah pelanggan pada tahun 2004
sebanyak 2.021 pelanggan Sambungan Rumah (SR). Hal ini berarti bahwa cakupan
pelayanan PDAM Maluku Tenggara mencapai 1,32 persen dari jumlah penduduk. Saat ini
sarana prasarana air bersih di Kecamatan Kei Kecil Timur dari sumber mata air di
Wain/Samawi dan Kecamatan Kei Besar juga telah dikembangkan untuk memenuhi
kebutuhan penduduk. Pembangunan prasarana dan sarana air bersih dalam lima tahun
kedepan harus tetap diprioritaskan karena daerah perdesaan khususnya desa-desa di
pulau-pulau kecil masih banyak yang mengalami kekurangan air bersih terutama pada saat
musim kering/panas.

2.7.6 Kelistrikan

Pelayanan energi listrik di Kabupaten Maluku Tenggara dilayani oleh Perusahaan
Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) cabang Tual yang bersumber pada unit-unit
Perusahaan Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang terdapat di Langgur dan Elat. Perusahaan
Listrik Tenaga Diesel Langgur melayani pelanggan sebanyak 16.062 pelanggan dengan
menggunakan jumlah mesin sebanyak 21 unit berkapasitas terpasang 15,256 kilowatt dan
daya mampu 6.900 kilowatt. Kebutuhan tenaga listrik untuk waktu-waktu mendatang
diperkirakan akan terus bertambah.

Wilayah pelayanan dan unit PT. PLTD Langgur meliputi Kota Tual, Kecamatan Kei
Kecil, Kei Kecil Timur, dan sebagian Kecamatan Kei Kecil Barat. Unit PLTD Elat melayani
Kecamatan Kecamatan Kei Besar, sebagian Kecamatan Kei Besar Selatan, dan sebagian
Kecamatan Kei Besar Utara Timur. Kecamatan yang belum terlayani oleh listrik PLN yaitu
sebagian Kecamatan Kei Besar Utara Timur, sebagian Kei Besar Selatan, sebagian
Kecamatan Kei Besar dan sebagian besar deesa-desa di pulau-pulau kecil dan terpencil.
Masyarakat pada wilayah-wilayah tersebut umumnya menggunakan sumber energi non
PLN yang disediakan sendiri sedangkan sebagian masyarakat lainnya belum menikmati
layanan listrik.

2.7.7 Telekomunikasi

Sarana telekomunikasi di Kabupaten Maluku Tenggara dilayani oleh Kantor Daerah
Telekomunikasi Tual dan Kantor Cabang Elat di Kecamatan Kei Besar. Kapasitas sentral di
Tual sebanyak 3.144 untuk melayani jumlah pelanggan 2.994 sementara di Elat dengan
kapasitas sentral 50 untuk melayani jumlah pelanggan 45. Provider telepon seluler yang
tersedia hanya Telkomsel (simpati) dan Satelindo (mentari) yang melayani area kawasan
Kota Tual, Langgur, dan sekitarnya.

2.8 PENATAAN RUANG

Penataan Ruang meliputi struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang wilayah
diantaranya meliputi hirarki pusat-pusat pelayanan wilayah seperti sistem pusat-pusat
perkotaan dan perdesaan, pusat-pusat permukiman, hirarki sarana dan prasarana wilayah
seperti jaringan sistem transportasi. Pola ruang wilayah diantaranya meliputi kawasan
lindung dan kawasan budidaya.

Sesuai arahan RTRW Provinsi Maluku maka rencana struktur ruang wilayah Provinsi
Maluku meliputi rencana sistem perkotaan dan sistem pusat-pusat permukiman,
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penetapan kawasan andalan, rencana sistem prasarana wilayah, serta rencana
pengembangan sistem trasportasi wilayah.

Sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan untuk kurun waktu 20 (dua
puluh) tahun yang akan datang sesuai dengan dimensi waktu RTRWP akan tetap mengacu
pada hirarki fungsional sesuai RTRWN vyakni dikategorikan menjadi 5 (lima) kelompok
diantaranya :

(1) Kota atau daerah yang berfungsi sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW), yaitu kota
atau perkotaan yang mempunyai wilayah pelayanan yang mencakup beberapa
kawasan atau kabupaten;

(2) Kota atau daerah perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan lingkugan (PKL),
yaitu kota atau perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan dalam melayani
beberapa kota yang berhirarki lebih rendah.

Tual, berdasarkan penetapan struktur pusat-pusat permukiman, ditetapkan sebagai
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sementara Kota Elat ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan
Lokal (PKL). Rencana kebijakan pengembangan PKW dalam RTRW Provinsi Maluku
meliputi :

(2) Penyediaan prasarana perkotaan dengan pendekatan program pengembangan
prasarana terpadu;

(2) Peningkatan aksesibilitas ke wilayah belakang vyang dilayaninya melalui
pengembangan jaringan jalan darat, laut, dan udara;

(3) Peningkatan aksesibilitas wilayah regional, nasional, dan internasional yang dilayani
melalui pengembangan jaringan trasnportasi laut dan udara khususnya bagi pusat-
pusat pengembangan wilayah di masing-masing gugus pulau yang berfungsi
sebagai pintu jamak (Multigate);

(4) Penataan ruang kota melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian tata
ruang kota yang berbasis mitigasi bencana.

Rencana kebijakan pengembangan PKL dalam RTRW Provinsi Maluku meliputi :

(1) Penyediaan prasarana perkotaan dengan pendekatan program pembangunan
prasarana kota terpadu;

(2) Peningkatan aksesibilitas ke wilayah belakang yang dilayani melalui pengembangan
jaringan jalan darat dan laut.

(3) Penataan ruang kota yang berbasis mitigasi bencana.

Pola perwilayahan di Provinsi Maluku dilakukan dengan pendekatan konsep gugus
pulau dimana Kepulauan Kei termasuk bagian dari konsep Gugus Pulau VIII dengan
pusat pelayanan Kota Tual. Fungsi dan prioritas pengembangan Gugus Kepulauan Kei
berdasarkan potensi pengembangan meliputi perikanan, pertanian, perkebunan,
kehutanan, industri, pariwisata, dan pendidikan. Rencana pengembangan infrastruktur di
Gugus Kepulauan Kei meliputi fasilitas pelayanan publik tingkat provinsi, pelabuhan
regional dan penyeberangan, serta jaringan jalan darat yang terintegrasi dengan jalur
penyeberangan sehingga membentuk Trans Maluku.
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Kawasan Kei ditetapkan sebagai salah satu kawasan andalan nasional di Provinsi
Maluku berdasarkan RTRWN 2008 dengan sektor unggulan yakni perikanan, pertanian,
kehutanan, perkebunan, dan industri dengan sub sektor unggulan meliputi perikanan
tangkap; tanaman pangan; minyak kayu putih dan minyak atsiri; kelapa; kakao; cengkeh;
serta industri pengolahan hasil hutan dan hasil laut.

Pola pengembangan sistem transportasi Provinsi Maluku merupakan sistem
transportasi yang terpadu antara transportasi laut, darat, dengan udara serta terintegrasi
dengan tata ruang Provinsi Maluku yang meliputi :

(1) Pola pokok penyeberangan gerbang utama wilayah pada masa yang akan datang akan
ditekankan penerapannya pada pusat-pusat pengembangan wilayah di masing-
masing gugus pulau dan diharapkan terjadi pengembangan sarana dan prasarana
berupa penambahan kapasitas dan pembangunan infrastruktur baru. Pengembangan
gerbang utama wilayah yaitu melalui (a) moda jalan darat dengan gerbang wilayah
yang dikembangkan vyaitu di seluruh kota dan ibu kota kabupaten; (b) moda
penyeberangan laut dengan gerbang wilayah di Kota Ambon dan kota-kota pelabuhan
yang terdapat pada 12 (dua belas) Gugus Pulau; (c) moda udara dengan
pengembangan gerbang utama wilayah terdapat di Kota Ambon, Tual, Saumlaki, dan
kota-kota dengan bandara-bandara perintis lainnya;

(2) Wilayah Provinsi Maluku merupakan wilayah kepulauan sehingga untuk
meminimalisasi jarak tempuh dilakukan melalui peningkatan peran transportasi udara
melalui Kota Ambon, Langgur/Tual, Saumlaki, dan kota-kota bandara perintis lainnya.
Sistem transportasi udara ini diintegrasikan dengan transportasi penyeberangan, laut,
dan darat sehingga membentuk satu kesatuan wilayah.

Rencana pola ruang wilayah pada RTRW Provinsi diklasifikasikan menjadi 2 (dua)
yakni rencana pengembangan kawasan lindung dan rencana pengembangan kawasan
budidaya. Rencana pengembangan kawasan lindung terbagi atas kawasan yang
memberikan perlindungan kawasan bawahnya; kawasan perlindungan setempat; kawasan
suaka alam, dan kawasan rawan bencana alam. Rencana masing-masing kawasan
tersebut, yaitu :

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya meliputi kawasan hutan
lindung yang berada di Kepulauan Kei dengan rencana pemanfaatan ruang yakni (a)
pemantapan kawasan hutan lindung berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres)
Nomor 32 Tahun 1990 melalui pengukuhan dan penataan batas di lapangan untuk
memudahkan pengendaliannya; (b) pengendalian kegiatan budidaya yang telah
ada/berlangsung lama; (c) pengendalian fungsi hidrologi kawasan hutan yang telah
mengalami kerusakan (rehabilitasi); (d) pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya
kecuali kegiatan yang tidak mengganggu fungsi lindung; serta (e) pemantauan
terhadap kegiatan yang diperbolehkan berlokasi di hutan lindung seperti penelitian,
eksplorasi mineral dan air tanah, dan pencegahan bencana alam agar tidak
menggangu fungsi lindung ;

(2) Kawasan Perlindungan Setempat meliputi :

a. Sempadan pantai di sepanjang pantai di Provinsi Maluku dengan rencana
pemanfaatan ruang yakni (a) pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya di
sepanjang pantai yang dapat menggangu kelestarian fungsi pantai; (b)
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pengendalian kegiatan di sekitar sempadan pantai; dan (c) pengendalian fungsi
lindung pantai yang telah mengalami kerusakan;

b. Kawasan sempadan sungai yang berada di Kepulauan Kei dengan rencana
pemanfaatan ruang yakni (a) pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya di
sepanjang sungai yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air, kondisi fisik
dan dasar sungai serta alirannya; (b) pengendalian kegiatan yang telah ada di
sekitar sungai; dan (c) pengamanan daerah aliran sungai;

c. Sekitar danau meliputi daerah sekeliling danau yang terdapat di Provinsi Maluku
dengan rencana pemanfaatan ruang yakni (a) pencegahan dilakukannya kegiatan
budidaya di sekitar danau yang dapat menggangu fungsi danau (terutama sebagai
sumber air dan sumber energi listrik); (b) pengendalian kegiatan yang telah ada di
sekitar danau; dan (c) pengamanan daerah hulu;

(3) Kawasan suaka alam berlokasi di Cagar Alam Masbait dan Cagar Alam Daab dengan
rencana pemanfaatan ruang yakni pengelolaan kawasan suaka alam (cagar alam,
suaka margasatwa, dan hutan wisata) sesuai dengan tujuan perlindungannya masing-
masing serta pelarangan dilakukanya kegiatan budidaya apapun kecuali kegiatan yang
berhubungan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi
penggunaan lahan serta ekosistem alami yang ada;

(4) Kawasan rawan bencana alam dengan tujuan untuk melindungi manusia dan
kegiatannya dari bencana yang disebabkan baik oleh alam maupun secara tidak
langsung oleh perbuatan manusia dengan rencana pemanfaatan ruang yakni
penetapan kawasan rawan bencana dan pengendalaian kegiatan di sekitar kawasan
kritis.

Rencana pengembangan kawasan budidaya pada RTRW Provinsi Maluku diarahkan
untuk pengembangan hutan produksi terbatas; kawasan pertanian (perkebunan/pertanian
tanaman kering, peternakan, dan perikanan; kawasan permukiman; kawasan peruntukan
industri; dan kawasan pariwisata.

Saat ini RTRW Kabupaten Maluku Tenggara sedang disusun sesuai dengan amanat
UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Beberapa substansi penting RTRW
Kabupaten Maluku Tenggara yang perlu disesuaikan dengan UU Nomor 26 Tahun 2007
yaitu dimensi waktu perencanaan, visi dan tujuan penataan ruang wilayah, aspek
kebencanaan dan daya dukung lingkungan, komposisi penggunaan lahan, peristilahan
penataan ruang, serta keberadaan insentif dan diinsentif yang jelas dalam kegiatan
penataan ruang wilayah. Penyusunan RTRW Kabupaten Maluku Tenggara juga
menyesuaikan dengan terjadinya perubahan dalam lingkup internal wilayah Kabupaten
Maluku Tenggara yaitu terbentuknya Kota Tual berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2007
Tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku. Pemekaran Kota Tual dari Kabupaten
Maluku Tenggara tersebut menyebabkan perubahan batas-batas wilayah Kabupaten
Maluku Tenggara. Perubahan batas wilayah tersebut mengharuskan dilakukannya
peninjauan kembali terhadap RTRW Kabupaten Maluku Tenggara dan hal ini sejalan
dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 26 Ayat 6.
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Bab 3

Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Kerangka Pendanaan

3.1. KEBUAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memberikan
kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan
pemerintahan dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian
diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala pemerintahan daerah untuk
mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan
kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan
pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota bertangung jawab
atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah daerah.
Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 telah
dikeluarkan pula Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan
Pusat dan Daerah yang juga merupakan landasan pemberian kewenangan kepada daerah
untuk mengelola keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di
daerah, berdasarkan kewenangan pada masing-masing tingkatan pemerintahan. Dalam
upaya mendorong kemandirian pengelolaan pembangunan daerah maka arah kebijakan
pengelolaan keuangan daerah dititik beratkan pada kemandirian pemanfaatan
sumberdaya daerah secara optimal, efisien, dan efektif guna meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah memberikan penegasan tentang tata cara pengelolaan keuangan daerah yang
disusun dengan pendekatan kinerja. Peraturan ini mengubah sistem anggaran dari sistem
anggaran yang disusun dengan metode incrementall menjadi sistem anggaran yang
berbasis pada kinerja. Sistem ini menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan
evaluasi yang memadai dari semua stakeholder yang berkepentingan.

Penjabaran dan implementasi pelaksanaan PP Nomor 58 Tahun 2005 telah
ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diperbarui dengan Permendagri Nomor 59
Tahun 2007 dijadikan pedoman bagi seluruh pemerintah daerah dalam pengelolaan
keuangan daerah. Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam
peraturan perundangan tersebut yaitu :

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) semestinya menjadi andalan utama bagi pendapatan
daerah, sedangkan pendapatan dari pemerintah yang diperoleh dari bagian daerah
atas dana perimbangan menjadi faktor penunjang;
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(2)

(3)

Komposisi belanja daerah didasarkan pada kebutuhan obyektif, efektif dan efisien
dengan tetap memperhatikan kebutuhan atau sasaran kegiatan untuk memperoleh
hasil optimal sesuai prinsip anggaran berbasis kinerja;

Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban
daerah dalam tahun anggaran berkenan harus dimasukan dalam APBD. Sedangkan
surplus penerimaan daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah
dan devisit anggaran dapat ditutup dari pembiayaan;

Disiplin anggaran yang diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain
bahwa :

(1)

(2)

Pendapatan yang dirancang merupakan perkiaan yang terukur secara rasional yang
dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang
dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;

Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya
penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan
yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalan
APBD/Perubahan APBD.

Asas umum yang menjadi landasan dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi
yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan
Daerah;

Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah
yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah;

Penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi didanai dari APBD;

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan
kemampuan pendapatan daerah;

APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi
dan stabilitasi.
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3.2 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan setiap
daerah cenderung berupaya untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui
peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah. Salah satunya Pendapatan Asli Daerah.
Sampai dan dengan akhir tahun 2007 realisasi Pendapatan Daerah yang ditetapkan dalam
APBD Kabupaten Maluku Tenggara masing-masing sejak Tahun 2003-2007 dapat
digambarkan sebagai berikut :

400.000.000.000,00

300.000.000.000,00 -

200.000.000.000,00

100.000.000.000,00

2003 2004 2005 2006 2007

@ Target | 213.445.452.300,44| 237.307.252.735,55| 203.364.885.530,49 | 314.211.241.175,30| 352.890.767.077,68
I Realisasi | 223.937.798.481,12| 231.835.457.248,10 | 201.996.914.577,58| 322.652.798.670,36 | 352.292.362.738,38

Gambar 3.1.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Maluku
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab. Maluku Tenggara

Tahun 2003 realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 223.937.798.481 atau
mencapai 105 persen dari target dalam APBD tahun bersangkutan yang tercatat sebesar
Rp. 213.445.452.300,44. Tahun 2004 realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp.
231.835.457.248 atau mencapai 97,7 persen dari target dalam APBD tahun bersangkutan,
namun angka realisasi ini meningkat sebesar 3,52 persen dari tahun sebelumnya. Tahun
2005 realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 201.596.914.577 atau mencapai 99 persen
dari target dalam APBD tahun bersangkutan. Angka realisasi ini menngalami penurunan
yaitu hanya sebesar 86,95 persen dari tahun sebelumnya. Tahun 2006 realisasi
Pendapatan Daerah sebesar Rp. 322.652.798.670 atau mencapai 103 persen dari target
dalam APBD tahun bersangkutan. Angka realisasi ini meningkat sebesar 60,04 persen dari
tahun sebelumnya. Tahun 2007 realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp.
352.292.362.738,38 atau mencapai 99.83 persen dari target dalam APBD tahun
bersangkutan. Angka realisasi ini meningkat sebesar 10,18 persen dari tahun sebelumnya.
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Tabel 3.1.
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara

Tahun 2003 - 2007
NO URAIAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH
2004 2005 2006 2007
1. Pendapatan Asli Daerah 10.724.132.537,41 10.415.645.959,58 15.664.550.174,70 17.684.501.773,18
1) Pajak Daerah 1.908.326.930,00 1.902.509.367,84 2.065.177.161,96 2.528.561.132,67
2) Retribusi Daerah 2.456.847.615,41 2.945.876.773,14 3.020.652.935,92 4.946.928.460,60
3) Laba Perusahaan Daerah 221.859.000,00 200.000.000,00 197.034.101,99
4) Lain-lain PAD Yang Sah 6.137.099.019,00 5.367.259.818,60 10.381.685.974,83 10.209.012.179,91
2. Dana Perimbangan 209.677.068.810,69 167.252.795.315,0 303.924.281.226,76 327.122.411.920,00
1) Bagi Hasil Pajak bukan Pajak 21.682.068.810,69 27.028.795.315,00 29.580.228.205,00 34.136.411.858
2) Dana Alokasi Umum 174.855.000.000,00 127.634.000.000,00 230.449.000.000,00 243.635.000.000,00
3) Dana Alokasi Khusus 13.140.000.000,00 12.690.000.000,00 43.895.053.020,76 49.351.000.000,00
3. Lain-Lain Penerimaan yg Sah 11.434.255.900,00 24.328.473.303,00 3.063.967.268,90 7.485.449.045,20
Jumlah 231.835.457.248,10 201.996.914.577,58 332.652.798.670,36 352.292.362.738,38

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Maluku Tenggara

Berdasarkan sumbernya Pendapatan Daerah terdiri dari :
(1) Pendapatan Asli Daerah

Sampai dan dengan akhir tahun 2007 perbandingan pencapaian realisasi
Pendapatan Asli Daerah dengan target yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten
Maluku Tenggara masing-masing sejak Tahun 2003 — 2007 dapat digambarkan
sebagai berikut :

20.000.000.000,00

15.000.000.000,00

10.000.000.000,00

5.000.000.000,00

2003 2004 2005 2006 2007

o Target | 9.087.307.042,72 | 12.935.276.889,88 | 12.248.153.875,00 13.222.853.537,66 | 14.602.174.800,00
W Realisasi | 8.943.567.594,00 | 10.724.132.637,41 | 10.415.645.969,58| 15.664.550.174,70 | 17.684.501.773,18

Gambar 3.2.
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003 — 2007
Sumber : Dinas Pendanatan Daerah Kah. Mauku Tenaoara

Realisasi penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah memberikan
gambaran bahwa pada tahun 2003 PAD Kabupaten Maluku Tenggara baru
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mencapai angka realisasi sebesar Rp. 8.943.567.594,00, terus mengalami
peningkatan pada tahun 2004 menjadi Rp. 10.724.132.537,00 pada tahun 2005
turun menjadi Rp. 10.415.645.959,58 pada tahun 2006 meningkat lagi menjadi
Rp. 15.664.550.174,70 dan pada tahun 2007 meningkat lagi dari tahun
sebelumnya menjadi sebesar Rp. 17.684.501.773,18.
sehingga total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dari tahun
2003-2007 sebesar Rp. 63.432.398.148,87

Dari capaian realisasi Pendapatan Asli
12.000.000.000,00

Daerah  menurut kompo-nennya,
10.000.000.000,00 | T . . i
/ ternyata Lain-Lain Pendapatan Asli

8.000.000.000,00
/ Daerah merupakan sumber
6.000.000.000,00 o | . - .o .
400000000000 _m penerlmaap yang dominan, d||kut!
ARG 7—"7‘/\0 oleh penerimaan yang bersumber dari
: ‘ : : : retribusi daerah dan kemudian pajak

2003 2004 2005 2006 2007 d aera h
‘—Q—Pajak —B—Retribusi — —Lain Lain PAD ‘
Gambar 3.3.

Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maluku
Tenggara Tahun 2003 — 2007

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Maluku ~ Tenaadara

(2) Dana Perimbangan

Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Maluku Tenggara dari Tahun 2003 — 2007
dapat digambarkan seperti dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2

Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah
Yang Bersumber Dari Dana Perimbangan Tahun 2003 - 2007

NO TAHUN TARGET REALISASI (%) Bertambah
(4):(3) (Berkurang)
(1) () (3) (4) (5) (6)

1. 2003 190.418.201.346,00 198.128.771.553,40 104.05 7.710.570.207,40
2. 2004 212.644.626.216,17 209.677.068.810,00 98.61 (2.967.557.406,17)
3. 2005 169.027.026.794,49 167.252.795.315,00 98.95 (1.774.231.479,49)
4. 2006 297.335.019.760,64 303.924.281.226,78 102.22 6.349.598.677,36
5. 2007 331.345.062.087,68 327.122.411.920,00 98,73 (4.222.650.167,68)
JUMLAH 1.200.769.936.204,98 1.206.105.328.825,18 100.44 5.095.729.831,42

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Maluku Tenggara

Dana Perimbangan terdiri dari :
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(a) Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari penerimaan ini dari tahun ke
tahun sebagaimana dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3

Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah
Yang Bersumber Dari Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak Tahun 2003 — 2007

NO

(1)

TAHUN

()

2003

2004

2005

2006

2007

JUMLAH

TARGET

(3)

8.548.733.346,00

18.663.709.216,17

27.004.026.794,49

23.056.419.760,64

38,266,062,087.68

77.272.889.117,30

REALISASI

(4)

16.048.884.553,40

21.682.068.810,69

27.028.795.315,00

29.580.228.206,00

34.136.411.920,00

128.476.388.805,09

(%)
(4):(3)

(5)
187.74
116.18
100.10
128.30

89,21

166,26

Bertambah
(Berkurang)

(6)
7.500.151.207.40
3.018.359.594.52

24.768.520.51
6.523.808.445.36

(4.129.650.167,68)

12.937.437.600,11

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Maluku Tenggara

Tabel diatas menunjukan bahwa realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari
Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak menunjukan peningkatan yang signifikan pada tahun
2003 sebesar 187,74 persen dari target, tahun 2004 116,18 npersen dan pada
tahun 2006 sebesar 128,30 persen, sedangkan pada tahun 2007 angka realisasinya
hanya mencapai 89,21 persen dari target yang ditetapkan.

(b) Dana Alokasi Umum

Penerimaan Daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum sejak tahuan 2003 —
2007 seperti ditunjukan dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4

Tahun 2003 - 2007

Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah
Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Umum

TAHUN

@)

2003

2004

2005

2006

2007

JUMLAH

TARGET

3)

165.060.000.000,00

174.855.000.000,00

126.733.000.000,00

230.448.600.000,00

243.635.000.000,00

940.731.600.000.00

REALISASI

(4)

165.060.000.000,00

174.855.000.000,00

127.534.000.000,00

230.448.000.000,00

243.635.000.000,00

941.533.000.000.00

(%)
(4):(3)

(5)
100.00
100.00
100.64
100.00

100.00

100.09

Bertambah
(Berkurang)

(6)
0.00
0.00
801.000.000.00
600.000.00

0.00

801.400.000.00

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Maluku Tenggara
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Penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum dari tahun ketahun
terus menunjukan peningkatan, kecuali pada tahun 2005 yang hanya terealisir Rp.
127.534.000.000.- lebih kjecil dari tahun sebelumnya yang terealisir Rp.
174.855.000.000.- Jika pada tahun 2003 realisasi DAU baru mencapai
165.060.000.000.- maka pada tahun 2007 telahmeningkat menjadi Rp.
243.635.000.000.- Rata-rata realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari
Dana Alokasi Umum sesuai dengan target yang ditetukan, kecuali pada tahun 2005
terjadi realisasi lebih sebesar 0,64 persen.

(c) Dana Alokasi Khusus

Realisasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus sejak
tahuan 2003 — 2007 sebagaimana dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5

Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah
Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2003 — 2007

NO TAHUN TARGET REALISASI (%) Bertambah
(4):(3) (Berkurang)
(1) () (3) (4) (5) (6)

1. 2003 16.809.468.000,00 17.019.887.000,00 102.53 210.419.000.00
2. 2004 19.125.917.000,00 13.140.000.000,00 68.71 (5.985.917.000.00)
3. 2005 15.290.000.000,00 12.690.000.000,00 83.00 (2.600.000.000.00)
4. 2006 43.830.000.000,00 43.895.053.020,70 100.15 65.053.020.70
5. 2007 49,444,000,000.00 49.351,000,000.00 99,81 93.000.000.00
JUMLAH 95.055.385.000,00  86.744.940.020,70 91,26 (8.310.444.980,70)

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Maluku Tenggara

Realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dari tahun
ketahun menunjukan peningkatan seiring dengan kebijakan pemerintah untuk
memperbesar alokasi untuk daerah, dan perluasan cakupan DAK untuk membiayai
bidang-bidang pemabangunan baru. Jika pada thun 2003 jumlah realisasi DAK
untuk Kabupaten Maluku Tenggara baru mencapai Rp. 17.019.887.000,- maka pada
tahun 2007 telah mencapai angka Rp. 49.351.000.000.- Dengan peningkatan
seperti itu, kedepan diperkirakan bahwa semakin banyak program dan kegiatan
pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dengan sumber
pembiayaan dari Dana Alokasi Khusus dapat dilaksanakan.

(3). Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Penerimaan Daerah yang bersumber dari Lain — lain Pendapatan Daerah Yang Sah
yang dirancang dan terealisir sejak tahun 2003 — 2007 adalah sebagai berikut :
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Tabel 3.6

Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah
Yang Bersumber Dari Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun 2003 - 2007

NO TAHUN TARGET REALISASI (%) Bertambah
(4):(3) (Berkurang)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. 2003 9.044.450.000,00 9.224.296.800,00 101.99 179.846.800.00
2. 2004 8.483.847.000,00 11.434.255.900,00 101.24 105.000.000.00
3. 2005 19.356.000.000,00 24.328.473.303,00 104.64 898.282.742.00
4. 2006 1.000.000.000,00 3.063.967.268,90 139.99 399.892.896.90
5. 2007 6.943.530.120,00 7.485.449.045,20 107,80 541.918.925,20
JUMLAH 44.827.827.120,00 46.952.768.484,10 104,74 2.124.941.364,10

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Maluku Tenggara

Pendapatan daerah yang bersumber dari Lain lain Pendapatan Yang Sah selama
periode 2003 — 2008 juga menunjukan peningkatan walau bersifat fluktuatif.
Penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2005 sebesar Rp.
24.328.473.303,00- dan yang terendah pada tahun 2006 yang tercatat hanya
sebesar Rp. 3.063.967.268,90.

Dari gambaran diatas terlihat bahwa secara umum pendapatan asli daerah dari
tahun ketahun mengalami peningkatan karena berbagai kebijakan intensifikasi dan
ekstensifikasi pendapatan daerah. Kebijakan Intensifikasi  dilakukan pada sumber-
sumber Pendapatan Asli Daerah yang telah ada, antara lain melalui kegiatan-kegiatan
pemutakhiran data untuk penghitungan pengenaan atas obyek pajak dan retribusi daerah.
Intensifikasi juga dilakukan terhadap sumber-sumber Penerimaan Daerah yang belum
dikelola secara optimal dengan mengintensifkan kegiatan penyuluhan kepada wajib pajak
dan pembayar retribusi daerah yang diikuti dengan kegiatan peningkatan intensitas
penagihan oleh petugas pungut.

Kebijakan intensifikasi Pajak/Retribusi Daerah yang dilakukan antara lain
seperti :

(a) Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem
pelayanan pajak dan retribusi daerah;

(b) Optimalisasi kerangka regulasi yang berhubungan dengan pengelolaan
pendapatan daerah;

(c) Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar Stuan Kerja Pengelola
Pendapatan Daerah;

(d) Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan tentang ketentuan pajak dan retribusi
daerah kepada masyarakat, wajib pajak dan pembayar retribusi daerah;
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(e) Peningkatan efektivitas, efisiensi dan pengawasan pelaksanaan pungutan
penerimaan daerah.

Kebijakan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui pengkajian
terhadap kemungkinan pengelolaan jenis retribusi baru yang tidak memberatkan
golongan ekonomi menengah kebawah serta tidak bersifat kontra produktif terhadap
perekonomian,

3.3 KEBIJAKAN PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Kebijakan Umum Belanja Daerah harus menganut asas keadilan anggaran, yaitu
bahwa pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme Pajak dan
Retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu
Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasi penggunaannya didalam belanja secara
reprensentatif dan proporsional agar dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa
diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

Kebijakan pengelolaan belanja daerah saat ini telah didasarkan pada peraturan
perundangan yang bernuansa reformasi, sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang nomor 33 tahun 2004
tentang Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah,  Peraturan pemerintah nomor 58
tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Peraturan perundangan tersebut memberikan penegasan tentang, komponen
belanja yang digunakan dalam struktur APBD adalah :

1. Kebijakan untuk Belanja Tidak Langsung, meliputi :

(1) Belanja tidak langsung diarahkan dengan prinsip efisiensi pada seluruh
kegiatan, dan diupayakan untuk mendorong tercapainya efektivitas kegiatan
yang makin meningkat dan memberi nilai tambah bagi kualitas pelayanan
umum dan administrasi pemerintahan;

(2) Selalu diupayakan agar belanja tidak langsung diarahkan pada kegiatan yang
memenuhi kriteria-kriteria : masukannya proporsional dengan daya dukung
yang tersedia pada setiap unit kerja; keluarannya dapat dihitung secara akurat;
hasilnya dapat tergambarkan; manfaatnya dapat terasakan oleh masyarakat;
dan dampaknya memberikan nilai tambah bagi kemajuan daerah;

(3) Belanja tidak langsung juga diharapkan mampu mendorong efektivitas
organisasi Pemerintah Daerah. Untuk itu kegiatan-kegiatan aparatur dapat
dibiayai sepanjang memenuhi kriteria : sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
unit kerja; tidak terjadi tumpang tindih; dan dapat mendorong sinergitas
tindakan antar unit.
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2. Kebijakan Belanja Langsung

Kebijakan  belanja langsung diarahkan untuk menunjang berbagai kebijakan
dalam rangka percepatan operasionalisasi pencapaian visi daerah seperti;

(1) Pembamngunan pada bidang-bidang yang menjadi prioritas daerah untuk
mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, perkuatan ekonomi
produktif, dan pemberdayaan masyarakat;

(2) Mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui
penyediaan layanan pendidikan, kesehatan yang berkualitas serta mendorong
peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat;

(3) Mempercepat peningkatan kapasitas infrastruktur daerah dan sarana
prasarana perhubungan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
membuka akses ke daerah terpencil, dan mengurangi kesenjangan
antarwilayah.;

(4) Memberikan perhatian yang proporsional dalam hal alokasi pembiayaan
belanja publik antarbidang pada semua SKPD secara sinergi dan komperhensif
dalam rangka percepatan pencapaian target-target pembangunan yang telah
ditentukan.

Sejak Tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 gambaran target dan realisasi Belanja
Daerah seperti dalam gambar 3.5.

400.000.000.000,00 -

300.000.000.000,00 -

200.000.000.000,00 -

100.000.000.000,00

2003 2004 2005 2006 2007

I Target | 213.554.318.054,00 248.337.413.809,11 215.810.418.072,05| 329.114.107.095,27| 380.014.015.063,54

[ Realisasi | 184.276.767.814,00 224.404.475.786,51 191.452.288.942,97| 298.204.211.410,20| 339.160.122.691,59

Gambar 3.5.
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003 — 2007
Sumber : Bag. Keuangan Setda Kab. Maluku Tenggara

Dari gambaran realisasi belanja seperti digambarkan diatas, ternyata bahwa
sepajang tahun 2003 — 2007 realisasi belanja daerah berada disekitar 94,37 persen sampai
99,90 persen. Tahun 2003 adalah tahun dengan realisasi terendah yaitu 86,29 persen
disebabkan karena APBD 2003 baru ditetapkan pada bulan Nopember 2003, tahun 2004
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terealisir sebesar 90,37 persen, tahun 2005 sebesar 88,72 persen, tahun 2006 sebesar
90,61 persen dan tahun 2007 sebesar 89,25 persen.

Untuk belanja tidak langsung selama periode 2003 — 2007 realisasinya rata-rata
sebesar 96,80 persen, realisasi tertinggi pada tahun 2003 sebesar 99,90 persen dan
terendah pada tahun 2005 yang hanya sebesar 94,37 persen. Realisasi belanja tidak
langsung periode 2003 — 2007 dapat diikuti dalam tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Belanja Tidak Langsung
Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003 — 2007

(dalam rupiah)
NO TAHUN TARGET REALISASI (%) Bertambah
(4):(3) (Berkurang)
(1) () 3) (4) (5) (6)
1. 2003 117.440.724.469,00 117.325.057.151,00 99,90 (115.667.318,00)
2. 2004 119.050.853.361,21 116.249.379.511,00 97,65 (2.801.437.850,21)
3. 2005 84.826.679.191,02 80.052.246.089,00 94,37 (4.774.433.102,02)
4. 2006 127.036.828.853,78 120.604.747.814,00 94,94 (6.432.081.039,78)
5. 2007 140.186.801.677,09 136.170.753.178,00 97,13 (4.016.048.499,09)
JUMLAH 588.541.887.552,10 570.402.183.743,00 96,92 (18.139.667.809,10)

Sumber : Bag. Keuangan SETDA Kab. Maluku Tenggara

Realisasi belanja langsung selama periode 2003 — 2007 berada disekitar 83,66
persen sampai 87,89 persen hanya pada tahun 2003 realisasinya hanya mencapai
69,66 persen disebabkan karena keterlambatan penetapan APBD tahun tersebut.
Gambaran realisasi belanja langsung periode 2003 — 2007 dapat diikuti dalam tabel

3.8.
Tabel 3.8
Realisasi Belanja Langsung
Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003 — 2007
(dalam rupiah)

NO TAHUN TARGET REALISASI (%) Bertambah

(4):(3) (Berkurang)
1. 2003 96.113.593.585,00 66.951.710.663,00 69,66 (29.161.882.922,00)
2. 2004 129.286.560.447,90 108.155.096.235,51 83,66 (21.131.464.212,39)
3. 2005 130.983.738.881,03 111.400.042.853,97 85,05 (19.583.696.027,29)
4. 2006 202.077.278.241,49 177.599.463.596,20 87,89 (24.477.814.645,29)
5. 2007 239.827.213.386,45 202.989.369.513,59 84,64 (36.837.843.872,86)
JUMLAH 798.288.384.541,87 667.095.682.862,27 83,57 (131.192.701.679,83)

Sumber : Bag. Keuangan Setda Kab. Maluku Tenggara
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3.4 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah terdiri dari pembiayaan penerimaan dan pembiayaan
pengeluaran. Sejak tahun 2004 sistem penganggaran daerah baru mulai mengalami
perubahan untuk memanfaatkan belanja pembiayaan, sehingga realisasi pembiayaan
daerah pada tahun 2004 — 2007 adalah sebagai berikut :

(1) Pada tahun 2004 realisasi pembiayaan pengeluaran daerah sebesar Rp.
43.601.226.051,71;

(2) Pada tahun 2005 realisasi pembiayaan daerah yang bersumber dari
pembiayaan penerimaan sebesar Rp. 23.593.098.352,71 sedangkan yang
bersumber dari pengeluaran daerah sebesar Rp. 34.137.525.184,12;

(3) Pada tahun 2006 realisasi pembiayaan daerah yang bersumber dari
pembiayaan penerimaan sebesar Rp. 22.982.866.203,97 sedangkan yang
bersumber dari pengeluaran daerah sebesar Rp. 10.000.000.000;

(4) Pada tahun 2007 realisasi pembiayaan daerah yang bersumber dari
pembiayaan penerimaan sebesar Rp. 38.437.930.852,86 sedangkan yang
bersumber dari pengeluaran daerah sebesar Rp. 11.397.172.401,00.

3.5 KERANGKA PENDANAAN

Secara teoritis dapat diperoleh dari tiga sumber modal untuk membiayai
pembangunan yaitu pemerintah/publik, swasta, dan gabungan antara pemerintah dengan
swasta (kemitraan).

Sumber-sumber pembiayaan pembangunan berdasarkan kewenangan pemerintah
daerah yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 dapat diklasifikasikan menurut
kebutuhan pembiayaan pembangunan sebagai berikut :

(1) Sumber Dana APBN dan Dekon (Pusat) diperuntukkan bagi belanja program/kegiatan
strategis seperti pembangunan jalan, jembatan, lapangan terbang, pemerintahan,
pendidikan menengah, kesehatan, pertanian, kehutanan, pertambangan pemukiman,
pemerintahan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan penyusunan master plan;

(2) Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) dimanfaatkan untuk belanja program/kegiatan
yang bersifat khusus, mendesak, dan strategis seperti pendidikan, kesehatan,
pemerintahan, reboisasi, bencana alam, dan prasarana, dan lain-lain;

(3) Sumber Dana APBD Provinsi digunakan untuk mendukung belanja program/kegiatan
pembangunan jalan, prasarana perhubungan, pendidikan, kesehatan,pertanian,
modal usaha, perumahan, pelestarian budaya, pariwisata, dan lain-lain;

(4) Sumber Dana APBD Kabupaten sebagian besar dipergunakan untuk belanja rutin
Pemerintah Daerah dan DPRD, dan pembiayaan program/kegiatan pembangunan
yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan;
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Sumber penerimaan daerah berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari
pendapatan daerah dan pembiayaan yang masing-masing meliputi :

(1) Pendapatan Daerah yang meliputi :

(a) Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah;

(b) Dana Perimbangan yang terdiri dari DBH (pajak dan sumber daya alam), DAU, dan
DAK;

(c) Lain-lain pendapatan yang terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak
dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah
terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai
akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

(2) Pembiayaan yang meliputi sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan
pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan

Komposisi investasi pemerintah untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur
dasar dan investasi swasta untuk pembiayaan ekonomi riil yang proporsional akan dapat
mewujudkan keseimbangan pembiayaan pembangunan sehingga pada akhirnya mampu
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
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Bab 4

Permasalahan dan Analisis
Lingkungan Strategis

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengkajian yang mendalam terhadap kondisi

obyektif wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, beberapa permasalahan utama dan
mendasar untuk diatasi dalam kurun waktu tahun 2008 hingga 2013 mendatang.

(1)

()

Batas Wilayah

Konsekuensi terjadinya pemekaran daerah dengan terbentuknya Kota Tual
menuntut adanya penetapan batas wilayah yang jelas antarkedua wilayah sebagai
dasar perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
Kabupaten Maluku Tenggara. Penetapan batas wilayah (demarkasi dan delimitasi)
diperlukan untuk memudahkan penataan ruang daerah yang terintegrasi guna
mewujudkan keseimbangan pengelolaan sumber daya sesuai dengan daya dukung
lingkungannya secara berkelanjutan. Upaya ini memerlukan dilakukan kegiatan
survei dan pemetaan/penamaan pulau dan pengelompokan pulau atau wilayah
sesuai dengan kekuasaan adat. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mencegah
risiko saling bertentangannya dinamika pembangunan antarsektor ekonomi seperti
perikanan tangkap dan budidaya, pengangkutan dan perhubungan, rekreasi dan
pariwisata, perniagaan dan perdagangan, dan sebagainya dalam pemanfaatan
ruang.

Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan merupakan persoalan terbesar yang dihadapi dihampir setiap daerah
di Indonesia, terutama karena kemiskinan itu bersifat struktural. Kemiskinan dan
kebodohan membuat masyarakat tidak berdaya dan sulit keluar dari kesulitan
hidup yang dihadapi. Kemiskinan selain disebabkan oleh rendahnya derajat
pendidikan, juga oleh pola kehidupan masyarakat yang masih konsumtif dan pola
perekonomian hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja tanpa
berorientasi pada produksi yang dapat meningkatkan nilai tambah dan
kesejahteraan. Di Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2006 jumlah penduduk
miskin tercatat masih sebesar 48.451 jiwa atau sekitar 32,54 persen dari jumlah
penduduk (termasuk kota Tual).

Masih tingginya angka pengangguran merupakan sisi lain dari persoalan
pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara. Pada tahun 2007 dari sekitar 66.879
jiwa angkatan kerja yang tercatat, terdapat sekitar 60.985 jiwa yang bekerja atau
tingkat kesempatan kerja yang ada mencapai sekitar 91,19 persen. Angkatan kerja
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(4)

yang tercatat masih dalam status mencari pekerjaan menuru nmenjadi 5.894 jiwa
atau terdapat angka pengangguran terbuka sekitar 8,81 persen.

Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Rendahnya kualitas sumber daya manusia biasanya terukur dari tingkat pendidikan
dan derjat kesehatan suatu masyarakat uanmg menjadi dasar perhitungan Indeks
Pembangunan Masyarakat suatu Daerah.

(a) Pendidikan
Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat suatu daerah biasanya tercermin
dari rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Paritisipasi Murni
(APM), dan Angka Melek Huruf. Walaupun angka melek huruf telah hampir
mencapai 100 % namun APK SD baru sebesar 99,65, APK SMP sebesar 90,73
dan APK SLA sebesar 66,66 sedangkan APM SD sebesar 96,78, APM SMP se
besar 78,03, dan APM SLTA sebesar 57,93. Permasalahan lain yang dihadapi
adalah terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, rasio
dan penyebaran tenaga guru teristimewa guru bidang studi belum sebanding
serta masih terdapat kesenjangan partisipasi pendidikan antara kelompok
masyarakat di perkotaan dan pedesaan dan antara penduduk miskin dan
penduduk yang sudah mampu. Pendidikan non-formal yang berfungsi baik
sebagai transisi dari dunia sekolah ke dunia kerja maupun sebagai bentuk
pendidikan sepanjang hayat juga belum dapat diakses secara luas oleh
masyarakat

(b) Kesehatan

Status Kesehatan masyarakat Maluku Tenggara secara umum masih rendah
dibandingkan daerah lain di Indonesia karena belum terselenggaranya akses
pelayanan kesehatan secara paripurna yang meliputi aspek promotif, aspek
preventif, aspek kuratif, dan aspek rehabilitatif. Status kesehatan yang masih
rendah tersebut diukur dari Angka Harapan Hidup pada tahun 2006 sekitar
67,2 persen, Angka Kematian |bu Melahirkan masih 588 per 100.000
kelahiran, Angka Kematian Bayi 37 per 1.000 kelahiran hidup, penyebaran
satus gizi kurang 8,22 persen dan Gizi Buruk 1,20 persen dan tingginya
prevalensi ganguang akibat kekuarangan yodium (GAKY), tingginya prevalensi
Penyakit Menular seperti Malaria, TB Paru, Frambusia, Pneumonia, Vilariasis,
HIV/AIDS, kusta, dan lain-lain.

Rendahnya Daya Saing Perekonomian Daerah

Walaupun pertumbuhan ekonomi Maluku Tenggara relatif baik, namun demikian
daya saingnya masih relatif rendah. Ini ditandai dengan masih rendahnya angka
ekspor komoditas dan daya saing produk unggulan daerah (kelautan dan
perikanan, pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan, kehutanan, industri,
perdagangan dan jasa) disebabkan beberapa faktor antara lain :

(a) Pola perekonomian masih bersifat subsisten yang tidak berorientasi pada
peningkatan nilai tambah.
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(b) Sektor pertanian masih bersifat tradisional belum menerapkan teknologi tepat
guna.

(c) Potensi yang ada vyaitu kelautan dan perikanan belum dikelola dan
dimanfaatkan secara optimal.

(d) Belum berkembangnya perekonomian daerah vyang disebabkan : (a)
terbatasnya akses permodalan; (b) terbatasnya akses informasi pasar; (c) masih
rendahnya penerapan teknologi tepat guna; (d) belum berkembangnya
informasi yang terkait dengan potensi unggulan daerah

(e) Belum kondusifnya iklim investasi (kemudahan perizinan, jaminan keamanan
berinvestasi, dll).

Terbatasnya Kapasitas Infrastruktur

Salah satu kendala utama dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat adalah persoalan keterbatasan kapasitas dan kualitas
infrastruktur, baik ekonomi, sosial dan pemerintahan atau fasilitas publik lainnya.

Untuk infrastruktur jalan dan jembatan, persoalan utama yang dihadapi adalah
belum seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara terjangkau oleh jaringan jalan
dan jembatan yang handal, khususnya di Pulau Kei Besar yang mengakibatkan
sangat terbatasnya akses masyarakat terhadap ketersediaan layanan transportasi
yang dapat menjangkau lokasi permukiman, lokasi produksi dan pemasaran hasil
(pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan lain-lain), serta lokasi obyek-
obyek wisata. Keterbatasan ini menyebabkan masyarakat harus membayar tinggi
biaya untuk memanfaatkan transportasi darat.

Permasalahan yang dihadapi di bidang perhubungan laut dan antarpulau dalam
kabupaten yaitu belum memadainya pelabuhan rakyat di beberapa titik pusat
pertumbuhan yang memiliki akses ekonomi dan sosial serta rendahnya kapasitas
penyediaan sarana angkutan laut (kapal penyeberangan, kapal perintis, kapal
rakyat/kapal cepat) sehingga masyarakat masih mengeluarkan biaya yang cukup
besar untuk membayar transportasi yang digunakan. Selain itu, belum ada
pelabuhan khusus barang untuk pergerakan keluar masuk.

Permasalahan di bidang perhubungan udara vyaitu tingginya permintaan
penggunaan jasa transportasi udara yang belum dapat diimbangi dengan kapasitas
dan frekuensi penerbangan pesawat dari dan ke Langgur setiap harinya. Selain itu
dengan pengoperasian pesawat dengan kapasitas kecil menyebabkan mahalnya
biaya tiket untuk setiap penerbangan. Pembangunan Bandara baru di Ibra yang
berlokasi di Kecamatan Kei Kecil perlu dipercepat untuk dapat mengatasi lonjakan
penumpang.

Keterbatasan pembangkit masih merupakan masalah bidang energi listrik karena
kapasitas tenaga listrik yang tersedia tidak mampu untuk melayani permintaan
yang terus meningkat. Pembangkit yang ada mempunyai tingkat ketergantungan
yang tinggi terhadap BBM dan rata-rata umur mesin yang sudah tua, sehingga
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pasokan listrik ke pedesaan tidak mengalami peningkatan, sementara sebagian
desa yang terisolir dan tersebar di kepulauan belum memiliki listrik.

Untuk penyediaan air bersih, masalah yang dihadapi adalah masih terbatasnya
akses masyarakat terhadap air bersih di pedesaan, rendahnya kualitas air bersih
pedesaan, kondisi PDAM yang belum sehat, tingginya tingkat kebocoran air PDAM
dan permasalahan tarif yang belum mampu mencapai kondisi pemulihan biaya
produksi PDAM.

Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan komunikasi dan informasi
disebabkan keterbatasan penyediaan dan penyebaran infrastruktur informasi ke
kecamatan-kecamatan dan terbatasnya kemampuan pembiayaan penyediaan
infrastruktur komunikasi dan informasi.

Kesenjangan Pembangunan Antara Wilayah

Berbagai kerberhasilan pembangunan vyang telah dicapai saat ini, masih
menyisahkan adanya kesenjangan yang cukup tajam antara wilayah di Kabupaten
Maluku Tenggara, terutama antara wilayah Kei Besar dan Kei Kecil, antara
perkotaan dengan perdesaan, dan antara wilayah strategis dan cepat tumbuh
dengan wilayah tertinggal. Pengurangan kesenjangan pembangunan antar
Kecamatan maupun antar Desa perlu dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah, tetapi juga untuk menjaga stabilitas
ketahanan daerah. Tujuan penting dan mendasar yang akan dicapai untuk
mengurangi kesenjangan antar daerah adalah bukan semata untuk memeratakan
pembangunan fisik di setiap daerah, tetapi yang paling utama adalah
pengurangan kesenjangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat antar
daerah. Masyarakat yang berada di wilayah tertinggal pada umumnya masih
belum banyak tersentuh oleh program—program pembangunan sehingga akses
masyarakat terhadap pelayanan sosial, ekonomi, dan politik masih sangat terbatas.

Kemampuan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

Upaya pembaharuan sesuai tuntutan reformasi penyelenggaraan pemerintahan
yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penerapan prinsip-prinsip
tata pemerintahan yang baik, antara lain transparansi, partisipasi, akuntabilitas,
dan demokrasi, belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Sementara itu, beban kerja
yang semakin meningkat secara tajam sebagai konsekuensi penyerahan sebagian
besar kewenangan pusat ke daerah sehingga menuntut perlunya peningkatan
profesionalisme, etos kerja dan komitmen yang kuat dari aparatur pemerintah.
Komitmen dan visi aparatur mengenai hakekat pembangunan, serta pola pikir
yang project oriented perlu direformasi guna mewujudkan good governance and
clean goverment serta berusaha mentransformasikan semangat entrepreneurship
(wirausaha) ke dalam sektor publik dan birokrasi pemerintahan. Untuk saat ini,
upaya tersebut belum optimal sehingga peran dan fungsi pemerintah sebagai
regulator, fasilitator, motivator dan akselerator pembangunan belum bisa dicapai
secara optimal, serta masih lemahnya sistem pengelolaan pemerintahan. Selain itu
rendahnya kualitas dan profesionalisme sumberdaya aparatur pemerintahan juga
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merupakan masalah yang ikut mempengaruhi belum optimalnya upaya
perwujudan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Kualitas Pelayanan Publik.

Pelayanan publik merupakan salah satu tugas dan fungsi penting yang dijalankan
oleh pemerintah, karena untuk tujuan itulah pemerintahan itu ada. Pelayanan
publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang lahir sistem dan mekanisme
yang transparan, cepat, murah, dan manusiawi. Kondisi seperti ini belum bisa
dicapai, bilamana masih rendahnya komitmen bersama untuk segera mewujudkan
prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme. Selain itu perlu diikuti dengan kebijakan-kebijakan
deregulasi dan debirokratisasi, peningkatan kualitas, profesinalisme serta etos dan
budaya kerja aparat yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Persoalan lain
adalah belum adanya penetapan standar minimum pelayanan, belum dibentuknya
SKPD yang khusus menangani pelayanan publik (Satu Atap) dalam rangka
mewujudkan prinsip one stop services serta keterbatasan sarana prasarana
pelayanan publik yang dapat mengimbangi tuntutan kebutuhan pelayanan publik.

Belum Berdayanya Pemerintahan dan Lembaga Adat di Desa

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Desa sebagian besar disebabkan
oleh persoalan belum tertatanya sistem pemerintahan desa sebagai akibat dari
belum lengkapnya kerangka regulasi yang mendasari proses penyelenggaraan
pemerintahan sesuai kondisi dan adat istiadat daerah sebagaimana dijamin oleh
peraturan perundangan yang berlaku. Permasalahan tersebut menyebabkan
upaya untuk mengembalikan fungsi dan peranan pemerintahan adat kuat dan
memiliki legitimasi serta didukung oleh rakyat belum dapat dipenuhi. Pada sisi lain
kebijakan-kebijakan  penguatan terhadap pemerintahan desa apabila tidak
dilandasi oleh peraturan daerah tentang pemerintahan desa yang jelas dalam
masa-masa transisi ini, maka dikhawatirkan justru akan kontraproduktif.

Kemampuan Keuangan dan Keterbatasan Sumber Pembiayaan Pembangunan.

Salah satu persoalan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan masyarakat adalah perlunya pembiayaan yang
memadai. Selama ini Pemerintah Daerah terus menerus mengupayakan
peningkatan pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah
maupun yang bersumber dari bantuan pemerintah. Potensi kelautan dan perikanan
yang begitu besar, ternyata belum memberikan kontribusi yang optimal bagi
peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah,
memberikan pengaruh vyang signifikan bagi akselerasi dan pemertanaan
pembangunan dan hasil-hasilnya, sementara sumber pembiayaan dari sektor
swasta masih sangat minim, pada hal peningkatan peran swasta melalui
penanaman investasi dapat mendorong dinamika pembangunan daerah.
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Pelestarian Pengelolaan Sumber Daya Alam

Krisis air bersih, dan krisis pangan dimasa depan diperkirakan dapat saja terjadi
disebabkan oleh memburuknya kondisi lingkungan pulau-pulau kecil dan hutan
akibat deforestasi yang terjadi, yaitu berupa peralihan fungsi hutan menjadi
kawasan pemukiman, pertanian dan perkebunan berpindah-pindah, perindustrian
dan pertambangan, serta masih meningkatnya pemanfaatan hasil hutan yang tidak
terkendali. Pembukaan lahan pertanian/perkebunan yang berpindah-pindah
berakibat berkurangnya luas hutan vyang selanjutnya akan berdampak
berkurangnya keanekaragaman hayati yang ada didalamnya yang sebenarnya
mempunyai potensi untuk pengembangan jasa-jasa lingkungan dan devirsifikasi
pangan serta berpengaruh terhadap atribut ekologis dan proses ekologi pesisir
yang menentukan daya dukung lingkungan pesisir dan lautan yang memiliki
sumberdaya yang kaya dan berfariasi untuk bahan makanan. Disampimg itu, illegal
fishing akan menyebabkan berkurangnya ketersediaan sumber pangan laut dan
rusaknya ekosistem laut dan pesisir. Masih rendahnya kesadaran masyarakat
terhadap pelestarian lingkungan dalam mendukung pembangunan vyang
berkelanjutan juga merupakan masalah lain yang perlu dicermati untuk ditangani di
masa depan.

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS DAERAH

Analisis lingkungan strategis adalah menyusun asumsi-asumsi strategis dan

mengujinya dengan visi dan misi organisasi untuk memperoleh factor penentu
keberhasilan. Pelaksanaan analisis lingkungan strategis merupakan bagian dari komponen
perencanaan strategis dan merupakan suatu proses untuk selalu menempatkan organisasi
pada posisi strategis sehingga dalam perkembangannya akan selalu berada pada posisi
yang menguntungkan. Lingkup analisis lingkungan strategis meliputi Analisis Lingkungan
Internal (ALl) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) yang dapat diidentifikasi dalam Tabel

4.1.
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Tabel 4.1.

Analisis Lingkungan Strategis Kabupaten Maluku Tenggara

Kekuatan (Strength)

Kelemahan (Weaknesses)

Potensi sumber daya kelautan dan perikanan
yang besar (berada di antara Laut Banda dan
Arafura)

Potensi obyek dan tujuan wisata bahari dan
budaya yang beragam

Kabupaten Maluku Tenggara sebagai pintu masuk
di wilayah arafuru rim

Budaya maren (gotong royong) dan falsafah ain ni
ain (kebersamaan) yang terpelihara dengan baik

Nilai-nilai kearifan budaya lokal (indegenious)
yang masih dijunjung tinggi

Kepemimpinan tokoh adat masih sangat berperan

Kualitas sumber daya manusia dan aparatur
yang masih rendah

Angka kemiskinan yang masih tinggi dan
lapangan pekerjaan yang masih terbatas

Kemampuan dan akses terhadap sumber-
sumber pendanaan yang masih terbatas.

Penetapan batas wilayah antardesa dan hak
ulayat (petuanan) yang belum jelas

Kualitas pelayanan publik yang belum
optimal

Apresiasi terhadap seni budaya lokal masih
rendah

Akses pemasaran produk lokal masih
terbatas

Struktur ekonomi masih bertumpu pada
sektor primer (pertanian)

Peluang (Opportunity)

Tantangan (Threats)

Kebijakan Otonomi Daerah

Pemihakan Pemerintah terhadap percepatan
pembangunan daerah tertinggal, pulau-pulau
kecil, dan wilayah pesisir

Penetapan Provinsi Maluku sebagai provinsi
kepulauan

Minat investor untuk pemanfaatan sumber daya
perikanan yang tinggi

Kebijakan pemerintah untuk menjadikan Maluku
Tenggara sebagai pusat pendidikan menengah
dan tinggi profesional di bidang perikanan dan
kelautan

Permintaan terhadap produk-produk dan jasa
kelautan dan perikanan yang tinggi

Globalisasi dan penetrasi budaya

Potensi ancaman bencana alam dan
pemanasan global

Maraknya pencurian ikan (illegal fishing)
serta pemanfaatan sumber daya perikanan
yang tidak ramah lingkungan

Penetapan batas wilayah
antarkabupaten/kota yang belum jelas

Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah
Daerah yang belum konsisten dan
harmonis.

Ancaman  penyakit menular  seperti
HIV/AIDS masih tinggi

Kebijakan regulasi yang belum efektif dari
Pemerintah tentang investasi di daerah.

Untuk mewujudkan sasaran prioritas pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara
berdasarkan kondisi sekarang dan yang akan datang maka perlu diidentifikasi faktor-faktor
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kunci keberhasilan baik faktor internal maupun eksternal yang dipandang sebagai
kekuatan (Strenghts) dan Kelemahan (weaknesses) serta peluang (opportunities) dan
ancaman (threats) untuk selanjutnya dianalisis sebagaimana ditunjukan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Analisis Faktor-Faktor Kunci Lingkungan Strategis Kabupaten Maluku Tenggara

Kekuatan (Strength) : Kelemahan
1. Potensi sumber daya kelautan | (Weakness) :
dan perikanan yang besar 1. Kualitas sumber daya

(berada di antara Laut Banda manusia dan aparatur
dan Arafura) yang masih rendah
2. Nilai-nilai  kearifan budaya 2. Angka kemiskinan yang
lokal (indegenious) yang masih masih tinggi dan lapangan
dijunjung tinggi pekerjaan yang masih
3. Kabupaten Maluku Tenggara terbatas
sebagai pintu masuk di wilayah 3. Struktur ekonomi masih
arafuru rim bertumpu pada sektor

primer (pertanian)

Peluang (Opportunity) : Strategi S-0 : Strategi W-0 :

1. Penetapan Provinsi | Pembangunan berbasis kepulauan | Peningkatan kapasitas
Maluku sebagai provinsi | secara berkelanjutan Pemerintahan Daerah
kepulauan

2. Kebijakan pemerintah
menjadikan Maluku

Tenggara sebagai pusat
pendidikan menengah dan
tinggi profesional di bidang
perikanan dan kelautan

3. Permintaan terhadap
produk-produk dan jasa
kelautan dan perikanan

yang tinggi

Tantangan (Threats) : Strategi S-T : Strategi T-W :

1. Maraknya pencurian ikan | Peningkatan investasi dan ekspor Peningkatan kualitas sumber
(illegal  fishing)  serta daya manusia.

pemanfaatan sumber daya
perikanan  yang  tidak
ramah lingkungan

2. Kebijakan Pemerintah dan
Pemerintah Daerah yang
belum  konsisten  dan

harmonis.

3. Kebijakan regulasi yang
belum efektif dari
Pemerintah tentang

investasi di daerah
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4.3. NILAI-NILAI STRATEGIS KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Nilai strategis Kabupaten Maluku Tenggara ditetapkan berdasarkan hasil analisis
lingkungan strategis di atas dan mempertimbangkan nilai strategis ini dapat
didayagunakan untuk mendukung pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara pada lima
tahun ke depan. Nilai strategis Kabupaten Maluku Tenggara meliputi :

(2) Posisi Geostrategis Kabupaten Maluku Tenggara

Letak geografis Kabupaten Maluku Tenggara yang terdiri dari pulau-pulau kecil
memiliki posisi strategis karena berbatasan dengan Provinsi Papua Barat, sebagai
pusat penghubung antara ibukota Provinsi Maluku dengan Kabupaten Kepulauan
Aru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berhubungan dengan daerah luar
seperti Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi NTT, dan Provinsi Jawa Timur,
serta terletak pada jalur Arafuru Rim yang menghubungkan antara wilayah negara
Australia dengan negara-negara di Asia Pasifik;

(2) Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Maluku Tenggara merupakan kabupaten kepulauan yang memiliki
sumber daya kelautan dan perikanan serta pariwisata yang dapat dijadikan modal
utama pembangunan ke depan. Bidang kelautan dan perikanan saat ini telah
mampu menyumbang PDRB sebesar 25.9 persen dan mengingat potensi yang
dimanfaatkan baru 25.4 persen maka masih dimungkinkan peningkatan kontribusi
perikanan pada PDRB.

Potensi pariwisata yang menawarkan keanekaragaman daya tarik wisata baik
bersifat alam (bahari, pantai, hutan) maupun budaya (heritage dan living culture)
belum banyak berkembang karena sarana dan prasarana pendukung yang masih
kurang memadai termasuk upaya promosi yang sangat terbatas. Pengembangan
potensi pariwisata ke depan perlu pembangunan sarana dan prasarana yang
memadai serta upaya promosi yang intensif.

Potensi lain yang diharapkan dapat menunjang pembangunan Kabupaten Maluku
Tenggara yaitu pertambangan. Potensi pertambangan yang dimiliki berupa minyak
dan gas bumi di Kei Besar termasuk di wilayah perairan Kabupaten Maluku
Tenggara.

Bidang pertanian berupa tanaman pangan, perkebunan, dan holtikultura
dikembangkan untuk dapat mencukupi kebutuhan lokal (ketahanan pangan);

(3) Potensi Budaya

Karakteristik kehidupan masyarakat Maluku Tenggara dengan semangat
kekeluargaan dan gotong royong (maren) serta dilandasi nilai-nilai kearifan budaya
lokal dapat digunakan sebagai kekuatan pendorong bagi pelaksanaan
pembangunan daerah. Kabupaten Maluku Tenggara juga memiliki Potensi wisata
budaya meliputi Peninggalan sejarah masa lalu yang dapat diamati melalui atraksi
tari-tarian, aturan adat (hawear);
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(4)

(5)

Penetapan Provinsi Kepulauan.

Sampai saat ini konsep pembangunan lebih cenderung ke pengelolaan daratan
(land base) sehingga program-program vyang ada lebih berpihak pada
pembangunan dan pengembangan wilayah daratan. Program-program seperti itu
tidak sesuai dengan provinsi dan kabupaten yang secara geografis merupakan
daerah kepulauan dimana sumber daya pembangunannya didominasi oleh sumber
daya kepulauan (pesisir dan pulau) seperti kelautan dan perikanan, wisata bahari,
dan perkebunan.

Kesadaran untuk mengubah konsep pembangunan menjadi ke pengelolaan sumber
daya kepulauan mengarahkan para Kepala Daerah di 7 Provinsi (Provinsi Kepulauan
Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi
Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi
Maluku) untuk menyusun konsep pembangunan daerah berbasis kepulauan
dimana program-programnya mengarah kepada pengelolaan sumber daya di
pesisir dan pulau.

Konsep pembangunan provinsi kepulauan yang telah menjadi kesepakatan 7
Provinsi kepulauan di Indonesia diharapkan pada masa yang akan datang dapat
memberikan kontribusi nyata yang besar terutama dalam bentuk keberpihakan
pemerintah bagi pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara sebagai kabupaten
kepulauan.

Otonomi Daerah.

Perkembangan otonomi daerah pada tahap awal telah memberikan perubahan
yang cukup mendasar bagi pennyelanggaraan pemerintahan dan pengelolaan
sumber daya daerah. Penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang
terus berkembang sesuai perubahan-perubahan paradigma dan peraturan
perundangan vyang berlaku, diharapkan akan mempercepat terwujudnya
pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga prinsip-prinsip demokratisasi,
desentralisasi, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dapat menjadi kekuatan
yang mampu mendorong perkuatan otonomi daerah yang pada gilirannya akan
mendorong percepatan dan keberhasilan pembangunan daerah. Proses
demokratisasi diharapkan membuat rakyat semakin sadar akan hak dan tanggung
jawabnya untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan,
termasuk dalam hal pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
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Bab 5
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5.2.

MiSI

Visi tersebut di atas selanjutnya akan dicapai melalui penetapan 5 (lima) misi

pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2008 - 2013, yaitu :

5.1.

5.2.

5.3

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Misi ini mengandung komitmen yang kuat untuk peningkatan peran pemerintah
Kabupaten Maluku Tenggara dalam menjawab tuntutan reformasi pemerintahan
dan memperkuat proses otonomi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang antara lain dilaksanakan dengan : (a) peningkatan kapasitas pemerintahan
daerah melalui penataan organisasi dan kelembagaan pemerintah daerah, serta
peningkatan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme aparatur; (b) peningkatan
kualitas pengelolaan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, transparan dan
akuntabel; (c) peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisien, cepat, tepat dan
manusiawi; (d) peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan; (f)
peningkatan kualitas pembinaan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan
masyarakat; (g) peningkatan kapasitas fasilitasi legislasi daerah; serta (h)
pemeliharaan ketertiban dan ketentraman wilayah.

Mengembangkan struktur ekonomi yang tangguh dan berdaya saing berbasis
kelautan dan perikanan.

Komitmen yang terkandung dalam misi ini adalah untuk mengembangkan dan
memperkuat struktur perekonomian daerah yang berbasis kelautan dan perikanan
menuju keunggulan kompetitif yang berdaya saing tinggi dengan pembangunan
sistem produksi, distribusi, pelayanan jasa. Misi ini diarahkan untuk : (a)
meningkatkan produktivitas dan daya saing produk kelautan/perikanan,
meningkatkan nilai tambah perdagangan dan pariwisata; (b) peningkatan kapasitas
sarana dan prasarana ekonomi daerah dan jaringan produksi, distribusi dan
pemasaran; (c) pengembangan ekonomi produktif dan dukungan pembiayaan
melalui kredit murah; (d) peningkatan kapasitas prasarana wilayah dan penataan
sistem jaringan transportasi terpadu; (e) penyediaan dan pengembangan energi
listrik dan penataan jaringan telekomunikasi sesuai kebutuhan; serta (f)
pengembangan  pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang, dan
pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

Merevitalisasi sistem penyuluhan pertanian dalam arti luas serta meningkatkan
kualitas dan produktivitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Misi ini mengandung komitmen yang kuat untuk memberikan penguatan-
penguatan kepada sistem penyuluhan bidang pertanian, perikanan, peternakan,
perkebunan dan kehutanan yang selama ini belum berkembang sebagaimana
mestinya. Revitalisasi dilakukan melalui pembentukan kelembagaan penyuluh,
pendidikan dan pelatihan penyuluh, penyediaan sarana dan dana, serta
peningkatan intensitas penyuluhan lapangan. Selanjutnya, misi ini juga
dimaksudkan untuk meningkatkan produksi pangan daerah melalui pengelolaan
sumber daya alam pertanian, peternakan dan perkebunan untuk peningkatan
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5.4

5.5

5.3.

kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, serta pengelolaan sumber daya
kehutanan terutama diarahkan untuk rehabilitasi hutan dan lahan, mengurangi
lahan kritis dan perbaikan-perbaikan kualitas lingkungan hidup.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Misi ini mengandung komitmen untuk mencapai tujuan terwujudnya peningkatan
kualitas kehidupan masyarakat Maluku Tenggara agar sejajar dan sederajat dengan
daerah lain dengan mengutamakan pembangunan sumber daya manusia yang
cerdas, sehat, trampil, beriman, dan bertagwa dengan : (a) peningkatan pelayanan
kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan yang berkualitas; (b) peningkatan
kualitas dan relevansi ketenagakerjaan; (c) peningkatan kualitas kehidupan
beragama; (d) pengembangan atau peningkatan kualitas pelayanan administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, serta (e) pembinaan dan pengembangan
kepemudaan dan olahraga.

Mewujudkan akselerasi pemberdayaan masyarakat dan penguatan sistem adat
lokal secara proporsional sebagai instrumen pembangunan.

Misi ini dimaksudkan untuk mempercepat pemberdayaan masyarakat sehingga
dapat menangani masalah kemisikan dan pengangguran yang tinggi di daerah. Misi
ini dilaksanakan melalui : (a) pelaksanaan program-program pemebrdayaan yang
lebih berpihak kepada rakyat; (b) pemberdayaan perempuan dan kesetaraan
gender; (c) peningkatan kesejahteraan sosial; serta (d) peningkatan penanganan
masalah kependudukan, keuarga berencana. Selain itu misi ini juga diarahkan
pada penguatan sistem adat lokal dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat
desa yang dilakukan melalui : (a) pengembangan kebudyaan lokal; (b) penguatan
eksistensi lembaga adat sebagai wadah untuk melaksanakan berbagai aktivitas
kemasyarakatan; (c) peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan
pemantapan kerangka regulasi pemerintahan desa sesuai peraturan perundangan
yang berlaku dan adat istiadat lokal; serta (d) peningkatan partisipasi pemuka adat
dan pemuka agama untuk berperanserta dalam pembinaan dan pengembangan
aktivitas kemasyarakatan dan keagamaan.

TUJUAN

Adapun tujuan pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku

Tenggara Tahun 2008 — 2013, berdasarkan visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut :

(1)

Mewujudkan tercapainya peningkatan kemampuan penyelenggaraan
pemerintahan dan otonomi daerah melalui kemampuan kelembagaan dan
sumberdaya aparatur yang berkualitas, profesional dan akuntabel, mampu
merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik yang efisien, cepat, tepat dan
manusiawi, menuju terwujudnya good governance.
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

5.4.

Mewujudkan tercapainya peningkatan kualitas pembinaan kesatuan bangsa, politik
dan perlindungan masyarakat serta pemeliharaan stabilitas keamanan, ketertiban
dan ketentraman wilayah.

Mewujudkan perubahan struktur ekonomi yang tangguh dan berdaya saing yang
berbasis pada sumberdaya kelautan dan perikanan, perdagangan, perkebunan, dan
pariwisata.

Mewujudkan tercapainya peningkatan kapasitas sarana dan prasarana ekonomi
daerah dan jaringan produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung
pengembangan ekonomi produktif masyarakat.

Mewujudkan tercapainya ketahanan pangan lokal melalui peningkatan kapasitas
pengelolaan dan produktivitas sumber daya alam lokal pertanian, peternakan,
perkebunan dan kehutanan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara
berkelanjutan.

Mewujudkan tercapainya peningkatan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan
kesehatan untuk peningkatan kualitas sumberdaya dan kesejahteraan masyarakat
Maluku Tenggara.

Mewujudkan tercapainya penurunan angka kemisikan dan pengangguran melalui
akselerasi program mempercepat pemberdayaan masyarakat.

Mewujudkan tercapainya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
desa, pemantapan sistem adat istiadat lokal dan eksistensi lembaga adat sebagai
wadah untuk melaksanakan berbagai aktivitas kemasyarakatan.

STRATEGI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi serta tujuan pembangunan 5 tahun

ke depan tersebut akan ditempuh 4 strategi pokok pembangunan.

(1)

(2)

Strategi pembangunan berbasis kepulauan dimaksudkan untuk mengoptimalkan
pengembangkan potensi kepulauan, pengembangan kapasitas, serta sistem
jaringan infrasruktur perhubungan bagi daerah kepulauan dan pesisir secara
optimal, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan
rakyat.

Strategi peningkatan kapasitas Pemerintahan Daerah  dimaksudkan untuk
meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah di era otonomi daerah, sehingga
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik
dapat dilaksanakan secara profesional, efisien, dan memiliki output dan outcome
yang optimal.

Peningkatan investasi dan ekspor dimaksudkan untuk meningkatkan
perekonomian wilayah dan masyarakat sehingga income masyarakat akan
meningkat baik yang digerakkan oleh kemampuan ekonomi mereka sendiri
maupun ekonomi wilayah melalui peningkatan investasi, pengembangan
ekonomi kelautan dan perikanan, pengembangan pertanian, penciptaan lapangan
pekerjaan dengan pemanfaatan sumberdaya alam yang optimal, dan
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(4)

pengembangan komoditas unggulan yang dimiliki secara berkelanjutan untuk
tujuan ekspor.

Strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia  dimaksudkan agar
mewujudkan manusia Maluku Tenggara yang sehat, cerdas dan trampil mampu
mengelola segenap potensi sumber daya pembangunan, secara optimal dan
berkelanjutan. Dalam hubungan ini penyediaan pelayanan kebutuhan dasar
masyarakat yang berkualitas (pendidikan, kesehatan, sarana lingkungan dan
permukiman dal lain-lain), diupayakan untuk dapat diakses secara mudah dan
terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat memperkuat daya
saing daerah dan memperkuat kerangka landasan pembangunan yang telah
dicapai selam ini.
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Bab 6

Agenda dan Arah
Kebijakan Umum Pembangungan
Jangka Menengah

6.1. Agenda Pembangunan Daerah

Penjabaran visi, misi, dan strategi pembangunan pada Bab 5 selanjutnya
diterjemahkan ke dalam 3 (tiga) agenda utama pembangunan daerah yang akan
dilaksanakan selama tahun 2008-2013, yaitu :

6.1.1 Mewujudkan Maluku Tenggara yang maju

Mewujudkan Maluku Tenggara yang maju dimaksudkan untuk mencapai sasaran-
sasaran pokok meningkatnya kualitas sumber saya manusia melalui perbaikan dan
peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang
berkualitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga harus ditunjang dengan
perbaikan dan peningkatan kualitas dan relevansi tenaga kerja, perbaikan dan
peningkatan kualitas pemberdayaan keluarga, serta perbaikan dan peningkatan kualitas
pelayanan kesejahteraan sosial.

Sasaran lain yang hendak dicapai adalah meningkatnya kapasitas infrastruktur
daerah, terutama jalan dan jembatan serta meningkatnya sarana prasarana perhubungan
yang dapat menjangkau seluruh daerah terpencil, yang ditunjang dengan pengembangan
suatu sistem trasportasi lokal yang terpadu dan terintegrasi serta terjangkau oleh
masyarakat.

Kemajuan suatu daerah juga dapat dilihat dari meningkatnya penyediaan dan
pengembangan energi listrik dan penyediaan jaringan air bersih sesuai kebutuhan rumah
tangga, industri jasa dan lain-lain, serta meningkatnya penyediaan jaringan komunikasi
dan telekomunikasi.

6.1.2 Menciptakan Maluku Tenggara yang mandiri

Menciptakan Maluku Tenggara yang mandiri dimaksudkan untuk mencapai
sasaran-sasaran pokok seperti berkurangnya ketergantungan pembiayaan pemerintah
daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Kemandirian
diharapkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan potensi daerah secara
optimal sehingga dapat meningkatkan penyediaan sumber daya pembangunan.

Sasaran lain yang hendak dicapai dari agenda kemandirian ini adalah meningkatnya
kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat melalui akselerasi program-program
pemberdayaan, serta meningkatnya penguatan usaha ekonomi produktif, koperasi, UKM
dan kelompok ekonomi masyarakat.
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Kemandirian juga dapat dicapai melalui keberhasilan peningkatan kualitas
pengelolaan sumber daya alam kepulauan untuk mendorong peningkatan produktivitas
dan daya saing ekonomi lokal berbasis keunggulan komparatif dan teknologi inovatif.
Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana ekonomi daerah, serta pengembangan
jaringan produksi, distribusi, dan pemasaran yang memadai.

6.1.3 Meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Meningkatkan kesejahteraan rakyat berarti tercapainya berbagai sasaran pokok
seperti menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran yang berdimensi pemerataan
melalui pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkualitas, berkurangnya kesenjangan
antarwilayah, membaiknya kualitas lingkungan hidup. Intisari dari maksud dan tujuan
pembangunan adalah perbaikan atau peningkatan kesejahteraan, yang mengandung arti
semakin terpenuhinya standar hidup masyarakat Maluku Tenggara yang layak sesuai
harkat dan martabat kemanusiaan dalam suatu tatanan kehidupan yang aman dan damai.
Suatu tatanan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertagwa serta memberi
penghormatan kepada karifan nilai-nilai budaya lokal serta menjunjung tinggi pluralitas,
saling menghargai satu dengan lainnya.

6.2. Arah Kebijakan Umum Pembangunan

Bertolak dari arahan visi dan misi terseut diatas, maka Arah Kebijakan Umum
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 -2013 adalah
sebagai berikut :

(2) Meningkatkan optimalisasi fungsi organisasi dan manajemen pemerintahan dalam
upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan publik;

(2) Mengembangkan struktur perekonomian vyang kuat melalui optimalisasi
pengelolaan potensi sumberdaya lokal bersama-sama masyarakat dan swasta
dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup;

(3) Akselerasi pembangunan prasarana dan sarana dasar untuk mengatasi
keterisolasian dan kesenjangan antara wilayah, terutama wilayah kepulauan,
terpencil, kawasan strategis dan cepat tumbuh;

(4) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;

(5) Meningkatkan akselerasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengurangan
angka kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan kualitas kehidupan
masyarakat;

(6) Meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat
Desa/Kelurahan melalui pengembangan sistem adat lokal serta mewujudkan
tatanan kehidupan masyarakat Maluku Tenggara yang aman dan damai.
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Bab 7

Prioritas Pembangunan Daerah

Berkaitan dengan Isu strategis, permasalahan pembangunan, serta Visi dan Misi
Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut diatas, maka  prioritas pembangunan daerah
Kabupaten Maluku Tenggara selama periode 2008 - 2013 adalah sebagai berikut :

1) Penanggulangan Kemiskinan dan pengangguran melalui akselerasi
pemberdayaan masyarakat dan perkuatan ekonomi lokal berbasis sumber daya alam
keluatan dan perikanan;

2) Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas, terjangkau dan berdaya
saing, antara lain melalui program wajib belajar 12 tahun.

3) Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan manusiawi
teristimewa kepada Keluarga Mkiskin, serta peningkatan kualitas pelayanan
Kependudukan dan Keluarga Berencana, pengembangan ketenagakerjaan, dan
Kesejahteraan Sosial;

4) Pembangunan dan peningkatan kapasitas infrastruktur daerah guna
mengurangi kesenjangan, meningkatkan aksesibilitas, dan membuka keterisolasian
antarwilayah melalui perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang; akselerasi
pembangunan prasarana dan sarana wilayah; dan pengembangan sistem jaringan
transportasi lokal terintegrasi;

Selain itu, prioritas pembangunan juga diarahkan kepada Pengembangan struktur
ekonomi lokal yang handal dalam rangka peningkatan daya saing daerah melalui
pengembangan agribisnis berbasis kelautan dan perikanan serta pertanian.

Pemantapan otonomi daerah dan perwujudan tata pemerintahan yang efektif,
baik dan bersih dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan dan pelayanan pubik melalui penataan birokrasi, peningkatan
kualitas dan profesinalisme aparatur; peningkatan kualitas pengelolaan pengelolaan
keuangan daerah; peningkatan kualitas pelayanan publik; peningkatan kualitas
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan; dan peningkatan kapasitas kerangka regulasi
daerah; Peningkatan kemampuan dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan
penguatan fungsi lembaga adat dalam pemerintahan desa;

Pengembangan kualitas kehidupan beragama serta pengembangan budaya dan
kearifan lokal menuju terciptanya masyarakat yang beriman dan bertaqwa, saling
menghargai dan penjunjung tinggi nilai-nilai budaya daerah; dan

Pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

RPJMD Kab. Maluku Tenggara Tahun 2008 - 2013| 59






Bab 8
Program Pembangunan Daerah

8.1 MEWUJUDAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

Penyelenggaraan otonomi daerah menemukan format baru dengan penetapan UU
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu pemerintahan dilaksanakan
dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada
daerah. Pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan
pelayanan publik melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan akan
menjadi lebih sederhana dan cepat karena dapat dilakukan oleh pemerintah daerah
terdekat sesuai kewenangan yang ada. Tujuan otonomi daerah pada dasarnya adalah
menempatkan pembangunan daerah yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan
keanekaragaman sumber daya yang dimiliki, serta sesuai dengan aspirasi-aspirasi
masyarakat daerah.

Pemantapan proses otonomi dan pengembangan kapasitas pemerintah daerah
dalam rangka desentralisasi perlu terus ditingkatkan melalui : (1) pengembangan kapasitas
kelembagaan serta peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur; (2) peningkatan
kapasitas pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah; (3) peningkatan kapasitas dan
kualitas perencanaan daerah; (4) peningkatan kualitas pengawasan; (5) peningkatan
kualitas kinerja legislasi daerah; (6) peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, politik lokal,
dan perlindungan masyarakat; (8) peningkatan kemitraan dengan masyarakat dalam
pemeliharaan ketentraman dan ketertiban. Peningkatan kerjasama antardaerah juga perlu
terus ditingkatkan guna memanfaatkan keunggulan baik komparatif maupun kompetitif di
masing-masing daerah untuk menghilangkan ego pemerintah daerah yang berlebihan dan
menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik.

8.1.1 PENINGKATAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Strategi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tujuan
otonomi daerah dilakukan melalui (1) penataan dan penguatan kelembagaan; (2)
perubahan cara pandang, perilaku, dan etos kerja jajaran birokrasi sesuai tuntutan
reformasi birokrasi guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good
governance and clean goverment); serta (3) mentransformasikan semangat wirausaha
(interpreuneurship) ke dalam sektor publik. Kualitas sumber daya aparatur perlu
ditingkatkan agar mampu memformulasikan keinginan dan kebutuhan masyarakat secara
baik serta tanggap terhadap kepentingan dan hak pelayanan yang seharusnya diperoleh
masyarakat.
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A.

Permasalahan
Permasalahan pokok yang masih dihadapi Kabupaten Maluku Tenggara dalam

peningkatan kapasitas pemerintahan daerah yaitu :

(1)

()

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Organisasi perangkat daerah sebagai daya dukung penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat belum optimal dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat;

Pendayagunaan aparatur daerah belum disesuaikan dengan pendidikan, keahlian,
dan pelatihan yang diikuti oleh aparatur serta penempatan aparatur yang belum
rasional sesuai kebutuhan organisasi;

Disiplin dan etos kerja aparatur yang masih rendah sangat berpengaruh bagi upaya
peningkatan kinerja individu dan organisasi;

Kualitas/kompetensi aparatur masih rendah akibat belum optimalnya proses dan
upaya peningkatan kemampuan dan kompetensi aparatur melalui pendidikan baik
formal maupun Pendidikan dan Pelatihan (diklat) teknis-fungsional dan diklat
struktural;

Pengetahuan aparatur tentang peraturan perundangan yang berlaku masih rendah
sehingga mempengaruhi lemahnya penegakan hukum oleh aparatur;

Kerangka regulasi daerah belum lengkap untuk menunjang penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik;

Kerjasama dan koordinasi antarinstansi termasuk antar-Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) masih lemah;

Kemampuan penggunaan teknologi oleh aparatur yang masih terbatas sehingga
belum cepat dan efisien dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta memberikan
pelayanan publik; dan

Pengamanan dan pengelolaan asset barang dan arsip daerah belum optimal.

Sasaran
Sasaran penataan organisasi pemerintahan daerah dan peningkatan

kualitas/profesionalisme aparatur daerah yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun ke
depan yaitu :

(1)

(2)
(3)

(4)

Terbentuknya organisasi perangkat daerah yang rasional dan efektif dalam
mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan masyarakat;

Terwujudnya peningkatan efektivitas koordinasi antar pemerintah daerah;

Terwujudnya peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dan kualitas
hubungan kemitraan antara DPRD dan Kepala Daerah;

Terwujudnya rasionalisasi pendayagunaan aparatur pemerintah daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat;

RPJMD Kab. Maluku Tenggara Tahun 2008 - 2013] 62



(5)

(6)

(7)
(8)

C.

Terwujudnya peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur pemerintah daerah
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan
masyarakat;

Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, dan
manusiawi (SPM);

Terwujudnya peningkatan kapasitas regulasi daerah;
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan aparatur.

Arah Kebijakan
Pencapaian sasaran peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dilakukan dengan

menerapkan kebijakan yang diarahkan untuk :

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

D.

Melakukan penataan organisasi perangkat daerah yang rasional dan efektif melalui
restrukturisasi, refungsionalisasi, dan revitalisasi kelembagaan;

Meningkatkan koordinasi/kerjasama berbagai bidang antar pemerintah daerah;

Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah melalui peningkatan
kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kualitas hubungan
kemitraan DPRD dengan Pemerintah Daerah;

Penataan mekanisme rekruitmen, pembinaan, dan penempatan PNS daerah secara
efisien dan berdayaguna sesuai kompetensi yang dimiliki serta penerapan uji
kepatutan dalam proses pengisian jabatan struktural;

Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur melalui
pendidikan dan pelatihan serta penerapan merit sistem yang adil dalam pembinaan
kepegawaian;

Meningkatkan kualitas pelayanan publik antara lain melalui pelayanan satu atap
(one stop service);

Meningkatkan  kapasitas regulasi daerah dalam rangka peningkatan
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan penyediaan sarana

prasarana aparatur.

Program
Kebijakan peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dijabarkan ke dalam 12

program pembangunan.

(1)

(2)

Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Umum
Program ini ditujukan untuk membentuk organisasi perangkat daerah yang efisien
dan efektif dalam mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala daerah dan Wakil Kepala
Daerah.
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Program ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah dalam rangka dialog/audens dengan masyarakat, rapat-
rapat koordinasi, kunjungan kerja dan lain-lain.

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang antara
pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program ini bertujuan untuk menunjang peningkatan kinerja Dewan Perawakilam
Rakyat Daerah dalam rangka peningkatan kapasitas legislasi daerah, anggaran
daerah, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

Program ini ditujukan untuk mendayagunakan aparatur pemerintah daerah dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada
masyarakat

Program Pendidikan Kedinasan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparatur
pemerintah daerah.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Tujuan program ini untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur
pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan masyarakat

Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Tujuan program ini untuk meningkatkan disiplin dan etos kerja aparatur
pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan masyarakat

Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS.
Program ini ditujukan untuk memberi fasilitasi/kemudahan pidah dan purna tugas
kepada aparatur pemerintah daerah.

Program Penimngkatan kualitas pelayanan publik
Program ini bertujuan menyediakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
yang cepat, tepat, murah dan manusiawi.

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas regulasi daerah yang meliputi
penysunan, pembahasan, penetapan dan sosialisasi, untuk menunjang pelaksanaan
tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas administrasi dan pelayanan
perkantoran dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
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8.1.2 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Peningkatan kemampuan keuangan daerah merupakan syarat mutlak bagi
keberhasilan penyelenggaraan otonomi dan pembangunan daerah yang harus diikuti
dengan upaya peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah secara efisien,
efektif, transparan, dan akuntabel melalui penerapan Sistem Akuntasi Keuangan Daerah
yang handal. Peningkatan kemampuan keuangan daerah juga harus diikuti upaya untuk
memperbaiki struktur pendapatan daerah yang masih mempunyai tingkat
ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pendapatan yang bersumber dari Pemerintah.
Dalam lima tahun kedepan upaya-upaya intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi PAD
harus terus dilakukan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan
pendapatan daerah serta untuk memperbaiki struktur anggaran.

A. Permasalahan
Permasalahan pokok yang masih dihadapi dalam pengelolaan keuangan dan
pendapatan daerah meliputi :

(1)  Proses dan mekanisme perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban
keuangan/anggaran SKPD masih belum berjalan tepat waktu dan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku;

(2)  Kemampuan dan kompetensi aparat pengelola keuangan daerah masih rendah;

(3) Penerimaan daerah yang bersumber dari PAD masih terbatas sehingga
ketergantungan pendanaan pembangunan kepada Pemerintah Pusat masih tinggi;

(4) Pengenaan pajak dan retribusi yang sesuai dengan potensi pajak secara nyata
belum maksimal karena keterbatasan akses dan data potensi sebenarnya;

(5)  Situasi dan kondisi di lingkungan obyek pendapatan termasuk kesadaran para wajib
pajak dan retribusi belum sepenuhnya memberikan respon positif terhadap upaya
peningkatan penerimaan daerah;

(6) Kerangka regulasi daerah yang Belum lengkapnya berhubungan dengan
penyempurnaan pengelolaan pengenaan pajak dan retribusi daerah.

B. Sasaran
Sasaran yang hendak dicapai dari upaya peningkatan kualitas pengelolaan
keuangan daerah dan peningkatan pendapatan daerah dalam lima tahun ke depan yaitu :

(1) Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien, transparan, dan
akuntabel berupa penyampaian Laporan Keuangan tepat waktu, penyampaian
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah tepat waktu serta pencapaian Laporan
Opini Badan Pemeriksa Keuangan Wajib Tanpa Pengecualian (WTP);

(2) Terwujudnya mekanisme dan siklus penganggaran daerah yang konsisten dan
tercermin dari proses penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD, perubahan
APBD, serta laporan pelaksanaan APBD tepat waktu sesuai ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku;
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(3)

C.

Tercapainya peningkatan PAD sebesar rata-rata tidak kurang dari 15 persen setiap
tahun melalui kebijakan-kebijakan intensifikasi, ekstensifikasi, dan diverifikasi
pengelolaan sumber-sumber PAD sehingga tingkat ketergantungan pembiayaan
pembangunan daerah pada pemerintah semakin rendah.

Arah Kebijakan
Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah dicapai dengan

arah kebijakan sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

D.

Perbaikan kebijakan regulasi dan pengelolaan sistem anggaran yang efisien,
transparan, dan bertanggung jawab serta dapat menjamin efektivitas
pemanfaatannya dalam rangka perwujudan good governance and clean goverment;

Peningkatan kualitas aparatur pengelolaan keuangan daerah dalam rangka
peningkatan kualitas perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban
keuangan daerah;

Kebijakan intensifikasi diarahkan pada optimalisasi pungutan pajak dan retribusi
daerah sesuai dengan potensi yang tersedia serta dengan prinsip berkelanjutan.
Ekstensifikasi dan diversifikasi diarahkan untuk menggali sumber-sumber
pendapatan daerah yang baru tanpa memberatkan pelaku usaha dan menghambat
aliran investasi.

Program
Empat program yang akan dilaksanakan dalam lima tahun kedepan untuk mencapai

sasaran peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.

(1)

(2)

(3)

(4)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.

Program ini ditujukan untuk mewujudkan sistem pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tujuan program ini untuk mewujudkan mekanisme dan siklus penganggaran
daerah yang konsisten dan tercermin dari proses penyusunan, pembahasan dan
penetapan APBD, perubahan APBD, serta laporan pelaksanaan APBD, peningkatan
kualitas transparansi dan akuntabilitas penatausahaan keuangan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan
yang berlaku.

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.
Program ini bertujuan untuk pembinaan dan peningkatan kualitas pengelolaan
keuangan desa.

Program intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pendapatan daerah.
Program ini ditujukan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah terutama yang
berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun.
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8.1.3 PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DAERAH

Penetapan UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor Nomor 25 Tahun 2004, UU
Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang di jiwai
semangat reformasi dan otonomi daerah telah memunculkan suatu keharusan normatif
perlunya penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan nasional baik aspek proses
dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan perencanaan di tingkat pusat dan daerah.
Setiap proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tersebut perlu
dikoordinasikan antarinstansi pemerintah dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan
dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan daerah vyang bersifat
komprehensif dan partisipatif.

A. Permasalahan
Peningkatan kualitas perencanaan daerah masih menghadapi berbagai
permasalahan pokok yaitu sebagai berikut:

(1) Kegiatan yang dilaksanakan belum sesuai dengan waktu dan target yang
ditetapkan;

(2)  Partisipasi masyarakat masih rendah dalam perencanaan pembangunan daerah;

(3) Masih rendahnya efektivitas koordinasi perencanaan pembangunan daerah untuk
mendukung pelaksanaan sistem perencanaan daerah yang konprehensif dan
sinergis;

(4)  Perencanaan kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN
belum konsisten;

(5) Ketersediaan data dan informasi daerah bagi kebutuhan perencanaan masih kurang
sebagai akibat dari kurangnya kegiatan-kegiatan penelitian dan pengumpulan data.

B. Sasaran
Sasaran yang hendak dicapai dari peningkatan kualitas perencanaan daerah pada
lima tahun ke depan, yaitu :

(2) Terwujudnya peningkatan kualitas kajian/ perumusan kebijakan dan dokumen
perencanaan pembangunan daerah;

(2) Terwujudnya peningkatan efektivitas koordinasi dalam proses perencanaan
pembangunan daerah;

(3) Tersedianya data dan informasi yang lengkap dan akurat mengenai potensi
pembangunan daerah serta berbagai lingungan strategik yang mempengaruhi
pelaksanaan tugas pembangunan kedepan;

(4) Terciptanya iklim Penanaman Modal yang kondusif yang ditandai dengan
meningkatkannya investasi ke daerah;

(5) Tersedianya sumber daya aparatur perencanaan yang berkualitas, prasarana dan
sarana yang memadai untuk menunjang penyelenggaraan perencanaan daerah.
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C. Arah Kebijakan

kualita

(1)

2)

©)

(4)

dalam
depan.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, maka arah kebijakan peningkatan
s perencanaan daerah adalah sebagai berikut :

Mengembangkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang transparan,
partisipasipatif dan komprehensif serta akuntabel.

Meningkatkan efektivitas koordinasi antar instansi pemerintah dan stakeholders
dalam perencanaan pembangunan daerah.

Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan dalam rangka penyediaan
dan pelayanan data dan informasi pembangunan daerah.

Mengembangkan kajian-kajian kebijakan investasi dan penciptaan iklim investasi
yang kondusif

Meningkatkan kualitas suber daya aparatur perencanaan daerah.

Program
Pencapaian sasaran peningkatan kualitas perencanaan daerah diterjemahkan ke
12 program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam waktu lima tahun ke

Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Program ini ditujukan untuk menyelenggarakan perencanaan pembangunan
daerah yang mengakomodasikan nilai-nilai dan prinsip transparansi, partisipasi,
komprehensif, dan akuntabel dalam sistem perencanaan pembangunan daerah,
untuk dapat menghasilkan kajian kebijakan, pedoman, dan dokumen perencanaan
daerah yang berkualitas

Program Perencanaan Pengembangan Kota.

Tujuan program ini untuk menyelenggarakan perencanaan pengembangan Kota
Langgur dan kota-kota Kecamatan dalam sistem perencanaan pembangunan
daerah.

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.
Program ini ditujukan untuk menyelenggarakan perencanaan pengembangan
wilayah strategis dan Cepat Tumbuh dalam sistem pembangunan daerah.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana.
Tujuan program ini untuk menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah
rawan bencana dalam sistem perencanaan pembangunan daerah

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
Program ini ditujukan untuk menyelenggarakan perencanaan pembangunan
ekonomi daerah sistem perencanaan pembangunan daerah.

Program Perencanaan Sosial Budaya.
Program ini ditujukan untuk menyelenggarakan perencanaan pembangunan sosial
budaya daerah dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
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(7) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.
Program ini ditujukan untuk menyelenggarakan perencanaan pembangunan
Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam daerah dalam sistem perencanaan
pembangunan daerah

(8) Program Kerjasama Pembangunan.
Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas kerja sama dan koordinasi
perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang semakin sistemik,
terarah, dan sinergis.

(9) Program Pengembangan Data/Informasi.
Tujuan program ini untuk menyediakan data dan informasi yang lengkap dan akurat
mengenai potensi pembangunan daerah serta berbagai lingkungan strategik yang
mempengaruhi pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan.

(10) Program Peningkatan Promosi dan kerja sama investasi
Tujuan program ini untuk mengembangkan kerja sama pengembangan investasi
dan perencanaan Penanaman Modal Daerah dalam sistem pembangunan daerah

(11) Program Peningkatan iklim Investasi.
Tujuan program ini untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi
peningkatan investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan
Penanaman Modal Asing (PMA)

(12) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Program ini ditujukan untuk menyediakan sumber daya aparatur perencanaan yang
berkualitas, menyediakan prasarana dan sarana yang memadai, serta
terselenggaranya manajemen perencanaan daerah dan pelayanan prima baik
secara internal kepemerintahan maupun dalam hubungannya dengan pelayanan
publik

8.1.4 PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN DAERAH

Tuntutan untuk terwujudnya good governance and clean goverment telah direspon
oleh Pemerintah dengan berbagai kebijakan politik diantaranya dengan penetapan
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
Korupsi. Kebijakan ini menuntut pengembangan sistem pengendalian manajemen
pemerintahan yang handal termasuk pemerintahan daerah untuk ikut mengambil peran
dan fungsi sebagai ujung tombak percepatan pemberantasan korupsi.

Kebijakan pemerintah daerah di bidang pengawasan dalam kerangka
pengembangan sistem pengendalian manajemen dimaksudkan pula agar pemerintah
daerah secara kualitatif mampu untuk melaksanakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004.
Komitmen untuk mempercepat pemberantasan korupsi itu, diharapkan dapat
dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal pemerintah daerah sesuai tugas pokok
dan fungsi pengawasannya terhadap seluruh obyek pemeriksaan (OBRIK) yang tersebar
luas sampai ke daerah pedesaan.
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A.

Permasalahan
Peningkatan kualitas pengawasan di Kabupaten Maluku Tenggara vyang

dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah, masih menghadapi permasalahan pokok
sebagai berikut :

(1)

()

(3)

(4)

B.

Tingkat pelanggaran hukum dan disiplin aparatur masih cukup tinggi sehingga
masih sering terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang yang
mengakibatkan kerugian negara/daerah;

Pengetahuan aparatur tentang peraturan perundangan yang berlaku masih rendah
sehingga masih terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan tugas;

Pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan aparat pengawasan belum
berjalan optimal disebabkan masih rendahnya komitmen dan kerja sama pimpinan
SKPD dalam menindaklanjuti setiap temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan
fungsional;

Kemampuan aparatur pengawasan daerah baik jumlah maupun kualitas masih
terbatas dibandingkan dengan jumlah dan luas obyek pemeriksaan yang harus
diperiksa secara rutin/berkala setiap tahun.

Sasaran
Sasaran yang akan dicapai dalam peningkatan kualitas pengawasan daerah pada

lima tahun mendatang yaitu :

(1)

(2)

(3)

C.

Tercapainya peningkatan kualitas pengawasan aparat pengawasan fungsional
internal pemerintah daerah dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintah daerah
dimana tingkat penyelewengan dan penyalagunaan kewenangan berada dibawah
0,25 persen dari total nilai APBD setiap tahun serta menurunnya angka
kewajiban setor kepada negara tidak lebih dari Rp. 50.000.000;

Tercapainya efektivitas pembinaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat
pengawasan fungsonal dimana pelaksanaan tindak lanjut secara administratif 100
persen per tahun serta pelaksanaan tindak lanjut penarikan kerugian daerah
diharapkan mencapai 50 persen dan kewajiban setor 90 persen per tahun;

Terwujudnya peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparat

pengawasan.

Arah Kebijakan
Arah kebijakan peningkatan kualitas pengawasan daerah dalam lima tahun ke

depan dalam rangka pemberantasan KKN dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas
pemerintahan yaitu :

(1)

(2)

Peningkatan kualitas dan intensitas pengawasan internal pemerintah daerah baik
melalui program pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus/insidentil;

Peningkatan kualitas sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan kepala daerah;
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(3)  Peningkatan kualitas koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat
pengawasan;

(4)  Peningkatan kualitas dan profesionalisme aparat pengawasan fungsional
pemerintah daerah.

D. Program
Program-program yang akan dilaksanakan pada waktu lima tahun mendatang untuk
dapat mencapai sasaran peningkatan kualitas pengawasan daerah, meliputi :

(2) Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan.
Tujuan program ini untuk meningkatkan kualitas perencanaan aparatur
pengawasan internal pemerintah daerah.

(2) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan Kepala Daerah (KDH).
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan aparat
pengawasan fungsional internal pemerintah daerah dalam mewujudkan
akuntabilitas pemerintah daerah

(3) Program koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Tujuan program ini untuk meningkatkan efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan
aparat pengawasan fungsonal

(4) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan.
Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber
daya aparat pengawasan internal pemerintah daerah.

8.1.5 PEMBINAAN KESATUAN BANGSA, POLITIK LOKAL, DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

Tuntutan masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan
kebijakan publik serta untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi secara bebas telah
menjadi salah satu karakteristik utama dalam kehidupan berpolitik saat ini. Tradisi
demokrasi yang masih belum kuat dimana perbedaan-perbedaan ideologis belum secara
intensif dapat didialogkan dalam format kemajemukan yang harmoni serta pendidikan
politik dan komunikasi politik belum efektif menjadi tantangan utama dalam penerapan
kehidupan berpolitik yang demokratis. Dengan demikian diperlukan upaya membangun
perilaku politik untuk meminimalisasi potensi konflik yang dapat mengarah pada
disintegrasi sosial. Kondisi ini harus dicermati dalam rangka mewujudkan masyarakat
yang toleran terhadap pluralisme, memiliki kesadaran dan pemahaman nilai-nilai
demokrasi yang tinggi, serta memiliki wawasan kebangsaan dan cinta tanah air yang
sejalan dengan nilai-nilai adat masyarakat lokal.
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A.

Permasalahan
Masalah-masalah yang dihadapi dalam hubungan dengan pelaksanaan pembinaan

politik dan kesatuan bangsa meliputi :

(1)

(2)

(3)

(4)

B.

Potensi konflik masih cukup tinggi di kalangan masyarakat karena adanya ancaman
terhadap kebebasan berekspresi dan partisipasi dalam proses demokratisasi yang
diwarnai budaya kekerasan;

Keinginan yang besar masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan
keputusan/kebijakan dan kebebasan mengeluarkan pendapat belum didukung oleh
pemahaman dan pengetahuan politik yang memadai

Kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan bela negara masih
rendah;

Fungsi dan peran organisasi politik, organisasi massa, dan organisasi
kemasyarakatan lainnya masih lemah untuk mendukung pelaksanaan
pembangunan secara aktif.

Sasaran
Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2013 dalam rangka pembinaan politik dan

kesatuan bangsa yaitu :

(1)

(2)
(3)

C.

Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan politik dan demokrasi dimana
masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan publik,
serta mengeluarkan pendapat dan aspirasi secara santun dan cerdas serta
berwawasan kebangsaan;

Terwujudnya kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaan dan bela negara;

Tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dengan semangat toleran yang
tinggi terhadap pluralitas serta pemahaman dan kesadaran nilai-nilai  luhur
Pancasila.

Arah Kebijakan
Arah kebijakan pembangunan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan

masyarakat dalam lima tahun ke depan vyaitu :

(1)

(2)

(3)

D.

Meningkatkan pendidikan politik dan kualitas komunikasi politik serta kehidupan
demokrasi yang berkualitas;

Mewujudkan masyarakat yang sadar dan memahami nilai-nilai demokrasi, memiliki
wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;

Meningkatkan koordinasi keamanan dan ketertiban asyarakat serta pencegahan
dan penanggulangan akbiat bencana alam.

Program
Pembinaan politik dan kesatuan bangsa serta perlindungan masyarakat

dilaksanakan melalui 7 program.
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(1) Program pendidikan politik masyarakat.
Tujuan program ini untuk peningkatan pemahaman dan pendidikan politik
masyarakat.

(2) Program pengembangan wawasan kebangsaan.
Program ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang
wawasan kebangsaan dan bela negara dalam rangka menumbuhkan rasa
nasionalisme yang tinggi..

(3) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.
Program ini ditujukan untuk meningkatkan peran dan fungsi organisasi politik,
organisasi massa, dan organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan wawasan
kebangsaan untuk kepentingan pembangunan.

(4) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan semangat toleran terhadap pluralisme
serta pemahaman dan kesadaran nilai-nilai demokrasi.

(5) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.
Tujuan program ini untuk peningkatan peran, fungsi dan partisipasi masyarakat
dan organisasi kemasyarakatan dalam memeliharan keamanan dan ketertiban
masyarakat.

(6) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat.
Program ini ditujukan untuk meningkatkan koordinasi penanggulangan berbagai
penyakit masayarakat yang menganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

(7) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.
Program ini ditujukan untuk peningkatan kesiapan pemerintah dan masyarakat
dalam pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.

8.1.6 PEMANTAPAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

Kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif harus menjadi komitmen bersama
antara pemerintah dengan masyarakat sehingga aktivitas penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Maluku Tenggara dapat berjalan aman
dan lancar. Pada bagian lain, penegakkan peraturan perundangan perlu dilakukan secara
intensif dan efektif untuk menjamin ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga
masyarakat menjadi taat hukum dan kebijkan-kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan
secara efektif.

A. Permasalahan
Upaya pemantapan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang akan diwujudkan
dalam lima tahun mendatang masih menghadapi permasalahan utama, yaitu :

(1) Kesadaran masyarakat dalam implementasi berbagai peraturan daerah masih
rendah;

(2) Potensi konflik yang masih cukup tinggi di kalangan masyarakat;
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(3)

Tindak kejahatan yang mengganggu Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
(Kamtibmas) yang bersumber dari penyakit masyarakat seperti miras dan
psikotropika relatif masih cukup tinggi.

Sasaran
Sasaran pemantapan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang hendak dicapai

pada tahun 2013 yaitu :

(1)
(2)

(3)

C.

Terwujudnya peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

Tercapainya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap
pelaksanaan berbagai peraturan daerah dan peraturan perundangan lainnya;

Tercapainya penegakkan peraturan daerah dan regulasi daerah lainnya.

Arah Kebijakan
Pencapaian sasaran tersebut dilakukan dengan kebijakan pembangunan bidang

Ketentraman dan Ketertiban wilayah yang diarahkan untuk :

(1)

(2)

(3)

D.

Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan aparat keamanan dalam rangka
peningkatan penanganan masalah ketentraman dan ketertiban wilayah;

Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam implementasi
berbagai kerangka regulasi daerah;

Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur polisi pamong praja
dalam pelaksanaan tugas-tugas keamanan dan ketertiban serta pelaksanaan
peraturan perundangan yang berlaku.

Program
Program-program yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran pemantapan

ketentraman dan ketertiban maysarakat selama lima tahun mendatang, yaitu :

(1)

(2)

(3)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Tujuan program ini untuk mendukung aparatur dalam melaksanakan tugas
peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Program Pemeliharaan Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Program ini ditujukan untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
serta pemcegahan tindak-tindak kriminal.

Program Pengamanan Pelaksanaan Peraturan Daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat
terhadap pelaksanaan berbagai peraturan daerah dan peraturan perundangan
lainnya.

8.1.7 PENGEMBANGAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Hingga saat ini pengelolaan, penyelamatan dan pelestarian arsip dan dokumen

negara/daerah belum diselenggarakan sebagaimana mestinya di Kabupaten Maluku
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Tenggara. Pada hal ada diantara arsip dan dokumen-dokumen tersebut mempunyai nilai
yang tinggi yang perlu diselamatkan. Oleh sebab itu pengelolaan, penyelamatan dan
pelestarian arsip dan dokumen daerah dipandang sebagai sebuah kebijkan penting yang
harus dilakukan.

Selain itu untuk menunjang peningkatan kualitas pelayanan dasar pendidikan,
Pemerintah Daerah juga berkewajiban menyediakan layanan perpustakaan daerah, yang
dilaksanakan bersama-sama dengan penyediaan layanan arsip daerah.

A. Permasalahan

Dalam hubungan dengan pengelolaan, penyelamatan dan pelestarian arsip dan
dokumen negara/daerah dalam lima tahun mendatang, masih ada beberapa masalah
utama yang harus dihadapi, yaitu :

(1) Belum terbentuknya suatu lembaga di daerah yang bertanggung jawab terhadap
pengelolaan, penyelamatan dan pelestarian arsip dan dokumen daerah, serta
perpustakaan daerah;

(2) Masih tercerai-berai arsip dan dokumen-dokumen dan arsip daerah yang penting di
beberapa SKPD yang perlu dihimpun dan diselamatkan;

(3) Belum tersedianya sarana dan prasarana kerasipan dan perpustakaan yang baik
dan memenuhi standar untuk penyimpanan arsip dan dokumen penting;

(4) Belum terbangunya sistem data base kearsipan untuk memudahkan pelayanan dan
pemberian informasi.

B. Sasaran
Sasaran pengembangan kearsipan dan perpustakaan daerah masyarakat yang
hendak dicapai pada tahun 2013 yaitu :

(1) Terwujudnya pembentukan kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap
pengelolaan, penyelamatan dan pelestarian arsip daerah dan pengembangan
perpustakaan daerah;

(2)  Terwujudnya pengadaan sarana prasarana kearsipan dan perpustakaan yang
memadai untuk menunjang pengembangan arsip dan perpustakaan daerah;

(3) Terbangunnya sistem data base arsip dan perpustakaan daerah.

C. Arah Kebijakan
Pencapaian sasaran tersebut dilakukan dengan kebijakan pembangunan bidang
Kearsipan dan Perpustakaan Daerah diarahkan untuk :

(1) Membentuk kelembaaan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan,
penyelamatan dan pelestarian arsip daerah dan pengembangan perpustakaan
daerah;

(2) Menyediakan sarana prasarana kearsipan dan perpustakaan yang memadai untuk
menunjang pengembangan arsip dan perpustakaan daerah;
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(3) Membangun dan mengembangkan sistem data base arsip dan perpustakaan
daerah;

(4) Pengembangan sistem pelayanan publik dibidang kearsipan dan perpustakaan.

D. Program
Lima program yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran pemantapan
ketentraman dan ketertiban maysarakat selama lima tahun mendatang.

(2) Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan
Tujuan program ini untuk mendukung peningkatan kemampuan dan penertiban
pengelolaan administrasi kearsipan.

(2) Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Program ini ditujukan untuk mengamankan dan melestarikan berbagai dokumen
dan arsip daerah yang mempunyai nilai tinggi.

(3) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan dan
perpustakaan
Program ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana
kearsipan dan perpuskaan daerah.

(4) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan
Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi karsipan
yang dibutuhkan oleh mesyarakat.

(5) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
Program ini ditujukan untuk meningkatkan pengembangan minat dan budaya baca
dikalangan siswa dan masyarakat.

8.2 MENGEMBANGKAN STRUKTUR EKONOMI YANG TANGGUH DAN PENINGKATAN
DAYA SAING DAERAH.

Terwujudnya perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan di Kabupaten Maluku
Tenggara sebagai daerah kepulauan yang tangguh dan berdaya saing tinggi merupakan
kunci untuk mencapai kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Daya saing yang tinggi akan menjadikan Maluku Tenggara siap menghadapi tantangan-
tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Pembangunan
ekonomi untuk meningkatkan daya saing harus diarahkan untuk : (1) mengembangkan
perekonomian dari berbasis keunggulan komparatif sumber daya alam menjadi
keunggulan kompetitif berbasiskan teknologi inovasi dengan memanfaatkan sumber daya
kepulauan yang tersedia; (2) meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setiap tahun
melalui penyediaan sarana dan prasarana ekonomi (produksi, distribusi, dan pemasaran)
yang terintegrasi, peningkatan produksi, penciptaan iklim investasi yang kondusif, dan
peningkatan ekspor komoditas unggulan; serta (3) menguatkan struktur perekonomian
dengan mendorong bidang kelautan dan perikanan, bidang koperasi dan Usaha Kecil
Menengah (UKM), bidang perdagangan, dan bidang pariwisata sebagai motor penggerak
(prime mover) yang didukung oleh sektor pertanian dan sektor lainnya sehingga dapat
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menghasilkan produk-produk secara efisien dan efektif, berdaya saing tinggi, serta
berkelanjutan agar terwujud ketahanan ekonomi daerah yang tangguh.

8.2.1. PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Hasil-hasil perikanan telah berkontribusi pada PDRB cukup besar dan berdasarkan
potensi yang ada masih berpeluang untuk ditingkatkan produksinya. Kontribusi yang besar
tersebut belum berpengaruh nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat karena di
Kabupaten Maluku Tenggara belum berkembang industri pengolahan hasil perikanan yang
mampu memberi nilai tambah pada produk-produk primer.

A. Permasalahan

Peningkatan produksi yang sekaligus akan dapat mendorong tumbuhnya industri
pengolahan di Kabupaten maluku Tenggara masih dihadapkan pada permasalahan sebagai
berikut :

(1) Pengetahuan dan ketrampilan nelayan lokal yang masih rendah serta manajemen
usaha yang belum tertata dengan baik,

(2) Pencurian ikan termasuk aktivitas destruktif seperti penggunaan cara-cara
penangkapan yang menimbulkan kerusakan habitat dan ekosistem laut masih
sering terjadi,

(3) Sumber dan akses permodalan bagi usaha perikanan dan kelautan yang masih
terbatas,

(4) Iklim investasi dan infrastruktur penunjang untuk pengembangan industri
pengolahan produk-produk kelautan dan perikanan belum kondusif;

(5) Belum optimalnya pengembangan budidaya perikanan.

B. Sasaran
Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Maluku Tenggara yang
akan dicapai pada tahun 2013, yaitu :

(1) Terwujudnya peningkatan kemampuan SDM di bidang kelautan dan perikanan yang
didukung dengan pendidikan kejuruan perikanan;

(2) Tercapainya pengembangan sarana prasarana pendukung serta pemanfaatan ilmu
pengetahuan dan teknologi tepat guna;

(3) Tercapainya peningkatan usaha dan produksi perikanan tangkap dan budi daya
serta pengembangan sentra-sentra pengembangan usaha perikanan yaitu :

a. KSP Perikanan Tangkap di Lairngangas dan Elat;

b. KSP Perikanan Budidaya Rumput Laut di Sathean, Sungai Ngafan dan Kawasan

Barat Pulau Kei Kecil;

KSP Perikanan Budidaya Siput Mutiara di Kawasan Kei Kecil Barat;

d. KSP Perikanan Budidaya Perikanan lkan Kerapu di Kawasan Barat Pulau Kei
Kecil;

e. KSP Perikanan Budidaya Lola dan Batu Laga di Kawasan Pesisir Timur Kei Besar;
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(4)

(5)

(6)

C.

f.  KSP Perikanan Industri Pengolahan di Kei Kecil Timur dan Kei Besar.

Terwujudnya klaster industri pengolahan komoditas rumput laut di Kei Besar (Elat
dan Sungai Ngafan dan di Kei Kecil Sathean, Warbal, Debut dan Lairngangas) pada
tahun 2013.

Terwujudnya peningkatan koordinasi pengelolaan, pengawasan dan pengendalian
sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;

Tercapainya pengembangan industri pengolahan hasil kelautan dan perikanan.

Arah Kebijakan
Arah kebijakan untuk mencapai sasaran pembangunan kelautan dan perikanan di

Kabupaten Maluku Tenggara yaitu:

(1)
()

(3)

(4)

(5)

D.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM perikanan dan kelautan;

Meningkatkan pemanfaatan dan penguasaan teknologi tepat guna dan teknologi
inovatif bidang kelautan dan perikanan;

Mendorong, membina dan mengembangkan tumbuhnya usaha-usaha perikanan
baik tangkap dan budi daya untuk meningkatkan produksi memenuhi permintaan
konsumsi pasar lokal, nasional, dan internasional;

Menghilangkan pencurian ikan dengan meningkatkan koordinasi antarlembaga dan
peranserta masyarakat dalam pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan
perikanan;

Membangun iklim investasi yang kondusif dan infrastruktur penunjang untuk

industri pengolahan hasil-hasil perikanan.

Program
Pembangunan bidang kelautan dan perikanan yang akan dilakukan selama lima

tahun mendatang melalui pelaksanaan 9 program.

(1)

(2)

(3)

(4)

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur.

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan SDM di bidang kelautan
dan perikanan yang didukung dengan pendidikan kejuruan perikanan

Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan.
Program ini ditujukan untuk merevitalisasi sistem penyuluhan perikanan dan
kelauatan kepada masyarakat.

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan usaha-usaha ekonomi produktif
perikanan masyarakat pesisir.

Program pengembangan perikanan tangkap.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan usaha perikanan tangkap dalam rangka
peningkatan produksi perikanan.
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(5) Program pengembangan budidaya perikanan.
Tujuan program ini untuk mendorong peningkatan usaha budi daya perikanan
dalam rangka peningkatan produksi perikanan.

(6) Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan usaha dan produksi perikanan melalui
pengembangan kawasan budidaya.

(7) Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian
sumberdaya kelautan.
Tujuan program ini meningkatkan koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam
rangka peningkatan pengawasan di laut dan pesisir.

(8) Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pengelolaan
sumber daya laut.

Program ini bertujuan untuk kesadaran dan penegakan hukum dalam pengelolaan
sumber daya laut secara berdaya guna dan berhasil guna.

(9) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.
Program ini bertujuan untuk mengembangkan industri pengolahan hasil kelautan
dan perikanan.

8.2.2. PENGEMBANGAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Pengembangan bidang perindustrian dan perdagangan dalam lima tahun ke depan
harus dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maluku
Tenggara yang ditandai dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha di bidang
perindustrian dan perdagangan serta meningkatnya volume barang yang diperdagangkan
sehingga memperlancar arus barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pokok
masyarakat. Dengan demikian pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan
lebih diarahkan untuk pengembangan skala usaha industri kecil dan menengah serta
pengembangan usaha besar melalui penanaman modal.

A. Permasalahan
Pengembangan bidang perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Maluku
Tenggara masih menghadapi permasalahan sebagai berikut :

(1) Pembinaan, pelatihan, dan pemilikan faktor-faktor produksi bagi pengelolaan
usaha perdagangan dan perindustrian (usaha kecil/rumah tangga) masih kurang;

(2) Perdagangan antarpulau belum berjalan lancar sebagai akibat dari dukungan
infrastruktur dan sarana prasarana perhubungan yang belum memadai;

(3) Pengawasan pasar dan barang beredar belum optimal karena kekurangan tenaga
pengawas kemtrologian sehingga perlindungan konsumen masih belum optimal;

(4) Barang-barang kebutuhan masyarakat belum tersedia dalam jumlah yang cukup
dengan harga yang wajar serta peredaran barang-barang yang sering belum sesuai
dengan ketentuan;
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(5)

B.

Prasarana dan sarana perdagangan yang belum memadai sehingga daya saing
produk yang diperdagangkan menjadi rendah.

Sasaran
Sasaran pembangunan bidang perindustrian dan perdagangan yang akan dicapai

pada tahun 2013 yaitu :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

C.

Terwujudnya pengembangan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan,
serta partanian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

Tercapainya peningkatan pengelolaan dan manajemen industri kecil/industri
rumah tangga secara lebih profesional serta kemudahan akses terhadap pasar yang
lebih luas;

Terwujudnya pembinaan dan pelatihan berkualitas bagi pengelola industri kecil
atau industri rumah tangga;

Tersedianya prasarana dan sarana ekonomi perdagangan dan jasa yang memadai
untuk mempercepat proses produksi, distribusi, promosi, dan pemasaran hasil-hasil
komoditas unggulan daerah;

Terciptanya pengendalian harga dan perlindungan konsumen;
Terciptanya wirausaha baru yang mandiri dan memiliki akses ke faktor-faktor

produksi sebanyak 100 Wirausaha mandiri.

Arah Kebijakan
Kebijakan pengembangan bidang perindustrian dan perdagangan di Kabupaten

Maluk Tenggara diarahkan untuk :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Meningkatkan kemampuan pengelolaan dan manajemen industri kecil/industri
rumah tangga secara lebih profesional serta mengupaykan terbukanya akses pasar
yang lebih luas bagi pengembangan industri kecil;

Mengembangkan kualitas dan kuantitas pembinaan, pelatihan, dan pengelolaan
usaha kecil industri dan industri rumah tangga;

Mengembangkan sistem perdagangan antarpulau yang efisien dan efektif melalui
peningkatan kapasitas infrastruktur perdagangan dan pemerataan pengembangan
sentra-sentra perdagangan;

Mengupayakan terciptanya iklim pasar dan persaiangan usaha yang sehat di
kalangan pelaku ekonomi serta menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok
dan bahan lainnya dengan harga yang terjangkau di tingkat lokal serta menjamin
tercapainya perlindungan konsumen;

Membina dan mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif masyarakat yang
berdaya saing.
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D.

Program

Sembilan program yang akan ditempuh selama lima tahun ke depan untuk

mengembangkan perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Maluku Tenggara meliputi

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Kecil Potensial.
Tujuan program ini untuk mendorong pengembangan sentra-sentra produksi
industri kecil dan rumah tangga potensil di Kabupaten Maluku Tenggara.

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
Tujuan program ini untuk melakukan pembinaan, pelatihan, pendampingan dan
bantuan permodalan bagi pengelola industri kecil atau industri rumah tangga.

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.

Program ini bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pelatihan serta
pengembangan Iptek dalam pengelola industri kecil atau industri rumah tangga

Program pembangunan prasarana dan sarana perdagangan
Tujuan program ini untuk meningkatkan kapasitas prasarana sarana perdagangan
seperti pasar untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.
Tujuan program ini untuk meningkatkan produk dan akses ekspor barang paroduk
daerah.

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
Program ini ditujukan untuk mengendalikan harga dan memberikan perlindungan
bagi konsumen.

Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.
Program ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan domestik dalam
rangka peningkatan keunggulan kompetitif ekonomi daerah.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah.

Program ini ditujukan untuk menumbuhkan wirausaha baru dan usaha kecil
menengah yang mandiri dan memiliki keunggulan kompetitif.

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembinaan kepada Pedagang
Kakilima dan Asongan.

8.2.3. PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN

Pembangunan Pariwisata dimaksudkan untuk mengembangkan potensi pariwisata

yang dimiliki Kabupaten Maluku Tenggara dengan berorientasi pada wisata bahari dan
budaya melalui upaya promosi dan pengembangan obyek-obyek dan destinasi wisata.
Salah satu kebijakan penting untuk menunjang kegiatan pembangunan bidang Pariwisata
yang telah diletakkan sebelumnya yaitu Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah
pada tahun 2004 oleh Dinas Pariwisata Daerah.
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A.

Permasalahan
Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan bidang kepariwisataan

Kabupaten Maluku Tenggara yaitu :

(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

B.

Potensi dan daerah tujuan wisata belum tertata dengan baik;

Prasarana dan sarana penunjang pengembangan kawasan industri pariwisata
daerah yang belum memadai;

Informasi/promosi pariwisata ke pasar pariwisata nasional dan internasional masih
belum banyak dilakukan;

Kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan yang masih terbatas;

Asosiasi dunia usaha bidang industri dan jasa pariwisata yang merupakan mitra
pemerintah daerah belum berkembang untuk menunjang pengembangan industri
pariwisata daerah;

Minat, apresiasi, dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan budaya lokal

untuk tujuan pengembangan pariwisata daerah masih rendah.

Sasaran
Sasaran pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara yang akan

dicapai pada lima tahun mendatang, yaitu :

(1)

(2)

(3)

Terwujudnya pengembangan 1 destinasi baru dan 7 destinasi lama, telaksananya 2
event pariwisata tahunan, terlaksananya 5 paket wisata, serta tercapainya jumlah
kunjungan wisata nusantara mencapai 35.000 orang dan wisatawan manca negara
1.000 orang pada tahun 2013 serta pengembangan KSP Wisata Budaya Desa Adat di
Tanimbar Kei, pengembangan KSP Wisata Budaya Desa Seni di Banda Ely,
pengembangan KSP Wisata Budaya Situs Sejarah di Kei Kecil, pengembangan Wisata
Alam Pantai di Ngilngof, Ohoililir dan Ohoidertawun, pengembangan KSP Wisata
Alam Coral Garden di Weduar Feer serta pengembangan Wisata Kuliner di Kei Kecil.

Tercapainya peningkatan kualitas promosi potensi pariwisata daerah baik untuk
kebutuhan sebagai tujuan wisata maupun sebagai tujuan investasi;

Tercapainya peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur dan pelaku
usaha wisata yang profesional serta partisipasi masyarakat bagi pengembangan
pariwisata daerah.

Arah Kebijakan
Kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara selama lima
ke depan diarahkan untuk :

Mengembangkan destinasi dan obyek wisata, meningkatkan kapasitas sarana
prasarana serta akses menuju obyek, event, dan paket wisata;

Meningkatkan kualitas dan intensitas promosi pariwisata;

Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antara instansi dengan pelaku
industri pariwisata;
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(4)  Menyiapkan SDM yang profesional di bidang pariwisata;

(5) Mensosialisasikan kepariwisataan untuk menumbuhkan apresiasi dan sadar wisata
bagi masyarakat.

D. Program
Lima program pengembangan pariwisata yang akan ditempuh selama lima tahun
mendatang.

(1) Program pengembangan destinasi pariwisata.
Program ini ditujukan untuk mengembangkan dan menata daerah tujuan
(destinasi) wisata dan atraksi wisata

(2) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
Tujuan program ini untuk meningkatkan kualitas dan intensitas promosi potensi
pariwisata daerah baik untuk kebutuhan sebagai tujuan wisata maupun sebagai
tujuan investasi.

(3) Program pengembangan Kemitraan.
Program ini bertujuan untuk pengembangan potensi dan promosi pariwisata
daerah (budaya, alam, dan bahari), melalui kerja sama dengan masyarakat,
stakeholders, dan pelaku industri pariwisata.

(4) Program peningkatan sumber daya pengelola pariwisata.
Tujuan program ini untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya
pengelola obyek-obyek wisata secara profesional.

(5) Program pengembangan apresiasi dan partisipasi masyarakat.
Tujuan program ini untuk meningkatkan apresiasi dan partisipasi sadar wisata
masyarakat dalam rangka mewujudkan keamana, keramahan, dan kenyamanan
pariwisata.

8.2.4. PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UKM

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam lima tahun kedepan
diperkirakan akan terus meningkat baik jenis dan volume usaha maupun jumlah
keanggotaannya, termasuk munculnya wirausaha-wirausaha baru. Kecenderungan ini
menimbulkan harapan akan munculnya Koperasi dan UKM vyang potensial untuk
menyerap tenaga kerja. Dengan demikian peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui
upaya peningkatan kapasitas sumber daya (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
sangat diperlukan untuk meningkatkan pendapatan per kapita, mengurangi jumlah
masyarakat miskin, serta mengatasi tingkat pengangguran.

A. Permasalahan
Pengembangan Koperasi dan UKM di Kabupaten Maluku Tenggara masih
menghadapi berbagai permasalahan, yaitu :
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(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

B.

Kualitas SDM pengelola/pengurus Koperasi dan UKM serta kemampuan
manajemen usaha masih rendah;

Ketersediaan modal usaha Koperasi dan UKM masih terbatas dan sarana usaha
belum memadai;

Skala usaha Koperasi dan UKM masih kecil dan terbatas;

Motivasi, inovasi, dan kreatifitas dalam memanfaatkan potensi yang ada masih
kurang;

Koperasi yang berada di sentra-sentra produksi belum tertata dengan baik.

Sasaran
Pada tahun 2013 pengembangan koperasi dan UKM di Kabupaten Maluku Tenggara

untuk mencapai sasaran sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

C.

Terwujudnya koperasi yang berkualitas sebanyak 20 unit, usaha kecil dan mikro
yang berstatus mandiri sebanyak 100 unit dan berstatus tangguh sebanyak 100
unit, Kelompok masyarakat (Pokmas) produktif sebanyak 100 unit, serta wirausaha
baru sebanyak 1.000 unit;

Tercapainya peningkatan kemampuan manajemen usaha dan peningkatan
kemampuan pengelola koperasi, usaha kecil dan mikro;

Tersedianya akses permodalan sebagai penunjang usaha koperasi dan UKM.

Arah Kebijakan
Pembangunan koperasi dan UKM didorong untuk mengembangkan sektor unggulan

di daerah sehingga menjadi gerakan ekonomi yang beperan nyata dalam peningkatan
kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Arah kebijakan pembangunan koperasi dan
UKM adalah :

(1)

(2)

(3)
(4)

D.

Pembangunan koperasi dan UKM didorong untuk mengembangkan sektor kelautan
dan perikanan, perdagangan serta pertanian menjadi gerakan ekonomi yang
berperan nyata sebagai soko guru pembangunan ekonomi daerah;

Pembangunan usaha mikro, kecil dan Menengah diarahkan agar menjadi pelaku
ekonomi yang makin inovatif dan berdaya saing;

Meningkatkan kompetensi, perkuatan kewirausahaan dan produktivitas;
Meningkatan akses informasi pasar, pemanfaatan teknologi inovasi.

Program
Selama lima tahun ke depan 4 program vyang akan dilaksanakan untuk

pengembangan koperasi dan UKM.

(1)

Program penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah yang kondusif.

Tujuan program ini untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat kepada koperasi,
usaha kecil dan mikro serta wirausaha baru untuk tumbuh dan berkembangan
secara sehat.
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(2) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
Program ini ditujukan untuk mewujudkan koperasi, usaha kecil dan mikro yang
tangguh dan berdaya saing untuk menunjang kegiatan perikanan, perindustrian
dan perdagangan, serta pariwisata

(3) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah.
Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan manajemen usaha dan
peningkatan kemampuan pengelola koperasi, usaha kecil dan mikro

(4) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah.
Program ini bertujuan untuk menyediakan modal usaha sebagai penunjang usaha
koperasi dan UKM.

8.2.5. PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Kebijakan pengembangan wilayah dalam RTRW Provinsi Maluku dilaksanakan
melalui pendekatan Gugus Pulau (integrasi internal) dan Laut Pulau (integrasi eksternal)
serta melalui pintu-pintu keluar (moda angkutan) yang berorientasi pada Geografis
Pemasaran (OGP) dengan wilayah-wilayah lain baik di dalam Provinsi Maluku maupun di
luar Provinsi Maluku.

Pola perwilayahan di Provinsi Maluku dilakukan dengan pendekatan konsep Gugus
Pulau dimana Kepulauan Kei termasuk bagian dari konsep Gugus Pulau VIII dengan pusat
pelayanan Kota Tual. Fungsi dan prioritas pengembangan Gugus Kepulauan Kei
berdasarkan potensi pengembangan meliputi perikanan, pertanian, perkebunan,
kehutanan, industri, pariwisata, dan pendidikan.

Rencana pengembangan infrastruktur meliputi fasilitas pelayanan publik tingkat
provinsi, pelabuhan regional dan penyeberangan, jaringan jalan darat yang terintegrasi
dengan jalur penyebrangan sehingga membentuk Trans Maluku. Kawasan Kei juga
ditetapkan sebagai salah satu kawasan andalan nasional di Provinsi Maluku berdasarkan
RTRWN 2008 dengan sektor unggulan yakni perikanan, pertanian/perkebunan, dan
pariwisata.

Kabupaten Maluku Tenggara yang terdiri dari beberapa pulau kecil yang dipisahkan
oleh lautan membawa implikasi bahwa pendekatan penataan ruang harus
mempertimbangkan daya dukung kawasan masing-masing pulau untuk menjaga
keberlanjutan pembangunan baik dari segi ekonomi maupun lingkungan hidup. Beberapa
aspek yang harus diperhatikan dalam rangka pendekatan penataan ruang vyaitu
ketersediaan lahan, ketersediaan air bersih, kemandirian pangan, dan kemandirian energi.

Posisi Kabupaten Maluku Tenggara yang terletak di daerah pertemuan lempeng
tektonik akan menyebabkan daerah ini memiliki kerawanan bencana gempa tektonik yang
berpeluang menimbulkan bencana alam lainnya seperti bencana tsunami dan bencana
longsor di sebagian wilayah kabupaten ini. Dengan demikian dalam penyusunan RTRW
yang berorientasi pada bencana alam harus mempertimbangkan analisis kerawanan dan
risiko bencana alam.
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A.

Permasalahan
Permasalahan yang terkait dengan penataan ruang dan pertanahan di Kabupaten

Maluku Tenggara yaitu :

(1)

()

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

(9)

B.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Kota yang ada
harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
perubahan batas administratif wilayah akibat pemekaran;

Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang vyang
terintegrasi baik antarsektor pembangunan maupun antarkawasan daratan dan
lautan belum dapat diwujudkan;

Kawasan strategis belum berkembang secara optimal untuk mengangkat kehidupan
ekonomi daerah karena belum adanya rencana pengembangan kawasan strategis
yang terintegrasi dan tersinkronisasi antarsektor;

Kota Langgur telah ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) sebagai ibukota kabupaten tetapi belum mendapat pengesahan dari
Pemerintah (Peraturan Presiden);

Kota Langgur saat ini belum tertata secara baik sesuai standar kota kabupaten
sehingga sangat membutuhkan perhatian penanganannya terutama yang terkait
dengan prasarana jalan kota kabupaten, drainase, kelistrikan, dan fasilitas
pendukung kota lainnya;

Kota Elat yang merupakan kawasan strategis untuk pengembangan kegiatan
perkotaan, terkendala dengan sebagian besar kawasan tersebut masih ditetapkan
sebagai kawasan hutan produksi;

Masih ada kesenjangan Pembangunan antara Pulau Kei Kecil dengan Kei Besar;

Pelaksanaan tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) belum
optimalnya;

Informasi dan administrasi kepemilikan hak adat atas tanah belum tertata sehingga
mengakibatkan kaburnya status kepemilikan dan munculnya sengketa kepemilikan
tanah antarpenduduk, pemiliki petuanan, bahkan antardesa dan ratschap.

Sasaran
Sasaran penataan ruang dan pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara yang akan

dicapai pada Tahun 2013 meliputi :

(1)

(2)

(3)

Diterbitkannya Perda RTRW Kabupaten Maluku Tenggara serta Rencana Rinci Tata
Ruang Kota Langgur dan Kota Elat, termasuk pemanfaatan dan pengendalian
pemanfaatan ruang;

Terwujudnya percepatan pengembangan kawasan/ sentra-sentra produksi (KSP)
dan kawasan strategis untuk membuka peluang usaha dan investasi:

Terwujudnya peningkatan kinerja BKPRD dan tersedianya tenaga-tenaga Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Bidang Penataan Ruang;
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(4)

C.

Terciptanya sistem informasi dan administrasi pertanahan yang berbasis budaya
dan adat lokal, guna tertatanya sistem sertifikasi kepemilikan tanah masyarakat dan
aset Pemerintah Daerah.

Arah Kebijakan
Pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui kebijakan penataan tata ruang dan

pertanahan yang diarahkan untuk :

(1)

(2)

(3)

(4)

D.

Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan
ruang wilayah daerah dan kota-kota di Kabupaten Maluku Tenggara;

Memeprioritaskan perencanaan pengembangan kawasan serta pembangunan
sarana-prasarana;

Meningkatkan efektivitas penerapan dan penegakan hukum dalam perencanaan,
pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang;

Menata administrasi pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah untuk

menekan seminimal mungkin potensi konflik kepemilikan tanah.

Program
Enam program yang akan dilaksanakan selama tahun 2008-2013 untuk mencapai

sasaran penataan tata ruang dan pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara.

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(6)

Program Perencanaan Tata Ruang.
Tujuan program ini untuk menetapkan Perda RTRW Kabupaten Maluku Tenggara
serta Rencana Rinci Tata Ruang Kota Langgur, Kota Elat dan kota-kota kecamatan.

Program Pemanfaatan Ruang.

Program ini ditujukan untuk mengatur pemanfaatan ruang yang sesuai dengan
RTRW Kabupaten Maluku Tenggara serta Rencana Tata Ruang Kota yang akan
ditetapkan.

Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
Tujuan program ini untuk menetapkan perencanaan pengembangan kawasan
strategis untuk membuka peluang usaha dan investasi.

Program Pengendalian Pemanfaataan Ruang.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengendalian pemanfaatan
ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan kota yang ada.

Program Penataan penguasaan, pemilikan penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
Program ini ditujukan untuk mendukung pengembangan sistem informasi dan
administrasi pertanahan yang berbasis budaya dan adat lokal, dan penataan sistem
sertifikasi kepemilikan tanah masyarakat dan aset Pemerintah Daerah

Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
Program ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan atau menyelesaikan kinflik
pertanahan yang terjadi.
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8.2.6. PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA PEKERJAAN UMUM

Pembangunan prasarana pekerjaan umum terutama dimaksudkan untuk
meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan guna membuka
aksesibilitas perhubungan serta mengurangi tingkat keterisolasian dan kesenjangan
antarwilayah. Pembangunan infrastruktur wilayah yang memadai pada gilirannya akan
mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Salah satu prioritas pembangunan sarana prasarana pekerjaan umum yaitu
pembangunan prasarana jalan terutama pembangunan jalan lingkar Pulau Kei Besar
termasuk peningkatan jalan lingkar pesisir Barat Kei Kecil. Jalan lingkar Pulau Kei Besar
akan dikombinasikan dengan rencana pengembangan jaringan jalan jalur Utara Barat -
Utara Timur dan Selatan Barat - Selatan Timur untuk menghubungkan sentra-sentra
produksi ke pusat pemasaran, membuka keterisolasian, mengurangi kesenjangan wilayah,
dan memudahkan akses ke obyek-obyek wisata potensial. Pembangunan prasarana
pekerjaan umum seperti pelabuhan regional dan penyeberangan, jaringan jalan darat
yang terintegrasi dengan jalur penyebrangan diharapkan juga untuk mendukung
terwujudnya Trans Maluku.

Selain itu untuk mengurangi resiko kebencanaan karena posisi Kabupaten Maluku
Tenggara yang terletak dikawasan rawan gempa tektonik yang dapat berakibat tsunami,
kenaikan permukaan laut, abrasi dan lain-lain, maka pembangunan infrastruktur juga
diarahkan untuk mengantisipasi dan meminimalisasi resiko bencana.

A. Permasalahan
Pembangunan prasarana pekerjaaan umum di Kabupaten Maluku Tenggara masih
menghadapi permasalahan sebagai berikut :

(1)  Prasarana jalan dan jembatan masih terbatas sehingga akses ke daerah perdesaan
dan pulau-pulau kecil masih sulit;

(2)  Kondisi fisik di Pulau Kei Besar yang berbukit mengakibatkan ekonomi biaya tinggi
dalam pembangunan jalan dan jembatan;

(3) Sumber daya aparatur sebagai perencana, pelaksana, dan pengendalian kegiatan di
berbagai instansi masih terbatas sehingga berdampak terhadap rendahnya kualitas
dan kuantitas output;

(4)  Sumber daya, peralatan, dan kualitas kinerja penyedia barang dan jasa yang masih
terbatas sehingga berdampak terjadinya keterlambatan pekerjaan dari target waktu
serta tidak memenuhi sasaran yang ditetapkan dan standar kualitas yang dihasilkan;

(5) Kesadaran masyarakat masih rendah dalam memanfaatkan dan memelihara sarana
prasarana permukiman yang telah disediakan;

(6)  Perencanaan dan pengawasan teknis pembangunan sarana prasarana pekerjaan
umum permukiman, perumahan, pertambangan dan energi belum optimal;

(7)  Tenaga listrik belum tersedia secara memadai di sebagian besar perdesaan yang
berada di Pulau Kei Besar dan pulau-pulau kecil;

(8)  Jangkauan pelayanan utilitas kota seperti telepon dan air bersih masih rendahnya;
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(9)

(10)
(11)

B.

Relokasi/pembangunan baru prasarana pemerintahan di wilayah Kabupaten
Maluku Tenggara perlu dilakukan sebagai konsekuansi terjadinya pemekaran Kota
Tual;

Abrasi pantai menyebabkan jalan-jalan mengalami kerusakan;
Pembangunan sarana prasarana pemerintahan tidak dilaksanakan bersamaan

dengan pembebasan lahan sehingga sering kali menjadi kendala.

Sasaran
Pembangunan prasarana pekerjaaan umum di Kabupaten Maluku Tenggara untuk

mencapai sasaran pada tahun 2013, yaitu :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

C.

Terwujudnya pembangunan jaringan infrastruktur berupa pembangunan ruas jalan
baru di Pulau Kei Besar 96,27 Kilometer, pembangunan ruas jalan baru di Pulau Kei
Kecil 25 Kilometer, pembangunan jembatan baru di Pulau Kei Besar 25 Unit serta
pembangunan jembatan baru di Pulau Kei Kecil 10 unit;

Terwujudnya peningkatan jalan aspal ke jalan hotmix menjadi 110 kilometer serta
peningkatan jalan aspal sepanjang 129 kilometer;

Tersedianya prasarana dan sarana permukiman berupa jalan lingkungan perkotaan
sepanjang 100 Kilometer dan perdesaan sepanjang 100 Kilometer;

Terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana irigasi, air
bersih;

Terwujudnya pembangunan jaringan drainase Kota Langgur;

Terwujudnya pembangunan sarana prasarana talud dan pengaman pantai pada
desa-desa rawan bencana;

Terwujudnya relokasi pembangunan prasarana dan sarana pemerintahan yang
memadai sesuai dengan kebutuhan organisasi dan penyelenggaraan pemerintahan
daerah;

Tersedianya 500 rumah layak huni bagi masyarakat.

Arah Kebijakan
Kebijakan pembangunan prasarana pekerjaan umum di Kabupaten Maluku

Tenggara selama lima tahun ke depan diarahkan untuk :

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

Membangun ruas-ruas jalan baru dan jembatan di Pulau Kei Besar;
Meningkatkan kapasitas dan pemeliharaan sarana prasarana jalan dan jembatan;

Membangun dan meingkatkan kapasitas sarana prasarana permukiman perkotaan
dan perdesaan;

Membangun jaringan irgasi lahan kering dan air bersih;

Membangun jaringan drainase Kota Langgur;
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(6)

(7)

D.

Membangun prasarana pemerintahan dan pelayanan publik termasuk merelokasi
perkantoran pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;

Membangun perumahan layak huni bagi masyarakat.

Program
Delapan program pembangunan prasarana pekerjaan umum vyang akan

dilaksanakan pada tahun 2008-2013.

(1)

()

(3)

(4)

(5)

(6)

()

(8)

(9)

Program pembangunan jalan dan jembatan.
Program ini ditujukan untuk mewujudkan pembangunan jaringan infrastruktur
berupa ruas-ruas jalan baru dan jembatan.

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.
Tujuan program ini untuk mewujudkan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan
infrastruktur berupa ruas-ruas jalan dan jembatan.

Program pembangunan infrastruktur perdesaan.
Program ini bertujuan untuk menyediakan prasarana dan sarana perdesaan yang
semakin memadai di desa-desa sesuai kebutuhan.

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.
Program ini bertujuan untuk membangun prasarana dan sarana saluran air,
drainase/gorong-gorong.

Program pembangunan Turap/Talud/Brojong.
Program ini bertujuan untuk membangun prasarana dan sarana
turap/talud/brojong.

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan
Pengairan lainnya

Program ini bertujuan untuk membangun dan memelihara prasarana dan sarana
irigasi, air bersih, serta sarana pengairan lainnya.

Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku.
Program ini bertujuan untuk membangun dan memelihara prasarana dan sarana
air bersih dan baku, sesuai kebutuhan masyarakat,

Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana pemerintahan.

Program ini ditujukan untuk merelokasi/membangun prasarana dan sarana
pemerintahan yang memadai sesuai dengan kebutuhan organisasi dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah

Pembangunan Pengembangan Perumahan.
Program ini ditujukan untuk mengembangkan perumahan layak huni untuk bagi
masyarakat miskin.
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8.2.7. PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA PERHUBUNGAN

Pengalaman menunjukkan bahwa infrastruktur perhubungan memiliki peran yang
besar untuk membuka keterisolasian suatu wilayah, khususnya di Kabupaten Maluku
Tenggara yang memiliki kondisi geografis kepulauan, terpencil, dan sulit dijangkau oleh
sarana transportasi massal. Ketersediaan infrastruktur yang minim di Kabupaten Maluku
Tenggara ditandai dengan masih banyaknya daerah perdesaan yang belum terjangkau
prasarana jalan sehingga masih mengandalkan sarana transportasi laut yang terbatas dan
banyak dipengaruhi oleh keadaan iklim dan cuaca. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat
di wilayah terpencil seringkali sulit tersentuh oleh program pembangunan khususnya
pembangunan ekonomi.

Salah satu prioritas pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan
aksesibilitas antarpusat pertumbuhan dilaksanakan melalui pembangunan sistem jaringan
transportasi laut dan darat yang terintegrasi melalui pembangunan pelabuhan (small port)
di pintu-pintu keluar serta pengembangan sistem interaksi baik dari pintu-pintu keluar
antara Kei Besar dengan Kei Kecil maupun ke pusat-pusat pertumbuhan di wilayah lain.
Semua ini bertujuan pula untuk memperkuat upaya mewujudkan tercapainya
pembangunan jaringan trans Maluku.

A. Permasalahan
Pengembangan sarana prasarana perhubungan di Kabupaten Maluku Tenggara
masih menghadapi berbagai permasalahan sebagai berikut :

(1) Keadaan geografis daerah yang terdiri dari pulau-pulau kecil mengakibatkan
masyarakat harus mengeluarkan biaya tinggi untuk menggunakan sarana
perhubungan;

(2) Sistem transportasi lokal belum tersusun secara efisien, efektif, dan terintegrasi
antara transportasi laut, darat, dengan udara;

(3) Aksesibilitas yang masih rendah sehingga akses dari wilayah produksi menuju
tempat pemasaran masih sulit;

(4) Sarana dan prasarana perhubungan yang handal jumlah dan kualitasnya masih
terbatas.

B. Sasaran
Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2013 dalam pengembangan sarana
prasarana perhubungan di Kabupaten Maluku Tenggara, yaitu :

(1)  Terwujudnya sistem jaringan transportasi lokal yang terintegrasi antarmoda darat
dan laut di dalam dan antar Pulau Kei Kecil - Kei Besar;

(2)  Terwujudnya peningkatan kapasitas Pelabuhan kontainer di Uf Maar, Dermaga Feri
di Elat dan Kota Langgur serta pelabuhan-pelabuhan pelayaran rakyat pada pintu-
pintu wilayah pertumbuhan yang menghubungkan Pulau Kei Kecil dan Pulau Kei
Besar serta tercapainya percepatan pembangunan lapangan terbang baru di Desa
lbra;
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(3)

(4)
(5)

C.

Terwujudnya peningkatan kapasitas sarana prasarana perhubungan yang memadai,
handal, dan terintegrasi satu sama lain;

Terwujudnya pengawasan dan penertiban perijinan jasa angkutan dan jalan raya;

Terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada bidang
Perhubungan.

Arah Kebijakan
Kebijakan pengembangan sarana prasarana perhubungan selama lima tahun ke

depan diarahkan untuk :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

D.

Mengembangkan sistem jaringan transportasi lokal yang efisien, efektif, handal,
dan terintegrasi antarmoda perhubungan laut, darat dan udara beserta
infrastrukturnya;

Meningkatkan kerjasama pemerintah dan swasta dalam pelayanan transportasi
publik serta penciptaan iklim kompetitif yang sehat di bidang transportasi;

Membangun dan memelihara dermaga, pelabuhan penyeberangan, dan pelabuhan
rakyat terutama yang menghubungan Kei Kecil dan Kei Besar serta pulau-pulau
kecil yang selama ini belum terjangkau; dan mendorong percepatan pembangunan
bandara yang representatif untuk mendukung terintegrasinya sistem perhubungan
antarmoda;

Meningkatkan kapasitas sarana prasarana perhubungan laut dan darat untuk
meningkatkan pelayanan jasa trasportasi dan kemudahan aksesibilitas orang, lokal
barang dan jasa;

Meningkatkan kualitas pengawasan, pelayanan dan perijinan jasa anglkutan jalan
raya;

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Perhubungan.

Program
Enam program yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan untuk

mencapai sasaran pengembangan sarana prasarana perhubungan di Kabupaten Maluku

Tenggara.

(1) Program Perencanaan dan pengendalian sistem tataran transportasi local.
Program ini bertujuan untuk mengembangan sistem perencanaan tataran
transportasi lokal yang terintegrasi.

(2) Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan.

Tujuan program ini untuk pengembangan sistem layanan transportasi dalam pulau
dan antarpulau yang memadai, handal, dan terintegrasi satu sama lain.

(3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.

Program ini bertujuan untuk pembangunan sarana prasarana perhubungan di
dalam pulau dan antarpulau yang memadai, handal, dan terintegrasi satu sama
lain.

RPJMD Kab. Maluku Tenggara Tahun 2008 - 2013] 92



(4) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.

Program ini bertujuan untuk pembangunan fasilitas perhubungan di dalam pulau
dan antarpulau yang memadai, handal, dan terintegrasi satu sama lain.

(5) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.
Program ini ditujukan untuk mengawasi dan menertibkan perijinan jasa angkutan
dan jalan raya.

(6) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.
Tujuan program ini untuk mengawasi dan menertibkan perijinan kelayakan
kendaraan bermotor.

8.2.8. PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kabupaten Maluku Tenggara sebagai daerah kepulauan sangat membutuhkan
dukungan sarana komunikasi dan informasi baik untuk kebutuhan secara internal maupun
eksternal. Prasarana dan sarana komunikasi serta infornasi yang terbatas sangat
mempengaruhi aksesibilitas komunikasi masyarakat dan mempengaruhi berbagai aspek
kehidupan masyarakat. Ketersediaan sarana prasarana telekomunikasi yang melayani
daerah perkotaan dan sekitarnya masih terbatas bahkan di daerah pedesaan dan di
daerah pulau-pulau kecil hampir tidak terlayani pelayanan telekomunikasi. Dengan
demikian pada lima tahun ke depan pembangunan bidang komunikasi dan informatika
harus terus dipacu untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat yang terus
meningkat.

A. Permasalahan
Masalah yang masih dihadapi dalam pengembangan komunikasi dan informatika di
Kabupaten Maluku Tenggara, yaitu :

(1)  Akses masyarakat terhadap pelayanan komunikasi dan informasi masih terbatas
sebagai akibat terbatasnya penyediaan dan penyebaran infrastruktur informasi ke
kecamatan-kecamatan dan terbatasnya kemampuan pembiayaan penyediaan
infrastruktur komunikasi dan informasi;

(2)  Jasa internet pemerintah daerah belum dapat digunakan secara luas sebagai jalur
penyebarluasan informasi potensi daerah ke dunia luar;

(3) Kalangan pers dan media belum sepenuhnya dapat mengatasi dampak dari
kebebasan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, mengkritisi kebijakan-
kebijakan pemerintah, dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan dan masih berpihak pada kepentingan tertentu daripada
kepentingan publik yang lebih luas.

B. Sasaran
Pada tahun 2013 pengembangan sarana prasarana komunikasi dan informatika di
Kabupaten Maluku Tenggara diharapkan dapat mencapai sasaran sebagai berikut :

(1) Tersedianya prasarana dan sarana serta sistem jaringan telekomunikasi terutama
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(2)

(3)

C.

telepon yang dapat menjangkau kota-kota kecamatan;

Tersedianya pelayanan jasa internet pemerintah daerah baik untuk kebutuhan
internal pemerintah daerah maupun masyarakat luas;

Terwujudnya pers yang bebas, bertanggung jawab, profesional, dan mampu

bertindak sebagai alat kontrol sosial yang independent;

Arah Kebijakan
Kebijakan pengembangan sarana prasarana komunikasi dan informatika di

Kabupaten Maluku Tenggara diarahkan untuk :

(1)

(2)

(3)

(4)

D.

Mendorong pembangunan prasarana dan sarana serta sistem jaringan
telekomunikasi untuk menyediakan layanan telekomunikasi yang berkualitas
kepada masyarakat terutama telepon selular yang dapat menjangkau kota-kota
kecamatan;

Mengembangkan pelayanan jasa internet pemerintah daerah agar berbagai
informasi dan komunikasi dapat diakses baik untuk kebutuhan internal pemerintah
daerah maupun untuk masyarakat;

Mendorong terwujudnya pers dan media lokal yang bebas, bertanggung jawab, dan
profesional sebagai alat kontrol sosial yang bebas dari keberpihakan;

Mendorong terwujudnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban pengurusan ijin
dalam bidang usaha komunikasi dan informatika.

Program
Lima program yang akan dilaksanakan untuk pencapaian sasaran pengembangan

sarana prasarana komunikasi dan informatika selama lima tahun ke depan.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa.

Tujuan program ini untuk mengembangkan komunikasi, informasi dan media massa
di daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas-tugas pembangunan dan
pelayanan publik.

Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi.
Tujuan program ini untuk melakukan kajian atau penelitian dalam rangka
pengembangan informasi dan komunikasi di daerah.

Program fasilitasi peningkatan SDM bidang informasi dan komunikasi.
Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme
aparatur bidang informatika guna mnunjang pelaksanaan e-goverment.

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
Tujuan program ini untuk menyediakan pelayanan jasa internet pemerintah daerah
baik untuk kebutuhan internal pemerintah daerah maupun masyarakat luas

Program kerjasama informasi dengan mass media.

Tujuan program ini untuk mewujudkan pers yang bebas, bertanggung jawab,
profesional, dan mampu bertindak sebagai alat kontrol sosial yang bebas dari
keberpihakan pada kepentingan politik kelompok atau golongan tertentu.
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8.2.9. PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA ENERGI

Saat ini upaya pengembangan listrik perdesaan masih mengalami masalah utama
yaitu keterbatasan dana pemerintah sementara orientasi PT. PLN sebagai penyedia
tenaga listrik daerah diarahkan pada wilayah perkotaan atau yang mudah dijangkau dari
kota sehingga daerah perdesaan terlebih di pulau-pulau kecil masih mengalami
kekurangan tenaga listrik. Kondisi ini mengakibatkan pengembangan listrik untuk
masyarakat khususnya di wilayah perdesaan dan terpencil terkesan terabaikan
dibandingkan pengembangan listrik komersial.

A. Permasalahan
Pengembangan sarana prasarana energi di Kabupaten Maluku Tenggara masih
menghadapi berbagai pernasalahan sebagai berikut :

(1) Kapasitas tenaga pembangkit listrik yang disediakan oleh PT PLN masih terbatas
dan hanya melayani kebutuhan daerah perkotaan sementara pertumbuhan
kebutuhan tenaga listrik terus bertambah;

(2) Biaya produksi ketenagalistrikan masih tinggi yang disebabkan tingginya biaya
operasi dan pemeliharaan karena masih tergantung bahan bakar minyak,
rendahnya efisiensi infrastruktur, serta lemahnya kemampuan daya beli
masyarakat yang mengakibatkan pemenuhan akan kebutuhan penerangan tidak
optimal;

(3) Jaringan ditribusi listrik milik PLN ke pedesaan masih terbatas sementara
pengembangan dari PLTD ke pembangkit yang lebih ekonomis dirasakan sangat
lamban mengingat pertumbuhan ekonomi yang lambat dan terbatasnya
infrastruktur;

(4) Terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana tenaga listrik di desa terpencil dan
kepulauan.

B. Sasaran
Sasaran yang hendak dicapai di tahun 2013 dalam rangka percepatan
pengembangan sarana prasarana ketenagalisatrikan adalah:

(2) Terwujudnya peningkatan pertumbuhan tenaga listrik dan kapasitas terpasang
pembangkit tenaga listrik sehingga meningkatnya rasio elektrifikasi listrik;

(2) Berkembangnya upaya pemanfaatan sumber energi lain selain BBM seperti tenaga
angin, microhydro dan surya serta energi terbarukan untuk pembangkit tenaga
listrik perdesaan;

C. Arah Kebijakan
Pengembangan sarana prasarana energi selama lima tahun ke depan dilaksanakan
dengan arah kebijakan untuk:

(2) Meningkatkan pertumbuhan tenaga listrik dan kapasitas terpasang pembangkit
tenaga listrik;

(2) Mengembangkan upaya pemanfaatan sumber energi lain selain BBM seperti
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tenaga air dan angin, microhydro serta energi baru terbarukan untuk pembangkit
tenaga listrik perdesaan.

D. Program
Dua program yang akan dilaksanakan untuk pengembangan sarana prasarana
energi.

(2) Program Pengembangan Listrik Perdesaan.
Tujuan program ini untuk meningkatkan pertumbuhan tenaga listrik dan kapasitas
terpasang pembangkit tenaga listrik untuk daerah pedesaan

(2) Program Pembinaan dan Pengelolaan Listrik Perdesaan.
Tujuan program ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, koperasi, dan
swasta baik sebagai penyedia, pembeli dalam bentuk curah, maupun konsumen
listrik sebagai pelanggan dan pengelola usaha penunjang ketenagalistrikan

8.3. REVITALISASI SISTEM PENYULUHAN SERTA PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
SUMBER DAYA ALAM DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP.

Pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan serta pengembangan
pariwisata telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya sehingga pada sub bab ini lebih
difokuskan pada pembahasan sumber daya alam yang lain yaitu pertanian, peternakan,
perkebunan, kehutanan. Pembangunan bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan
kehutanan selama periode-periode sebelumnya belum menunjukan hasil yang optimal,
dalam arti belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan
ketahanan pangan lokal. Banyak tantangan yang masih harus dihadapi, terutama
bagaimana mengembangkan sektor ini sehingga menjadi usaha-usaha ekonomi produktif
masyarakat. Dalam hubungan ini revitalisasi sistem penyuluhan dipandang sebagai salah
satu kebijakan strategis yang perlu dilakukan secara konsisten disampiung kebijakan-
kebijakan lainnya.

8.3.1. PENGEMBANGAN PENYULUHAN PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN
KEHUTANAN.

Pengembangan atau revitalisasi sistem penyuluhan merupakan kebijakan yang
dipandang penting untuk meningkatkan kemampuan SDM dibidang pertanian, sehingga
usaha-usaha produktif pertanian dapat ditingkatkan dalam rangka peningkatkan
kesejahteraan petani pada umumnya, dan memperkuatan ketahanan pangan lokal.

A. Permasalahan
Pengembangan penyuluhan pertanian dalam arti luas masih dihadapkan dengan
permasalahan sebagai berikut :

1) Pengetahuan dan ketrampilan petani, peternak dan petani hutan masih rendah;

2) Sistem penyuluhan pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan kepada
masyarakat selama ini masih lemah;

RPJMD Kab. Maluku Tenggara Tahun 2008 - 2013| 96



3)

B.

Lambatnya pertumbuhan usaha-usaha pertanian, peternakan, perkebunan dan
kehutanan produktif yang disebabkan oleh lemahnya etos kerja petani peternak.

Sasaran
Pengembangan penyuluhan pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan

pada 5 tahun ke depan untuk mencapai sasaran sebagai berikut :

(1)

(2)

C.

Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian, peternakan,
perkebunan dan kehutanan yang handal serta sistem penyuluhan yang efektif dan
berkualitas;

Terwujudnya sistem penyuluhan yang efektif dan berkualitas ditandai dengan
meningkatnya jumlah Petani, Peternak yang trampil dan berkualitas serta mampu
menerapkan teknologi pra dan pasca panen.

Arah Kebijakan
Kebijakan Pengembangan penyuluhan pertanian, peternakan, perkebunan dan

kehutanan selama periode 2008-2013 diarahkan untuk :

(1)

(2)

D.

Membentuk institusi penyuluh, penyediaan sarana prasarana dan peningkatan
kemampuan sumber daya penyuluh pertanian;

Merevitalisasi sistem penyuluhan pertanian, peternakan perkebunan dan

kehutanan.

Program
Enam Program yang dilaksanakan untuk pengembangan penyuluhan pertanian,

peternakan, perkebunan, dan kehutanan yaitu :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Program pengadaan sarana prasarana aparatur
Program ini bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang

pelaksanaan tugas-tugad penyluhan pertanian.

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur.
ujuan program ini untuk meningkatkan kemampuan SDM aparatur penyuluh.

Program penyuluhan pertanian tanaman pangan
Tujuan program ini untuk meningkatkan kemampuan SDM bidang pertanian.

Program penyuluhan peternakan
Tujuan program ini untuk meningkatkan kemampuan SDM bidang peternakan.

Program penyuluhan perkebunan
Tujuan program ini untuk meningkatkan kemampuan SDM bidang perkebunan.

Program penyuluhan kehutanan
Tujuan program ini untuk meningkatkan kemampuan SDM bidang kehutanan.
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8.3.2. PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Pengembangan pertanian diarahkan untuk mencukupi kebutuhan lokal (ketahanan
pangan). Sampai saat ini produksi tanaman pangan mengalami peningkatan namun belum
mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga masih diperlukan upaya-upaya peningkatan
produksi.

Pembangunan sub sektor peternakan dilakukan melalui usaha-usaha peternakan
sapi, kambing, babi, dan ayam dan lain-lain. Sampai saat ini produktivitasnya belum
mampu memenuhi kebutuhan lokal sehingga diperlukan upaya peningkatan populasi dan
produksinya.

A. Permasalahan
Uraian di atas mengindikasikan bahwa pengembangan pertanian dalam arti luas
menghadapi permasalahan sebagai berikut :

(2) Masih rendahnya engetahuan dan ketrampilan petani/peternak;

(2) Masih rendahnya produksi pertanian dan populasi ternak  untuk memenuhi
kebutuhan pangan lokal;

(3) Belum tersedianya benih bermutu dan agro input yang sesuai dengan kondisi
daerah di tingkat petani;

(4) Usaha-usaha pertanian dan peternakan belum diberlakukan dalam skala yang lebih
besar sebagai usaha ekonomi produktif.

B. Sasaran
Pembangunan pertanian dan peternakan pada 5 tahun ke depan untuk mencapai
sasaran sebagai berikut :

(2) Terwujudnya pengembangan sentra areal pertanian tanaman pangan, hortikultura
unggulan spesifik lokal meliputi Kawasan Sentra Produksi ;

a.  KSP/cluster Pertanian Tanaman Pangan Jagung di Kei Kecil dan Kei Kecil Timur;
b.  KSP/cluster Pertanian Holtikultura Tanaman Cabe di Kei Kecil dan Kei Besar;

(2)  Terwujudnya peningkatan produksi pertanian, dan peternakan serta
pengembangan sistem pemasaran dalam rangka peningkatan pendapatan petani
dan ketahanan pangan lokal;

(3) Terwujudnya pengembangan cluster industri pertanian
(4)  Tersedianya SDM terampil di bidang pertanian dan peternakan;
(5) Berubahnya pola pikir petani/peternak untuk menjadikan pertanian  dan

peternakan sebagai usaha produktif.

C. Arah Kebijakan
Kebijakan pembangunan bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan selama
periode 2008-2013 diarahkan untuk :
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(1)

(2)

(3)
(4)

D.

Mengembangkan pembangunan sentra-sentra produksi/cluster komoditas
unggulan daerah;

Menyediakan benih bermutu dan agro input lainnya yang sesuai dengan kondisi
daerah untuk meningkatkan usaha tani pangan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pangan;

Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani/ peternak;
Mengubah kebiasaan masyarakat dari sistem meramu menjadi sistem pertanian

produktif.

Program
Tujuh program vyang dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan

pertanian, perkebunan, dan peternakan yaitu :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian.
Program ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan penerapan teknologi
pertanian pra dan pasca panen

Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian dan Peternakan.
Program ini untuk meningkatkan produksi pertanian, dan populasi ternak dalam
rangka memenuhi kebutuhan lokal dan peningkatan ketahanan pangan lokal.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Peternakan.
Program ini ditujukan untuk mengembangkan sentra-sentra komoditas unggulan
dan jaringan distribusi hasil pertanian ke pasar.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan.
Tujuan program ini untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan dan
peningkatan populasi ternak

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur.
Program ini bertujuan untuk menyediakan SDM terampil di bidang pertanian,
perkebunan, dan peternakan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
Tujuan program ini untuk meningkatkan produksi pertanian, dan peternakan
dalam rangka peningkatan ketahanan pangan lokal.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
Program ini ditujukan untuk merubah pola pikir petani/peternak untuk menjadikan
pertanian, dan peternakan sebagai usaha produktif.

8.3.3. PEMBANGUNAN BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Maluku Tenggara memiliki luas daratan 102.543,4 hektar yang terdiri dari kawasan

hutan seluas sekitar 63.192,6 hektar (61,6 persen) dimana luas lahan kritis saat ini sebesar
61.364,7 hektar atau sekitar 93,85 persen yang tersebar di DAS Kei Kecil (dalam kawasan
11.299,7 hektar dan Luar Kawasan 10.476,4 hektar) dan DAS Kei Besar (dalam kawasan
16.831,8 hektar dan luar kawasan 22.757.2 hektar). Luas lahan kritis bertambah 2.200
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hektar setiap tahun. Keberadaan lahan kritis dapat meningkatkan erosi dan mengurangi
daya simpan air hujan yang turun di atasnya sehingga menurunkan daya dukung
sumberdaya air. Dengan demikian keberadaan lahan kritis harus ditangani dengan serius.

Pengembangan wilayah Kota Elat yang prosfektif memerlukan lahan yang luas
sehingga diperlukan alih fungsi hutan produksi tetap menjadi areal penggunaan lain. Areal
penggunaan lain (APL) di Maluku Tenggara saat ini sudah cukup luas yakni 38,6 persen
sehingga agar tidak menimbulkan dampak negatif, maka luas areal hutan produksi yang
dialih fungsikan tersebut perlu di pikirkan penggantinya.

Sub sektor perkebunan terdiri dari komoditas kelapa dengan luas 19.225 hektar,
pala dengan luas 1.089 hektar, jambu mete dengan luas 2.35 hektar, dan lain-lain.
Produktivitas komoditas ini cenderung menurun yang disebabkan antara lain oleh
menurunnya animo masyarakat untuk bercocok tanam tanaman umur panjang sehingga
diperlukan program-program rehabilitasi dan peremajaan kembali.

A. Permasalahan
Permasalahan yang masih dihadapi Kabupaten Maluku Tenggara dalam
pembangunan bidang kehutanan meliputi :

(1)  Laju deforestasi lahan lebih cepat dibandingkan dengan laju rehabilitasi lahan;
(2)  Kesadaran masyarakat terhadap keberadaan dan fungsi hutan Rendahnya;

(3) Kemampuan SDM kehutanan masih rendah dan sistem penyuluhan yang dilakukan
belum optimalnya;

(4)  Kualitas sumberdaya hutan semakin menurun yang disebabkan oleh pemanfaatan
yang masih bertumpu pada hasil hutan kayu;

(5) Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggar masih lemah;
(6) Pengetahuan dan ketrampilan petani perkebunan masih rendah;
(7) Sistem penyuluhan perkebunan kepada masyarakat masih lemah;

(8) Kecilnya minat masyarakat menjadikan perkebunan, sebagai usaha produktif;
rendahnya pengembangan teknologi pra dan pasca panen;

(9) Belum berubahnya pola pikir petani untuk menjadikan perkebunan, sebagai usaha
produktif.

B. Sasaran
Sasaran yang hendak dicapai Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2013 dalam
pembangunan bidang kehutanan meliputi :

(1) Tercapainya percepatan rehabilitasi lahan kritis dalam Kawasan Hutan seluas
20.000 Hektar dan Luar Kawasan Hutan seluas 21.500 hektar pada DAS Kei Besar
dan Kei Kecil di tahun 2013;

(2) Tercapainya penegakan hukum dan pengamanan/perlindungan hutan dan hasil
hutan secara terpadu;
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(3)

(4)

(5)
(6)

C.

Tercapainya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta penanggulangan
kerusakan lingkungan dan pemulihan cadangan sumber daya alam;

Terwujudnya pengembangan sentra produksi komoditas unggulan perkebunan
yang meliputi :

a. KSP/Cluster Perkebunan Kelapa di Kei Besar seluas 1.000 Hektar
b. KSP/Cluster Perkebunan Pala di Pulau Kei Besar seluas 500 Hektar
c. KSP/Cluster Perkebunana Jambu Mete seluas 1.000 Hektar di Kei Kecil

Terwujudnya klaster industri perkebunan
Terwujudnya rasionalisasi produktifitas lahan, peningkatan mutu produk

perkebunan dan pengembangan sistem pemasaran hasil perkebunan.

Arah Kebijakan
Pencapaian sasaran di atas didukung oleh kebijakan pembangunan bidang

kehutanan yang akan diterapkan dalam lima tahun ke depan dengan arah kebijakan untuk

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

D.

Melaksanakan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan dalam rangka memperkecil
luas lahan kritis dan maningkatkan potensi lestari dan kualitas sumber daya hutan
dan lahan;

Meningkatkan upaya-upaya perlindungan dan konservasi sumber daya hutan;

Meningkatkan pemberdayaan ekonomi di sektor kehutanan serta meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan, rehabilitasi hutan lahan,
dan pengawasan pengelolaan hasil hutan;

Meningkatkan efektivitas penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, kerusakan
lingkungan, serta pemulihan cadangan sumber daya alam;

Meningkatkan produksi dan nilai tambah komoditas perkebunan melalui
peremajaan/ perluasan arela tanaman perkebunan kelapa, pala dan jambu mete
sebagai komoditas unggulan serta penanggulangan hama/penyakit;

Meningkatkan produktifitas dan daya saing produk unggulan daerah secara

berkelanjutan.

Program
Delapan program yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan dalam

pembangunan bidang kehutanan.

(1)

(2)

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
Program ini ditujukan untuk mempercepat rehabilitasi hutan dan mengurangi lahan

kritis
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan.

Tujuan program ini untuk merencanakan dan melaksanakan alih fungsi hutan untuk
pengembangan wilayah/kawasan tertentu.
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(3) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan hasil hutan secara
berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme sumberdaya aparatur
dan petani hutan

(5) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.
Tujuan program ini untuk menegakkan hukum dalam perlindungan hutan serta
mengurangi pembalakan liar dan penebangan hutan.

(6) Program Peningkatan Produksi Perkebunan.

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan produksi hasil perkebunan melalui
penyediaan benih bermutu dan agro input yang sesuai dengan kondisi daerah di
tingkat petani.

(7) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan.
Program ini ditujukan untuk mengembangkan sentra-sentra komoditas unggulan
perkebunan dan pengembangan jaringan distribusi hasil perkebunan ke pasar.

(8) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan.
Program ini bertujuan untuk mengembangkan kapasitas pengembangan dan penggunaan
teknologi pra dan pasca panen.

8.3.4. PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP

Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara saat ini belum banyak mencemari
lingkungan perairan, lahan, dan udar, karena industri pengolahan yang menjadi penghasil
limbah belum berkembang. Berbagai industri pengolahan perlu dikembangkan untuk
meningkatkan nilai tambah produk pertanian, perikanan, dan pariwisata sehingga dapat
pula meningkatkan daya saing namun demikian upaya pencegahan dan pengendalian
dampak limbah akibat pengembangan industri proses terhadap lingkungan perlu
direncanakan dengan baik dan lebih fokus.

Lahan kritis yang sangat luas yakni 61.364,7 hektar atau 93,85 persen dari hutan
yang ada dengan laju peningkatan 2.200 hektar per tahun di sektor kehutanan akan
menyebabkan penurunan daya simpan air hujan. Lahan kritis juga dapat menyebabkan
erosi tinggi yang berakibat terjadinya pendangkalan dan peningkatan kekeruhan di
ekosistem pesisir dan dapat merusak ekosistem padang lamun dan terumbu karang.
Padang lamun dan terumbu karang merupakan penopang utama produktivitas kawasan
pesisir sehingga program-program rehabilitasi lahan kritis perlu diprioritaskan dan
pengendalian dampak keberadaan lahan kritis terhadap ekosistem pesisir perlu dilakukan.

Penangkapan ikan oleh masyarakat yang menggunakan potassium, bom, dan
trawl! juga telah merusak ekosistem pesisir terutama terumbu karang sehingga diperlukan
upaya penghentian penangkapan ikan yang merusak lingkungan dan melanggar hukum.
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Abrasi pantai dan kenaikan permukaan laut yang disebabkan oleh pemanasan
global dikhawatirkan dapat menenggelamkan beberapa pulau kecil di wilayah Kabupaten
Maluku Tenggara yang memiliki topografi datar. Selain itu posisi Kabupaten Maluku
Tenggara yang terletak di daerah pertemuan lempeng tektonik akan menyebabkan daerah
ini memiliki kerawanan bencana gempa tektonik dan bencana alam lainnya seperti
bencana tsunami dan bencana longsor. Fenomena alam tersebut perlu disikapi sejak dini
dengan model-model perencanaan berbasisi mitigasi.

A. Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang lingkungan hidup dalam
lima tahun ke depan yaitu :

(1) Kesadaran masyarakat tentang fungsi lingkungan hidup yang keberlanjutan masih
kurang;

(2) Stok air pemukaan yang menurun akibat lahan kritis yang luasnya terus meningkat;

(3) Penangkapan ikan dengan potassium, bom, dan traw/ menyebabkan terjadinya
kerusakan pesisir;

(4) kerangka regulasi daerah yang mengakomodir tentang hak-hak adat masyarakat
dalam pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan keseimbangan
lingkungan belum tersedia;

(5) Penegakan hukum secara adil dan tegas di bidang lingkungan hidup masih lemah;
(6) Ruang terbuka hijau di perkotaan masih terbatas;

(7) Sumber daya aparatur di bidang analisis dan pengendalian lingkungan masih
terbatas.

B. Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang lingkungan hidup pada
tahun 2013 yaitu :

(1)  Tercapainya peningkatan kesadaran dan pengetahunan masyarakat pada fungsi
lingkungan hidup;

(2) Tersedianya kawasan konservasi minimal seluas 10.000 hektar, pengendalian
pencemaran lingkungan seperti baku mutu (limbah, laut, air permukaan, tanah, dan
lain-lain), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), terwujudnya perangkat
regulasi daerah yang mengakomodir hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan,
pemanfaatan, serta pengawasan sumber daya alam secara lestari yang meliputi
kawasan konsevasi air, kawasan konsevasi mangrove, kawasan konsevasi Terumbu
Karang, kawasan konservasi Padang Lamun, kawasan konservasi Estuari, serta
kawasan koservasi teluk.

(3) Terkendalinya pencemaran dan kerusakan ekosistem pesisir akibat pemanfaatan
yang tidak ramah lingkungan yang ditandai dengan menurunnya kegiatan-kegiatan
pembakaran hutan, penambangan pasir tanpa ijin, serta menurunnya penggunaan
potasium dan bom di perairan dan lain-lain;
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(4)  Tercapainya peningkatan luasan dan kualitas ruang terbuka hijau seluas 30 persen
wilayah perkotaan dan peningkatan kualitas pengelolaan persampahan perkotaan;

(5)  Tercapainya peningkatan kapasitas Kelembagaan lingkungan hidup.

C. Arah Kebijakan
Kebijakan pembangunan dan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Maluku
Tenggara pada lima tahun ke depan diarahkan untuk :

(1) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peranan lingkungan hidup bagi
keberlajutan sumberdaya alam dan pembangunan;

(2)  Meningkatkan perlindungan dan pengendalian pencemaran lingkungan melalui
penetapan kerangka regulasi daerah tentang pelestarian lingkungan hidup, tentang
hak-hak adat masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, sosialisasi dan
penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas;

(3) Meningkatkan kawasan konsenvasi daerah sumber daya alam melalui penetapan
regulasi daerah;

(4) Memperbaiki ekositem lingkungan terutama perairan dan kelautan, memperluas
penerapan etika lingkungan, serta meningkatkan partisipasi dan kearifan budaya
lokal sehingga lingkungan dapat memberikan kenyamanan dan keindahan;

(5) Meningkatkan pembangunan perkotaan yang ramah lingkungan, bersih dan indah;

(6)  Menguatkan kapasitas kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan
hidup melalui pembentukan Lembaga Pengendalian Lingkungan Hidup dan
peningkatan sumber daya aparatur yang berkualitas.

D. Program
Sepuluh program yang akan dilaksanakan untuk pembangunan dan pengelolaan
lingkungan hidup di Kabupaten Maluku Tenggara yaitu :

(1) Program Pengendalian kebakaran hutan.
Program ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahunan
masyarakat tentang bahaya kebakaran dan kerusakan hutan.

(2) Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan
konservasi laut dan hutan.
Program ini ditujukan untuk meningkatkan pengembangan ekowisata dan
pengembangan jasa lingkungan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi pada
kawasan-kawasan konservasi.

(3) Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Program ini ditujukan untuk meningkatkan perlindungan serta peningkatan upaya-
upaya konservasi sumber daya alam secara berkelanjutan.

(4) Program Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA
Program ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian dan
pengawasan pemanfatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
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(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

8.4.

Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam.
Program ini ditujukan untuk melaksanakan rehabilitasi dan pemulihan cadangan
sumber daya alam.

Program Pengelolaan dan Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

Tujuan program ini untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan ekosistem
pesisir akibat pemanfaatan yang tidak ramah lingkungan yang ditandai dengan
menurunnya kegiatan-kegiatan penggunaan potasium dan bom di perairan dan
lain-lain.

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.
Tujuan program ini untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan ekosistem
kepulauan akibat pemanfaatan yang tidak ramah lingkungan.

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
Program ini ditujukan untuk meningkatkan luas dan kualitas ruang terbuka hijau di
wilayah ibukota Kabupaten Maluku Tenggara.

Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan
perkotaan, sehingga tudak mengganggu keseimbangan dan fungsi lingkungan
hidup perkotaan.

Program Peningkatan kapasitas kelembagaan.
Program ini bertujuan untuk membentuk kelembagaan dan meningkatkan jumlah
dan kualitas aparatur bidang lingkungan hidup.

MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Kualitas SDM juga merupakan syarat mutlak bagi peningkatan daya saing suatu

daerah. Pembangunan pendidikan dan kesehatan merupakan investasi jangka panjang
dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peranannya juga sangat penting untuk
menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Komitmen pemerintah daerah terhadap
peningkatan kualitas SDM harus tercermin pada kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
yang ditunjang dengan kebijakan anggaran yang lebih berpihak.

8.4.1.

PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN

Dalam pembangunan bidang pendidikan, tantangan yang sementara kita hadapi

adalah bagaimana menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas yang dapat
diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, untuk meningkatkan proporsi penduduk yang
berpendidikan lebih tinggi. Kondisi ini antara lain terlihat dari, masih belum tercapainya
angka partisipasi kasar dan partisipasi murni pada semua jenjang pendidikan, mulai dari
SD/MTs, SMP/MI dan SMA/SMK/MA. Juga masih terlihat dari adanya kesenjangan
partisipasi pendidikan antara kelompok masyarakat di perkotaan dan pedesaan, antara
penduduk miskin dan penduduk yang sudah mampu. Pendidikan nonformal yang
berfungsi sebagai transisi dari dunia sekolah ke dunia kerja maupun sebagai bentuk
pendidikan sepanjang hayat, juga belum dapat diakses secara luas oleh masyarakat.
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A.

Permasalahan
Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan bidang pendidikan di

Kabupaten Maluku Tenggara, yaitu :

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

B.

Angka Partisipasi Murni pada jenjang SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA masih
rendah;

Prasarana dan sarana pendidikan belum memadai;

Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan masih rendahnya yang ditunjukkan oleh
masih banyak guru yang belum memenuhi syarat kompetensi;

fasilitas pendukung sarana pendidikan masih kurang untuk mendukung proses
belajar seperti laboratorium dan perpustakaan;

Rasio dan penyebaran tenaga guru khususnya guru bidang studi belum sebanding
dengan jumlah murid terutama di daerah pedesaan;

Kemampuan manajemen pendidikan masih lemah;
Pembinaan dan perhatian terhadap pengembangan sekolah swasta masih lemah;
Pendidikan berkualitas yang mempunyai nilai komparatif dan kompetitif belum

dapat diwujudkan.

Sasaran
Sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2013 dalam rangka pengembangan

pelayanan pendidikan meliputi :

(1)

()

(3)

(4)

(5)

C.

Tercapainya nilai APK SD/MI sebesar 100 persen, SMP/MTS sebesar 98 persen, dan
SMA/SMK/MA sebesar 95 persen serta APM SD/MI sebesar 95 persen, SMP/MTS
sebesar 90 persen, dan SMA/SMK/MA sebesar 85 persen;

Terwujudnya peningkatan kuantitas, kualitas, dan distribusi pendidik dan tenaga
kependidikan yang ditandai dengan persentase guru yang memenuhi standar
kompetensi di tingkat SD sebesar 60 persen, SLTP 75 persen, dan SLTA 80 persen;
serta distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang merata;

Tersedianya layanan pendidikan non formal yang berkualitas dan dapat diakses
secara luas;

Terbangunnya fasilitas pendukung sarana pendidikan seperti laboratorium dan
perpustakaan yang merata ke sekolah-sekolah;

Terwujudnya manajemen sekolah berbasis Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
untuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang konsisten sesuai dengan
tuntutan kebutuhan daerah.

Arah Kebijakan
Pencapaian sasaran di atas diterapkan dengan kebijakan pengembangan

pendidikan yang diarahkan untuk :
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)
(9)

D.

Menyediakan akses yang luas terhadap kesempatan memperoleh pelayanan
pendidikan yang bermutu dan terjangkau diserta pembebasan biaya pendidikan di
tingkat SD/MI sampai dengan SMA/SMK/MA dalam rangka perwujudan Wajib
Belajar 12 Tahun;

Menyediakan dan membangun prasarana dan sarana pendidikan (RKB) yang
memadai dengan rasio murid dan ruang kelas parmanen yang sebanding;

Mendorong dan mengembangkan kualitas pendidikan kejuruan
kelautan/perikanan, pariwisata dan pertanian;

Mendorong dan memfasilitasi peningkatan layanan pendidikan tinggi yang
berkualitas;

Meningkatkan penyetaraan, kompetensi, serta penyebaran pendidik dan tenaga
kependidikan secara merata di setiap sekolah;

Mengembangkan dan peningkatkan kualitas layanan pendidikan non formal;

Menyediakan dan membangun prasarana dan sarana pendidikan lain yang
memadai;

Mengembangkan sistem manajemen pendidikan yang berkualitas;
Meningkatkan sistem pengelolaan pengajaran melalui pendekatan KBK dan MBS.

Program Pembangunan
Tujuh program yang dilaksanakan dalam rangka perwujudan pengembangan

pendidikan yaitu :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Program Pendidikan Anak Usia Dini.
Program ini ditujukan untuk menyelenggarakan layanan pendidikan usia dini yang
berkualitas.

Program Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Program ini ditujukan untuk menyediakan dan menyelenggarakan layanan
pendidikan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang berkualitas dan
dapat diakses secara luas oleh masyarakat.

Program Pendidikan Menengah.

Program ini ditujukan untuk menyediakan dan menyelenggarakan layanan
pendidikan menengah dan kejuruan yang berkualitas dan dapat diakses secara luas
oleh masyarakat.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan.
Program ini ditujukan untuk kualifikasi akademik dan kompetansi pendidik dan
tenaga kependidikan.

Program Pendidikan Non Formal.
Program ini ditujukan untuk menyelenggarakan layanan pendidikan non formal
yang berkualitas dan dapat diakses oleh masyarakat.

Program Pendidikan Luar Biasa.
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Program ini ditujukan untuk menyelenggarakan layanan pendidikan luar biasa yang
berkualitas dan dapat diakses oleh masyarakat.

(6) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.
Program ini ditujukan untuk meningkatkan pengembangan minat dan budaya baca
dikalangan siswa dan masyarakat.

(7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
Program ini ditujukan untuk mewujudkan manajemen sekolah berbasis Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS) untuk Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang konsisten
sesuai dengan tuntutan kebutuhan daerah

8.4.2. PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN

Pembangunan bidang kesehatan sebagai investasi bagi peningkatan kualitas SDM
akan ikut menentukan baik tidaknya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu
daerah atau bangsa. Di Kabupaten Maluku Tenggara, kesehatan yang merupakan
komponen penting sebagai salah satu indikator pembentukan kualitas SDM itu, saat ini
masih dihadapkan dengan terbatasnya akses masyarakat terhadap pelayanan yang
berkualitas dan terjangkau.

Kondisi ini disebabkan karena masih terbatasnya prasarana dan sarana kesehatan,
tenaga medis dan paramedis, serta ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang
dapat dijangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk mendekatkan dan meningkatkan
kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka standar kebutuhan fasilitas
kesehatan perlu ditingkatkan menjadi lebih baik, melalui penempatan tenaga medis dan
paramedis di pusat-pusat rujukan, yang didukung oleh fasilitas kesehatan yang memadai
termasuk obat-obatan dan sarana penunjang kesehatan lainnya serta aksesibilitas ke
pusat-pusat rujukan kesehatan.

A. Permasalahan
Pengembangan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Maluku
Tenggara masih menghadapi berbagai permasalahan sebagai berikut :

(1)  Pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang cara hidup sehat, kebersihan dan
sanitasi lingkungan, serta perbaikan gizi masih rendah;

(2)  Jangkauan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama bagi penduduk miskin
masih terbatas;

(3)  Status gizi bayi dengan kekurangan energi protein dan lainnya masih tinggi;
(4) Tenaga-tenaga kesehatan yang bermutu dan profesional masih terbatas;
(5)  Ancaman penyebaran penyakit menular masih tinggi;

(6)  Sarana prasarana dan alat kesehatan yang belum memadai serta belum optimalnya
kinerja pelayann kesehatan;

(7) Peralatan, obat-obatan, fasilitas, dan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum
Daerah masih terbatasnya.
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B.

Sasaran
Sasaran yang hendak dicapai dari pembangunan bidang kesehatan pada tahun 2013

untuk mengembangkan pelayanan kesehatan yaitu :

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)

C.

Tercapainya Angka Harapan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 72 tahun di
tahun 2013;

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat
yang kurang mampu;

Tercapainya Angka Kematian Bayi sebesar 22 per 1.000 kelahiran hidup dan Angka
Kematian Ibu Melahirkan 125 per 100.000 kelahiran hidup;

Tercapainya prevalensi gizi buruk dibawah 1 persen dan gizi kurang dibawah 5
persen;

Tercapainya penurunan prevalensi penyakit menular;
Tercapainya penggunaan 100 persen garam beryodium di masyarakat;

Tercapainya pembangunan dan peningkatan kapasitas prasarana dan sarana
kesehatan yang memadai termasuk fasilitas pendukungnya;

Terwujudnya peningkatan kuantitas, kualitas dan distribusi tenaga medis dan para

medis yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan karakteristik daerah;

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat
kurang mampu, melalui pelayanan jaminan kesehatan dan asuransi kesehatan.

Arah Kebijakan
Kebijakan untuk mencapai sasaran pengembangan pelayanan pendidikan pada

tahun 2013 diarahkan untuk :

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)

Meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat masyarakat
untuk memahami pentingnya cara-cara hidup yang sehat;

Menyediakan pelayanan kesehatan yang gratis dan asuransi kesehatan bagi
keluarga miskin melalui program Jamkesnas dan Jamkesda;

Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan bayi untuk menekan seminim mungkin
angka kematian ibu melahirkan dan bayi;

Meningkatkan kualitas gizi penduduk terutama bayi, balita, ibu hamil, perempuan
dewasa, dan manusia lanjut usia (Manula);

Meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
Meningkatnya penggunaan 100 % garam beryodium;
Meningkatkan kapasitas sarana prasarana dan peralatan kesehatan;

Meningkatkan dan mengembangkan layanan rumah sakit rujukan yang memadai
dan berkualitas;
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9)

yaitu :
(1)

()

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Menyediakan dan meningkatkan baik dari segi jumlah, mutu dan penyebaran
tenaga medis dan paramedis yang menunjang pelayanan kesehatan.

Program Pembangunan
Tujuh belas program yang dilaksanakan untuk pengembangan pelayanan kesehatan

Program Peningkatan pelayanan kesehatan lansia.
Tujuan program ini untuk mencapai peningkatan Angka Harapan Hidup Manusia
Kabupaten Maluku Tenggara

Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Tujuan program ini untuk memberikan pemahaman dan memberdayakan
masyarakat untuk berpartisipasi mengembangkan pola hidup sehat.

Program Pengembangan Lingkungan sehat.
Tujuan program ini untuk memberikan penyuluhan dan pembelajaran kepada
masyarakat tentang pengembangan lingkungan yang sehat.

Program Standarisasi pelayanan kesehatan.

Tujuan program ini untuk mengembangkan suatu standarisasi pelayanan kesehatan
di seluruh unit-unit pelayanan kesehatan untuk mewujudkan peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan yang merata di Maluku Tenggara.

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.
Tujuan program ini untuk membuka akses dan meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan gratis kepada penduduk miskin.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
Tujuan program ini untuk mengembangkan kualitas hidup dan kesehatan
masyarakat.

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita.
Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan dalam rangka
peningkatan derajat kesehatan anak balita.

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.
Tujuan program ini adalah untuk menurunkan angka kematian bayi dan angka
kematian ibu melahirkan di Kabupaten Maluku Tenggaran.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat.

Tujuan program ini untuk perbaikan gizi masyarakat dan menurunkan angka
prevalensi gizi kurang dan gizi buruk serta gangguan kesehatan akibat kekurangan
yodium (GAKY).

Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
Tujuan program ini untuk mencegah dan menanggulangi sekaligus menurunkan
prevalensi penyakit menular

Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas / Pustu dan jaringannya.

RPJMD Kab. Maluku Tenggara Tahun 2008 - 2013 110



Tujuan program ini untuk membangun, meningkatkan dan memelihara prasarana
dan sarana kesehatan seperti puskesmas dan jaringannya secara memadai
termasuk fasilitas pendukungnya.

(12) Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit.
Tujuan program ini untuk membangun, meningkatkan, dan memelihara prasarana
dan sarana Rumah Sakit yang memadai termasuk fasilitas pendukungnya.

(13) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.
rogram ini bertujuan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit
Umum Daerah yang ada bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

(14) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.
Tujuan program ini untuk penyediaan dan pendistribusian obat dan perbekalan
kesehatan keseluruh Puskesmas dan jaringannya dalam rangka pelayanan
kesehatan masyarakat.

(15) Program Pengawasan Obat dan Makanan.
Tujuan program ini adalah untuk mengawasi peredaran obat dan makanan di
pasaran baik yang terlarang, tidak terdaftar atau kadaluwarsa dalam rangka
memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat.

(16) Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan.
Tujuan program ini adalah untuk mengawasi dan mengendalikan faktor kebersiham
dan kesehatan makanan yang disediakan oleh para penjual, rumah makan, restoran
dan lain-lain.

(17) Program kemitraan pelayanan kesehatan.
Tujuan program ini untuk membangun koordinasi dan kerja sama dengan pihak lain
dalam hal penyuluhan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

8.4.3. PEMBANGUNAN KEAGAMAAN

Pembangunan agama diharapkan dapat memantapkan fungsi dan peran agama
sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan dan sebagai upaya sistematis
untuk membina akhlak mulia dan memupuk etos kerja, serta sebagai kekuatan pendorong
guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Pembangunan bidang keagamaan
tentunya ditujukan untuk terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral,
bertagwa, d an berbudaya bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh
toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Dengan demikian pelaksanaan ritual-ritual
keagamaan harus didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana keagamaan.

A. Permasalahan
Pembangunan bidang agama di Kabupaten Maluku Tenggara masih menghadapi
permasalahan sebagai berikut :
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(1)

(2)

(3)

B.

Sebagian besar masyarakat masih pada tataran simbol-simbol keagamaan dan
belum sepenuhnya mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dalam kehidupan
sehari-hari sehingga ajaran agama mengenai etos kerja, penghargaan pada prestasi,
dan dorongan untuk mencapai kemajuan belum dapat diwujudkan sebagai inspirasi
yang mampu menggerakkan masyarakat dalam membangun;

Prasangka sosial yang negatif antarkelompok masih ada sehingga rasa saling
menghormati perbedaan belum benar-benar pulih;

Sentimen dan solidaritas kelompok yang menonjolkan ekseklusivitas berbasis

agama masih tinggi.

Sasaran
Sasaran yang hendak dicapai dari pembangunan bidang agama di Kabupaten

Maluku Tenggara pada tahun 2013 yaitu :

1)

2)

3)

C.

Terwujudnya peningkatan pembangunan prasarana dan sarana ibadah melalui
pemberian bantuan pembangunan sarana peribadatan untuk mendorong
peningkata partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana ibadah;

Terwujudnya peningkatan kapasitas, kualitas, serta peran lembaga sosial
keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan;

Terwujudnya forum-forum komunikasi yang berkualitas antarumat beragama dan
antaretnis serta meningkatnya pemahaman tentang pluralitas dan wawasan
multikultur.

Arah Kebijakan
Kebijakan pembangunan di bidang keagamaan di Kabupaten Maluku Tenggara

selama lima tahun ke depan diarahkan untuk :

1)

2)

3)

D.

Mendorong peningkatan pembangunan prasarana dan sarana peribadatan serta
partisipasi masyarakat dalam pembangunan prasarana dan sarana agama melalui
pemberian  bantuan-bantuan pembangunan sarana  peribadatan  untuk
meningkatkan kualitas kehidupan beragama;

Meningkatan kapasitas, kualitas, serta peran lembaga sosial keagamaan dan
lembaga pendidikan keagamaan untuk ikut berperan secara aktif dalam
mewujudkan kualitas keimanan dan ketagwaan serta semangat toleransi umat
beragama;

Mendorong dan memfasilitas forum-forum dialog dan komunikasi antarumat
beragama, dan antaretnis, serta mendorong peningkatan pemahaman dan
penghargaan terhadap pluralitas.

Program
Tiga program yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran

pembangunan bidang agama selama lima tahun ke depan.
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(1) Bantuan keagamaan (Sarana dan Prasarana Peribadatan)
Program ini ditujukan untuk mendorong/membantu pembangunan sarana ibadah
dalam rangka meningkatkan kadar keimanan dan ketgwaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa.

(2) Program pembinaan/pendidikan agama.
Program ini ditujukan untuk meningkatkan peningkatan kapasitas, kualitas, serta
peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam
pembinaan umat.

(3) Pembinaan kerukunan antarumat beragama.
Program ini ditujukan untuk mewujudkan forum-forum komunikasi yang
berkualitas antarumat beragama dan antaretnis serta meningkatnya pemahaman
tentang pluralitas dan wawasan multikultur.

8.4.4. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kependudukan yang terintegrasi juga
sangat dibutuhkan baik secara nasional dan daerah. Berbagai kebijakan pemerintah ke
arah penertiban dan penguatan penyelenggaraan adminitrasi kependudukan perlu
didukung dengan penyusunan dan penetapan kerangka regulasi daerah untuk mendorong
terselenggaranya administrasi kependudukan yang handal.

A. Permasalahan
Permasalahan bidang kependudukan dan Catatan Sipil yang masih dihadapi
Kabupaten Maluku Tenggara yaitu :

1) Kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan setiap peristiwa
kependudukan dan tentang pentingnya dokumen kependudukan masih rendah;

2) Sumber daya pengelola administrasi kependudukan masih terbatas dan
kelembagaan daerah yang mengurusi tugas pokok dan fungsi administrasi
kependudukan dan catatan sipil belum terbentuk;

3) Kerangka regulasi daerah sebagai implementasi dari UU Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan belum ditetapkan.

B. Sasaran
Sasaran pembangunan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang hendak dicapai
pada tahun 2013 meliputi :

1) Tersedinya prasarana dan sarana pelayanan administrasi kependudukan yang
berkualitas yang ditandai dengan teruwujudnya 100 persen penduduk wajib KTP
memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), 100 persen wajib
Akta Catatan Sipil memiliki Akte Kelahiran, Perkawinan dan Kematian serta
terwujudnya tertib administrasi kependudukan di Desa;

2) Terbangunnya pangkalan data kependudukan (data base) yang handal.
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C. Arah Kebijakan
Kebijakan pembangunan bidang kependudukan dan Catatan Sipil selama lima tahun
ke depan diarahkan untuk :

(1) Mengembangkan prasarana dan sarana administrasi kependudukan, penguatan
kelembagaan dan regulasi untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan;

(2) Mengembangkan sistem data base (pangkalan data) yang berkualitas, akurat dan
lengkap dalam rangka peningkatan pelayanan.

D. Program
Tiga program yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan untuk mencapai
sasaran pembangunan kependudukan dan Catatan Sipil.

(1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Program ini ditujukan untuk menyediakan prasarana dan sarana pelayanan
administrasi kependudukan yang memadai sesuai dengan tuntutan kebutuhan
pelayanan

(2) Program Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Catatan Sipil.
Program ini ditujukan untuk membangun pangkalan data kependudukan yang
handal, dan akurat yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan.

(3) Program Penataan Administrasi Kependudukan.
Program ini ditujukan untuk membangun pangkalan data kependudukan yang
handal

8.4.5. PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN

Aktivitas pekerjaan penduduk di Kabupaten Maluku Tenggara pada umumnya di
bidang pertanian, pertambangan dan galian, industri, listrik, gas, dan air, konstruksi,
perdagangan, transportasi dan komunikasi, keuangan, jasa, dan lainya. Aktifitas yang
dominan pada jenis pekerjaan pertanian. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) kurang
lebih 70 persen. Angka ini menunjukan perlunya peningkatan lapangan kerja yang cukup
untuk menampung banyaknya penduduk usia kerja pada setiap tahunnya. Pada tahun
2007 dari sekitar 66.879 jiwa angkatan kerja yang tercatat terdapat sekitar 60.985 jiwa
yang bekerja atau tingkat kesempatan kerja yang ada mencapai sekitar 91,19 persen.
Angkatan kerja yang termasuk ke dalam mencari pekerjaan mengalami penurunan
menjadi 5.894 jiwa atau terdapat angka pengangguran terbuka sekitar 8,81 persen.

A. Permasalahan
Pengembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Maluku Tenggara masih menghadapi
berbagai permasalahan, yaitu :

(1)  Sebagian besar tenaga kerja mempunyai tingkat pendidikan yang rendah dan belum
mempunyai keahlian/ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
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(2) Pembinaan dan pelatihan bagi tenaga kerja dengan tujuan meningkatkan
pengetahuan, ketrampilan/keahlian belum berjalan karena belum didukung dengan
penyediaan Balai Latihan Kerja (BLK), instruktur yang berpengalaman, serta sarana
pembinaan dan pelatihan tenaga kerja trampil yang memadai.

(3) Angka pengangguran yang tinggi dan terbatasnya lapangan kerja sebagai akibat
tingkat pendidikan pencari kerja yang rendah dan pertumbuhan investasi yang
lamban sehingga belum dapat menciptakan lapangan kerja di daerah;.

(4)  Hubungan-hubungan industrial antara buruh dengan pemilik usaha belum berjalan
secara optimal karena kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundangan
perburuhan, sehingga sering PHK yang dilakukan perusahaan masih belum
prosedural dan sepihak dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja masih lemah;

(5)  Penanganan pengangguran masih belum optimal karena pemberian pelatihan,
bantuan peralatan, modal usaha bagi mereka yang menciptakan lapangan kerija,
serta pelaksanaan program-program padat karya belum banyak dilaksanakan.

B. Sasaran
Sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2013 dalam bidang ketenagakerjaan di
Kabupaten Maluku Tenggara, yaitu :

(1) Tersedianya BLK dengan dukungan sarana dan SDM yang memadai untuk
menunjang tercapainya peningkatan kualitas keahlian dan ketrampilan tenaga kerja
yang berorientasi pada bidang kelautan dan perikanan; sesuai dengan permintaan
pasar kerja;

(2) Tersedianya lapangan perkejaan yang luas dan beragam dengan angka
pengangguran tidak lebih dari 10 persen dengan titik berat pada bidang kelautan
dan perikanan, perdagangan, dan pariwisata;

(3) Terwujudnya sistem gaji/tunjangan dan hubungan industrial yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

C. Arah Kebijakan
Pencapaian sasaran pengembangan ketenagakerjaan pada tahun 2013 dilaksanakan
dengan arah kebijakan untuk :

(1) Menyediakan prasarana dan sarana pembinaan dan pelatihan tenaga kerja
didukung oleh kesempatan magang untuk tenaga kerja yang telah dibina;

(2)  Meningkatkan kualitas SDM tenaga kerja lokal terutama yang memiliki latar
belakang pendidikan rendah melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan bidang
keahlian yang sesuai dengan permintaan pasar kerja;

(3) Mendorong investasi dan penyediaan lapangan pekerjaan secara terus menerus
terutama pada sektor-sektor primer seperti kelautan dan perikanan;

(4)  Pengembangan program-program padat karya dengan tujuan mengatasi masalah
pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat;
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(5) Meningkatkan kampanye kesehatan dan keselamatan kerja serta hubungan
industrial yang harrmonis antara tenaga kerja dengan perusahaan sehingga dapat
menekan terjadinya sengketa-sengketa antara buruh dan pemilik usaha.

D. Program Pembangunan
Tiga program vyang dilaksanakan untuk perwujudan pengembangan
ketenagakerjaan dan Transmigrasi yaitu :

(2) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
Program ini ditujukan untuk membentuk dan mengembangkan kapasitas
kelembagaan BLK sebagai sarana pendidikan dan pelatihan keahlian dan
ketrampilan tenaga kerja yang berorientasi pada bidang keluatran dan perikanan.

(2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
Program ini ditujukan untuk menyediakan informasi ketenagakerjaan,
mengembangkan kerja sama pelatihan tenaga kerja, serta mempersiakan tenaga
kerja siap pakai.

(3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.
Program ini ditujukan untuk memfasilitasi pengembangan hubungan industrial,
penyelesaian perselisihan hubungan industrial, perlindungan hukum dan jaminan
ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatankerja.

8.4.6. PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kepemudaan dan olahraga merupakan bagian penting dari peningkatan kualitas
SDM. Kepemudaan yang sarat dengan semangat kepeloporan dan kreativitas perlu
diarahkan sebagai sumber daya pembangunan. Pembangunan bidang olahraga yang sarat
dengan semangat sportivitas dan prestasi juga harus dapat digunakan sebagai wahana
pengembangan kualitas SDM. Pembentukan karakteristik manusia Maluku Tenggara
sebagai sumber daya pembangunan yang tangguh ditentukan oleh kualitas fisik dan non-
fisik yang dapat dibangun antara lain melalui berbagai kegiatan olahraga pendidikan,
olahraga prestasi, dan olahraga minat.

A. Permasalahan
Permasalahan pengembangan kepemudaan dan olah raga yang masih dihadapi
Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, yaitu :

(1)  Partisipasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan dan motivasi pemuda
untuk membangun kualitas diri masih rendah;

(2) Kemampuan kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan pemuda masih
rendah dan keterlibatan pemuda dengan tindakan negatif seperti kriminilitas,
minuman keras, dan psikotropika masih maraknya;

(3) Koordinasi antara pengurus daerah cabang olah raga dengan KONI dan para
pemangku kepentingan lainnya masih rendah;
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(4)

(5)

(6)

B.

Kelembagaan dan manajemen pembinaan masih lemah serta sarana prasarana olah
raga yang belum memenubhi standar;

Penyelenggaraan event-event olahraga tingkat daerah belum diatur dengan
penjadwalan yang jelas dan pencarian bibit atlit dan pembinaan prestasi belum
optimal;

Pola kemitraan dan dukungan untuk pengembangan olahraga belum ada.

Sasaran
Sasaran yang hendak dicapai dalam pengembangan kepemudaan dan olahraga

pada tahun 2013 meliputi :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

C.

Terwujudnya peningkatan motivasi, peran, dan partisipasi pemuda dalam kegiatan
pembangunan secara lebih luas;

Tercapainya peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi kepemudaan dalam
membina semangat kepeloporan dan kepemimpinan pemuda;

Tercapainya peningkatan prestasi olahraga Kabupaten Maluku Tenggara pada
event-event provinsi, regional, dan nasional terutama cabang-cabang yang memiliki
potensi atlit yang cukup di Kabupaten Maluku Tenggara;

Tercapainya peningkatan kemampuan manajemen kelembagaan pembinaan oleh
raga serta peningkatan kerjasama antara pengurus cabang olahraga dengan para
pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan prestasi olah raga;

Terwujudnya peningkatan prasarana dan sarana olahraga yang sesuai standar

sesuai kebutuhan daerah.

Arah Kebijakan
Kebijakan pembangunan kepemudaan dan olah raga untuk jangka waktu lima tahun

ke depan diarahkan untuk :

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

D.

Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan;
Meningkatkan budaya dan kesadaran politik generasi muda;

Menguatkan nilai-nilai  kesetiakawanan, kewirausahaan, solidaritas, dan
kepemimpinan;

Menyelenggarakan event — event olahraga minat, olahraga pendidikan, dan
olahraga prestasi;

Menguatkan kelembagaan dan manajemen olahraga;
Menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang sesuai standar dan kebutuhan

daerah;.

Program
Enam program yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan untuk

mencapai sasaran pembangunan kepemudaan dan olahraga yaitu :
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(2) Program peningkatan peranserta kepemudaan.
Tujuan program ini untuk meningkatkan motivasi, peran, dan partisipasi pemuda
dalam kegiatan pembangunan secara lebih luas

(2) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda.
Tujuan program ini untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas organisasi
kepemudaan dalam membina semangat kepeloporan dan kepemimpinan pemuda

(3) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup
pemuda
Tujuan program ini untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas organisasi
kepemudaan dalam membina semangat kepeloporan dan kewirausahaan pemuda

(4) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
Tujuan program ini untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pemasyarakatan
olahraga dalam masyarakat untuk meningkatkan prestasi olahraga.

(5) Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga.
Tujuan program ini untuk meningkatkan kemampuan manajemen kelembagaan
pembinaan olehraga serta meningkatkan kerjasama antara pengurus cabang
olahraga dengan para pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan prestasi
olahraga

(6) Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga.
Tujuan program ini untuk meningkatkan prasarana dan sarana olahraga yang sesuai
standar sesuai kebutuhan daerah

8.5. AKSELERASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGUATAN SISTEM ADAT
LOKAL SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN

Percepatan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya besar untuk
menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Selama ini program-program
pemberdayaan cenderung berjalan lamban serta belum sepenuhnya menyentuh
kebutuhan masyarakat miskin secara langsung. Masyarakat juga belum dilibatkan
langsung secara aktif secara dalam proses pengambilan keputusan. Program-program
pemberdayaan telah banyak digulirkan namun demikian program-program tersebut
belum sinergis dan cenderung tumpang tindih sehingga tidak efektif.

8.5.1. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Tujuan utama dari program pemberdayaan yaitu meningkatkan kemampuan
masyarakat miskin secara ekonomi dan sosial, menumbuhkan kemandirian, dan
menggalang partisipasi melalui kultur kewirausahaan dan kegiatan usaha ekonomi
produktif berbasis sumber daya lokal (kepulauan) yang berkelanjutan. Dalam hubungan ini
program-program pemberdayaan yang digulirkan diharapkan akan bersinergis antar setiap
Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang berbasis pada pengembangan komoditas unggulan
di bidang kelautan dan perikanan, pertanian dan perkebunan.
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A.

Permasalahan
Masalah-masalah yang masih perlu ditanggulangi dengan program-program

pemberdayaan masyarakat antara lain :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

B.

Angka kemiskinan masih tinggi yakni sebesar 32,6 persen pada tahun 2006 dan
sebagian besar berada di perdesaan yang terpencil dan tertinggal;

Pemanfaatan SDA belum optimal sebagai akibat masih rendahnya pengetahuan
masyarakat;

Usaha-usaha yang dapat menciptakan lapangan kerja seperti industri pengolahan
belum banyak berkembang;

Program-program pemberdayaan vyang disertai dengan pendampingan
pelaksanaannya belum optimal serta sistem dan proses perencanaan partisipatif
dari bawah belum maksimal;

Tingkat keterampilan tenaga kerja masih relatif rendah dan kesempatan kerja
masih terbatas.

Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna.

Sasaran
Sasaran yang hendak dicapai dari pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Maluku

Tenggara pada tahun 2013 yaitu :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

tahun

(1)

(2)

Tercapainya penurunan angka kemiskinan lebih rendah dari 25 persen dan angka
pengangguran di bawah 7 persen;

Terbentuknya 60 kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat yang membuka
lapangan kerja baru;

Tercapainya efektivitas dan akuntabilitas pemanfaatan dana bantuan desa bagi
pembangunan desa;

Tercapainya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
desa;

Tercapainya peningkatan kemampuan penguasaan dan pemanfaatan teknologi
tepat guna dalam mengolah sumber daya;

Arah Kebijakan
Kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara selama lima
ke depan diarahkan untuk :

Meningkatkan kualitas dan alokasi program-program pemberdayaan vyang
melibatkan masyarakat miskin secara aktif;

Mendorong dan membina kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif
masyarakat;
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(3)

(4)

(5)

D.

Meningkatkan jumlah dan bantuan dana pembangunan desa serta mengefektifkan
pengelolaan dan pertanggungjawaban dana tersebut untuk peningkatan
pembangunan desa;

Mengintensifkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa
yang dibiayai dengan dana-dana yang bersumber dari APBD dan APBN;

Mendorong dan memberikan pendampingan dalam rangka penguasaan dan

pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam;

Program
Sembilan program yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan untuk

mencapai sasaran pemberdayaan masyarakat.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Program Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat Miskin
Tujuan program ini untuk peningkatan kemampuan masyarakat miskin terhadap
pemenuhan kebutuhan pokok

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.

Tujuan program ini untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian dan partisipasi
masyarakat desa dalam pembangunan bagi peningkatan taraf hidupnya serta
peningkatan kapasitas sarana prasarana Desa.

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan.
Tujuan program ini untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi pedesaan
untuk mendorong bangkitnya usaha-usaha produktif masyarakat.

Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif.

Tujuan program ini untuk menciptakan iklim yang kondusif serta memberikan
bantuan yang diperlukan guna menunjang pengembangan usaha ekonomi
produktif pedesaan.

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
Tujuan program ini untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan desa

Program Pengembangan perencanaan pembangunan desa.

Tujuan program ini untuk mengembangan kualitas perencanaan pembangunan
partisipatif di desa yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh
masyarakat desa.

Program Pemasyarakatan dan Pendayagunaan teknologi tepat guna.
Tujuan program ini untuk memperkenalkan pemanfaatan dan penguasaan
teknologi tepat guna untuk menunjang usaha-usaha ekonomi produktif di desa.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tujuan program ini untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
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(9) Program Pengembangan kapasitas lembaga adat dalam pembangunan desa.

Tujuan program ini untuk mengembangkan kapasitas, peranan, fungsi dan
partisipasi lembaga adat dalam pembangunan di perdesaan.

8.5.2. PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat tidak dapat dilepaskan dari
kebijakan-kebijakan pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan
dan menyandang masalah sosial secara lebih terarah dan simultan. Permasalahan
kemiskinan dan pengangguran dipengaruhi oleh berbagai masalah kesejahteraan sosial
yang sebagian besar berakibat atau diakibatkan oleh faktor rendahnya tingkat pendidikan,
rendahnya kesadaran masyarakat tentang penanganan penyandang masalah sosial,
keterbelakangan, keterisolasian, dan lain-lain. Para penyandang masalah sosial atau
mereka yang rentan terhadap masalah sosial perlu mendapat perhatian secara khusus
karena pemahaman masyarakat terhadap upaya penanganan masalah kesejahteraan
sosial masih rendah.

A. Permasalahan
Masalah-masalah yang masih harus dihadapi untuk menyelesaikan permasalahan
kesejahteraan sosial, yaitu :

(1)  Sistem pengembangan dan penyajian pangkalan data yang akurat tentang jumlah
penduduk penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dapat digunakan untuk
menangani berbagai persoalan kesejahteraan sosial belum tersedia;

(2) Kesadaran masyarakat tentang pentingnya penanganan masalah kesejahteraan
sosial masih rendah;

(3) Koordinasi dan kerjasama antara lembaga-lembaga non pemerintah dengan
Pemerintah Daerah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial masih lemah;

(4) Sarana pendidikan dan pelatihan bagi para penyandang masalah kesejahteraan
sosial masih terbatas.

B. Sasaran
Sasaran yang hendak dicapai dari pembangunan bidang kesejahteraan sosial pada
tahun 2013, yaitu :

(4) Terwujudnya pengembangan sistim informasi kesejahteraan sosial dan
pengembangan pangkalan data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);

(5) Terwujudnya penanganan dan pemberdayaan para penyandang masalah
kesejahteraan sosial;

(6) Terwujudnya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang
penanganan penyandang masalah sosial;
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(7)

C.

Terwujudnya koordinasi dan kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga-
lembaga sosial masyarakat dalam rangka penanganan masalah kesejahteraan
sosial.

Arah Kebijakan
Kebijakan selama lima tahun ke depan untuk mencapai sasaran pembangunan

kesejahteraan sosial diarahkan untuk :

(1)

(2)

(3)
(4)

D.

Penyediaan sistim informasi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan
pemutakhiran database kesejahteraan sosial;

Pemberian perlindungan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung atau
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

Penguatan peran lembaga sosial milik masyarakat;
Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penanganan masalah kesejahteraan

sosial.

Program
Enam program pembangunan kesejahteraan sosial yang akan dilaksanakan selama

lima tahun ke depan.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Program Pembinaan dan Pengembangan Sistim Informasi Kesejahteraan Sosial
Pemutakhiran Pangkalan Data Sosial.

Program ini ditujukan untuk mengembangkan sistim informasi kesejahteraan sosial
dan pengembangan pangkalan data (data base) kesejahteraan sosial.

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Program ini ditujukan untuk melaksanakan penanganan dan pemberdayaan para
penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial.
Program ini ditujukan untuk pembinaan dan pelayanan para eks penyandang
penyakit sosial.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
Program ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi penyandang
masalah kesejahteraan sosial.

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

Program ini ditujukan untuk menguatkan koordinasi dan kerjasama antara
pemerintah daerah dengan lembaga-lembaga sosial masyarakat dalam rangka
penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Program pembinaan panti asuhan dan jompo.
Program ini ditujukan untuk membina dan mengembangkan pelayanan kepada
penyandang .
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8.5.3. KELUARGA BERENCANA

Pembangunan bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB) merupakan
bagian integral dari peningkatan kualitas SDM. Pengendalian penduduk secara seimbang
dimasudkan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan
kualitas individual dan setiap keluarga. Pembangunan bidang kependudukan harus tetap
digiatkan sebab saat ini ada kecenderungan semakin melemahnya aspek kelembagaan KB
di tingkat lapangan.

A. Permasalahan
Permasalahan bidang kependudukan dan KB yang masih dihadapi Kabupaten
Maluku Tenggara yaitu :

(1) Sistem pelayanan terpadu pelayanan keluarga berencana belum berjalan
sebagaimana mestinya.

(2) Sarana dan prasarana penunjang pelayanan keluarga berencana belum memadai
serta petugas penyuluh lapangan KP (PLKB/PKB) semakin berkurang jumlahnya.

(3) Tingginya angka kegagalan peserta KB.

B. Sasaran
Sasaran pembangunan bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana yang hendak
dicapai pada tahun 2013 meliputi :

(1) Tercapainya pertumbuhan peserta KB baru sebanyak 20.000 peserta dalam 5 tahun
dan peserta KB Mandiri sebanyak 35.000 peserta pada tahun 2013.

(2) Terwujudnya peningkatan jumlah dan kualitas petugas lapangan/penyuluh KB
(PLKB/PKB).

(3) Terwujudnya peningkatan dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap program
KB.

C. Arah Kebijakan
Kebijakan pembangunan bidang kependudukan dan KB selama lima tahun ke depan
diarahkan untuk:

eningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya

(1) Meningkatk h d kesad k had i
pelayanan KB mandiri sehingga dukungan dan partisipasi terhadap program-
program KB dari masyarakat tetap tinggi;

(2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pelayanan KB, prasarana, sarana, dan
peralatan penunjang pelayanan KB;

(3) Melaksanakan pembinaan terhadap peserta KB dengan berbagai program
kewirausahaan bagi kelompok keluarga untuk meningkatkan produktivitas
keluarga.
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D. Program
Delapan program yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan untuk
mencapai sasaran pembangunan kependudukan dan KB.

(1) Program Keluarga Berencana
Program ini ditujukan untuk meningkatkan jumlah peserta KB Mandiri

(2) Program pelayanan kontrasepsi.
Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan montrasepsi petugas
di lapangan

(3) Program Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB
mandiri
Program ini ditujukan untuk membina dan mengembangkan partisipasi aktif
masyarakat dalam pelaksanaan program-program dan pelayanan Keluarga
Berencana.

(4) Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan
tumbuh kembang anak.
Program ini ditujukan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas petugas
lapangan/penyuluh KB (PLKB/PKB).

(5) Program peningkatan kapasitas SDM petugas lapangan
Program ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia
aparatur di lapangan.

(6) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga.
Program ini ditujukan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas petugas
lapangan/penyuluh KB (PLKB/PKB).

(7) Program Kesehatan reproduksi remaja
Program ini ditujukan untuk membina, memberikan informasi, atau pemahaman
kepada para remaja tentang pentingnya pemeliharaan kesehatan reproduksi.

(8) Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS.
Program ini ditujukan untuk meningkatkan dukungan dan partisipasi masyarakat
terhadap program KB

8.5.4. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN DISPARITAS GENDER

Pemberdayaan perempuan serta kesetaraan dan keadilan gender sudah menjadi
komitmen bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia. Komitmen tersebut telah
dirumuskan didalam MDG’s (Millenium Development Goals) yang memandang bahwa
pembangunan manusia merupakan proses yang menyangkut semua aspek kehidupan
mulai dari kebebasan menyampaikan pendapat, kesetaraan gender, kesempatan
memperoleh pekerjaan, gizi anak serta kemampuan untuk membaca dan menulis bagi
orang dewasa. Kebijakan nasional untuk menjalankan komitmen tersebut dilaksanakan
dengan prinsip kesetaraan antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Prinsip
kesetaraan ini telah dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan yang
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menegaskan bahwa kaum perempuan mempunyai akses yang sama untuk berpartisipasi
dalam pembangunan dan dalam semua aspek baik ekonomi, sosial budaya, politik dan
bahkan dalam pengambilan keputusan. Komitmen kesetaraan gender tersebut harus pula
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam berbagai program
pembangunannya.

A. Permasalahan
Masalah-masalah yang masih dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Maluku
Tenggara dalam pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, yaitu :

(1)  Pengetahuan terhadap hak-hak dasar kaum perempuan masih rendah;
(2)  Perempuan masih kurang secara aktif terlibat dalam pembangunan;

(3)  Akses perempuan dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan publik
masih terbatas;

(4)  Kekerasan terhadap kaum perempuan masih tinggi;
(5) Pemahaman tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan masih kurang.
B. Sasaran

Sasaran pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender yang akan dicapai pada
tahun 2013 meliputi :

(1) Terwujudnya peningkatan pemahaman terhadap hak-hak dasar kaum perempuan;

(2) Terwujudnya peningkatan akses bagi perempuan terhadap sumber daya baik
ekonomi, sosial, maupun politik dalam pembangunan;

(3) Berkurangnya angka kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga.

C. Arah Kebijakan
Kebijakan pemberdaan perempuan dan kesetaraan gender selama lima tahun ke
depan dilaksanakan dengan arah untuk :

(1) Pembentukan dan penguatan tugas dan fungsi satuan organisasi yang mengelola
pemberdayaan perempuan dalam struktur organisasi pemerintah daerah;

(2) Peningkatan kesadaran terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi
perempuan;

(3) Peningkatan peranserta kaum perempuan dalam proses pembangunan serta akses
terhadap sumber daya;

(4) Peningkatan pemahaman terhadap perlindungan dan pemberdayaan kaum
perempuan melalui pelatihan dan pembinaan.

D. Program
Lima program yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan untuk mencapai
sasaran pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.
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(2) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
Tujuan program ini adalah untuk penguatan organisasi atau kelembagaan
perempuan yang bergerak dibidang penyetaraan gender dan perlindungan anak.

(2) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan.
Tujuan program ini untuk meningkatkan pemahaman terhadap hak-hak dasar kaum
perempuan.

(3) Program peningkatan peran perempuan di perdesaan.
Tujuan program ini untuk meningkatkan akses bagi perempuan terhadap sumber
daya baik ekonomi, sosial, maupun politik

(4) Program peningkatan peranserta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
Tujuan program ini untuk meningkatkan peran aktif perempuan dalam proses
pembangunan

(5) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
Tujuan program ini untuk mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan
dalam keluarga

7.5.5 PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH

Degradasi tatanan sosial dan adat Maluku Tenggara berlangsung secara drastis
ketika terjadi pertikaian antarkelompok yang menjadi tragedi kemanusiaan di Maluku.
Konflik tersebut berhasil cepat diatasi di Kabupaten Maluku Tenggara karena dalam
tatanan kehidupan masyarakat sudah ada kearifan lokal dan adat istiadat yang dapat
menjadi wadah komunikasi/dialog dan pendekatan-pendekatan penyelesaiannya. Pada
saat yang sama pengaruh globalisasi begitu deras memasuki kehidupan masyarakat dan
sikap dan daya kritis masyarakat dalam menyeleksi agar tidak terjadi pengikisan nilai
budaya lokal kita semakin lemah.

Pembangunan bidang sosial budaya harus memberikan manfaat yang besar bagi
pengembangan jati diri masyarakat Maluku Tenggara sekaligus membangkitkan apresiasi
masyarakat terhadap pengelolaan budaya dan kearifan lokal. Pembangunan budaya juga
harus memberikan manfaat lainnya bagi pengembangan pariwisata daerah karena setiap
peristiwa budaya, kesenian daerah dan peningggalan sejarah atau benda-benda budaya
dapat dikemas menjadi paket-paket wisata yang menarik dan bernilai tinggi.

A. Permasalahan
Pengembangan budaya daerah di Kabupaten Maluku Tenggara masih menghadapi
berbagai permasalahan, yaitu :

(1)  Semangat untuk merevitalisasi institusi adat belum direspons dengan platform yang
tepat sehingga sering menciptakan situasi yang tidak mendukung pembangunan
dan mengancam stabilitas sosial;

(2)  apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya daerah
belum optimalnya;
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(3)  Event-event seni dan budaya bagi peningkatan apresiasi dan partisipasi masyarakat
masih terbatasnya;

(4) Data potensi keragaman budaya lokal daerah yang merupakan keunikan dan
kekhasan destinasi wisata budaya belum tersedia;

(5)  Perangkat regulasi daerah yang mengatur pengembangan dan pengelolaan seni dan
budaya lokal belum tersedia.

B. Sasaran
Sasaran pengembangan budaya daerah di Kabupaten Maluku Tenggara yang akan
dicapai pada tahun 2013, yaitu :

(1) Terwujudnya revitalisasi institusi adat secara proporsional untuk menunjang
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah;

(2) Terwujudnya peningkatan apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam
pengembangan seni dan kebudayaan daerah sebagai asset sekaligus atraksi wisata
yang mempunyai nilai ekonomis;

(3) Terselenggaranya event-event budaya yang berkualitas yang dikemas sebagai
atraksi wisata yang mempunyai nilai jual bagi pengembangan pariwisata daerah.

C. Arah Kebijakan
Kebijakan pembangunan budaya daerah di Kabupaten Maluku Tenggara selama
lima tahun ke depan diarahkan untuk :

(2) Merevitalisasi lembaga-lembaga adat agar berfungsi dan berperan dalam
pembangunan masyarakat, dalam mengembangkan, dan memperkenalkan
peristiwa budaya, kesenian daerah, dan benda-benda budaya untuk dikemas
sebagai obyek wisata yang menarik untuk dijual;

(2) Mengembangkan apresiasi masyarakat Maluku Tenggara yang menghargai dan
melestarikan identitas dan kearifan nilai budaya lokal sebagai bagian integral dari
kepribadian nasional serta memiliki kemampuan beradaptasi dan merespons setiap
perubahan yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan informasi;

(3) Menata dan menjadwalkan penyelenggaraan event-event budaya daerah yang
berkualitas dan dikemas sebagai atraksi wisata yang dapat menarik peningkatan
kunjungan wisatawan, dan sekaligus pelestarian budaya daerah.

D. Program
Sasaran pembangunan budaya daerah di Kabupaten Maluku Tenggara dijabarkan ke
dalam 4 program pembangunan yang akan dilaksanakan selama tahun 2008-2013.

(2) Program pengelolaan kekayaan budaya.
Tujuan program ini untuk menyediakan pembinaan kelembagaan dan perangkat
regulasi daerah yang memadai bagi pengembangan seni dan kebudayaan daerah.
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(2) Program pengembangan nilai budaya.
Tujuan program ini untuk meningkatkan apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam
pengembangan seni dan kebudayaan daerah sebagai asset sekaligus atraksi wisata
yang mempunyai nilai ekonomis

(3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
Tujuan program ini untuk mengembangkan potensi keragaman budaya daerah agar
dapat dilestarikan.

(4) Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.
Tujuan program ini untuk mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak
termasuk masyarakat dalam rangka pengembangan seni dan kebudayaan daerah

7.5.6 PEMANTAPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan
kemasyarakatan di desa masih belum optimal, disebabkan oleh belum tertatanya sistem
pemerintahan desa dan belum lengkapnya kerangka regulasi yang mendasari proses
penyelenggaraan pemerintahan sesuai kondisi dan adat istiadat daerah. Permasalahan
tersebut menyebabkan upaya untuk membangun pemerintahan desa yang kuat dan
memiliki legitimasi serta didukung oleh rakyat belum dapat dipenuhi. Kebijakan-kebijakan
penguatan terhadap pemerintahan desa apabila tidak dilandasi oleh peraturan daerah
tentang pemerintahan desa yang jelas dalam masa-masa transisi ini, maka dikhawatirkan
justru akan kontraproduktif.

Penguatan dan pemberdayaan pemerintahan desa merupakan kebutuhan yang
dipandang mendesak sejalan dengan perubahan-perubahan paradigma penyelenggaraan
pemerintahan yang terjadi. Penataan yang dilakukan harus mengarah pada aspek-aspek
seperti penataan desa dan dusun; penataan struktur organisasi dan administrasi
pemerintahan desa; pemilihan kepala desa langsung dan pengisian jabatan-jabatan
perangkat desa; pengaturan mengenai wilayah petuanan dan hak-hak adatnya;
fungsionalisasi lembaga adat untuk mendukung fungsi adat dan fungsi pemerintahan;
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam; serta sistem dan prosedur penyelesaian
sengketa adat.

A. Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi dalam memantapkan penyelenggaraan pemerintahan
desa di Kabupaten Maluku Tenggara meliputi :

(1)  Kerangka regulasi daerah tentang pemerintahan desa yang disesuaikan dengan
adat istiadat lokal belum ditetapkan, sehingga penataan struktur organisasi dan
administrasi pemerintahan daesa belum berjalan sebagaimana yang diharapkan;

(2)  Status dusun dan desa belum tertata secara efektif untuk dapat menunjang
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa;

(3)  Fungsi dan peran lembaga-lembaga adat semakin berkurang di dalam mendukung
penyelenggaraan fungsi adat dan fungsi pemerintahan;
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(4)

B.

Kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan
dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Masih terbatasnya.

Sasaran
Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2013 dalam pemantapan penyelenggaraan

pemerintahan desa, yaitu :

(1)

()
(3)

(4)

C.

Terwujudnya pemerintahan desa yang kuat, efisien, dan mendapat legitimasi yang
kuat dari rakyat;

Tertatanya status desa dan dusun yang semakin obyektif;
Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa, kelurahan dan

dusun;

Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan adat dan kelembagaan
masyarakat desa.

Arah Kebijakan
Kebijakan pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Maluku

Tenggara selama lima tahun ke depan diterapkan dengan arah untuk :

(1)

()

(3)

D.

Meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui
penetapan kerangka regulasi yang lengkap tentang pemerintahan desa dan
memberikan penguatan dan memberdayakan lembaga-lembaga adat untuk
berperan lebih aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai peraturan
perundangan yang berlaku;

Melakukan penataan status dusun sejajar dengan desa induknya dengan penamaan
yang sesuai dengan nilai historis dan adat istiadat;

Meningkatkan pendidikan dan pelatihan kepada aparat pemerintah desa dan
melaksanakan rapat-rapat kerja/koordinasi untuk membangun komunikasi yang
intensif dengan penyelenggara pemerintahan di tingkat desa.

Program
Enam program yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan untuk mencapai

sasaran pemantapan pemerintahan desa.

(1)

(2)

Program Pengembangan Regulasi Desa

Program ini ditujukan untuk mewujudkan mengembangkan regulasi yang mengatur
tentang Desa maupun kerangka regulasi desa dengan legitimasi yang kuat dari rakyat
di desa.

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.

Program ini ditujukan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang kuat, efisien, dan
akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan
pelayananmasyarakat.
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(3)

(4)

(5)

(6)

Program Penataan Desa dan Dusun.

Program ini ditujukan untuk mewujudkan penyetaraan penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan masyarakat antara desa dan dusun.

Program pemberdayaan pemerintahan desa dan dusun

Program ini bertujuan untuk memberdayakan pemerintahan desa dan dusun.
Program pencanangan Gerakan Mandiri Membangun Ohoi.

Program ini ditujukan untuk pencanangan gerakan membangun ohoi
Program pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah desa.

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa
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Bab 9

Indikator Kinerja Daerah

Keberhasilan pembangunan suatu daerah, menjadi daerah yang maju, mandiri dan

sejahtera merupakan tujuan penting dari penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan pada suatu periode pemerintahan akan dapat diukur dari
sampai sejauh mana hasil-hasil pembangunan dapat diraih oleh pemerintah daerah
tersebut bersama seluruh lapisan masyarakatnya.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan daerah di Kabupaten Maluku

Tenggara dalam (5) lima tahun kedepan, parameter yang digunakan antara lain meliputi
indikator-indikator utama kinerja daerah sebagai berikut :

1.

10.

11.
12.
13.

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia Maluku Tenggara menjadi 78 pada
tahun 2013

Menurunnya Angka Kemiskinan menjadi hanya sekitar 25 persen pada tahun 2013

Meningkatnya Usia Harapan Hidup Manusia Maluku Tenggara menjadi 72 tahun
pada tahun 2013.

Meningkatnya tingkat kemakmuran ekonomi daerah (PDRB Perkapita) hinga
mencapai angka rata-rata 4,5 persen pada periode tahun 2008 - 2013.

Pertumbuhan ekonomi daerah berkisar 5 - 7 persen pertahun pada tahun 2008 —
2013

Meningkatnya produksi dan pengolahan komoditas unggulan rumput laut

Penurunan Tingkat Penganguran Terbuka manjadi rata-rata hanya sekitar 5 persen
pada periode 2008 - 2013,

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan sebesar 15 persen dan tingkat hunian
hotel sebesar 15 persen pertahun selama 2008 — 2013.

Menurunya ketimpangan pembangunan antara Kecamatan berdasarkan indeks
Williamson.

Meningkatnya proporsi jaringan jalan kabupaten dan jembatan yang dalam kondisi
baik.

Meningkatnya persentase penduduk berakses air bersih.
Meningkatnya Rasio ketersediaan tenaga listrik.

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih, ditandai terwujudnya
organisasi dan manajemen pemerintahan daerah yang efektif, pelayanan publik yang
cepat, tepat, murah dan manusiawi, serta meningkatnya kualitas pemberantasan
korupsi.
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14. Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan Daerah ditandai dengan menurunnya
tingkat penyelewengan dibawah 0,025 persen dari nilai APBD, serta meningkatnya
rasio kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan PAD sebesar 15 persen
per-tahun sampai dengan tahhun 2013.

15. Tercapainya peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
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Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun
2008 — 2013 merupakan pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Selanjutnya, RPJMD juga menjadi
pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah yang menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah yang
nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Satuan
Kerja Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

Pemerintah Daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk
melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 - 2013
dengan sebaik-baiknya;

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana
strategis SKPD yang memuat visi, misi, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan
pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya (TUPOKSI) yang
nantinya akan menjadi masukan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) untuk selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;

Implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-
2013 ini sesungguhnya terletak dari komitmen dan konsistensi bertindak dari
pemerintah daerah, dunia usaha/swasta, bahkan seluruh stake holders dan
elemen kritis masyarakat untuk bahu-membahu memberikan kontribusi nyata
bagi pencapaian visi masyarakat sejahtera tersebut.
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Bab 11
Penutup

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku
Tenggara Tahun 2008 - 2013 yang akan dilaksanakan memiliki tujuan untuk mengarahkan
pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Prioritas program yang
ditetapkan benar-benar didasarkan pada kondisi, potensi dan kebutuhan daerah baik yang
bersifat mendesak maupun multiyears berdimensi pemerataan.

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan bersama ini secara nyata,
maka Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dengan seluruh jajarannya termasuk
seluruh stake holders harus memiliki komitmen untuk melakukan perubahan paradigma
pembangunan daerah. Perubahan tersebut terletak pada konsep pembangunan yang akan
direncanakan, dilaksanakan dan diawasi secara partisipatif dengan melibatkan tiga
komponen utama yaitu unsur pemerintah, masyarakat dan swasta. Oleh karena itu,
didalam mencapai target dan beberapa sasaran yang telah ditetapkan sangat diperlukan
kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta sebagai tiga pilar utama dalam
mewujudkan good governance.

Otonomi daerah telah membawa semangat perubahan dalam mewujudkan
tujuan pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keadaan ini
menuntut peran aktif masyarakat yang diharapkan sebagai subyek dan pelaksana
pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemberdayaan masyarakat dalam
setiap kegiatan pembangunan yang harus dilaksanakan.

RPJMD ini hanya memuat sasaran dan program yang lebih bersifat makro,
sedangkan program dan kegiatan yang lebih terinci akan dijabarkan lebih lanjut di dalam
Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk jangka menengah (5
tahun).

Demikianlah RPJMD ini yang memuat visi dan mini Daerah telah menjadi
kesepakatan bersama, sehingga diperlukan komitmen bersama pula untuk secara
sungguh-sungguh menggerakkan seluruh sumber daya daerah secara rasional dan efektif
untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kiranya Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati setiap upaya bersama kita
membangun negeri larvul ngabal.
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VISI:

TERWUJUDNYA MASYARAKAT MALUKU TENGGARA YANG SEJAHTERA MELALUI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM,
JASA LINGKUNGAN BERBASIS BAHARI, JASA PERDAGANGAN, DAN JASA PENDIDIKAN

MISI | :
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

SASARAN

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN-KEGIATAN POKOK/INDIKATIF

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1. PENINGKATAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

(1) Terbentuknya organisasi pengkat daerah yang -

rasional dan efektif

(2) Terwujudnya peningkatan efektifitas koordinasi/kerjasama -
antar pemerintahan daerah

(3) Terwujudnya peningkatan kapasitas lembaga -
Perwakilan Rakyat Daerah dan kualitas hubungan kemitraan
antara DPRD dan Kepala Daerah

Melakukan penataan OPD yang rasional dan efekiif

Meningkatkan kordinasi/kerjasama berbagai bidang
antra pemerintah daerah

Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat
daerah melalui peningkatan kinerja sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah

1

~

-

-

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Pemerintahan Daerah

Peningkatan pelayanan kedinasan kepala
daerah dan wakil kepala daerah

Peningkatan kerjasama antar pemerintah
daerah

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perwakilan Rakyat Daerah

~ -

w

AW N e

-

~

© ® N o s W N e

Penyusunan Penataan Organisasi Perangkat
Daerah berdasarkan PP 41 Tahun 2007
Penyusunan Standar Operasional Procedure
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Evaluasi Implementasi Penerapan Budaya
Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Penyusunan AnalisisJabatan (Anjab)
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
Penyusunan Peta Jabatan (Mapping Job)
Dst...

Dialog/Audiensi dengan masyarakat
Kunjungan kerja

Rapat koordinasi MUSPIDA
Koordinasi pemerintah daerah dengan
pemerintah pusat/PEMDA lainnya
Dst...

Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah
pada bidang ekonomi, hukum dan lain-lain
Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah
dalam penyediaan pelayanan publik

Dst...

Pembahasan RANPERDA

Hearing/Dialog dan Koordinasi

Rapat-rapat alat kelengkapan

Rapat-rapat paripurna

Kegiatan reses

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota
Sosialisasi peraturan perundangan

Dst...

e a a|a
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@ a a a
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SASARAN

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN-KEGIATAN POKOK/INDIKATIF

2008

2009

2010

2011
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Terwujudnya rasionalisasi pendayagunaan aparatur

pemerintah daerah

Terwujudnya peningkatan kualitas dan kompetensi
aparatur pemerintah daerah

- Menata mekanisme rekrutmen, pembinaan dan
penempatan PNS secara efisien dan berdaya guna
sesuai kompetensi yang dimiliki serta penerapan
uji kepatutan dalam pengisian jabatan struktural

- Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur
melalui pendidikan dan pelatihan

1 Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur

1 Program Pendidikan Kedinasan

2 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur

gs W N e
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Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil
Pengangkatan CPNSD menjadi PNS
Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil
Mutasi dan Penempatan PNS

Penataan sistem Administrasi Kenaikan Pangkat
Otomatis PNS

Uji Kelayakan dan Kepatutan Pejabat Struktural
Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS

P Ujian Dinas/Peny ian ljasah
Pemberian Penghargaan Satyalencana bagi
PNSD yang berjasa

Penyusunan DUK, Bazetting dan Peremajaan
Data PNS

Penyelesaian Administrasi TASPEN)
Penyelesaian Administrasi KARIS/KARSU
Pemberian Penghargaan bagi PNS yang
Berprestasi dengan Pemberian SK Kenaikan
Gaiji Berkala, Kenaikan Pangkat, Proses Karpeg,
Proses PMK, Proses SK Pensiun

Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
Pemulangan Pegawai yang telah Purna Tugas
Pembangunan /Pengembangan sistem Informasi
Kepegawaian Daerah

Dst...

Pendidikan Penjenjangan Struktural
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Pengembangan Kurikulum Pendidikan
dan Pelatihan

Dst...

Pendidikan dan pelatihan formal

Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Bintek Implementasi peraturan perundangan
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNSD
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNSD
Pendidikan dan Pelatihan Tugas dan Fungsi
PNSD

Pemberian Bantuan Penyelenggaraan
Penerimaan Praja STPDN

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan

Ikatan Dinas
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c]

Terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan publik
yang cepat, tepat, murah dan manusiawi (SPM)

3

Terwujudnya peningkatan kapasitas kerangka
regulasi daerah

(8) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan
aparatur

- Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui
one stop services

- Meningkatkan kapasitas regulasi daerah dalam rangka
peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik

- Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran,
penyediaan sarana dan prasarana aparatur

4 Peningkatan disiplin aparatur

5 Fasilitasi pindah/purna tugas PNS

1 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik

1 Program penataan peraturan perundangan

1 Program Pelayanan administrasi perkantoran

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
aparatur

9
1
1
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Seleksi Diklat PIM Tingkat II, 11l IV
Kajian sistem dan Kualitas Materi DIKLAT PNS
Dst...

Pengadan mesin/kartu absen

Pengadaan Pakian dinas dan perlengkapan
Pengadaan Pakian korpri

Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran
Disiplin

Dst...

Pemulangan pegawai pensiun

Pemulangan pegawai tewas dalam melaksanakan
tugas

Pemindahan tugas PNS

Dst...

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pengembangan Pelayanan Satu Atap
Dst...

Koordinasi kerja sama permasalahan peraturan
perundangan

Penyusunan RANPERDA

Legitimasi RANPERDA

Fasilitasi sosialisasi peraturan perundangan
Publikasi peraturan perundangan

Dst...

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & listrik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Makan dan Minum

Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyuusunan Laporan Akhir Tahun dan LAKIP

Rapat Koordinasi/Rapat Teknis/rapat Konsultasi

Dst...

Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana
Aparatur
Dst...
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SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN-KEGIATAN POKOK/INDIKATIF 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

(1) Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan daerah - Perbaikan kebijakan regulasi dan pengelolaan sistem Program Peningkatan Pengembangan Sistem 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar 9 g g g g
yang efisien, transparan, dan akuntabel. anggaran yang efisien, transparan, dan bertanggung Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. realisasi kinerja SKPD
- Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu jawab serta dapat menjamin efekivitas pemanfaatannya 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 9 g 9 g 9
- Penyampaian Pertanggungjawaban Keungan Daerah dalam rangka perwujudan good governance and clean 3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi g [ o] ] 9

Tepat Waktu goverment; anggaran
- Pencapaian Laporan Opini WTP 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 9 g 9 9 9
5 Dst..

(2) Terwujudnya mekanisme dan siklus penganggaran - Peningkatan kualitas aparatur pengelolaan keuangan Program Peningkatan dan Pengembangan 1 Penyusunan analisa standar belanja g g g 9
daerah yang konsisten dan tercermin dari proses daerah dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah. 2 Penyusunan standar satuan harga 9 g g g [
penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD, 1aan, dan pertanggl 1 keuangan 3 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintahan daerah ] 9 9 g 9
perubahan APBD, laporan pelaksanaan APBD tepat waktu daerah; 4 Penyusunan SISDUK pengelolaan keuangan daerah
sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku 5 Penyusunan RANPERDA APBD 9 9 9 9 9

6 Penyusunan PERKADA penjabaran APBD 9 g 9 9 9
7 Penyusunan RANPERDA Perubahan APBD 9 9 9 9 9
8 Penyusunan PERKADA penjabaran Perubahan APBD 9 g g 9 g
9 Penyusunan RANPERDA Pertanggungjawaban APBD 9 g 9 g 9
10 Penyusunan PERKADA Pertanggungjawaban APBD 9 g 9 g 9
11 Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan KEUDA 9 g 4 g 9
12 Sosialisasi paket regulasi keuangan daerah 9 g 9 g 9
13 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi 9 9 9 g 9
pengelolaan keuangan daerah
14 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 9 9 g ] g
15 Dst....
Program Pembinaan dan Fasilitasi 1 Bimbingan teknis penyusunan peraturan desa g g g g g
Pengelolaan Keuangan Desa. tentang APBD Desa;
2 Evaluasi Rancangan PERDES tentang APB Desa 9 g 9 g 9
3 Evaluasi Rancangan PERDES tentang 9 g 4 g 9
Pendapatan Desa
4 Penyusunan Pedoman pengelolaan keuangan desa 9 9 9 g 9
5 Dst...

(3) Tercapainya peningkatan PAD sebesar rata-rata Kebijakan intensifikasi diarahkan pada optimalisasi Program intensifikasi, ekstensifikasi dan 1 Penyusunan Rancangan PERDA tentang g g
tidak kurang dari 15 persen setiap tahun dan pungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan diversifikasi pendapatan daerah. pajak dan retribusi daerah
dan tingkat ketergantungan pada pemerintah potensi yang tersedia serta dengan prinsip berkelanjutan, 2 Sosialisasi paket regulasi tentang pajak dan g 9 9 9 g
dipertahankan tidak lebih dari 97 persen dan ekstensifikasi serta diversifikasi diarahkan untuk retribusi daerah

menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang 3 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber 9 g 4 g 9
baru tanpa memberatkan pelaku usaha dan pendapatan daerah
menghambat aliran investasi. 4 Intensttas Pungutan g g g g 9
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3. PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN DAERAH

z

Terwujudnya peningkatan kualitas kajian dan
perumusan kebijakan dan dokumen perencanaan
pembangunan daerah.

(2) Terwujudnya peningkatan efektivitas koordinasi

dalam proses perencanaan pembangunan daerah

1 \gkan sistem p l

daerah yang transparan, partisipasipatif dan
komprehensif serta akuntabel

2 Meningkatkan efektivitas koordinasi antar instansi
pemerintah dan stakeholders dalam perencanaan

pembangunan daerah.

1an

Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

Program Perencanaan Pengembangan Kota

Program Perencanaan Pengembangan

Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Rawan Bencana

Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi

Program Perencanaan Pembangunan Sosial
Budaya
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Pembahasan dan Penetapan RPJP
Penyelenggaraan Musrenbang RPIJMD
Pembahasan dan Penetapan RPIMD
Penyusunan Rancangan RKPD
Penyelenggaraan Musrenbang RPKD
Koordinasi penyusunan LKPJ

Koordinasi penyusunan LPPD

Monitoring, evaluasi, pengendalian dan
pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan
Dst....

Koordinasi perencanaan pembangunan
perkotaan.
Dst....

Penyusunan perencanaan pengembangan
wilayah strategis dan cepat tumbuh
Koordinasi penetapan tata ruang wilayah
strategis dan cepat tumbuh

ialisasi kebij I kawasan

strategis dan cepat tumbuh
Dst....

Koordinasi penyusunan profile daerah rawan
bencana

Koordinasi pembangunan daerah rawan
bencana

Dst....

Penyusunan masterplan pembangunan

ekonomi daerah

Penyusunan Indikator ekonomi daerah

Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi
Penyusunan masterplan penanggulangan
kemiskinan

Penyusunan indikator dan pemetaan rawan pangan
Dst....

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang
sosial budaya

Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan
Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan
Dst....
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SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN-KEGIATAN POKOK/INDIKATIF 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Program Perencanaan Pembangunan 1 Koordinasi perencanaan pembangunan 9 g g 9 g
Prasarana Wilayah dan SDA prasarana wilayah dan SDA
2 Koordinasi penyusunan masterplan pengenda- 9
lian sumber daya alam dan LH
3 Dst..
Program Kerjasama Pembangunan 1 Koordinasi kerja sama pembangunan antar g g g g9 9
daerah
2 Dst..

(3) Tersedianya data dan informasi yang lengkap dan akurat 3 Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan Program Pengembangan Data / Informasi 1 Penyusunan profile daerah g g g g g
mengenai potensi pembangunan daerah dalam rangka penyediaan dan pelayanan data dan 2 Penyusunan buku Maluku Tenggara dalam 9 g 9 g 9
serta berbagai lingkungan strategik informasi pembangunan daerah angka dan PDRB

3 Penyusunan Kecamatan Dalam Angka g g g 9
4 Penyusunan dan analisa data/informasi kawas. 9
perencanaan pembangunan kawasan rawan
bencana
5 Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat (INKESRA) 9 g ] g
6 Evaluasi kinerja program-program pemberdayaan g g
masyarakat
7 Dst...

(4) Terwujudnya iklim Penanaman Modal yang 5 1gkan kajian-kaji i investasi Program Peningkatan Promosi dan kerja 1 Pengembangan promosi potensi unggulan daerah g g g g
kondusif yang ditandai dengan Meningkatnya investasi ke dan penciptaan iklim investasi yang kondusif sama investasi 2 Koordinasi perencanaan penanaman modal g 4 g 9
Daerah 3 Fasilitasi dan koordinasi percepatan P2KPDT g 9 g 9

4 Penyelenggaraan pameran investasi 9 9 g 9
5 Dst...
Program peningkatan iklim investasi 1 Penyusunan pen 1D 1 modal g
2 Pengembangan system informasi penaman Modal Daerah g
3 Dst...
(5) Tersedianya sumber daya aparatur perencanaan 6 Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Program Peningkatan Kapasitas 1 Pendidikan dan peningkatan Kemampuan Teknis g g 9 g 9
yang berkualitas.prasarana dan sarana yang memadai untuk perencanaan daerah. Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Aparat Perencana
menunjang penyelenggaraan perencanaan daerah Daerah 2 Bintek perencanaan pembangunan daerah 9 g 9 g 9
3 Sosialisasi kebijakan ) an [ g g g g
daerah 9 g9 9 9 9
4 Dst...




SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN-KEGIATAN POKOK/INDIKATIF 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

4 PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN DAERAH

(1) Tercapainya peningkatan kualitas pengawasan aparat - Peningkatan kualitas dan intensitas pengawasan - Program penataan dan penyempurnaan 1 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan g [ 9 [ g
pengawasan fungsional internal pemerintah daerah: internal pemerintah daerah kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 2 Dst..

- Tingkat penyelewengan dan penyalahgunaan kewenangan
dibawah 0,25 % dari total nilai APBD setiap tahun - Peningkatan kualitas sistem pengawasan internal - Program peningkatan sistem | 1 Pelal F iksaan berkala 9 g 9 g 9
- Menurunya angka kewajiban stor kepada negara tidak dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala internal dan pengendalian pelaksanaan 2 Penanganan kasus pengaduan masyarakat [ g9 g 9 g
lebih dari Rp. 50.000.000.- daerah. kebijakan Kepala Daerah (KDH) 3 Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala 9 g g g 9
Daerah (KDH)
4 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan 9 g 9 g 9
di bawahnya
5 Penyusunan LAKIP 9 g 9 9 )
6 Penyampaian LHKPN 9 9 9
7 Penyampaian Laporan Pajak-pajak Pribadi 9 g 9 g 9
8 Dst....

(2) Tercapainya efektivitas pembinaan dan tindak - Peningkatan kualitas koordinasi tindak lanjut - Program Koordinasi pelaksanaan tindak 1 Rapat Koordinasi Pengawasan/Larwasda 9 g 9 9 9
lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan hasil pemeriksaan aparat pengawasan; lanjut hasil pemeriksaan 2 Rapat Pemutahiran Data Kab 9 9 g ] g
fungsonal : 3 Rapat Pemutahiran Data Prov ] 9 g 9 9
- Pelaksanaan Tindak Lanjut secara administratif 100 %/tahun 4 Rapat Pemutahiran Data Regional g g g g 9
- Pelaksanaan Tindak Lanjut Penarikan Kerugian Daerah 5 Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional ¢) g g 9 g

50 % dan Kewajiban Stor 90 %/tahun 6 Dst...

(3) Terwujudnya peningkatan profesionalisme - Peningkatan kualitas dan profesionalisme - Program peningkatan profesionalisme 1 Diklat Auditor g g g g g

sumber daya aparat pengawasan. aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah; tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 2 Diuklat Akuntansi Keuangan 9 g 9 g 9
3 Diklat JFA 9 9 9
4 Diklat Teknis Substansi 9 9
5 Dst..

5. PEMBINAAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

(1) Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan politik dan Meningkatkan pendidikan politik dan kualitas - Program pendidikan politik masyarakat. 1 Penyuluhan Kepada Masyarakat g g g
demokrasi dimana masyarakat dapat terlibat dalam proses komunikasi politik serta kehidupan demokrasi yang 2 Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik 9 g 9 g 9
pengambilan keputusan, kebijakan publik, serta mengeluarkan berkualitas 3 Komunikasi Forum-Forum Partai Politik 9 9

pendapat dan aspirasi secara santun dan cerdas serta 5 Dst....
berwawasan kebangsaan

(2) Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat Mewujudkan kat yang sadar dan - Program pengembangan wawasan 1 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan ] g g g 9
tentang wawasan kebangsaan dan bela negara nilai-nilai demokrasi, memiliki wawasan kebangsaan kebangsaan. Beragama

dan cinta tanah air 2 Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial 9 9

Dikalangan Masyarakat
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Tercapainya kehidupan masyarakat yang aman
dengan semangat toleran yang tinggi terhadap
pluralitas serta pemahaman dan kesadaran
nilai-nilai - luhur Pancasila

Meningkatkan koordinasi keamanan dan ketertiban
masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan
akibat bencana alam

- Program kemitraan pengembangan

wawasan kebangsaan.

- Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan.

Program pemberdayaan masyarakat untuk

menjaga ketertiban dan keamanan.

- Program peningkatan pemberantasan

penyakit masyarakat.

Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam
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Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai
Luhur Budaya Bangsa
Dst....

Fasilitasi Forum-Forum Keagamaan Dalam Upaya
Peningkatan Wawasan Kebangsaan

Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan
Kebangsaan

Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta
Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan
Dst....

Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan

Pelatihan Pengendalian Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan

Pengendalian Keamanan Lingkungan

Dst....

Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan
di Masyarakat
Dst....

Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan
Minuman Keras dan Narkoba
Dst....

Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi
Potensi Bencana Alam

Pengadaan Tempat Penampungan Sementara
dan Evaluasi Penduduk dai Ancaman/Korban
Bencana Alam

Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi
Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam
Pengadaan Logistik dan Obat-obatan Bagi
Penduduk di Tempat Penampungan Sementara
Dst....




SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN-KEGIATAN POKOK/INDIKATIF 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
. PEMANTAPAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
) Terwujudnya peningkatan ketentraman dan - Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur 9 g g g [
ketertiban masyarakat. aparat keamanan dalam rangka peningkatan Aparatur 2 Dst..
penanganan masalah ketentraman dan ketertiban
wilayah; - Program Peningkatan Kemampuan Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Satpol PP 9 g 9 g 9
) Tercapainya peningkatan pemahaman dan - Meningkatkan pemahaman dan kesadaran - Program Pemeliharaan Trantibmas dan 1 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan [ g g g [
I i kat terhadap ! masyarakat dalam implementasi berbagai kerangka Pencegahan Tindak Kriminal Polisi Pamong Praja
berbagai peraturan daerah dan peraturan regulasi daerah; 2 Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan 9 g 9 g 9
perundangan lainnya. Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan
3 Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat 9 9
Polisi Pamong Praja Dengan TNI/POLRI dan
Kejaksaan
4 Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka g g
Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah
5 Dst....
) Tercapainya penegakkan peraturan daerah dan Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme - Program Pengamanan Pelaksanaan 1 Penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah g g g g g
regulasi daerah lainnya. aparatur polisi pamong praja dalam pelaksanaan Peraturan Daerah 2 Dst..
tugas-tugas keamanan dan ketertiban serta
pelaksanaan peraturan perundangan yang berlaku.
PENGEMBANGAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
) Terbentuknya kelembagaan yang - Membentuk kelembaaan yang bertanggung jawab - Program Perbaikan sistem administrasi 1 Pembangunan data base informasi kearsipan g
bertanggung jawab terhadap pengelolaan, terhadap pengelolaan, penyel dan pel i k i 2 Pengumpulan data 9 9 g ] g
penyelamatan dan pelestarian arsip daerah dan arsip daerah dan pengembangan perpustakaan daerah. 3 Pengklasifikasian data 9 g 9 g 9
pengembangan perpustakaan daerah. 4 Penyusunan sistem katalog data 9
5 Pengadaan sarana penyimpanan g g 9 9
6 Kajian sistem administrasi kearsipan 9
7 Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan g 9 g 9
8 Dst....
- Program Penyelamatan dan pelestarian 1 Pengadaan sarana pengelolaan dan penyimpanan g 9 g ]
dokumen/arsip daerah arsip
2 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 9 g ] g
3 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk g g 9 9
informatika
4 Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data 9
5 Dst...




SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN-KEGIATAN POKOK/INDIKATIF 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
(2) Tersedianya sarana prasarana - Menyedakan sarana prasarana kearsipan dan - Program pemeliharaan rutin/berkala 1 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengelolaan dan g g g g
kearsipan dan perpustakaan yang memadai perpustakaan yang memadai untuk menunjang sarana dan prasarana kearsipan penyimpanan arsip
untuk menunjang pengembangan arsip dan 1gan arsip dan per 1 daerah. 2 pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah g 9 g 9
perpustakaan daerah. 3 Dst....
(3) Terbangunnya sistem data base arsip dan - Membangun dan mengembangkan sistem data base - Program peningkatan kualitas pelayanan 1 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip g g g g
pelayanan perpustakaan daerah. arsip dan perpustakaan daerah. informasi kearsipan 2 Penyediaan sarana layanan informasi arsip g
3 i/penyuluhan I i 9 g 9
instansi pemerintah/swasta
4 Dst...
- Pengembangan sistem pelayanan publik dibidang Program Pengembangan Budaya Baca dan 1 P koordinasi f [’ g g g g
perpustakaan. Pembinaan Perpustakaan. perpustakaan dan budaya baca
2 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan 9 9 g ] g
dan minat baca di daerah
3 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan 9 g g 9 9
umum daerah
4 Dst..
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MISI I
Mengembangkan Struktur ekonomi yang tangguh dan berdaya saing berbasis kelautan dan perikanan

SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN-KEGIATAN POKOK/INDIKATIF 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

1. PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

(1) Terwujudnya peningkatan kemampuan SDM - Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM; - Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan tekins tugas dan fungsi g g g g 9
di bidang kelautan dan perikanan yang didukung dan Nelayan bagi aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan
dengan pendidikan kejuruan perikanan. 2 Pendidikan dan pelatihan bagi Para Nelayan g ! g 9 9
3 Pendidikan dan latihan Pengawas dan PPNS Perikanan g 9 9 g 9
4 Dst...
- Program pengembangan sistem penyuluhan 1 Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan ] g g g g
perikanan. 2 Pembinaan Kelompok Pengolahan Hasil Produksi Perikanan
3 Dst..
(2) Tercapainya pengembangan sarana prasarana - Meningkatkan pemanfaatan dan penguasaan teknologi - Program pemberdayaan ekonomi 1 Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat g g g g 9
pendukung serta pemanfaatan ilmu pengetahuan tepat guna dan teknologi inovatif bidang kelautan masyarakat pesisir. Pesisir
dan teknologi tepat guna. dan perikanan; 2 Dst...
(3) Tercapainya peningkatan usaha dan produksi - Mendorong, membina dan mengembangkan tumbuhnya - Program pengembangan perikanan tangkap. 1 Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perik. Tangkap 9 g [¢] g [¢]
perikanan tangkap dan budi daya serta pengembangan usaha-usaha perikanan baik tangkap dan budi daya 2 Pembangunan Tempat Pelelangan lkan
sentra-sentra pengembangan usaha perikanan : untuk meningkatkan produksi memenuhi permintaan 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala TPI
- KSP Perikanan Tangkap di Lairngangas dan Kei Besar konsumsi pasar lokal, nasional, dan internasional; 5 Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan
Kei Besar Selatan dan Kei Besar Utara Timur Perikanan Tangkap
- KSP Perikanan Budi daya rumput laut di Sathean dan 6 Dst... 9

Kawasan Barat Pulau Kei Kecil
- KSP Perikanan Budi Siput Mutiara di Kawasan Kei

Kecil Barat
- KSP Perikanan Budi daya ikan kerapuh di Kawasan - Program pengembangan budidaya perikanan. 1 Pengembangan Bibit Ikan Unggul g g g g g
Barat Pulau Kei Kecil 2 Pengembangan Bibit Rumput Laut Unggul g g 9 g 9
- KSP Perikanan Budi daya Lola dan Batu Laga di 3 Pengembangan Lola dan Batu Laga Unggul 9 9 9 9 9
Kawasan Pesisir Timur Pulau Kei Besar 4 Pendampingan Pada Kelompok Tani g g 9 g 9
- KSP Perikanan industri pengolahan di Kei Kecil Timur Pembudidaya lkan
dan Kei Besar 5 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan g g 9 g 9
6 Dst...
- Program pengembangan kawasan budidaya 1 Kajian Kawasan Budi daya Laut, Air Payau, dan Air g g
laut, air payau, dan air tawar. Tawar
2 Dst...
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Terwujudnya peningkatan koordinasi pengelolaan, Menghilangkan pencurian ikan dengan meningkatkan - Program pemberdayaan masyarakat dalam 1 Pembentukan Kelompok Pengawas Masyaraka g g g g g
pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan koordinasi antarlembaga dan peranserta masyarakat pengawasan dan pengendalian Pengamanan St ya Kelautan
pulau-pulau kecil. dalam pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan. 2 Temu Teknis Kelompok Masyarakat Pengawas g g 9 g 9
kelautan dan perikanan; 3 Peningkatan Sarana Prasarana Pengawasan g g g g 9
4 Pengawasan,Pengendalian dan Perlindungan g g g g 9
Sumberdaya Laut, Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
5 Rehabilitasi/Transplantasi trumbu karang g g 9 9 9
6 Aksi Bersih Perairan g 9 9 9 9
Dst.....
- Program peningkatan kesadaran dan 1 Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya g g 9 g 9
penegakan hukum dalam pengelolaan sumber Laut
daya laut 2 Penanganan Tindak Pidana Perikanan g g g g 9
3 Gelar Operasi Laut Bersama g g g 9 9
Dst...
) Tercapainya pengembangan industri pengolahan Membangun iklim investasi yang kondusif - Program optimalisasi pengelolaan dan 1 Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran g g
hasil kelautan dan perikanan. dan infrastruktur penunjang untuk industri pemasaran produksi perikanan. Produksi Perikanan
pengolahan hasil-hasil perikanan; Dst...
. PENGEMBANGAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
) Tercapainya peningkatan pengelolaan dan - Meningkatkan kemampuan pengelolaan dan manajemen | - Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri 1 Penyediaan Sarana Informasi yang Dapat Diakses g g 9 g 9
manajemen industri kecillindustri rumah tangga industri kecillindustri rumah tangga secara lebih Kecil Potensial. Masyaralat
secara lebih profesional serta kemudahan akses profesional serta mengup: buk akses pasar Dst....
terhadap pasar yang lebih luas. yang lebih luas bagi pengembangan industri kecil;
- Mengembangkan sentra-sentra industri pengolahan - Program Pengembangan Sentra Pengolahan 1 Pengembangan Industri pengolahan produksi perikanan g 9 9 g 9
komoditas unggulan daerah di Kei Kecil Timur dan Elat. Komoditas Unggulan Daerah Dst.....
) Tewujudnya pembinaan dan pelatihan berkualitas - Mengembangkan kualitas dan kuantitas pembinaan, - Program Pengembangan Industri Kecil dan 1 Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menegah g g g g g
bagi pengelola industri kecil menengah (IKM) pelatihan, dan pengelolaan usaha kecil industri dan Menengah. Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
industri rumah tangga; 2 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam g g g g g
Memperkuat Jaringan Klaster Industri
4 Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil g 9 9 g 9
dan Menengah Dengan Swasta
Dst...
- Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem 1 Koordinasi Modal Ventura Bagi Industri Berbasis Teknologi 9 g ]
Produksi. 2 Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi industri g
3 Penguatan Kemampuan Industri Berbasis teknologi g g g g g




Kaki Lima dan Asongan
Dst...

SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN-KEGIATAN POKOK/INDIKATIF 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
) Tersedianya prasarana dan sarana ekonomi ! 1gkan sistem 1 antarpulau yang - Program pembangunan parasarana dan sarana 1 Pembangunan Gedung pasar di Kecamatan - Kecamatan g 9
perdagangan dan jasa yang memadai untuk efisien dan efektif melalui peningkatan kaf f 1 2 Pembangunan Gedung Pelabuhan 9
mempercepat proses produksi, distribusi, promosi, i I pi dan | Dst...
dan pemasaran hasil-hasil komoditas unggulan daerah. pengembangan sentra-sentra perdagangan;
Program peningkatan dan pengembangan 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan g g g g 9
ekspor Industri
2 Koordinasi Program Pengembangan Ekpor Dengan 9 g 9 9 9
Instansi Terkait/Asosiasi/Pengusaha
Dst...
Tercapainya pengendalian harga dan perlindungan Mengupayakan tercip iklim pasar dan - Program Perlindungan Konsumen dan 1 Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan g 9
konsumen usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi serta Pengamanan Perdagangan. Lembaga Perlindungan Konsumen
menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan 2 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengaduan g g 9 g 9
bahan lainnya dengan harga yang terjangkau di tingkat Konsumen
lokal serta menjamin tercapainya perlindungan 3 Peningkatan Pengawasan Peredaran Uang dan Jasa g g g g 9
konsumen; 4 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT g g 9 g 9
Kemetrologian Daerah
Dst...
- Program Peningkatan efisiensi perdagangan 1 Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan g g 9 9 9
dalam negeri dan Pelaksanaan Operasional
2 Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha g g 9 g 9
3 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 9 9
Dst...
Terciptanya wirausaha baru yang mandiri dan Membina dan mengembangkan usaha-usaha ekonomi - Program Pengembangan Kewirausahaan dan 1 Memfasilitasi peningkatan kemitraan investasi g g [ g 9
menmiliki akses ke faktor-faktor produksi sebanyak 100 produktif masyarakat yang berdaya saing Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah. Usaha Kecil, Menengah dengan perusahaan asing
Wirausaha mandiri 2 Memlfasilitasi peningkatan Usaha bagi Usaha Mikro g g g g 9
Kecil Menengah
3 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan g 9 9 g 9
Dst...
- Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan 1 Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin g g
Asongan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
2 Kegiatan Pengawasan Mutu Dagangan Pedagang 9 9 g 9 g
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3. PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN
(1) Terwujudnya : - Mengembangkan destinasi dan obyek wisata, - Program pengembangan destinasi pariwisata. 1 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan g g g g g
- pengembangan 1 destinasi baru dan 7 destinasi lama i sarana serta 2 Peningkatan Pembangunan sarana dan Parsarana g 9 9 g 9
- pelaksanaan 2 event pariwisata tahunan akses menuju obyek, event, dan paket wisata; Pariwisata
- pelaksanaan 5 paket wisata 3 Pengembangan Jenis dan Paket Unggulan Pariwisata g g g g 9
- jumlah kunjungan wisata nusantara 35.000 Orang 4 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program 9 9
- jumlah kunjungan wisatawan manca negara 1.000 Orang Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata
pada tahun 2013. 5 Pelaksanaan event pariwisata tahunan g g 9 g 9
- pengembangan KSP Wisata Budaya Desa Adat di Dst...
Tanimbar Kei
- pengembangan KSP Wisata Budaya Desa Seni di
Banda Ely
- pengembangan KSP Wisata Budaya Situs Sejarah di
Kei Kecil
- pengembangan KSP Wisata Alam Pantai di Ngilngof,
Ohoililir dan Ohoidertawun
- pengembangan KSP Wisata Alam Coral Garden di
Weduar Fer
- pengembangan KSP Wisata Kuliner di Kei Kecil
(2) Tercapainya peningkatan kualitas promosi potensi - Meningkatkan kualitas dan intensitas promosi - Program Pengembangan Pemasaran 1 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam g g g g 9
pariwisata daerah baik untuk kebutuhan sebagai pariwisata; Pariwisata. Pemasaran Pariwisata
tujuan wisata maupun sebagai tujuan investasi. 2 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata g g 9 g 9
3 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan g 9 9 g9 9
di Luar Negeri
4 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program g 9 9 g 9
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
5 Palatihan Pemandu Wisata Terpadu g ! g 9 9
6 Pelatihan Tenaga Diving dan Snorcing g e} [¢] g [¢]
7 Dst..
(3) Tercapainya peningkatan kuantitas dan kualitas - Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi - Program pengembangan Kemitraan. 1 Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database g 9 g 9
sumberdaya aparatur dan pelaku usaha antara instansi dengan pelaku industri pariwisata; 2 Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar g g
wisata yang profesional serta partisipasi masyarakat . Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya
bagi pengembangan pariwisata daerah. 3 Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kamitraan g 9 9 [ 9
Pariwisata
4 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program g g 9 9 9
Peningkatan Kemitraan
5 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam g 9 9 g 9

Pengembangan Kemitraan Pariwisata
Dst...
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- Menyiapkan SDM yang profesional di bidang - Program peningkatan sumber daya aparatur. 1 Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan g g g g g
pariwisata. Pariwisata Bekerjasama dengan Lembaga Lainnya
2 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan g 9 9 g 9
Profesionalisme Bidang Pariwisata
3 Dst..
- Mensosialisasikan kepariwisataan untuk menumbuhkan - Program pengembangan apresiasi dan 1 I dan pariwisata g g 9 9 9
apresiasi dan sadar wisata bagi masyarakat; partisipasi masyarakat. Daerah
2 Sosialisasi peraturan perundangan bidang pariwisata g g 9 g 9
3 Dst....
4. PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UKM
(1) Terwujudnya: - Pembangunan koperasi dan UKM didorong untuk - Program penciptaan iklim usaha usaha kecil 1 Penyusunan Kebijakan Tentang Usaha Kecil 9 [
- Koperasi yang berkualitas sebanyak 90 unit mengembangkan sektor unggulan di daerah sehingga menengah yang kondusif. Menengah
- Usaha kecil dan mikro yang berstatus mandiri menjadi gerakan ekonomi yang beperan nyata sebagai 2 Sosialisai Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah g g 9 g 9
sebanyak 100 unit dan berstatus tangguh - sebanyak soko guru pembangunan ekonomi daerah 3 Perencanaan, Koordinasi, dan Pengembangan g g 9 g 9
100 unit, Usaha Kecil Menengah
- Kelompok masyarakat (Pokmas) produktif 4 Pengembangan Jaringan Infrastruktur Usaha Kecil g g g 9 9
sebanyak 100 unit, Menengah
- Wirausaha baru sebanyak 1.000 unit. 5 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah g g 9 9 9
6 Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi Usaha g 9 9 9 9
Kecil Menengah
7 Dst..
- Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 1 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program g9 g g g g
Koperasi. Pembangunan Koperasi
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan 9 9
Pelatihan Perkoperasian
3 Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan g g g g 9
Pengembangan Perkoperasian
4 Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan 9 g 9 9 9
Koperasi Berprestasi
5 Peningkatan dan Pengembangan Jaingan Kerjasama 9 9
Usaha Koperasi
6 Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/ g 9
Manajemen Modern Pada Jenis Usaha Koperasi
7 Dst..
(2) Tercapainya peningkatan kemampuan manajemen - Pembangunan usaha mikro, kecil dan Menengah - Program Pengembangan Kewirausahaan dan 1 Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi ] g g g g
usaha dan peningkatan kemampuan diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang makin Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Usaha Mikro Kecil Menengah
pengelola koperasi, usaha kecil dan mikro. inovatif dan berdaya saing. 2 Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil g g 9 g 9

Produksi
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4 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan g g g g 9
5 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD g g g g 9
6 Dst..
(3) Tersedianya akses permodalan usaha sebagai - Meningkatkan kompetensi, perkuatan kewirausahaan - Program Pengembangan Sistem Pendukung 1 Koordinasi Pemanfaatan Fasilitasi Pemerintah Untuk ] g g g g
penunjang usaha koperasi dan UKM. dan produktivitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
2 Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi ] 9 9 9 9
- Meningkatan akses informasi pasar, pemanfaatan Usaha Mikro Kecil Menengah
teknologi inovasi, 3 Pemantauan Pengelolaan Pengunaan Dana g g 9 g 9
Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
4 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha g g g g 9
Mikro Kecil Menengah
5 Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah g g 9 g 9
Tangga, Indistri Kecil dan Industri Menengah
6 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro g ! g 9 9
Kecil Menengah
7 Dst...
5 PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
(1) Diterbitkannya Perda RTRW Kab. Maluku - Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan, dan - Program Perencanaan Tata Ruang. 1 Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL g g
Tenggara serta Rencana Rinci Tata Ruang pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah dan 2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang g 9 g 9
Kota Langgur dan Kota Elat. termasuk pemanfaatan dan kota-kota di Kabupaten Maluku Tenggara. Rencana Tata Ruang
pengendalian pemanfaatan ruang 3 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 9
4 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW 9 g
5 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam g g g 9 9
Perencanaan Tata Ruang
6 Pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Tata Ruang g g
7 Survey dan Pemetaan g g g 9 9
8 Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tata g
Ruang Lintas Kabupaten/Kota
9 Dst..
- Program Pemanfaatan Ruang. 1 Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfatan Ruang 9 g 9 g
2 Penyusunan Norma, Standar, dan Kriteria 9 9 9 9
Pemanfaatan Ruang
3 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang g g 9 g 9
4 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat g g 9 g 9
Dalam Pemanfaatan Ruang
5 Pelatihan Aparat Dalam Pemanfaatan Ruang g g g g 9
6 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur g 9 g 9

dan Manual Pemanfaatan Ruang
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7 Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Pemanfaatan g g
Ruang Lintas Kabupaten/Kota
8 Dst...
(2) Terwujudnya percepatan pengembangan kawasan/ A 1 perencanaan penc ! - Program Pengembangan wilayah strategis 1 Penyusunan cetak biru rencana pengembangan g g g
sentra-sentra produksi (KSP) dan kawasan pengembangan kawasan serta pembangunan sarana-prasarana dan cepat tumbuh. sentra produksi/kawasan strategis (KSP)
untuk membuka peluang usaha dan investasi. 2 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan g g
-. Kawasan Pengembangan Selatan Kei Besar 3 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan 9 9
-. Kawasan Pengembangan Tengah Kei Besar 4 Dst...
-. Kawasan Pengembangan Utara Kei Besar
-. Kawasan Pengembangan Selatan Kei Kecil
-. Kawasan Pengembangan Barat Kei Kecil
(3) Tersedianya tenaga-tenaga Penyidik Pegawai Meni ktivitas penerapan dan | - Program Pengendalian Pemanfaataan Ruang. 1 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan g g 9 g 9
Negeri Sipil (PPNS) dalam Bidang Penataan Ruang. hukum dalam perencanaan, pemanfaatan, Ruang
dan pengendalian pemanfaatan ruang. 2 Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian g g 9 g 9
Pemanfaatan Ruang
3 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat 9 9 g 9
dalam Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang
4 Pelatihan Aparat Dalam Pengendalian Pemanfaatan g 9
Ruang
5 Pengawasan Pemanfaatan Ruang 9 9 g 9 g
6 Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan g g g g 9
Ruang Lintas Kabupaten/Kota
7 i Kebijakan P ian P 1 g 9 9 9
Ruang
6 Dst..
(4) Terciptanya sistem informasi dan administrasi - Menata administrasi pemilikan, penguasaan, dan - Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan 1 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan 9 g g 9 g
pertanahan yang berbasis budaya dan adat lokal. pemanfaatan tanah untuk menekan seminimal mungkin Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah. Pemanfaatan Tanah
guna tertatanya sistem sertifikasi kepemilikan tanah potensi konflik kepemilikan tanah. 2 Penyuluhan Hukum Pertanahan g g 9 g 9
masyarakat dan aset Pemerintah Daerah.
- Program Penyelesaian Konflik-konflik 1 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan g g g g g
Pertanahan 2 Dst..
6 SARANA PRASARANA PEKERJAAN UMUM
(1) Terwujudnya pembangunan jaringan infrastruktur - Membangun ruas-ruas jalan baru dan jembatan - Program pembangunan jalan dan jembatan. 1 Perencanaan Pembangunan Jalan g g g g g
berupa ruas jalan baru dan jembatan terutama di Pulau Kei Besar; 2 Survei Kontur Jalan dan Jembatan g g g
- Pembangunan Jalan di Pulau Kei Besar 96,27 Km 3 Pembangunan Jalan g g 9 g 9
- Pembangunan Jalan Baru di Pulau Kei Kecil 25 Km 5 Pembangunan Jembatan 9 9 9 9 9
- Pembangunan Jembatan Baru di Pulau Kei Besar 25. Unit 6 Dst..

- Pembangunan Jembatan Baru di Pulau Kei Kecil 10. Unit
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Terwujudnya peningkatan jalan :
- Peningkatan Jalan Hotmix sepanjang 110 Km
- Peningkatan Jalan Aspal sepanjang 129 . Km

Tersedianya prasarana dan sarana permukiman perkotaan
dan perdesaan

- Pembangunan Jalan lingkungan Perkotaan 100 Km

- Pembangunan Jalan lingkungan Perdesaan 100 Km

Terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan
prasarana dan sarana irigasi, air bersih.

Terwujudnya Pembangunan Jaringan Drainase Kota Langgur

dan 1 sarana

prasarana jalan dan jembatan;

- Membangun dan meningkatkan kapasitas sarana

prasarana permukiman perkotaan dan perdesaan

- Membangun jaringan irgasi lahan keringan, air bersih,

- Membangun jaringan drainase kota Langgur

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan

dan jembatan

Program pembangunan infrastruktur perdesaan.

Program pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong.

Program pembangunan/pemeliharaan Turap/
Talud/Brojong.

Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dn Jaringan Pengairan
lainnya

Program pembangunan saluran drainase/
gorong-gorong

Program Penyediaan dan
Pengolahan Air Baku
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Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Dst...

Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
Pembangunan Pasar Pedesaan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Air Bersih Perdesaan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Perdesaan

Dst...

Perencanaan pemb. saluran drainase/gorong-gorong
Survey kontur saluran drainase/gorong-gorong

P 1gan saluran drair g
Dst...

1g-gorong

Perencanaan Turap/Talud/Bronjong

Survei Kemiringan Lereng Turap/Talud/Bronjong
Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Dst...

Perencanaan Pembangunan Jaringan lrigasi, Jaringan
Air Bersih/Air Minum, dan Minum

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum
Pembangunan Reservoir

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Air Bersih/Air Minum
Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir

Dst...

Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-
gorong

Survey kontur saluran drainase/gorong-gorong
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air
Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku
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4 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana PDAM 9 g
5 Dst....

(6) Terwujudnya relokasi pembangunan prasarana - Membangun prasarana pemerintahan dan pelayanan - Program Pembangunan dan Rehabilitasi 1 Pembangunan Kantor Bupati Baru [ g g9 g
dan sarana pemerintahan yang memadai sesuai publik termasuk merelokasi perkantoran pemerintah prasarana pemerintahan. 2 Pembangunan Perkantoran Pemda g 9 g 9
dengan kebutuhan organisasi dan penyelenggaraan Kabupaten Maluku Tenggara. 3 Pembangunan Kantor Dinas Pendidikan 9 g g
pemerintahan daerah. 4 Dst...

(7) Tersedianya 500 unit rumah layak huni bagi masyarakat - Memlfasilitasi pembangunan rumah yang layak huni - Program Pengembangan Perumahan 1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat g ! g 9 9
Miskin bagi masyarakat miskin Sederhana (Bedah Rumah)

2 Dst..

7 PERHUBUNGAN

(1) Terwujudnya sistem jaringan transportasi lokal - Mengembangkan sistem jaringan transportasi lokal yang - Program Perencanaan dan Pengendalian Sistem | 1 Penyusunan Tatralok 9
yang terintegrasi antarmoda darat dan laut di dalam efisien, efektif, handal, dan terintegrasi antarmoda Tataran Transportasi Lokal 2 Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan o
dan antar Pulau Kei Kecil - Kei Besar. perhubungan laut, darat dan udara beserta 3 Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan g

infrastrukturnya; Prosedur Bidang Perhubungan
4 Dst...
- Meningkatkan kerjasama pemerintah dan swasta dalam - Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan. 1 Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi g g 9 g 9
p 1 I publik serta iklim untuk peningkatan keselamatan penumpang
kompetitif yang sehat di bidang transportasi; 2 Peningkatan Disiplin Masyarakat menggunakan angkutan g g g g 9
3 Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan g g g g 9
Penumpang
4 Pengendalian Disiplin Pengoperasian angkutan umum g g 9 9 9
di jalan raya
5 Penciptaan K dan Keny an P g 9 9 g 9
dilingkungan Terminal
6 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan g g g 9 9
Jasa Angkutan
7 Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan g g 9 g 9
8 Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru g g g g 9
Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
9 Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan g g 9 g 9
10 Dst...

(2) Terwujudnya peningkatan kapasitas Pelabuhan konteiner/ - Membangun dan memelihara dermaga, pelabuhan - Program Pembangunan Sarana dan Prasarana 1 Pembangunan Gedung Terminal 9 9
di Uf Maar, Dermaga Feri Elat dan Kei Kecil serta penyeberangan, dan pelabuhan rakyat terutama Perhubungan. 2 Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal g g 9 g 9
pelabuhan-pelabuhan pelayaran rakyat pada pintu-pintu yang menghubungan Kei Kecil dan Kei Besar serta 3 Pembangunan Pelabuhan Pt 1gan g g !
wilayah pertumbuhan yang menghubungkan Pulau pulau-pulau kecil yang selama ini belum terjangkau; 4 Dst...

Kei Kecil dan Pulau Kei Besar serta tercapainya
percepatan pembangunan lapangan terbang baru di lbra

dan bandara yang representatif untuk mendukung
terintegrasinya sistem perhubungan antarmoda;
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(3) Terwujudnya peningkatan kapasitas prasarana dan - Menil itas sarana perhubungan - Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 1 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas g g g 9 9
fasilitas perhubungan yang memadai, handal, dan laut dan darat untuk meningkatkan pelayanan jasa Perhubungan. perhubungan
terintegrasi satu sama lain. trasportasi dan kemudahan aksesibilitas orang, lokal 2 Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas g g 9 g 9
barang dan jasa Pehubungan
3 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan g g g g 9
4 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat g 9 9 g 9
5 Dst...
(4) Terwujudnya pengawasan dan penertiban perijinan - Menil kualitas f p ) dan - Program Pengendalian dan Pengamanan 1 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas g g g g
jasa angkutan dan jalan raya. perijinan jasa anglkutan jalan raya Lalu Lintas. 2 Pengadaan Marka Jalan g g [ g g
3 Pengadaan Pagar Pengamanan Jalan g 9 9
4 Dst..
- Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian 1 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor g 9
Kendaraan Bermotor. 2 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor g g g 9
3 Dst..
(5) Terwujudnya peningkatan Kualitas SDM - meningkatkan kualitas SDM aparatur - Program fasilitasi peningkatan SDM bidang 1 Pelatihan SDM dalam Bidang Perhubungan g g g g
pada Bidang Perhubungan Perhubungan 2 Dst..
8  KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
(1) Tersedianya prasarana dan sarana serta sistem - Mendorong pembangunan prasarana dan sarana serta - Program Pengembangan Komunikasi, 1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan g g g g 9
jaringan telekomunikasi terutama telepon yang sistem jaringan telekomunikasi untuk menyediakan Informasi, dan Media Massa. Komunikasi dan Informasi
dapat menjangkau kota-kota kecamatan; layanan telekomunikasi yang berkualitas kepada 2 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya g g 9 g 9
masyarakat terutama telepon  selular yang dapat Komunikasi dan Informasi
menjangkau kota-kota kecamatan 3 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi 9 9
4 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan g
Komunikasi dan Informasi
5 Dst..
(2) Tersedianya pelayanan jasa internet pemerintah - Mengembangkan pelayanan jasa intermet pemerintah - Program pengkajian dan penelitian bidang 1 Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi g
daerah baik untuk kebutuhan internal pemerintah daerah agar berbagai informasi dan komunikasi dapat informasi dan komunikasi. 2 Dst...
daerah maupun masyarakat luas. diakses baik untuk kebutuhan internal pemerintah daerah
maupun untuk masyarakat;
- Program fasilitasi peningkatan SDM bidang 1 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi g g g g
informasi dan komunikasi. 2 Dst..
Program kerjasama informasi dengan mass|
(3) Temwujudnya pers yang bebas, bertanggung jawab, - Mendorong terwujudnya pers dan media lokal yang - media. 1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 9 o ¢ o ¢
profesional, dan mampu bertindak sebagai alat bebas, bertanggung jawab, dan profesional sebagai 2 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan g 9 9 g 9
kontrol sosial yang independent alat kontrol sosial yang bebas dari keberpihakan. Pemerintahan Daerah

10
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3 Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi g g 9 9 9
Masyarakat
4 Dst..
9 SARANA PRASARANA ENERGI
(1) Terwujudnya peningkatan pertumbuhan tenaga - Meningkatkan pertumbuhan tenaga listrik dan kapasitas - Program Pengembangan Listrik Perdesaan. 1 Pengembangan Listrik Microhydro Pedesaan 9 [ g g9 g
listrik dan kapasitas terpasang pembangkit tenaga terpasang pembangkit tenaga listrik 2 Dst..
(2) Berkembangnya upaya pemanfaatan sumber energi - Mengembangkan upaya pemanfaatan sumber energi lain | - Program Pembinaan dan Pengelolaan Listrik 1 Pembinaan Pengelolaan Listrik Perdesaan g 9 9 g 9
lain selain BBM seperti tenaga angin, microhydro dan selain BBM seperti tenaga air dan angin, microhydro Perdesaan. Dst...
surya serta energi  terbarukan untuk pembangkit tenaga serta energi baru terbarukan untuk pembangkit tenaga
listrik perdesaan; listrik perdesaan;

11




MISI I

Merevitalisasi Sistem Penyuluhan serta Meningkatkan Produktivitas Pengelaolaan Sumber Daya Alam dan Kualitas Lingkungan Hidup

SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN-KEGIATAN POKOK/INDIKATIF 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

1. PENGEMBANGAN PENYULUHAN PERIKANAN, PERTANIAN
PETERNAKAN, DAN HUTBUN

(1) Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan - Membentuk institusi penyuluh, penyediaan sarana - Program pengadaan sarana prasarana aparatur [ 1 Pembangunan Gedung Kantor 9 9
penyuluh perikanan, pertanian, 1 dan p dan peningkatan kemampuan sumber daya 2 Pengadaan Peralatan Kantor dan Aparatur 9 9 9
kehutanan yang handal penyuluh pertanian; 3 Dst...

- Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur. | 1 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Penyuluh L I L
2 Dst...

(2) Terwujudnya sistem penyuluhan yang efektif dan berkualitas | - Merevitalisasi sistem penyuluhan pertanian, peternakan - Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ 1 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian g g [ g g
ditandai dengan meningkatnya jumlah Petani, Peternak, perkebunan dan kehutanan Peternakan Lapangan. 2 Kajian pengembangan/revitalisasi sistem penyuluhan g g 9 g 9
yang trampil dan berkualitas serta mampu menerapkan 2 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian g g 9 g 9
teknologi tepat guna pra dan pasca panen. 3 Penyuluhan dan Pendampingan Bagi petani/peternak g 9 9 [ 9

4 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian g g 9 g 9
Tepat Guna
5 Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan produktivitas g ! g 9 9
lahan tidur
6 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku g g 9 9 9
agribisnis
7 Dst..
- Program Pemberdayaan Penyuluh 1 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh ] g g [ g
Kehutanan dan Perkebunan Lapangan Kehutanan/Perkebunan
2 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh g g 9 g 9
Kehutanan/Perkebunan
3 Penyuluhan dan Pendampingan Bagi petani g ! g 9 9

Kehutanan/Perkebunan
Dst...
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2. PENGEMBANGAN PERTANIAN DAN PETERNAKAN
(1) Terwujudnya pengembangan sentra areal pertanian - gkan pemt Inan sent 1t - Program Peningkatan Penerapan Teknologi 1 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian g
tanaman pangan, hortikultura unggulan spesifik lokal. produksi komoditas unggulan daerah Pertanian 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi g g 9 g 9
- KSP Pertanian Tanaman Pangan Jagung di Kei Kecil dan Pertanian Tepat Guna
*Kei Kecil Timur
- KSP Pertanian Hortilkultura Tanaman Cabe di Kei Kecil 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana g 9 9 9
dan Kei Besar Teknologi Pertanian Tepat Guna
4 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi 9 9 9 9 9
Pertanian Tepat Guna
5 Dst..
(2) Terwujudnya peningkatan produksi dan mutu produk - Menyediakan benih bermutu dan agro input lainnya - Program Peningkatan Produksi Hasil 1 Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Peterakan ] g g g g
pertanian, dan peternakan serta pengembangan sistem yang sesuai dengan kondisi daerah untuk Pertanian dan Peternakan. Unggulan Daerah
pemasaran dalam rangka peningkatan pendapatan petani dan meningkatkan usaha tani pangan dalam rangka 2 Penyuluhan Pemasaran Produksi Pertanian/ g g 9 g 9
ketahanan pangan lokal pemenuhan kebutuhan pangan Peternakan guna menghindari tengkulak dan
Sistem ljon
3 Penyuluhan Distribusi Pemasaran Atas Hasil g 9 9 9 9
Produksi Pertanian/Peternakan Masyarakat
4 Dst...
- Program Pencegahan dan Penanggulangan 1 Pendataan masalah peternakan g g g g 9
Penyakit Hewan. 2 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit g g 9 g 9
menular ternak
4 Pengawasan perdagangan temak antar daerah g g 9 g 9
5 Dst...
(3) Tersedianya SDM trampil di bidang pertanian, - Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani/ - Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur. 1 Pendidikan dan pelatihan tekins tugas dan fungsi g 9
dan peternakan peternak bagi aparatur Dinas Pertanian
2 Pendidikan dan pelatihan bagi Para Petani g g 9 9 9
3 Dst..
4 B pola pikir petani/p untuk - Mengubah kebiasaan masyarakat dari sistem meramu - Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1 Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan g
menjadikan pertanian dan peternakan sebagai menjadi sistem pertanian produktif. 2 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil g g g 9 9
usaha produkif. pertanian
3 Pengembangan desa mandiri pangan 9 g 9
5 Pengembangan Tanaman Cabe rakyat g g g g 9
6 Pengembangan Tanaman Jagung rakyar 9 9 9 9 9
7 Pengembangan pertanian pada lahan kering g g g g 9
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8 P 1gan perbenit Cabe, Jagung dll g g 9 g 9
9 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk g g 9 9
pertanian cabe dan jagung
10 Dst...
- Mengembangkan peternakan kambing untuk kebutuhan - Program Peningkatan Produksi Hasil 1 Bantuan Bibit Temak g g 9 g 9
pangan dan peningkatan gizi masyarakat Peternakan 2 Dst...
- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. 1 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis g g [ g g
3 Peningkatan kemampuan lembaga petani g ' g 9 9
4 Peningkatan sistem insentif bagi petani/kelompok tani g 9 9 9 9
6 Dst..
3. PENGEMBANGAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
(1) Tercapainya percepatan rehabilitasi lahan kritis dalam - Melaksanakan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan - Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 1 Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan g g 9 g 9
kawasan hutan seluas 20.000 hektar dan luar kawasan hutan dalam rangka memperkecil luas lahan kritis dan penghijauan hutan
seluas 21.500 hektar pada DAS Kei Besar dan Kei Kecil maningkatkan potensi lestari dan kualitas sumberdaya 2 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan g 9 9 g 9
di tahun 2013. hutan dan lahan 3 Pembuatan Tanaman Reboisasi g g 9 g 9
4 Pemeliharaan Tanaman Reboisasi g 9 9 9 9
5 Pembuatan Tanaman Penghijauan g g 9 9 9
6 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan g g g 9 9
rehabilitasi hutan dan lahan
7 Peningkatan peran serta masyarakat dalam g g 9 g 9
rehabilitasi hutan dan lahan
8 Dst..
(2) Tercapainya penegakan hukum dan pengamanan - Meningkatnya upaya-upaya perlindungan dan - Program Perencanaan dan Per 1P gan hutan kat adat 9 g 9
Iperlindungan hutan dan hasil hutan secara terpadu. konservasi sumber daya hutan; Hutan. 2 Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat ! g 9 9
3 Dst..
- Meningkatkan pemberdayaan ekonomi di sektor - Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya 1 Pengembangan hutan tanaman g g g g g
kehutanan serta meningkatkan partisipasi masyarakat Hutan. 2 Perencanaan dan pengembangan hutan ] [ g g 9
dalam Inan re hutan kemasyarakatan
lahan, dan pengawasan pengelolaan hasil hutan; 3 Optimalisasi PNPB g g 9 9 9
4 P \gan pengujian dan per g g 9 9 9
peredaran hasil hutan
5 Dst...
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber 1 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur g g [ g 9
Daya Aparatur. 2 Pendidikan dan Pelatihan Polisi Hutan 9 9 ) 9 9
3 Dst.
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(3) Tercapainya penanggulangan kebakaran hutan - Meningkatkan efektivitas penanggulangan kebakaran - Program Perlindungan dan Konservasi 1 P 1 dan hutan g g g g g
dan lahan serta penanggulangan kerusakan hutan dan lahan, kerusakan lingkungan, serta Sumber Daya Hutan. dan lahan
lingkungan dan pemulihan cadangan sumber pemulihan cadangan sumber daya alam. 2 Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran g g 9 g 9
daya alam. hutan dan lahan
3 Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan g g 9 g 9
4 Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai g g 9 g 9
dampak perusakan hutan
(4) Terwujudnya pengembangan sentra produksi komoditas - Meningkatkan produksi dan nilai tambah komoditas - Program Peningkatan Produksi Perkebunan. 1 Penyuluhan peningkatan produksi perkebunan g g g g 9
unggulan perkebunan : I 1 melalui arela tanaman 2 Penyediaan sarana produksi perkebunan g 9 9 9 9
- KSP Perkebunan Kelapa di Kei Besar seluas 1.000 Hektar perkebunan kelapa, pala dan jambu mete sebagai 3 Pengembangan bibit unggul kelapa, pala dan jambu mete 9 ¢ 9 9 9
- KSP Perkebunan Pala di Pulau Kei Besar n seluas komditas unggulan serta penanggulangan hama penyakit 4 Pengembangan tanaman kelapa, pala dan jambu mete
500 Hektar 5 Dst..
- KSP Perkebunan Jambu Mete seluas 1.000 hektar di
Kei Kecil
(5) Terwujudnya Rasionalisasi produktifitas lahan, peningkatan - Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk - Program Peningkatan Penerapan Teknologi 1 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perkebunan g
mutu produk perkebunan dan pengembangan sistem unggulan daerah secara berkelanjutan. Perkebunan. 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi g g 9 g 9
pemasaran hasil produksi perkebunan Perkebunan Tepat Guna
3 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi g g 9 g 9
Perkebunan tepat guna
Dst...
- Program Peningkatan Pemasaran Hasil 1 Penelitian dan pengenbangan pemasaran hasil g
Produksi Perkebunan. produksi kelapa dan pala
2 Penyuluhan Distribusi Pemasaran Atas Hasil g 9
Produksi Perkebunan Masyarakat
3 Pembinaan dan Pengembangan teknologi panen dan g g 9 g 9
pasca panen.
4 Pembinaan Kelompok Usaha Pengolahan hasil perkebunan g g 9 g 9
5 Peningkatan mutu, pemantauan pemasaran dan g g 9 g 9
pembinaan informasi pasar komoditi perkebunan
3 Dst..
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4. PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP
(1) Tercapainya peningkatan kesadaran dan pengetahunan - Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peran - Program pengendalian kebakaran hutan 1 Pemetaan kawasan rawan kebakaran hutan g
masyarakat pada fungsi lingkungan hidup lingkungan hidup pada keberlajutan sumberdaya alam 2 Koordinasi pengendalian kebakaran hutan g g ] g ]
dan pembangunan.
3 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan manual g [¢]
pengendalian kebakaran hutan
4 ialisasi kebij I hutan ] 9 9 9 9
5 Dst...
- Program pengembangan ekowisata dan jasa 1 Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan g 9
lingkungan dikawasan-kawasan konservasi dikawasan konservasi
laut dan hutan 2 Pengembangan konservasi laut dan hutan wisata g g 9 9 9
(2) Terwujudnya kawasan konservasi minimal seluas 10.000 Ha - Meningkatkan perlindungan dan pengendalian - Program perlindungan dan konservasi SDA 1 Penyusunan Master Plan Kawasan Konservasi Daerah g g
pengendalian pencemaran lingkungan seperti baku 1 i melalui kerangka 2 Pantai dan laut lestari g g g g g
mutu (limbah, laut, air permukaan, tanah, dan lain-lain); regulasi daerah tentang pelestarian lingkungan hidup, 3 Pengembangan dan pemantapan kawasan g o g g g
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal); dan tentang hak-hak adat masyarakat dalam pengelolaan konservasi laut, suaka perikanan, dan
1 hak-hak kat adat dalam sumber daya alam,sosialisasi dan penegakan hukum keanekaragaman hayati laut
pemanfaatan, dan pengawasan sumber daya alam lingkungan yang adil dan tegas; 4 Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan ! 9
secara lestari; sumber-sumber air
- Meningkatkan kawasan konservasi daerah SDA 5 Koordinasi pengelolaan konservasi SDA g 9 9 9 9
melalui penetapan kerangka regulasi daerah 6 Peningkatan peran serta masyarakat dalam g g g 9 9
perlindungan dan konservasi SDA
7 Rehabilitasi Ekosistem Perairan dan Pesisir
8 Dst....
- Program pengendalian dan pengawasan 1 P dan per p f SDA g 9 9 9 9
pemanfaatan SDA 2 Pengendalian kerusakan hutan dan lahan g ! g 9 9
3 Pengendalian, Pengawasan Pelaksanaan AMDAL g 9 9 9 9
4 Dst...
- Program Rehabilitasi dan Pemulihan 1 Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, g 9 g
cadangan SDA. mangrove,padang lamun, estuaria dan teluk
2 Perencanaan dan penyusunan program 9
pembangunan pengendalian sumber daya alam
dan lingkungan hidup
3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam g g 9 9 9
rehabilitasi danpemulihan cadangan SDA
4 Dst...
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i i 1 dan | - Memperbaiki ekositem lingkungan terutama perairan dan - Program Pengelolaan dan Rehabilitasi 1 P dan rehabilitasi ekosistem pesisir 9 g9 g [ g

ekosistem pesisir akibat pemanfaatan yang tidak kelautan, memperluas p pan etika li ), serta i pesisir dan laut. dan laut
ramah lingkungan yang ditandai dengan meningkatkan partisipasi dan kearifan budaya lokal 2 Dst..

- Menurunnya kegiatan-kegiatan pembakaran hutan,
- Menurunnya kegiatan-kegiatan penambangan pasir tanpa ijin - Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

- Menurunnya kegiatan-kegiatan penggunaan potasium Lingkungan Hidup.

Koordinasi penilaian Kota sehat/Adipura
Pemantauan kualitas lingkungan

dan bom di perairan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang LH

@ a | a a
@ @ |a a
@ @ |a a

Pengkajian dampak lingkungan

o g w N e
e @ @ @ a
@ @ @ @ a

Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran
dan perusakan linhkungan hidup
Koordinasi penyusunan AMDAL antar Sektor g g 9 g 9

© ~

Peningkatan peran serta masyarakat dalam g g 9 g 9
pengendalian lingkungan hidup
Pengkajian pengembangan sistem insentif dan g

©

disinsentif
10 Dst...

Tercapainya peningkatan luasan dan kualitas ruang - Meningkatkan pembangunan perkotaan yang ramah - Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

-

Penyusunan kebijakan, norma, standard, prosedur g
terbuka hijau seluas 30 % wilayah perkotaan lingkungan, bersih dan indah dan manual pengelolaan RTH
dan peningkatan kualitas pengelolaan Sosialisasi kebijakan, norma, standard, prosedur g 9 9
persampahan perkotaan dan manual pengelolaan RTH

~

Penyusunan master plan RTH 9 g
Penataan RTH g
Pemeliharaan RTH 9
Pengembangan lahan rekreasi
Pengawasan dan pengelolaan RTH 9 9

© o~ o o
@ @ @ @ a a

Peningkatan dan peran serta masyarakat dalam g g
pengelolaan RTH
10 Dst...

-

- Program pengembangan kinerja pengelolaan Penyusunan kebijakan managemen pengelolaan sampah !

~

persampahan Penydiaan prasarana dan sarana penegelolaan 9 9
persampahan (TPS dan TPA)
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana g g g 9 9

dan sarana persampahan

ES

10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 9 g
12 Dst...




SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN-KEGIATAN POKOK/INDIKATIF 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
(5) Tercapainya peningkatan kapasitas Kelembagaan - Menguatkan kapasitas kelembagaan pengelola sumber - Program Peningkatan kapasitas kelembagaan 1 Pendidikandan Latihan AMDAL g g g g g
lingkungan hidup daya alam dan lingkungan hidup melalui pembentukan 2 Pendidikan dan Latihan Pengelolaan Lingkungan Hidup g g 9 g 9

Lembaga Pengendalian Lingkungan Hidup dan
peningkatan sumber daya aparatur yang berkualitas;




MISI IV

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN-KEGIATAN POKOK/INDIKATIF 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 [ 2013
1. PENDIDIKAN
(1) Tercapainya: Menyediakan akses yang luas terhadap kesempatan - Program Pendidikan Anak Usia Dini. 1 Pemb Pemeliharaan dan Rehab. Ged. sekolah g g g g g
- Nilai APK SD/MI sebesar 100 persen, memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu dan 3 Penambahan, Pemeliharaan dan Rehab. ruang kelas g g g 9 9
SMP/MTS sebesar 98 persen, dan SMA/SMK/MA terjangkau diserta pembebasan biaya pendidikan 4 Pemb dan Pemeli sarana dan g g
sebesar 95 persen ditingkat SD/MI sampai dengan SMA/SMK/MA bermain
- Nilai APM SD/MI sebesar 95 persen, SMP/MTS 5 Pemb dan P sarana air bersih g g g
90 persen, dan SMA/SMK/MA sebesar 85 persen; dan sanitasi
6 P Jaan buku-buku dan alat tulis siswa 9 9 9 9 9
Menyediakan dan membangun [ dan sarana 7 P Jaan pakaian seragam sekolah g g g 9 9
pendidikan (RKB) yang memadai dengan rasio murid 8 P Jaan pakaian olahraga sekolah g g g 9 9
dan ruang kelas yang sebanding 9 P Jaan alat praktik dan peraga siswa g g g 9 9
11 Py laan dan i mebel ( sekolah 9 9 9 9 g
12 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik g g g g g
13 Py l fidikan anak usia dini 9 9 9
14 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini g g g 9 g
15 P ls kurikulum, bahan ajar dan model
belaj fidikan anak usia dini 9
16 Perencanaan dan penyusunan program pendidikan g g g g g
anak usiadini
17 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 9 9 9 9 9
18 Dst...
- Program Waijib Belajar Pendidikan Dasar 1 Pemb l dan rehab. gedung sekolah g g g 9 g
Sembilan Tahun. 2 Pemb l dan rehab rumah dinas 9 9 9 g g
kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah
3 Penambahan, pemeliharaan dan rehabilitasi ruang kelas g g g g g
4 Pemb li dan rehabilitasi ruang guru g g g 9 9
5 Pemb li dan rehabilitasi ruang
lat ium dan ruang p sekolah g g g g g
6 Pemb l dan rehabilitasi sarana dan 9 9 9 9 9
prasarana olahraga
7 Pemb li dan reha bilitasi ruang g 9 9
perpustakaan
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©

©

2

@

2

=

25

26

2

N

28

2

-1

3
31
32

S

33

Pembangunan, Pemeliharaan dan rehabilitasi rutin/berkala
ruang serbaguna/aula

Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

Pengadaan pakaian seragam sekolah

Pengadaan pakaian olahraga sekolah

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

P dan i mek perlengkapan sekolah
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Pelatihan kompetensi siswa berprestasi

Pelatihan penyusunan kurikulum

Pembinaan SMP terbuka

Penambahan ruang kelas baru SMP/MTs/SMPLB
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)
jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pasantren
salahfyah dan satuan pendidikan non-Islam setara
SD dan SMP

Penyediaan buku palajaran untuk SD/MI/SDLB dan
SMP/MTs

Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk
SD/MI dan SMP/MTs

Pembi 1 dan j 1 sekolah
dengan penerapan manajemen berbasis sekolah
(MBS) disatuan pendidikan dasar

Pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa
Pembinaan Comprehensive Teaching And

Learning (CTL)

Pengembangan materi belajar mengajar dan metode
pembelajaran dengan menggunakan teknologi
informasi dankomunikasi

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi
pendidikan dasar

Penyediaan beasiswa retriveal untuk anak

putus sekolah

Penyediaan beasiswa transisi

Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar
Penyelenggaraan Multi-Grade Teaching di daerah
terpencil

Dst ...

a|ae | a|a | a|a|a|a|a al|a

a|ae |a|a | a|a|a|a|a ala

a|ae | a|a | a|a|a|a|a al|a

e|e |e|ae | e|la| e la|a ala

e|e |e|ae | ae|la| e la|a ala
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- Mengembangkan kualitas Pendidikan Menengah

dan mendorong pengembangan pendidikan menengah
kejuruan kelautan/ perikanan, pertanian serta pariwisata;

- Program Pendidikan Menengah.

N e

w

[LEFS

o

©

©

N
IN]

Pembangunan, pemeliharaan dan rehab. gedung sekolah
Pembangunan, Pemeliharaan dan rehabilitasi rumah
Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah

Penambahan, Pemeliharaan dan rehabilitasi ruang kelas
sekolah

Penambahan, Pemeliharaan dan rehabilitasi ruang guru
Pembangunan, Pemeliharaan dan rehabilitasi

ruang laboratorium dan ruang praktikum sekolah
(Laboratorium bahasa, komputer, IPA, IPS, dll)
Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan
prasarana olahraga

P ), | dan ilitasi ruang
serbaguna/aula

Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi ruang unit
kesehatan sekolah

Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi ruang
perpustakaan

Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan
instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana

air bersih dan sanitasi

Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

Pengadaan pakaian seragam sekolah

Pengadaan pakaian olahraga sekolah

Pengadaan dan pemel. alat praktik dan peraga siswa
Pengadaan dan pemeliharaan rutin mebeluer sekolah
Pengadaan dan pemeliharaan rutin perlengkapan sekolah
Pengadaan alat pemeliharaan rumah tangga sekolah
Pengembangan pendidikan menegah kejuruan kelautan dan
Perikanan.

Pengembangan pendidikan menegah kejuruan pertanian
Pengenmbangan pendidikan menengah kejuruan pariwisata
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

Pelatihan penyusunan kurikulum

Pembenaan forum masyarakat peduli pendidikn
Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah
untuk daerah-daerah pedesaan, terpencil dan kepulauan
Penyediaan bantuan operasional manajemen

mutu (BOMM)

a|a a|a ala

a|a a|a ala

a|ae | a|a|ala

a|ae | a|a|ala

a|a a|a ala

a|a a|a ala

e|e | ae|a|ala

e|e | ae|a|ala

e|e | ae|a|a|a

e|e | ae|a|a|a
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27 Penyediaan beasiswa bagi keluarga yang g g g g 9
tidak mampu

28 Pembinaan kelambagaan dan manajemen sekolah g g g g g
dengan menerapkan manajemen berbasis
sekolah (MBS) g g g 9 9

29 Pengembangan metode belajar mengajar dengan g g g g g
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

30 Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan g g g g g
duniamenerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS)

31 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi g g g g g
pendidikan menengah

32 Penyelenggaraan agreditasi sekolah menengah g g g g g

33 Pengembangan KTSP dan Mulok

34 Dst...

- Mendorong dan memfasilitasi peningkatan layanan - Program bantuan kerja sama dengan 1 Bantuan Pengembangan Pendidikan Tinggi g g g g g
pendidikan tinggi yang berkualitas. Perguruan Tinggi di daerah 2 Pengembangan kerja sama pembinaan masyarakat

3 Dst..

) Terwujudnya peningkatan kuantitas, kualitas, dan - Meningkatkan penyetaraan, kompetensi, serta - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan 1 Pelaksanaan sertifikasi pendidik g g g g g
distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan secara Tenaga kependidikan. 2 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga g g g g g
ditandai dengan persentase guru yang memenuhi merata di setiap sekolah; kependidikan
- standar kompetensi di tingkat SD sebesar 60 persen, 3 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompotensi g g g g g

SLTP sebesar 75 persen, dan SLTA sebesar 80 persen; 4 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) 9 g 9 ¢} ¢}
- Tersedianya tenaga guru yang memadai sampai ke desa 5 Pembinaan lembaga penjamin mutu pendidikan (LPPM) g g g g g
desa 6 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi g g g g g
standar kualifikasi
7 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan g g g g g
dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
8 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan g g g g g
pendidik dan tenaga kependidikan
9 Pengembangan sistem penghargaan dan g g g g 9
perlindungan terhadap profesi pendidik
10 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian g g g g g
program profesi pendidik dan tenaga kepandidikan
11 Pelaksanaan MGMP [ 9 [ 9 9
12 Pelaksanaan Bimbingan Teknis KTSP g g g g
13 Dst...
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(3) Tersedianya layanan pendidikan non formal - Mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan - Program Pendidikan Non Formal. 1 Penyelenggaraan paket A setara SD g g g g g
yang berkualitas dan dapat diakses secara luas pendidika non formal; 2 Penyelenggaraan paket B setara SMP g g g g g

3 Penyelenggaraan paket C setara SMU g g g g 9
4 Dst..
- Program Pendidikan Luar Biasa. 1 Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung sekolah SLB 9 9
2 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa g g g g g
3 Pengadaan pakaian seragam sekolah dan g g g g 9
kelengkapan serta pakaian olaharaga

4 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa g g g g 9
5 Pengadaan mebeluer dan perlengkapan sekolah g g g g g
6 Pengadaan alat rumah tangga sekolah g g g g 9
7 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik g g g g 9
8 Pelatihan penyusunan kurikulum g g g g 9
9 Dst...

(4) Terbangunnya fasilitas pendukung sarana pendidikan - Menyediakan dan membangun prasarana dan sarana - Program Pengembangan Budaya Baca 1 Permasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk 9 9 9 g g
seperti laboratorium dan perpustakaan yang merata pendidikan lain yang memadai; dan Pembinaan Perpustakaan. mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
ke sekolah-sekolah. 2 Pengembangan minat dan budaya baca g g g g g

3 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada g g
perpustakaan sekolah
4 Dst..

(5) Terwujudnya manajemen sekolah berbasis - Mengembangkan sistem manajemen pendidikan - Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. | 1 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidkan g g g 9 9
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) untuk Kurikulum yang berkualitas; 2 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan g g g g g
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang konsisten sesuai di bidang pendidikan
dengan tuntutan kebutuhan daerah. A sistem [ I 1 melalui 3 Pengendalian dan pengawasan penerapan asas g g g g g

pendekatan KBK dan MBS; efisiensi dan efektifitas pengguanaan dana
dekonsentrasi dan dana pembantuan
4 Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan g g g g g
pemerintah dibidang pendidikan
5 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan g g g g g
6 Penyelenggaraan pendidikan seminar dan lokakarya g g g

serta diskusi iimiah tentang berbagai isu pendidikan
Dst ...
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2. KESEHATAN
(1) Tercapainya Angka Harapan Hidup Kabupaten - Meni kemauan, dan puan - Program Peningkatan pelayanan kesehatan 1 Rekruitmen tenaga perawat kesehatan g g g g g
Maluku Tenggara sebesar 72 Tahun di tahun 2013 hidup sehat masyarakat untuk memahami pentingnya lansia. 2 Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan g 9
cara-cara hidup yang sehat; 3 P 1 pusat-pusat pelayanan 9 ' 9 o] o]
4 Pengembangan media promosi dan informasi sadar g g g g g
hidup sehat
5 dst...
- Program Promosi Kesehatan dan 1 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat g g g
Pemberdayaan Masyarakat. 2 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan [ 9 [ 9 9
3 Peningkatan pendidkan tenaga penyuluh kesehatan g g g g g
4 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat g g g g g
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
5 dst....
- Program Pengembangan Lingkungan sehat. 1 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat g g g g g
2 Penyusunan standar pelayanan kesehatan g g g g g
3 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan g g g g g
4 Dst..
- Program Standarisasi pelayanan kesehatan. 1 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan g
2 Pembangunan dan pemutahiran data dasar standar g g g g g
pelayanan kesehatan
3 Penyusunan naskah akademis standar pelayanan g g
kesehatan
4 Dst.. 9
(2) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan - Menyediakan pelayanan kesehatan yang gratis dan - Program Pelayanan Kesehatan 1 Pelayanan operasi katarak g g g
gratis bagi masyarakat kurang mampu asuransi kesehatan bagi keluarga miskin; Penduduk Miskin. 2 Pelayanan kesehatan THT 9 g9 9 9 9
3 Pelayanan operasi bibir sumbing g g 9
4 Pelayanan sunatan masal g g g 9 9
5 Penanggulangan ISPA g g g 9 9
6 Penanggulangan penyakit cacingan g g g g 9
7 Pelayanan kesehatan kulit dan kelamin g g g g 9
8 Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar g g g g g
9 Pelayanan kesehatan akibat lumpuh layu g g g g 9
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- Program Upaya Kesehatan Masyarakat. 1 Pelayanan kesehatan penduduk di puskesmas 9 ' 9 o] g

jaringannya

2 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan g g g g 9

3 Pengadaan peningkatan perbaikan sarana dan g g g g g
prasarana puskesmas dan jaringannya

4 Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan g g g g g
penyakit menular dan wabah

5 Perbaikan gizi masyarakat g g g 9 9

6 Revitalisasi sistem kesehatan [ 9 [ 9 9

7 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan g g g g g

8 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan g g g g g
termasuk obat generik esensial

9 Peningkatan kesehatan masyarakat g g g g 9

10 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi g g g g g
korban bencana

11 Peningkatan pelayanan dan penggulangan g g g g g
masalah kesehatan

12 Penyediaan biaya of ional dan [ ! g g g 9 9

13 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan g g g g 9

14 Dst,,,

(3) Tercapainya Angka Kematian Bayi sebesar 22 - Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan bayi untuk - Program peningkatan pelayanan kesehatan 1 Penyuluhan kesehatan anak balita g g g g g
per 1.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian ibu menekan seminim mungkin angka kematian ibu melahirkan ~ anak balita. 2 Imunisasi bagi anak balita g g g g g
melahirkan sebesar 125 per 100.000 kelahiran hidup. dan bayi 3 Rekruitmen tenaga pelayanan kesehatan anak balita g g g g g

4 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita g g g g g

5 Dst,,,

- Program peningkatan keselamatan ibu 1 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari kelurga g g g g g
melahirkan dan anak. kurang mampu

2 Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi g g g g g
keluarga kurang mampu

3 Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang g g g g g
mampu

4 Dst....
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(4) Tercapainya prevalensi gizi buruk <1 persen
dan gizi kurang 5 persen.

(5) Tercapainya penurunan prevalensi penyakit menular

(6) Tercapainya penggunaan 100 persen garam beryodium
di masyarakat

(7) Tercapainya pembangunan dan peningkatan prasarana
dan sarana kesehatan yang memadai termasuk fasilitas
pendukungnya;

Meningkatkan kualitas gizi penduduk terutama bayi,
balita, ibu hamil, perempuan dewasa, dan manusia
lanjut usia (Manula);

- Meningkatkan efektivitas pencegahan dan

pemberantasan penyakit menular;

Meningkatkan penggunaan 100 persen garam beryodium

- Meningkatkan kapasitas sarana prasarana dan

peralatan kesehatan;

- Program Perbaikan Gizi Masyarakat.

- Program Pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular.

Program Pemasyarakatan penggunaan Garam
Beryodium

- Program Pengadaan, Peningkatan, dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana P

© ~ oo slw Nk o o ~

©

-
=y

N e

Peny 1 peta informasi masy kurang gizi
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Penanggulangan kurang energi (KEP) anemia , gizi besi,
gangguan akibat kurang yodium (GAKI) kurang vitamin A,
dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian

keluarga sadar gizi

Penanggulangan gizi lebih
Dst,,

Penyemprotan/logging sarang nyamuk
Pengadaan alat foging dan bahan-bahan foging
Pengadaan vaksin penyakit menular
Pelayanan vaksinasi bagi balita anak sekolah
Pelayanan pencegahan dan penananggulangan
penyalkit menular

Pencegahan penularan penyakit endemik atau
epidemik

Pemusnahan karang tina sumber penyebab
penyakit menular

Peningkatan imunisasi

Peningkatan surveillance epidemiologi dan
penaggulangan wabah

Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi
(KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit
Dst..

Sosialisasi pemanfaatan garam beryodium
Pemberian bantuan tablet kepada anak kekurangan yodium
Dst ...

Pembangunan puskesmas

P 1L

[ Pustu dan jaringannya.

o N o s|w N e

pembantu

Pengadaan puskesmas keliling

Pembangunan posyandu

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas keliling
Pengadaan sarana dan prasarana posyandu

a|ae | a|a | ala|a

@ |a|a | a

a|ae | a|e|a|la|a

@ a|ae al|a

a|ae | a|a | ala|a

@ a|a | a|a|a

e|e|ae|e|ala|la

@ a|a a|a

e|e|ae|e|a|la|a

e @e|a a|a e
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- Program Pengadaan, Peningkatan, dan
Perbaikan sarana dan prasrana Rumah Sakit

- Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit.

9 Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap

10 Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas

11 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana
puskesmas

12 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana
puskesmas pembantu

13 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana
puskesmas keliling

14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana

posyandu

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas perairan

e
[SART]

Pembangunan ruang polklinik rumah sakit

Pembangunan gudang obat/apotik

Penambahan ruang rawat inap rumah sakit

Pembangunan ruang rawat darurat

Pembangunan ruang ICU, ICCU, NICU

P 1 ruang ¢ i in/rontgen/

terapifisolasi/inkubator dan lain-lain

7 Rehabilitasi bangunan rumah sakit

8 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

9 Pengadaan obat-obatan rumah sakit

10 Pengadaan mebeluer rumah sakit

11 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit
(dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll)

12 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit

13 Pe dan i surat menyurat

14 Dst...

1
2
3
4
5
6

Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
Pemeliharaan rutin/berkala poliklinik rumah sakit
Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotik
Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah
sakit (VVIP,VIP, kelas I, II, dan Ill)

Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawt darurat
Pemeliharaan rutin/berkala ruang ICU, ICCU, NICU
Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi/bersalin
Irontgen/terapifisolasifinkubator dan lain-lain

3 Blw N e

~ o

a|a al|a

a|a |a|a a

e |a |a|a a

a|a al|a

a|a al|a

a|a | a|a

@a|a a|a




SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN-KEGIATAN POKOK/INDIKATIF 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
8 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan ] ] o]
limbah rumah sakit
9 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit g 9 g 9 9
10 Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/mobil jenazah g g g g g
11 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer rumah sakit g 9 g 9 9
12 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit g g g g g
13 Dst...
- Meningkatkan dan mengembangkan layanan rumah - Program Obat dan Perbekalan Kesehatan. 1 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan g g g g g
sakit rujukan yang memadai dan berkualitas. 2 Peningkatan p ) obat dan ! g g g g g
3 Peningkatan keterjangkauan harga obat dan g g g g g
perbekalan kesehatan terytama untuk penduduk miskin
4 Peningkatan mutu pelayanan farmasi, komunitas g g g g g
dan rumah sakit
5 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan g g g g g
kesehatan
6 Dst..
- Program Pengawasan Obat dan Makanan. 1 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat g g g
di bidang obat dan makanan
2 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan g g g g g
bahan berbahaya
3 Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan g
obat dan makanan
4 Peningkatan penyelidikan dan penegakan hukum g g g g g
di bidang obat dan makanan
5 Dst..
- Program pengawasan dan pengendalian 1 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan g g g g g
kesehatan makanan. hasil industri
2 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan g g g g g
kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
3 Pengasawan dan pengendalian keamanan dan g g g g g
kesehatan makanan restauran
4 Dst..

(8) Terwujudnya peningkatan kuantitas, kualitas & - Menyediakan dan meningkatkan baik dari segi jumliah, - Program kemitraan peningkatan pelayanan 1 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 9 9 9 9 9
distribusi tenaga medis dan paramedis yang sesuai mutu dan penyebaran tenaga medis dan paramedis kesehatan. 2 Kemitraan pencegahan dan pemberantasan g g g g g
dengan tuntutan, kebutuhan dan karakteristik daerah. yang menunjang pelayanan kesehatan; penyakit menular

3 Kemitraan alat teknologi kedokteran dan kesehatan g g
4 Kemitraan peningkatan jumlah & kualitas dokter & para medis [ ' [ g g

10




SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN-KEGIATAN POKOK/INDIKATIF 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
5 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan g g g g g
6 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu g g g g g
7 Dst...
3. AGAMA
(1) Terwuj peningkatan 1 prasarana - Mendorong peningkatan pem Inan prasarana dan - Program Bantuan Keagal (sarana 1 Bantuan Pembangunan Prasarana/sarana Ibadah g g g g g
dan sarana ibadah melalui pemberian bantuan sarana peribadatan serta partisipasi masyarakat dalam prasarana peribadatan) 2 Bantuan Kitab Suci
pembangunan sarana | 1 untuk mendorong pembangunan pr. dan sarana agama melalui Dst ...

peningkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan

bantuan-bantuan pembangunan sarana

sarana ibadah;

untuk meningkatkan kualitas kehidupan

beragama;

) Terwujudnya peningkatan kapasitas, kualitas, serta kualitas, serta peran lembaga - Program pembir 1 Bantuan kepada 9
peran lembaga sosial dan lembaga sosial dan lembaga i ! 2 Bantuan Perayaan Hari-hari Besar Kegamaan g
pendidikan ), untuk ikut berperan secara aktif dalam mewujudkan 3 Bantuan perj 1 ibadah

kualitas kei dan serta 4 Dst..
toleransi umat beragama;

) Terwujudnya forum-forum komunikasi yang - Mendorong dan ilitas forum-forum dialog dan - Program pembinaan kerukunan antarumat Forum Dialog antar umat beragar 9

antarumat dan antaretnis serta komunikasi dan antaretnis, serta b Dst....
tentang pluralitas dan mendorong peningkatan pemahaman dan
wawasan multikultur. terhadap pluralitas

. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

) Tersedinya pelayanan administrasi kependudukan - Mengembangkan prasarana dan sarana - Program Peningkatan Sarana dan 1 Diklat inistrasi Kependudukan dan Catatan Sipil g
yang berkualitas yaitu : kependudukan dan kelembagaan dan regulasi Prasarana Aparatur. 2 Teknis dan Pelatihan SIAK
-100 % penduduk wajib KTP memiliki KTP dan KK untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan 3 Pengadaan Perangkat SIAK
- 100 % wajib Akta Capil memiliki Akta Kelahiran 4 Dst....

- 100 % wajib Akta Capil memiliki Akta perkawinan
- Terwujudnya tertib administrasi kependudukan di Desa

) Terbangunnya data kependudukan - Men 1 sistem data base (pangkalan data) yang | - Program Pelayanan Penc 1 Penyelenggaraan P Sipil 9

(data base) yang handal. akurat dan lengkap dalam rangka Penerbitan Akta Catatan Sipil. P Balnko/Register Catatan Sipil g
peningkatan pelayanan Dst ...

- Program Penataan Administrasi 1 P 1 Data Base Kependudukan g g
Kependudukan. 2 Pendataan Penduduk dan Pemutahiran Data Penduduk g 9 g 9
3 P Blanko KTP/KK 9 9 9 9
4 Pembi ini i Kependudukan Desa/Kelurahan g g g 9

5 P SIAK di Kecam 9 9 9

6
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SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN-KEGIATAN POKOK/INDIKATIF 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
5. PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN
(1) Tersedianya BLK dengan dukungan sarana dan SDM M diak dan sarana i dan - Program Peningkatan Kualitas dan 1 Penyusunan data base tenaga kerja daerah g
yang memadai untuk menunjang tercapainya pelatihan tenaga kerja didukung oleh kesempatan Produktivitas Tenaga Kerja 2 Pembangunan balai latihan kerja g g g
peningkatan kualitas keahlian dan ketrampilan magang untuk tenaga kerja yang telah dibina; 3 P | idikan dan pi 9 9 9
tenaga kerja yang berorientasi pada kelautan dan bagi pencari kerja
perikanan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja - Meningkatkan kualitas SDM tenaga kerja lokal terutama 4 Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan g g
yang memiliki latar belakang pendidikan rendah melalui instruktur BLK
pendidikan dan pelatihan-pelatihan bidang keahlian 5 Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan g g g
sesuai dengan permintaan pasar kerja; ketrampilan kerja
6 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi g g g g
pencari kerja
7 Pemelirahaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK g
8 Dst....
(2) Tersedianya lapangan perkejaan yang luas dan - Mendorong investasi dan penyediaan lapangan - Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 9 9 9 9 9
beragam dengan angka pengangguran tidak lebih pekerjaan secara terus menerus terutama pada 2 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 9 9 9 9 9
dari 10 persen dengan titik berat pada bidang sektor-sektor primer seperti kelautan dan perikanan; 3 Kerjasama pendidikan dan pelatihan g g g g g
kelautan dan perikanan, perdagangan, dan pariwisata; 4 Penyiapan tenaga kerja siap pakai 9 9 g g
- Pengembangan program-program padat karya dengan 5 P produktivitas dan g g
tujuan mengatasi masalah pengangguran dan pelatihan kewirausahaan
peningkatan pendapatan masyarakat. 6 Dst....
Terwujudnya — sistem  gajitunjangan  dalam  rangka|
(3) peningkatan kampanye kesehatan dan 1 - Program Perlindungan dan P b 1 P ian dan pembinaan lembaga penyalur
pekerja dan terwujudnya l kerja serta hubungan industrial yang harrmonis antara Lembaga Ketenagakerjaan tenaga kerja
hubungan industrial yang sesuai dengan ketentuan
peraturan tenaga kerja dengan perusahaan sehingga dapat 2 Fasilitasi peny prosedur penyelesaian ¢ ¢ ¢ ¢ ¢
perundangan yang berlaku; menekan terjadinya sengketa-sengketa antara buruh dan perselisihan hubungan industrial
pemilik usaha; 3 Fasilitasi penyelesaian prosedur ian perlindungan g g g g g
hukum dan jaminan sosial jaan
4 i berbagai p 1 tentang g g g g 9
ji 1
5 Peningkatan perlindungan dan g g g g g
I hukum terhadap dan
kerja
6 Dst...
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SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN-KEGIATAN POKOK/INDIKATIF 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 [ 2013

6 PEMUDA DAN OLAHRAGA

(1) Terwujudnya peningkatan motivasi, peran, dan - Meni kualitas dan partisipasi pemuda di - Program peningkatan peranserta 1 Pembi organisasi kepemudaan 9 ' 9 g g
partisipasi pemuda dalam kegiatan pembangunan berbagai bidang pembangunan; kepemudaan. 2 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 9 9
secara lebih luas; 3 Fasilitasi aksi baki sosial g g 9 9

4 Fasilitasi pekan temu bicara organisasi pemuda g g g g

5 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba g g g g
generasi muda

6 Pembi pemuda pelopor k lingkungan g g g g g

7 Dst...

(2) Tercapail 1 kualitas dan - Meni budaya dan kesadaran politik generasi - Program Pengembangan dan Keserasian 1 Pendataan potensi kepemudaan g g
organisasi kepemudaan dalam membina semangat muda; Kebijakan Pemuda. 2 P dan evaluasi pelak 1 pembangunan g g g g
kepeloporan dan pemuda; pemuda

3 Penelitian dan pengkaji ijakan g g
pembangunan kepemudaan
4 Peningkatan keimanan dan 1 k ! g 9 9 9 9
5 Dst..
- Menguatkan nilai-nilai kewirausahaan, - Program peningkatan upaya penumbuhan 1 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda [’ g g g
solidaritas, dan k jinan; kewi haan dan ! hidup pemuda | 2 Pelatihan pilan bagi pemuda g g g g
3 Dst...

(3) Tercapainya 1 prestasi olahraga. - Menyelenggarakan event — event olahraga minat, - Program pembinaan dan p L 1 Pelak 1 identifikasi dan potensi pelajar dalam g g g 9 9
Kabupaten Maluku Tenggara pada event-event olahraga pendidikan, dan olahraga prestasi. olahraga olahraga
provinsi, regional, dan nasional terutama cabang- 2 Pelak 1 identifikasidan b unggulan g g g 9 9
cabang yang memiliki potensi atlit daerah
di Kal MalukuTenggara; 3 Pembibitan dan olahraga berbakat g g g 9 9

4 Pembi cabang olahraga prestasi ditingkat daerah g g g g 9

5 Peningkatan k jasmani dan rekreasi g g g g g

6 P ls olahraga g g 9 9

7 Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi g g g g g
pelatih, peneliti, praktisi dan teknis olahraga.

8 Peningkatan organisasi olahraga tingkat g g g g g
daerah

9 Dst...
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SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN-KEGIATAN POKOK/INDIKATIF 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
(4) Tercapainya peningkatan kemampuan manajemen - Menguatkan kelembagaan dan manajemen olahraga; - Program pengembangan kebijakan dan 1 Peningakatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan 9 g9 9 9 9
kelembagaan pembinaan oleh raga serta peningkatan manajemen olahraga. 2 Pengembangan perencanaan olahraga terpadu
kerjasama antara pengurus cabang olahraga dengan para 3 P tauan dan evaluasi pelak 1 g g g g g
pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan pengembangan olahraga g g g g g
prestasi olah raga; 4 Pembinaan manajemen organisasi olahraga
5 Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga g g
6 Dst... 9
(5) Terwujudnya peningkatan prasarana dan sarana - Menyediakan sarana dan prasarana olahraga yang - Program peningkatan sarana dan prasarana 1 Peningkatan kerjasama pola kemitraan antar g g g 9 g
olahraga yang sesuai standar dan kebutuhan daerah sesuai standar dan kebutuhan daerah; olahraga. pemerintah dan masyarakat untuk membangun
sarana dan prasarana olahraga
2 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana g g g g g
olahraga
3 Pemantauan dan evaluasi Sarana dan prasarana g g g g g
olahraga
4 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana g g g g g
olahraga
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MISIV

Meningkatkan Akselerasi Pemberdayaan Masyarakat Penguatan Sistem Adat Lokal.

SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN-KEGIATAN POKOK/INDIKATIF 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
1. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(1) Tercapainya penurunan angka kemiskinan lebih Meningkatkan kualitas dan alokasi program-program - Program Peningkatan Keberdayaan 1 Bantuan Dana Stimulan (BLM) Program Nasional 9 g g 9 g
rendah dari 25 persen dan angka pengangguran p yang meli yarakat miskin Masyarakat Perdesaan. P yaan kat Mandiri P (PNPM-MP)
di bawah 7 persen secara aktif. 2 Program Percepatan Pembangunan Kawasan Tertinggal g g g g g
dan Khusus (P2DTK)
3 Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) 9 g g g g
4 PAP Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 9 ] 9 g 9
Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)
5 Dana Pendamping P2DTK 9 g g g 9
6 Dst
Program Pemenuhan Kebutuhan Pokok 1 Faslitasi Program Beras Raskin 9 ] 9 g 9
Masyarakat Miskin 2 Fasilitasi Pelaksanaan Program Subsidi BBM 9 g g g 9
3 Fasilitasi Program Kompensasi Pengurangan 9 9 g 9 9
Subsidi bahan Bakar Minyak
4 Dst
(2) Terbentuknya 60 kelompok usaha ekonomi produkif Mendorong dan membina kelompok-kelompok usaha Program pengembangan lembaga ekonomi dan | 1 Pelatihan Kapasitas dan Penguatan Kemandirian POKMAS [ g g g g
masyarakat yang membuka lapangan kerja baru ekonomi produktif masyarakat usaha produktif pedesaan. 2 Fasilitasi Pengembangan Unit Usaha Ekonomi Desa g ] ! g g
Simpan Pinjam (UED-SP) 9 g 9 9 9
3 Fasilitasi Pengembangan Unit Usaha Bank Kredit Desa 9 g g ] 9
4 Fasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa g g g g g
5 Fasilitasi Permodalan Usaha Ekonomi Mikro Kecil dan 9 g g g g
Home Industry
6 Fasilitasi Pendampingan bagi Usaha Kelompok Masyarakat g g g g 9
di Perdesaan
7 Pelatihan dan Pemagangan 9 g g 9 9
8 Pengembangan Pasar Desa g 9 9 9 9
(3) Tercapainya efektivitas dan akuntabilitas pemanfaatan Meningkatkan jumlah dan bantuan dana pembangunan - Program peningkatan f 1 Pembil kelompok kat pemt 1an desa [¢] g e} g ¢}
dana bantuan bagi pembangunan desa. desa serta mengefektifkan pengelolaan dan dalam n pembangunan desa. 2 P 1 musy ! Inan desa/Kecamatn 9 g g ] 9
pertanggungjawaban dana tersebut untuk 3 Pemberian stimulan pembangunan desa g g g g g
peningkatan pembangunan desa; 4 Perlombaan desalkelurahan g g 9 g 9




SASARAN

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN-KEGIATAN POKOK/INDIKATIF

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Tercapainya peningkatan kualitas perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan desa.

Tercapainya peningkatan kemampuan penguasaan
dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam
mengolah sumber daya.

PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Terwujudnya pengembangan sistim informasi
kesejahteraan sosial dan pengembangan Bank Data

penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Terwujudnya penanganan dan pemberdayaan para

penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Mengintensifkan perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan pembangunan desa yang dibiayai dengan
dana-dana yang bersumber dari APBD dan APBN;

Mendorong dan memberikan pendampingan dalam rangka

penguasaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna
dalam pengelolaan sumber daya alam

Penyediaan sistim informasi penyandang masalah
kesejahteraan sosial dan pemutakhiran database

kesejahteraan sosial;

Pemberian perlindungan pada kelompok masyarakat
yang kurang beruntung atau Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS);

- Program Pengembangan Perencanaan

Pembangunan Desa

- Program pemanfaatan teknologi tepat guna

Program Pembinaan dan Pengembangan
Sistim Informasi/ data base Kesejahteraan

Sosial

Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya

Program pembinaan eks penyandang

penyakit sosial

3

-

~

w

-

~ w

-

~

-

N}

w

IS

3}

[N

N}

Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong
Dst.....

Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan desa
Fasisilitasi dan Evaluasi Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Desa

Pemantapan Sistem Pendataan Profil Desa

Dst....

Penguatan Kelembagaan POSYANTEKDES dan
WARTEKDES
Per 1K ilan M kat dalam

pendayagunaan Teknomogi Tepat Guna melalui
pelatihan dan pemagangan

Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional
Kerjasama pengembangan pemasyarakatan dan
pendayagunaan Teknomogi Tepat Guna

Pengembangan Dta Base PMKS
Pemutahiran Data PMKS

Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat
terpencil (KAT) dan penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

Peningkatan kemampuan (capacity building)
petugas dan pendamping sosial pemberdayaan
fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

Pelatihan ketrampilan perusahaan bagi keluarga miskin
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha
bagi keluarga miskin

Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah
kesejahteraan sosial

Dst...

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan usaha bagi eks
penyandang penyakit sosial
Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
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PROGRAM

KEGIATAN-KEGIATAN POKOK/INDIKATIF

2008

2009

2010

2011

2012

2013

@)

=

Terwujudnya peningkatan pemahaman dan kesadaran

masyarakat tentang penanganan penyandang
masalah kesejahteraan sosial.

Terwujudnya koordinasi dan kerjasama antara
pemerintah daerah dengan lembaga-lembaga sosial
masyarakat dalam rangka penanganan masalah
kesejahteraan sosial.

Penguatan peran lembaga sosial milik masyarakat;

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap

penanganan masalah kesejahteraan sosial

Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial.

Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

Program Pembinaan panti asuhan/jompo

N e

-

)

~

o

-

~

Bantuan korban bencana dan Pengungsi
Pelayanan dan Rehabilitasi sosial korban bencana
Dst...

Pengembangan kegiatan tentang akses sarana dan
prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia
Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi

korban eksploitasi, p p p

dan anak

P 1 KIE ing kamp: sosial bagi
penyandang masalah sosial (PMKS)

Koodinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi

pelaksanaan upaya-upaya penaggulangan

1 dan penurunan 1 sosial
Penanganan masalah-masalah strategis yang
menyangkut tanggapan cepat, darurat dan kejadian
luar biasa

Dst......

Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti
asuhan/jompo

Peningkatan ketrampilan tenaga pelatih dan pendidik
Dst.....

)

KELUARGA BERENCANA

Tercapainya pertumbuhan peserta KB baru
sebanyak 20.000 peserta dalam 5 tahun dan KB Aktif
sebanyak 35.000 peserta pada tahun 2013.

- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat

terhadap pentingnya pelayanan KB mandiri sehingga
dukungan dan partisipasi terhadap program-program
KB dari masyarakat tetap tinggi.

Program Keluarga Berencana

Program pelayanan kontrasepsi.

-

~ o g s w N

W N e

Penyediaan pelayanan KB dan alat kontasepsi bagi
keluarga miskin

Pelayanan KIE

Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu
Promosi pelayanan hibah

Pembinaan keluarga berencana

Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling

Dst...

Pelayanan konseling KB

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
Pengadaan alat kontrasepsi

Pelayanan KB medis operasi

@ @ a a

e @ a a

@ @ a a

e @ a a

e @ a «




SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN-KEGIATAN POKOK/INDIKATIF 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Program pembinaan peran serta masyarakat 1 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB g g g g 9
dalam pelayanan KB mandiri 2 Dst..
(2) Terwujudnya peningkatan jumlah dan kualitas petugas - Meningkatkan kapasitas kelembagaan pelayanan KB, Program pengembangan bahan informasi 1 Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan 9 ] g g g
lapangan/penyuluh KB (PLKB/PKB). prasarana, sarana, dan peralatan penunjang tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh dan pembinaan tumbuh kembang anak
pelayanan KB. kembang anak. 2 Dst...
Program peningkatan kapasitas SDM petugas 1 Pelatihan Tenaga Pendamping Bina KB g g g
lapangan 2 Jambore Penyuluh KB 9 g g g 9
(3) Terwujudnya peningkatan dukungan dan partisipasi - Melaksanakan pembinaan terhadap peserta KB dengan Program penyiapan tenaga pendamping 1 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina g g
masyarakat terhadap program KB. berbagai program kewirausahaan bagi kelompok kelompok bina keluarga. keluarga di kecamatan
keluarga untuk meningkatkan produktivitas keluarga. 2 Pendataan Keluarga Miskin 9 g g g 9
3 Dst...
Program kesehatan reproduksi remaja 1 Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja 9 g 9 g 4
2 Dst...
Program peningkatan penanggulangan narkoba, 1 Penyuluhan penaggulangan narkoba dan PMS 9 g g g g
PMS termasuk HIV/AIDS. di sekolah
2 Penyuluhan penanggulangan HIV AIDS g g g g 9
3 Dst..
4 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN DISPARITAS GENDER
(1) Terwujudnya peningkatan pemahaman terhadap - Pembentukan dan penguatan tugas dan fungsi satuan - Program penguatan kelembagaan 1 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan g g
hak-hak dasar kaum perempuan; organisasi yang mengelola p 1p p p itamaan gender dan anak. 2 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu 9 9 ¢}
dalam struktur organisasi pemerintah daerah; pemberdayaan perempuan (P2TP2A)
3 Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat g
yang berperan dalam pemberdayaan perempuan
dan anak
4 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender g g g g g
dan anak
5 Evaluasi pelaksanaan PUG 9 g g ] 9
6 Dst..
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- Peningkatan kesadaran terhadap pentingnya pendidikan - Program keserasian kebijakan peningkatan 1 Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi 9 g
dan kesehatan bagi perempuan. kualitas anak dan perempuan. perempuandi bidang politik dan jabatan politik

2 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan 9 g g 9 9
k gender,pemberdayaan p puan dan
perlindungan anak

3 Dst..

- Program peningkatan peran perempuan 1 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang 9 g g g 9
di perdesaan usaha ekonomi produktif

2 Dst..

(2) Terwujudnya peningkatan akses bagi perempuan - Peningkatan peranserta kaum perempuan dalam proses - Program peningkatan peranserta dan 1 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 9 g g g 9
terhadap sumber daya ekonomi, sosial, politik, pembangunan serta akses terhadap sumber daya; kesetaraan gender dalam pembangunan. 2 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan dan 9 g g g g
pemerintahan dan pembangunan. peran serta dan kesetaraan gender

3 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam 9 g 9 g 4
membangun keluarga sejahtera

4 Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi g g g g g
perempuan dalam mengelola usaha

5 Kegiatan pameran hasil karya perempuan dalam g g g
mengelola usaha

6 Dst..

(3) Berkurangnya angka tindak kekerasan dalam rumah - Peningkatan pemahaman terhadap perlindungan dan - Program peningkatan kualitas hidup dan 1 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan g 9 g 9 9

tangga terhadap perempuan dan anak pemberdayaan kaum perempuan melalui pelatihan dan perlindungan perempuan. di daerah
pembinaan; 2 Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan g g

pendampingan korban KDRT

3 Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan g g g g g
tenaga kerja perempuan

4 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT 9 g g g g

5 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap g g g g 9
tindak kekerasan

6 Dst..

5 PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAERAH

(1) Terwujudnya revitalisasi institusi adat secara - Merevitalisasi lembaga-lembaga adat agar berfungsi - Program pengelolaan kekayaan budaya. 1 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan g ] ! g g
proporsional untuk menunjang penyelenggaraan dan berperan dalam pembangunan masyarakat; kekayaan budaya
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah; dalam dan 3 Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan g

peristiwa budaya, kesenian daerah, dan benda-benda budaya lokal daerah
budaya untuk dikemas sebagai obyek wisata yang 4 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah g g g g

menarik untuk dijual.
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5 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian g g
peninggalan sejarah purbakala, museum dan
peninggalan bawah air
6 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 9 g g 9 9
7 Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka
8 Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 9 g 9 g 4
pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya
9 Pembangunan Rumah Adat di setiap Ratschap
10 Dst....
(3) Terwujudnya peningkatan apresiasi dan partisipasi - Mengembangkan apresiasi masyarakat Maluku - Program pengembangan nilai budaya. 1 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah g ] g 9 g9
kat serta ian dan pemuli Tenggara yang menghargai dan melestarikan identitas 2 Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah g g
pengembangan seni dan kebudayaan daerah sebagai dan kearifan nilai budaya lokal sebagai bagian integral 3 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program 9 g g g 9
asset lokal dan nasional dari kepribadian nasional serta memiliki kemampuan pengembangan nilai budaya
beradaptasi dan merespons setiap perubahan yang 4 Dst..
disebabkan oleh kemajuan teknologi dan informasi;
(4) Terselenggaranya event-event budaya yang - Menata dan menjadwalkan penyelenggaraan event-event - Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1 Per ) kesenian dan kebud ) daerah g g g g g
berkualitas yang dikemas sebagai atraksi wisata budaya daerah yang berkualitas dan dikemas sebagai 2 Penyusunan sistem informasi data base bidang g
yang mempunyai nilai jual bagi pengembangan atraksi wisata yang dapat menarik peningkatan kunjungan kebudayaan
pariwisata daerah; i 1, dan sekali ian budaya daerah 3 Penyelenggaraan dialog kebudayaan g g g
4 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 9 g g g g
5 Fasilitasi penyelenggaraan budaya daerah g g g 9
- Program pengembangan kerjasama 1 Fasilitasi perkembangan kemitraan dengan LSM g ] ! g 9
pengelolaan kekayaan budaya dan perusahaan swasta
2 Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi 9 g 9 ] 9
antar daerah
3 Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan 9 g g g g
antar daerah
4 dstos
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6 PEMERINTAHAN DESA
(1) Terwujudnya pemerintahan desa yang efektif, efisien, Meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Program pengembangan Regulasi 1 Penyusunan dan Penetapan PERDA tentang Desa g g g
dan legitimate; pemerintahan desa melalui penetapan kerangka regulasi Desa 2 Sosialisasi PERDA tentang Desa 9 g g g 9
yang lengkap tentang pemerintahan desa dan 3 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa g ] ! g g
memberikan penguatan dan memberdayakan lembaga- 4 Dst...
lembaga adat untuk berperan lebih aktif dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai peraturan
perundangan yang berlaku;
(2) Tertatanya status desa dan dusun yang semakin Melakukan penataan status susun sejajar dengan desa Program Penataan Desa dan Dusun 1 Penataan Dusun dan Desa 9 g g g g
obyekiif; induknya dengan penamaan yang sesuai dengan nilai 2 Peningkatan Kemampuan Administrasi Pemerintahan Desa g g g ] g
historis dan adat istiadat; 3 Peningkatan status Dusun menjadi Desa
4 Dst..
(3) Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan Meningkatkan pendidikan dan pelatihan kepada aparat Program Peningkatan Kapasitas Aparatur 1 Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang g 9 [ 9 g9
pemerintah desa, kelurahan dan dusun pemerintah desa dan melaksanakan rapat-rapat Pemerintahan Desa pembangunan kawasan perdesaan
kerja/koordinasi untuk membangun komunikasi yang 2 Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang g g g g g
intensif dengan penyelenggara pemerintahan di pengelolaan keuangan desa
tingkat desa. 3 Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang 9 g g g g
manajemen pemerintahan desa
4 Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Desa 9 g g g 9
5 Peningkatan kesejahteraan Aparat Desa/Dusun g g g 9
6 Dst...
(4) Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan Meningkatkan kapasitas kelembagaan adat dan Program pengembangan kapasitas lembaga 1 Pembinaan kepada Lembaga-Lembaga Desa 9 g 9 g 4
adat dan kelembagaan masyarakat desa. kelembagaan masyarakat desa sehingga berperan adat dalam pembangunan desa 2 Penyusunan Monografi Desa

secara aktif dalam pembangunan desa;
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